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PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah Swt. di mana pada
akhirnya penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku berjudul: POLITIK
ETNISITAS HINDIA-BELANDA: Dilema dalam Pengelolaan Kebera-
gaman Etnis di Indonesia merupakan Penelitian Terapan dan Pengem-
bangan Nasional, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Raden Fatah Palem-
bang (2018) yang dilaksanakan penulis,

Penerapan kebijakan politik etnis pada masa kolonial Belanda dan
masa kemerdekaan menjadi fokus utama dalam bahasan penelitian ini.
Hubungan sosial pada masyarakat pluralistik Indonesia pada masa ke-
merdekaan belum menunjukkan suatu kondisi kehidupan yang harme-
nis, Faktanya, berbagai konflik sosial bertalian dengan etnisitas sudah
mulai terjadi sejak masa kolonial, terutama kolonial Belanda yang me-
nempatkan Nusantara sebagai koloninya sekurangnya 350 tahun. Pada
masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi pun konflik sosial etnis dan
agama dalam masyarakat pluralistik Indonesia hingga kini masih terjadi,
Padahal, pemerintah kolonial Belanda dan terlebih pemerintah Indonesia
(Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) sudah banyak kebijakan bertali-
an dengan etnisitas berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,
vang telah dikeluarkan dan diterapkan, tetapi berbagai konflik etnis dan
agama dengan berbagai faktor penyebabnya, secara konsisten seakan
masih tetap terjadi. Bila hal ini dibiarkan dan tidak ada solusi substantif
ke depan, sangat mungkin hubungan sosial anatar-etnis dan agama pada
kemudian hari bisa terus memburuk bisa saja dapat mengancam keutuh-
an bangsa.

Buku ini berupaya menjelaskan tentang sejauh mana pengelolaan
keberagaman etnisitas pada pasca-kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru,
dan Reformasi/pasca-Reformasi) dan implikasinya terhadap pengelolaan
keberagaman etnisitas ke depan. Diyakini bahwa dinamika kehidupan
keberagaman bertalian dengan pengelolaan etnisitas pada masa laluy,
pada pasca-kemerdekaan, merupakan suatu “proses” kelanjutan potensi
dan bahkan beragam kasus konflik yang pemah terjadi pada kehidupan
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masyarakat majemuk-pluralistik di Nusantara pada masa kolonial Hin-
dia-Belanda.

Atas kontribusi semua pihak penulis mengucapkan terima kasih
atas terbitnya buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ke.
tua Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengah-
dian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang beserta jajarannya. Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A. (Guru Besar Antropologi UGM)
dan Prof. Dr. Alfitri Bainuri, M.Si., (Guru Resar Sosiologi Universitas Sri-
wijaya) di mana keduanya merupakan narasumber pada seminar hasi
penelitian tersebut sebelum proses penerbitan buku ini. Selanjutnya,
perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara
Mustakim, S.Kom. telah mengatur teknis pengetikan naskah penelitian
ini. Sama halnya, kepada ibu Safarina, M.Pd,, M.Si. yang telah banyak
memberi revisi dalam proses editing buku ini, penulis haturkan terima ka-
sih sedalam-dalamnya. Kehadiran bulku ini diharapkan dapat menambah
referensi ilmu sosjal (sosiologi, agama, sejarah, politik, dan antropologi)
yang terkait dengan kajian etnisitas di Indonesia, Karenanya, buku ini
relevan bagi beragam segmen pembaca, baik akademisi, mahasiswa (5-1,
§-2, dan 3-3), peneliti, politisi, masyarakat umum dan pembaca lainnya.
Akhirnya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih
banyak terdapat kekurangan, yang merupakan menjadi tanggung jawab
penulis pribadi sepenuhnya. Selamat membaca. Salam,

Sugiwaras, 17 Agustus 2019
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BAB 1

PENDAHULUAN:
ETNISITAS DAN DINAMIKA
MASYARAKAT MAJEMUK

Dalam bagian pendahuluan ini, fokus pembahasannya pada beberapa aspek,
antara lain bertalian dengan pemahaman konseptual tentang beberapa per-
spektif etnisitas, kerangka teoritik yang digunakan dalam penulisan buku ini.
Selanjutnya, dibahas pula tentang pendekatan, metode, dan beberapa eks-
pektasi dari produk penulisan buku ini.

A. BEBERAPA PERSPEKTIF ETNISITAS

Etnisitas (ethnicity) merupakan istilah relatif baru, kendatipun dalam
sejarah umat manusia telah lama dikenal adanya beragam suku bangsa
(etni, emos, yang berarti suku bangsa). Dalam kamus bahasa Inggris, is-
tilah etnisitas (ethnicity) merupakan suatu istilah yang baru muncul pada
tahun 1950-an, setelah Perang Dunia (PD) I Munculnya istilah “etnsitas”
tersebut bertalian dengan lahirnya negara-negara baru pada pacsa-PD
Il vang banyak bertalian dengan suku-suku bangsa tertentu. Pada akhir
abad ke-20, pengertian etnisitas menjadi sangat menonjol dengan terjadi-
nya perpecahan beberapa negara, seperti Balkan dan negara Uni Soviet.
Lahirnya negara-negara baru dari terpecahnya negara induk banyak pula
dikarenakan adanya perbedaan etnis, yang tidak jarang terjadinya pepe-
rangan—yang menjadikan etnisitas memiliki konotasi negatif. Terlebih
dengan maraknya demokrasi, telah melahirkan kelompok-kelompok et-
nis tertentu dari dari dominasi etnis mayoritas. Lahirlah perang berlatar
belakang etnis vang mengakibatkan perubahan di dalam peta politik ke-
negaraan dunia.?

Dalam perkembangannya, ctnisitas ternyata tidak selalu memiliki ko-
notasi negatif di mana mesti dikaitkan dengan konflik dan perang. Etni-

"HAR, Tilaar, Mengindonesin, Ernisitas dan ldentitas Bangsa Indongsio, Tinjatian dlurd Per-
spekrif Mt Penclidibar, Penerbit Rineka Cipta, Inkarta, 2007, him, 2.
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sitas bertalian erat dengan lahimya demokrasi di dunia lebih-lebih pada
permulaan abad ke-21. Maraknya demokras! dilkuti politik desentralisasi
yang memberikan hak kepada daerah-dacrah tertentu atau community.
tertentu untuk memperoleh kebebasan atau memperoleh pengakuan po-
litik. Etnisitas bertalian pula dengan kebudayaan, Setiap komunitas yang
sedikit banyvak homogen memiliki kebudayaan tersendiri yang merupa-
kan ciri khas dari kelompok etnis tersebut. Dalam konteks ini, lahirlah
yang dinamakan primordialisme, yakni keterikatan seseorang terhadap
kelompok etnisnya, yang diikat dengan kesamaan budaya seperti bahasa
dan mungkin juga agama, menjadikan pengertian etnisitas lebih kom-
pleks. Tidak jarang konflik dalam masyarakat modern kini disebabkan
karena keterikatan kepada etnis tertentu, dan akan lebih bersifat intensif
apabila ketika dibungkus oleh agama yang sama atau kekuatan ekonomi
vang sama pula. Primordialisme dalam konteks ini tidak hanya diikat
oleh kesatuan budaya, tetapi juga oleh kesatuan kepercayaarn, agama,
dan ekonomi—di mana etnisitas menjadi ikatan yang sangat emosional
dan mendalam. Etnisitas juga memiliki berbagai perspektif.*

Dalam perspektif biologis, etnisitas menunjukkan sekelompok manusia
yang memiliki kesamaan biologis, misalnya wajah, warna kulit, dan ciri-
ciri biologis lainnya. Dewasa ini telah dimulai pemetaan genom-genom
manusia secara lengkap, di mana dari pemetaan itulah dapat ditelusuri
kesatuan etnis dari suatu komunitas. Dari perspekiif sosial, etnisitas me-
rupakan suatu komunitas yang memiliki kesamaan tingkah laku sosial
baik yang terikat karena hubungan biologis ataupun ikatan-ikatan sosial
lainnya yang menyatukan komunitas tersebul. Dari perspektif antrapolo-
#is, komunitas manusia terutama dilihat dari segi kesatuan budavanya.
Terdapat cabang antropologi yang meneliti kesatuan hidup dari suatu ko-
munitas tertentu, suatu etnos dinamakan emologi. Kajian etnologis yang
cenderung terbatas dewasa ini menjadikan kurang populer oleh sebab
komunikasi antarmanusia telah terjadi perjumpaan beragam kebudayaan
dan perkawinan antarkelompok manusia atau etnis. Dari perspektif polirik,
etnisitas bertalian dengan nasionalisme. Kehidupan politik suatu masya-
rakat banyak sekali dipengaruhi oleh etnisitas dan sebaliknya etnisitas
dapat memengaruhi kehidupan politik. Dari perspektif psikologi, etnisitas
bertalian dengan terbentuknya ego seseorang. Perkembangan ego atau
pribadi seorang tidak terlepas dari kebudaynaan di mana orang itu hidup
atau vang dimiliki oleh komunitas tertentu dengan kebudayaan tertentu

pula—dikenal dengan super ego dalam psikologi analitik yang paca ha-

*HAK, Tiaar, Meagindonesio, Einisitas dan ffeniitas Bangsa Indonesia, TTnfawan dard Per-
spektdf Hmn Pendicikan... i, hlm. 3,

2 ¥
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kikamya pembentukan moralitas seseorang berdasarkan nilai-nilal yang
ada di dalam kebudayaan lingkungannya. Darf perspektif pedagogis, et-
nisitas dapat memberikan corak kepada perumusan politik pendidikan
sehubungan terbentuknya pola-pola kelakuan, pemikiran dalam pertim-
bangan rasio seorang yang banyak dipngaruhi oleh lingkungan kebuda-
yaannya—proses pendidikan tidak terletak dari komunkasi seorang de-
ngan lingkungan kehidupan maupun kebudayaan seseorang. Pendidikan
multikultural di dalam dunia modern dewasa ini tidak terlepas dari per-
kembangan paham etnisitas.? Etnisitas, dalam hal ini, memiliki beragam
perspektif yang tampak kompleks. Etnisitas tidak icdentik dengan konflik
sosial tetapi-berpotensi terjadinya konflik sosial dalam suatu komunitas.

Fredrich Barth mengatakan istilah etnik (ethnic) menunjuk pada
suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal usul
bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem
nilai budayanya. Barth meletakkan suatu fondasi untuk memahami et-
nisitas secara universal dari pada secara partikelir. Karena budaya dan
kelompok-kelompok sosial (social groups) hanya muncul melalui interaksi
dengan yang lain, kemudian etnisitas tidak dapat didefinisikan untuk ke-
lompok minoritas saja. Anthony Smith* mengatakan, bahwa komunitas
etmis merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan
sekumpulan manusia yang memilili nenek moyang sama, ingatan sosial
sama, dan beberapa elemen kultural. Sinisa Malesevic (2004) selanjutnya
membedakan antara “ras” dan “etnisitas™:

.. ‘race’ is o social construct where phenotypic attributes are popularly
used to denote in- groups from out-groups... Since ethaicity is @ common
name covering many diverse forms of political action which are defined in
collective—culturel—terms, ‘ethnicity’ is able to accommodate all of these
specific label such os ‘race; religious groups’, or “regional-continental de-
marcation® This 15 not to say that ethnicity is o more clear-cut concept
than the other three”

Max Weber dalam Ritzer et al. merumuskan empat prinsip utama
keterkaitan dengan etnisitas: Pertama, etnisitas sebagai bentuk dari status
kelompok; kedua, etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik
sosial; ketiga, keragaman bentul etnik dari organisasi sosial; dan keempat,
etnisitas dan mobilisasi politik. Dard empat unsur utama Weber dapat di-
tarik beberapa asumsi: 1) setiap tindakan sosial tidak luput dari tindakan
bernuansa etnisitas; 2) konflik terjadi manakala ditemukan upaya yang

THAR, Tilaar, Mengludonesin, Ernlsitas dan [dentitas Bangsa Indonesia... hid., hlm. 3.
' Reza AN Wattlmena, *Memalmmi Sefuk-Beluk aniar Eials bersama Michael B Brown." ru-
mahfilsafa. Mogspot.com, (diakses: 27 Agustus 2017},

* Binisa Malesevie, The Soviology of Bthinicity. SAGE Publication Lid. Londan, Califommia, New
Delhd, 2004, him, 6.

& ;
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dilakukan kelompok etnik tertentu untuk memperoleh keuntungan sim-
bolis dani kelompok emnik lainnya; dan 3) tindakan politik emik dalam
dinamika politik mencerminkan perilaku kelompok etnik bersangkutan.*
Politik etnisitas kolonial Belanda merupakan strategi dan kebijakan etni-
sitas, terutama bertalian dengan kebijakan stratifikasi sosial pada masa
Hindia-Belanda. Sistem stratifikasi sosial pada Hindia-Belanda, secara
umum, masyarakat telah terbelah menjadi dua: golongan penjajah atau
penguasa, dan golongan terjajah atau rakyat. Pemisahan ini berdampak
pada kewajiban dan masing-masing golongan dalam pemerintahan kolo-
nial Belanda yang bersifat diskriminatif.”

Golongan pertama tanggal di pusat-pusat kota dan berhak menda-
patkan fasilitas lebih dalam hal ekonomi, hukum, kesehatan, dan pendi-
dikan. Dalam golongan pertama ini, terdapat para pejabat tinggi, tentara,
pegawai-pegawai Belanda dan orang imigran asing, mereka semua di-
anggap sebagai warga kota, Adapun orang pribumi dianggap orang asing
yang tidak boleh tinggal di pusat kota, melainkan hars tinggal dipinggir
kota atau desa-desa. Dalam kenyataannya, pelapisan sosial pada masa
Hindia-Belanda sebenarmya sangat berlapis-lapis. Seperti dalam Peratur-
an Hukum Ketatanegaraan Hindia-Belanda (Indische Staatsregeling) tahun
1927, lapisan sosial masyarakat dibedakan menjadi tiga golongan: A. Go-
longan Eropa dan yang dipersamakan, golongan ini terdiri atas: 1) Orang
Belanda dan keturunannya; 2) Orang-orang Eropa lainnya (Inggris, Por-
tugis, Perancis, dan lain-lain); 3} Orang-orang bukan bangsa Eropa tetapi
telah masuk menjadi golongan Eropa atau telah diakui sebagai golongan
Eropa; B. Golongan Timur asing (orang Cina, Arab, India, Pakistan, dan
orang kawasan Asia lainnya); C. Golongan Pribumi (asli, indigenous) yang
disebut inlender.® Keberadaan politik etnisitas ini dipandang sebagai sa-
lah satu elemen penting dan signifikan terhadap “kesinambungan” dalam
sejarah kolonial Belanda di Nusantara yang diperkirakan tiga setengah
abad.

Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang memiliki struk-
tur masyarakat setidaknya memiliki dua karakteristik. Pertama, secara
horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial
berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Ke-
dua, secara vertikal, strukiur masyarakat itu ditandai adanya perbedaan

¢ Sofyan Sjaf, Politik Etnik, " Dinamika Palitk Lokal of Kerdari®, Diverbitkan gtas Kerja Sama

antara Departemnen Sains Komunikasi dan Pengermbangan Masyarakar Fakultas Ekologl Manu-
sia IPB dengan Yayasan Obor Indonesia, [akarta, 2014, hm, 18-19,

? Arif Rohman, et al dalam Adityn Sucipta, *Stratifikasi Sosial Magpamkat Masa Hindia-
Belanda®, aditya-phun.blogpot. (diakses: 27 Agustus 2017).

® Arif Rohman, éral, dalam Aditya Sucipto, “Srearifikas! Sosial, " id, (diakses: 27 Agustus
20071,

’ S
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vertikal lapisan atas dan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan
"’-‘“"“hf“f masyarakat Indonesin dinamakan masyarakat majemuk atau
pluralistik, di mana istilah tersebut pertama kali digunakan J.5, Purnivall
(1967) untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-
Belanda yang terdiri dari dua atau lebil elemen hidup secara terpisah
satu sama lain dalam satu kehidupan politik, J.5. Furnivall mengungkap-
kan tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindla-Belanda di mana se-
bagai plural society, sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana
mereka vang berkuasa dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang
Belanda sebagai kelompok minoritas, walaupun jumlahnya semakin ber-
tambah terutama pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa
yang memerintah Asing (Cina, Arab, India) memiliki kedudukan kelas
dua (menengah), di antara kelompok Eropa dan Pribumi.®

Dalam kehidupan politik, indikasi dari masyarakat Indonesia yang ma-
Jemuk itu yakni tidak adanya kehendak bersama (common will), di mana
masyarakat Indonesia terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain
yang dikarenakan perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kum-
pulan individu dari pada sebagai suatu totalitas organis, dan sebagai in-
dividu kehidupan sosial kehidupan mereka tidakiah utuh. Orang Belanda
datang ke Indonesia untuk bekerja, tetapi tidak menetap di Indonesia
dan kehidupan semata-mata di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat
persoalan sosial, politik, ekonomi yang teriadi di Indonesia tidak seba-
gai warga negara tetapi sebagai kapitalis atan majikan dari buruh-buruh
mereka, Orang Timur asing, terutama orang Cina, seperti halnya orang
Belanda datang ke Indonesia hanya semata-mata untuk kepentingan eko-
nomi. Sebagaimana orang Belanda dan orang Timur asing, kehidupan
mereka tidak utuh pula, yakni kehidupan mereka sama halnya sebagai
“pelayan” di negerinya sendiri. Secara totalitas, masyarakat Indonesia
pada masa Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakatl yang tumbuh
berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang Belanda, Timur
asing, dan Pribumi melalui agama, kebudayaan dan bahasa mereka ma-
sing-masing mempertahankan atau memelihara pola pikiran serta cara
hidup masing-masing. Hasilnya, masyarakat Indonesia secara totalitas
tidak memiliki kehendak bersama (common will). Dalam kehidupan eko-
nomi, tampak tidak adanya permintaan sosial (social demand) masyarakat
secara totalitas. Tapl masyarakat Indoresia pada masa Hindia-Belanda,
social demand tersebut tidak terorganisir melainkan bersifat sectional dan

* 1.8, Furnivall, “Plural Solalogy as Scieties”, Sociolagy as Sowcheast Asio: Readings on Social
Charrge and Development , Edited by Hans-Dieter Bvers, Crford University Press, Oxford, New
York, Melbourne, 1960, pages 86-103; dan 1.5, Nesikun, Sisterm Sesial Indosesia, PT, RajaGrafin-
div Persacla, [akarta, 1995, him, 287-302,
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bukan permintaan sosial yang dihayati bersama oleh elemen masyarakay
telah menjadi “sumber” yang membedakan karakter dari pﬂdﬂ ekong.
mi majemuk (pliral economy) pada masyarakat homogeneous. Bila proses
ekonomi pada di dalam masyarakat homogeneous, dikendalikan adanys.
common will, maka hubungan-hubungan sosial di antara elemen-elemen
masyarakat mejemuk sebaliknya semata-mata dikendalikan oleh proses
ekonomi dengan produksi barang material sebagai tujuan utama dari
pada kehidupan masyarakat. Karena pengelompokan masyarakat berda.
sarkan perbedaan ras, pola produksi pun diciptakan berdasarkan perbe-
daan ras di mana tipe ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri: orang
Belanda di bidang perkebunan, pribumi di bidang pertanian, dan Timur
asing (terutama Cina) di bidang mediator di antara keduanya.'®

Sejarah kolonial Belanda yang tidak kurang dari 3,5 abad lamanya
di Indonesia, tersebut peranan politik etnisitas terhadap bangsa pribumi
tampak lebih dominan. Kendatipun kolonial Belanda begitu lama bisa ber-
tahan di Indonesia, tetapi sebetulnya terdapat begitu banyak perlawanan
yang bahkan ratusan perlawanan yang dilakukan bangsa pribumi, yakni
umat Islam (ulama, sultan, haji, kiai) yang sering kali melibatkan kerajaan
atau kesultanan-kesultanan di Nusantara. Banyaknya perlawanan bangsa
pribumi, terutama umat Islam, itu sendiri dilakukan terutama sejak pe-
merintah kolonial Belanda menerapkan suatu sistem perdagangan mono-
poli yang bertentangan dengan sistem perdagangan masyarakat Nusan-
tara. Politik etnisitas kolonial Belanda dalam beragam bidang kehidupan
(politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama) terhadap masyarakat
pribumi (nafives, indigenous) yang diskriminatif, telah berdampak pada
kuatnya resistensi begitu kuat dan perlawanan terhadap pemerintah ko-
lonial Belanda, baik tampak maupun tidak tampak. Politik etnisitas ini
dilakukan bertujuan sebagai “pemecah belah®, “devide ar impera” yang
identik pula diikuti dengan tindakan kekerasan atau penindasan. Hal ini
juga sebagai upaya dan strategi menguasai dengan melemahkan nasio-
nalisme bangsa pribumi yang memiliki kekayaan rempah-rempah dan
sumber daya alam—yang sekaligus menjadi “motif utamg bangsa Eropa/
Belanda datang ke Indonesia sebagai kapitalis-ekonomi.

Kemerdekaan Indonesia scbagai “jerih-payah” perjuangan orang pri-
bumi, terutama umat Islam, yang sejak awal telah terjadi interaksi-inter-
aksi atau “jaringan-jaringan” antar-kesultanan Islam di Nusantara. Ja-
ringan-jaringan itu sendiri terbentuk atas dasar “solidaritas Islam® yang
menempatkan bangsa kolonial Belanda sebagai “kafir", “imperialis”, dan
“musuh bersama”. Melalui kebijakan-kebijakan ekonomi-kapitalisnya,

" 1.5 Fumnivall, " Plural Sotology as Scfetler’..." [hid , poges RR-103,

6 ]

Dipiradal chengan CantSeander



BAR | = PENDAHULUAN: E'nlslios & Dinamita Maspargkal Majamuk

bangsa kolonial Belanda secara berproses telah membentuk masyarakat
Hindia-Belanda yang pluralistik-multikultural, di mana selain terdapat
beragam etnis lokal-natives terdapat pula bangsa asing, yang dikatakan
Timur asing (Cina, Arab, India, Pakistan, dan lain-lain). Tetapi, tentang
kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dikatakan telah membentuk suatu
masyarakat ploralistik-multikultural yang sangat diskriminatif, jauh dari
keadilan, terutama dirasakan oleh bagi bangsa pribumi. Bangsa Belanda
datang ke Nusantara hanyalah sebagai pedagang dan “pendatang semen-
tara” dan tidak merasakan “memiliki”.

Indonesia hanyalah sebagai tujuan memperoleh kekuasaan ekonomi
tetapi mereka tidak memandang Indonesia sebagai “masa depan” nya.
Struktur politik masyarakat Hindia-Belanda demikian di mana bangsa
“migran” kolonial Belanda mensubordinasi mayoritas masyarakat pribu-
mi—natives, dengan berbagai kebijakan sangat diskriminatif, eksploitatif,
dan dominatif terhadap bangsa pribumi serta eksploitatif terhadap sum-
ber daya alam vang melimpah. Strul:tur masyarakat yang menempatkan
minoritas kolonial Belanda sebagai superordinate; sementara, etnis mayo-
ritas pribumi sebagai subordinate tersebut telah menyebabkan hubungan
tidak harmonis dan seringnya perlawanan dari etnis-etnis pribumi lokal/
kesultanan Islam di Nusantara—sepanjang sejarah kehadiran Belanda di
Indonesia.

Sebagai suam bangsa pluralistik, Indonesia memiliki suatu strukiur
masyarakat yang memiliki dua karakteristik. Secara horizontal, ditandai
dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbe-
daan etnis/suku bangsa, agama, adat-istiadat, dan kedaerahan. Secara
vertikal, strulktur masyarakat itu ditandai dengan adanya perbedaan verti-
kal lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam. Karena adanya per-
bedaan-perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan sebagai “plural
society, di mana istilah itu pertama kali digunakan Furnivall (1967) untuk
mendeskripsikan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, suatu
masyarakat terdiri dari dua elemen atau lebih yang hidup secara terpisah
tanpa terintegrasi satu sama lainnya dalam satu kehiduan politik."

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan suatu realitas sosial
masyarakat bangsa Indonesia yang pluralistik. Indonesia dikenal dengan
masyarakat plural ini, setidaknya terdapat 500 kelompok etnis, di mana
setiap kelompok etnis tetap mem pertahankan identitas etnis dan kultur-
nya. Para anggota etnis hidup dalam komunitas etnis yang homogen,
dengan identitas kultur dan batas-batas teritorinlnya sendiri, yang terse-

1.8 Furnivall, * Mural Soclides™, Soctolgy as Sevathauss Asien: Nealinggs an Sovcieol Change arial
Dwwelopment, Teited by Hans: Dieter Bvers, Oxford University Press, Oxlo nd, New York, Melbo-
urrias, POB0, falm. Be- 105,
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bar di selurub wilayah Indonesia. Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia,
disatu sisi, merupakan “berkah” dan “kekayann” yang pantas disyukuri,
Di sisi lain, pluralistik justru berakibat scbaliknya, menempatkan bangsa
ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasj
bangsa, seperti diungkapkan Henlt Schulte Nordholt dan Hanneman Sa-
muel, berikur:
After decades of authoritarian centralist government, attempts to intro-
duce political and economic change seem domed, in the face of bureay-
cratic sabotage corrupt power politics, short-term opportunism, and the
absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regicnal re-
sistence movements, the in ability the corruption, pessimists are inclined to
classify Indonesia in the category of *messy stoges”. In to the breaking up
of the nation-state

Syafuan Rogzi' mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena bu-
ruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi
cepat marah dengan orang lain, Frans Magnis Suseno’ mengatakan bah-
wa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia.
Pertama, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme
berdasarkan agama, ras, etnik, dan daerah. Kedua, berhubungan dengan
akumulasi perasaan il dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi
orang lain dan mereka cenderung menjadi berprilaku eksklusif berda-
sarkan agama dan kelompok (etnis). Ketiga, prilaku seorang dipengaruhi
budaya kekerasan di tengah masyarakat. Keempat, sistem polidk Orde
Baru yang memosisikan kekuatan militer yvang cenderung memecahkan
masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Parsudi Suparlan®™ mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia
masih rentan terhadap potensi konflik. Potensi disintegrasi sosial diha-
silkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk
“sumber-sumber sosial” (social resources) yang menggunakan etnisitas
untik memperkuat kekuasaan (power). Saling memengaruhi etnisitas se-

i Henk Schulte Nocholt dan Hanneman Samuel (Bd=), "Intreduction: Indonesia AfterSoe-
harto: Rethinking Analytical Categories®, frdonesie In transition: Rethinding Civil Socleqy, Re-
gion, and Crisis, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004, pp. 1-2 Liliat pula: (Abdullah 1di, D¥easreikn
Sosioiogis Mmdonesia: Agamn dan Pendicikan datam Pernbahan Sosial, LKIS Pelangi Aksara, Yog-
yakaria, 2015, him. 50,

= gyafuan Rozi, “Mendorong Laju Gernkon Multitulnoal ff Indoresia™, Jurmal Masyarakat
Indonesia, Jilid XXIX, No, 142003, him. 91-92,

" Frans Magnis Suseno, "Faktor-faitor Mendasar! Terjadinya Konflik antarn Kelonpok Etnls
dan Apama ol indonesiac Fovecegathan dan Pemecahan”, dalam Sonflik Komunal df Indonesta
Saar fnd, Indonesia-Netheriond Cooperation in lslamic Studies (INIS) and The Center for Leng-
uapes and Cultures, Undversitas [slum Negerd Syarif Hidayatullah, Inkarta, 2008, hlm, 121-122,

" Parsudi Supatlon, T Eteisitas dan Potensingn Tertadap Disdntepas] Sozial di hulomesia®,
dalam Korffik Kenseieal o Taclarvesia Saar Ind, Indonesia: Nethedands Cooperation in fslamic
otudies [1ME5) dars The Center for Longuages amd Cultures, Universiias [siam Meperd Sj.'HII“'”-'
dayatullah, [akarta, 2003, him, 70,
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bagai cara mengumpulkan kekuatan berdnsarkan kelompo dan solida-
ritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai
kekuatan tertentu. Pada kekuatan struktural sosial lokal, seperti politik
dan etnisitas sebagai potensi vang dapat merusak strukiur sosial dan level
komunitas.

Franz Magnis-Suseno'®jugn mengatakan bahwa insiden Ketapang
(1998) terthadap gereja-gercja Kristen—yang barangkali merupakan satu
faktor yang menyebabkan peperangan Kristen-Islam di Ambon—dipe-
ngaruhi adanya konflik antara orang Betawi (penduduk asli Jakarta) dan
orang Ambon. Sejak 1990 telah terjadi serangan terhadap gereja-gere-
Ja dengan peningkatan momentum, mencapai klimaksnya pada insiden
yang mengerikan pada 1996 dan 1997 di Surabaya, Situbondo, Tasik-
malaya dan Rengasdengklok; sedangkan di bagian Timur Indonesia te-
lah terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Semua ini telah dikalahkan
oleh (berakhir dengan) pecahnya apa yang disebut dengan perang sipil
antara Kristen dan Muslim di Maluku dan Sulawesi Tengah dan konflik
etnis antara penduduk asli Dayak dan Melayu disatu pihak dan penda-
tang Madura di pihak lain. Di Maluku, konflik mulai terjadi pada tanggal
19 Januari 2000, hari pertama Idul Fitri di Kota Ambon. Dari gini, kon-
flik meluas ke seluruh pulay, kemudian ke pulau-pulau sekitarnya, dan
setelah tenang beberapa bulan, selanjutnya berlanjut ke Maluku Selatan,
Buru, Ternate dan Halmahera, Hanya di Maluku Selatan dan Utara saja
perdamaian secara solid dapat diterapkan. Akan tetapi, sampai kini, si-
tuzasi di Ambon dan sekitarnya sudah stabil. Ketika im, kadang-kadang
telah terjadi serangan di mana terjadi kekerasan bisa terjadi kapan saja.
Konflik di Poso dan sekitarnya dan Luwu di bagian tengah Sulawesi telah
membara sudah agak lama sebelum menjadi hal yang menakutkan pada
bulan April 2000, dan masih belum ada pemecahan hingga kemudian,
Perang emis di antara penduduk setempat dan pendatang Madura dibe-
berapa bagian Pulau Kalimantan hanya diselesaikan dengan memindah-
kan orang-orang Madura. Juga sudah terjadi benturan antara masyarakat
dari Flores dan dari Batak di Pulau Batam. Konflik-konflik ini, khususnya
disekitar Ambon, telah diperburuk oleh faktor politik, secara parsial dari

TNI dan Polri dan orang-orang yang datang dari luar yang melibatkan
diri di dalamnya."™

" Franz Magniz-Suseno, " Faktor-fakior Mendasart Terfor inpa Sonflik Antara Kelompolk Bmis
dan Agaema di Indoresiv: Pencegahan dan Pemecahan”, Konllik Komunsl di Indonesia Saat Ink,
Diterbit atas Kerra Sama {ndonesia-Netherfands Cooperation in Blamic Studies (INIS) dan Pa-
saf Haheaa dan Bedoyva (Thee Center for Langaages aiud Cieltunes), Undversitns bskam N'-‘R'L‘llﬂj.':l'll
Hidayatillah, Jakaria, 2003, hlin, 119120

" Franz Magniz-Susenn, © Fukiar-fakror Mendusard Tegjadinpa KonfTik Antara Kelosrpok Ernis
dant Agasns di Indoreesia 7 T, bilim, 120,
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Keputusan Presiden R1 No. 12/2014 (pada 12 Maret 2014) dipan-
dang sebagal salah satu langkah maju terhadap penghapusan diskrimina-
si dan politik adu domba. DI sisi lain, schagian kalangnn berpandangan
bahwa Kepres ini terlalu berlebihan dan cenderung mengistimewakan et-
nis Cina-Tionghoa. Beragam pandangan yang ada sesungguhnya sah-sah
saja karena begitu banyak persoalan etnis Cina-Tionghoa seiring dengan
sejarah perjnlanan bangsa sejak pra-kolonial. Banyak riset dan publikasi
ilmiah yang telah dilakukan tentang relasi ewnis Cina-Tionghoa dan pri-
bumi agaknya memang tidak mudah disclesaikan dengan cepat dan da-
lam tempo hitungan tahun. Dari perspektif akademik-etnisitas, penggu-
naan istilah yang lebih netral misalnya Cina-Tionghoa mengingat kedua
istilah ini lazim digunakan dalam masyarakat meskipun dalam dialek
berbeda. Kehadiran Kepres ini ketika itu terkesan tiba-tiba yang memun-
culkan multitafsir kareng lTIEl‘IJElﬂIlE dilaksanakan pesta demokrasi-Pemi-
lihan Umum 2014.'%

Sejumlah riset konflik sosial bernuansa emmis dan rasial pada paseca
1998 menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus-kasus konflik terse-
but cenderung dikarenakan adanya ketimpangan strukiur sosial-ekonomi
pada etnis berbeda. Dari perspektif sosial-ekonomi, faktanya justru emis
mayoritas cenderung yang terdiskriminatif. Jadi, kurang jelas seberapa
Jjauh sebetulnya dampak penggunaan istilah Tjina, Cina, dan Tionghoa
terhadap terjadinya kasus-kasus konflik sosial pada 1998. Padahal, pada
awalnya, hubungan etnis mayoritas pribumi dengan etnis minoritas Cina
berjalan dengan hangat dan normal. Justeru, relasi etnis Cina dan kolo-
nial Belanda tampak tidak harmonis ketika itu. Suat tindakan kekerasan
massal bangsa kolonial Belanda terhadap etnis Cina pada 1740 di Batavia
yang menelan korban selditar seratus ribu orang Cina akan tetapi, bangsa
kolonial Belanda selanjutnya berubah pendirian erat akan membahaya-
kan kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Belanda selanjutnya memi-
lih strategi menempatkan orang Cina-Tionghoa sebagai kolega dalam
kegiatan ekonomi Hindia-Belanda. Tindakan ini secara politik berupaya
menjauhkan mereka dari relasi sosial yang erat dengan orang pribumi.”

Indonesia dalam kenyataannya, merupakan suatu negara di Asia
vang paling sering terjad! konililk sosial-emis dan agama. Salah satu fak-
tor penyebabnya ialah keterkaitan dengan “akar™ sosio-historis sebagai
masyarakat-pluralistik itu sendiri. Sejak zaman kelonial hingga kemer-
dekaan persoalan etnsitas selalu menjadi perhatian saksama dari pihak
penguasa pemerintah kolonial. Karena dipandang masih krusialnya per-

" Abdullah Bdi, * Isifleah Civa, Tionghos dan Pollik®, Sritejiapa Post, 2 April 2016,
" Ahdullala Do, * Isdilaly Cfven,, " M,
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soalan etnsitas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu mengelu-
arkan Kepres No. 12/ 2014 bertalian dengan Istilah Cina dan Tionghoa.
Hampir semua wilayah Indonesia secara etnis dalam kategori heterogen,
sejalan dengan kedatangan para migran dari kelompok etnis yang berbe-
da dan hidup berdampingan dengan komunitas etnis lokal, tidak hanya
di kota-kota atau pusat-pusat urban saja, tetapi juga di desa-desa dan
dacrah-daerah pedalaman, Sehingga, interaksi antar-etnls menjadi lebih
interaktif dibandingkan pada masa sebelum nya. Hal ini juga mendatang-
kan masalah baru dalam mengakomodasi perbedaan kultur antara para
migrant dan masyarakat setempat, karena para migran secara ckonomi
lebih mapan dibandingkan komunitas lokal, Perbredaan-perbedaan etnis
dan kultur di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangan
ekonominya.®

Sebagian kalangan berpendapat bahwa jika tujuan itu untuk menghi-
langkan diskriminatif dan politik adu domba terhadap etnis Cina-Tiong-
hoa agaknya kurang akurat. Karena dalam praktik interaksi sosial-komu-
nikatif antara orang etnis Cina-Tionghoa dan masyarakat lokal-pribumi
selama ini, umumnya penggunaan istilah itu dalam realitasnya tidak se-
lalu berkonotasi negatif oleh etnis Cina-Tionghoa, di mana tergantung
konteks sosio-linguistik di mana bahasa i digunakan. Akan tetapi,
kehadiran Kepres No. 12/2004 tetap dipandang suatu hal positif untuk
mengingatkan semua elemen bangsa betapa pentingnya keharmonisan
dalam keberagaman dan perbedaan untuk memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa,

Indonesia dalam kenyataannya merupakan sebush negara yang pen-
duduknya majemuk dari segi sulu bangsa, budaya, dan agama. Realitas
kemajemukan itu, disadari para pemimpin bangsa, yang memperjuang-
kan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan asing. Mereka memandang
bahwa kemajemukan bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan
dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut termasuk-
kekayaan bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa tersebut mempunyai
cara pandang yang positif tentang kemajemukan, Cara pandang seperti
ini selaras dengan ajaran agama yang menjelaskan bahwa kemajemukan
itu, bagian dari sunatullah. Agama mengingatkan bahwa kemajemukan
terjadi atas kehendak Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga harus diterima
dengan lapang dada dan dihargai, termasuk di dalamnya bila adanya per-

* Bupardi Suparlan, *Ernisitas dan Potensimpa terfiuadap Distnrepras] Sosial df Indamesin®,
KEonflik: Kormunal di fndonesia Saag Inf, Deerbitkan atas kega gama Indonesian-Netherknds
Cooperation In Islamle Studles (INIS) dan Pusal Bahasa dan Dudaya ([ The Ceietre Jor Language
e Cirltrnes), Univerltas Islam Negerl Syarif Hidayatullah, 2003, him. 79.50,
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bedaan konsep sikeagamaan. Perbedoan konsepsi di antara agama-agama
yang ada adalah sebuah realitas, vang tidak dapat dimungkiri oleh siapa
pun. Perbedaan bahkan benturan konsepsi itu terjadi pada hampir semua
aspek agama, baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi
pengaturan kehidupan. Hal ini dalam praktiknya, cukup sering memicu
konflik fisik antara umat berbecda agama. Sebaginn kalangan berpenda-
pat bahwa perbedaan konsep keagnmaaniah vang menjadi sumber kon-
flik utama antara umat manusia.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai keragaman dalam ba-
nyak hal, dari suku, bahasa, budaya, dan tidak terlepas dengan agama.
Bahkan agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara ada lima:
Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik, dan pada pemerintahan Pre-
siden Abdurrahman Wahid telah mengakui keberadaan aliran Konghucu
di Indonesia, yang dahulu tidak diakui keberadaannya, sehingga dari itu
semakin bertambah pula beragam agama di Indonesia.® Dari sisi agama
konflik vang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik antara umat
agama Islam dan Kristen; tetapi bila dilihat dari sisi etnis yang paling
sering etnis Cina dan pribumi (indigenous). Untuk irtu, persoalan mana-
jemen dan pengelolaan etnisitas pada masyarakat pluralistik Indonesia
dirasakan sangat krusial menjadi pertimbangan dalam kebijakan pem-
hangunan ke depan karena sangat memengaruhi kualitas integrasi sosial
dan menentukan terhindarnya dari potensi disintegrasi bangsa.

Memang, sentimen emnis masih sering terjadi dalam dunia modern,
seperti di Amerika Latin. Penduduk asli (suku Indian) sering kali me-
lakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap negara, seperti di Peru,
Bolivia, Mexico, Pengalaman Malaysia juga patut menjadi perhatian, di
mana di Malaysia dikenal tiga rumpun bangsa yang besar. Melayu, Cina,
dan India. Pada tahun 1970-an dikenal dengan gerakan AMPERA (Ama-
nat Penderitaan Rakyar)—dikenal juga dengan nama Affirmative Action
Programs yang bertalian dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—di
bawah kepeloporan Mahathir Muhammad. Kebijakan ini bertujuan untuk
mempercepat pengembangan suku Melayu agar setaraf dengan rumpun-
rumpun yang lain, di mana seperti pada masyarakat eks kolonial, masya-
rakat Melayu merasa tertindas khususnya di dalam bidang ekonomi dari
rumpun-rumpun yang lain.

Menghadapi konflik etnis di dalam suatu negara terdapat beberapa
cara untuk mengatasinya, antara lain: pertama, menghilangkan konflik
(conflict elimination); dan kedua, mengelola konflik (conflict management).
Dengan cara conflict elimination dapat terjadi partisi dengan dengan lahir-

 htp: finimassyalol.word press, com, “Ken Tk Autar-agarmea dl Indonesia®, Diakses: 5 ARUS*
tus 2007,
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nya negara-negara baru, seperti yang terjndi pada waktu partisi Pakistan
dan India. Dapat juga terjadi dengan pemindahan penduduk secara be-
sar-besaran. Pada cara kedua dititikberatkan pada kontrol yang harmo-
nis. Pada cara yang kedua ini dapat terjadi terbentuknya negara federal,
atau terjadi berbagai jenis akomodasi terhadap tuntutan-tuntutan etnis
dalam rangka untuk menjaga integritas bangsa. Sebagai ilustrasi bahwa
pecahnya Uni Soviet bukan hanva disebabkan karena kegagalan dogma
komunisme, tetapi juga karenn faktor-faktor demokrasi vang mengakui
adanya perbedaan-perbedaan etnis, seperti dalam bahasa dan agama.
Pecahnya Yugoslavia juga telah melahirkan beberapa negara pecahan
karena persoalan etnis. Ada juga negara vang utuh kendatipun terdapat
berbagai etnis seperti Switzerland, di mana terdapat etnis Jerman dengan
bahasa Jerman, etnis Perancis dengan bahasa Perancis, dan etnis Italia
dengan bahasa Italia, yang memperlihatkan kerukunan dalam kebera-
gaman bahasa, tradisi dan agama.®

Pluralitas merupakan fitrah manusia yang keberadaannya sebagai
sunatullah yang given (kodrati) dalam kehidupan. Jika manusia dila-
hirkan berbeda dari segi fisiknya; perbedaan batin, pikiran, dan amal
merupakan sebab perbedaan lahiriahnya, Pluralitas dianggap sebagai
condition sine quo non (keadaan atau syarat) dalam penciptaan makhluk.
Di Indonesia, sejumlah kasus kekerasan dikarenakan pluralitas budaya
dan keyakinan seakan-akan menjadi hal biasa. Sejumlah kerusuhan ber-
jalan “lancar” terkesan tidak adanya aturan atau hukum yang ditegakkan
sebagai penghormatan terhadap hak-hak manusia. Seperti diungkapkan
Nurcholish Madjid bahwa tidaklah heran bila sebagian orang berpan-
dangan bahwa negeri ini sebagai the country of disposable, sebuah negeri
di mana banyak orang dapat dikorbankan.® Sudah barang tentu, keber-
adaan bangsa yang pluralitas ini tidak diharapkan dapat memperburuk
kohesi-kohesi sosial yang dapat mengancam disintegrasi bangsa—seperti
pengalaman negara Balkan dan Uni Soviet.

Sebagai negara pluralistik, bangsa ini sangat rentan dan dinamis
terhadap ancaman disintegrasi sosial dan bahkan disintegrasi bangsa,
sesuatu yang tidak diharapkan tentunya. Sunyoto Usman® mengatakan
bahwa pertama, secara politis, masyarakat kita sebenarnya pertahap te-
lah terintegrasi di atas nilai yang sangat fundamental, vakni Pancasila.
Sila-sila yang ada diyakini mampu menumbuhkan dan mempertahankan

=2 AR, Tilaar, " Mengindonesia, Finisitas dan Feleniinas.", op, off, hlim, 13,

B apus Ahmad Safed, Sodfodog! I, Transgfrmeasd Soshad Gerbasts Thulikd, Smbioss Rekai-
ma Media, Bandung, 2007, hilm. 106

¥ Sunyoo Wsman, Disafanr Harapan dan Kenyatean: Bsal-eel Perulvaluan Sasial, ClReD,
Yogyakaris, 2004, hlm, 0.
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rasa kebersamaan dalam kebhinckaan. Sila-sila tersebut merupakan acu-
an interaksi setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan
kepentingan politik. Tetapi, bukan berarti persoalannya selesai, karena
banyak hal yang membutuhkan pembenahan, diantaranya persoalan so-
sialisasi Pancasila itu sendiri, Pancasila seharusnya tidak hanya dipahami
secara formulasi normatif (of the text), tetapi juga menjadi formulasi teo-
retis yang dapat diidentifikasi dengan prinsip-prinsip akademik (of the
context). Suatu vang perlu dihindari bahwa jangan sampal ada kelompok
yang merasa paling paham tentang Pancasila yang dapat menutup dia-
log antar-anggota masyarakat, dan juga sekaligus menutup kemungkinan
adanya aktualisasi kandungan makna sila-silanya. Kini, yang dibutuhkan
bukan mobilisasi massa untuk menerima Pancasila, tetapi yang krusial
justru memobilisasi kesadaran bahwa di dalam Pancasila terkandung ke-
kuatan yang merekatkan kehidupan masyarakat.

Kedua, masyarakat juga bisa terintegrasi karena sebagian besar ang-
gotanya terhimpun dalam berbagai unit-unit sosial sekaligus (cross-curting
affiliation). Melalui mekanisme demikian, konflik-konflik yang terjadi,
baik yang tampak maupun yang laten kemudian terendam oleh loyalitas
ganda. Loyalitas demikian memungkinkan beberapa elemen sosial yang
saling bertentangan dapat dipertahankan dalam suatu posisi yang relatif
seimbang, Dalam hal ini, dapat ditelusuri kembali lembaga-lembaga sosi-
al yang tumbuh di masyarakat. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuh-
an ckonomi, dalam kehidupan masyarakat sebetulnya juga telah terjadi
diferensiasi struktur kelembagaan. Dengan alasan efiensi dan efektivitas,
hubungan-hubungan ekonomi telah dipisahkan dari hubungan-hubung-
an sosial dan kultiral. Organisasi-oraginsasi produksi pun telah tumbuh
semakin kompleks, terutama dalam upaya optimalisasi pemanfaatan
sumber daya ekonomi. Seiring dengan itu, telah tumbuh pula berbagai
organisasi sosial atau pengelompokan sosial berdasarkan spesialisasi dan
profesi yang juga mencanangkan kegiatan-kegiatan yang dibingkai oleh
hasrat menjawab kepentingan-kepentingan sosial dan pelitik anggota
masyarakat. Diferensiasi struktur kelembagaan semacam itu sesungguh-
niya amat potensial menumbuhkan afiliasi ganda, suatu hal yang sangat
diperlukan sebagai perekat integrasi.™

Akan tetapi, afiliasi ganda tersebut belum optimal menciptakan loya-
litas ganda, disebabkan: Pertama, distribusi peran dalam kegiatan sosial,
ekonomi dan politik masih kerap mengedepankan prestige dan koneksi ke-
timbang prestasi. Peran yang tidak diberikan berdasarkan prestasi tidak
hanya menghambat mobilitas vertikal, melainkan juga semakin memper-

= Sunyoto Usman, Divntara Moarapan dan Kerpatnar ..., 15050, Wlm, 81-82,
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kukuh primordialisme. Usaha-usaha yang dikembangkan oleh anggota
masyarakat untuk meraih posisi sosial yang lebih baik bukan melalui
kerja keras memacu prestasi, tetapi lebih banyak membangun labby atau
bergerilya mencari koneksi. Kompetisi menjadi tidak schat, dan loyalitas
yang berkembang bersifat semu atau hanya mencuat tatkala ada pamrih.
Kedua, struktur kekuasaan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pe-
ngelompokan sosial yang tumbuh sebagai konsekuensi dari diferensiasi
struktural tersebut seing kali bersifat elitis. Dalam struktur kekuasaan
seperti ini, proses pengambilan keputusan-keputusan krusial hanya dido-
minasi oleh kelompok minoritas, sedangkan yang lainnya berada di ping-
giran. Dalam situasi demikian, walaupun orang berafiliasi pada banyak
organisasi tetapi sukar menciptakan loyalitas ganda. Sebaliknya yang
berkembang adalah loyalitas pada kelompok elite yang sedang berkuasa,
atau malah pada orang-orang tertentu yang berada di puncak strata.®

Ketign, integrasi sosial dapat pula tumbuh di atas saling ketergan-
tungan di antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpen-
dapatan rendah. Integrasi sosial ini berdimensi ekonomi. Tiga hal yang
patut dipertimbangkan dalam upaya memelihara integrasi seperti ini: (1)
kebijakan ekonomi secara konsisten mesti memperhatikan pemerataan.
Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi vang hanya me-
ngedepankan pertumbuhan, menempatkan kelompok-kelompok tertentu
yang dekat dengan kekuasaan lebih banyak monopoli aset-aset ekonomi.
Mereka bisa melaju sendiri dengan cepat sekali, mengeksploitasi kelom-
pok-kelompok pinggiran. Konsekuensinya kemudian adalah kelompok
sosial antarkelas menjadi sulit dihindari; dan (2) kebijaksaan pemba-
ngunan ekonomi harus memperhatikan keterkaitan (linkages) antara ber-
bagai macam sektor: sektor tradisonal-agraris dan modern-indutrial. Bila
sector-sektor tersebut dibiarkan berkembang sendiri-sendiri dalam per-
jalanannya akan melembagakan hubungan “superordinasi-subordinasi”
dan dapat mempercepat kecemburuan sosial; dan (3) lembaga-lembaga
ekonomi yang dibentuk untuk menyongsong perubahan teknologi, fungsi
produksi, struktur pasar serta preferensi konsumen harus dijaga sedemi-
kian rupa sehingga dapat berfungsi secara optimal memberi pelayanan
kelompok vang berpendapatan rendah. Konflik-konflik politik mudah se-
kali tersulut bila kebutuhan mereka terabaikan,

Agaknya dengan konsiderans pentingnya menjaga keberadaan Indo-
nesia sebagai suatu bangsa pluralistik dan terintegrasl, ke depan patut
menjadi perhatian dengan pentingnya pengelolaan keberagaman yang

= Gunyote Usman, Diantard Haragpan ., i, W, 83,
" Sunyoto Usman, Diantara Haragpn .., thid, hlu, 84-05.
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ada. Harus diakui bahwa hingga kini, pengelolaan keberagaman di In-
donesia masih jauh dari yang diharapkan, misalnya ditandai banyaknya
konflik sosial bernuansa etnis dan agama yang dapat berdampak pada
integrasi bangsa ke depan. Di sisi Inin, pengelolaan keragaman etnis di
Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh konsepsi Hindia-Belanda terha-
dap emisitas tampak mengandung sejumlah kelemahan atau bias politik
kolonial. Kebijakan pengelolaan keragaman etnis di Indonesia ke depan-
karenanya tampak belum optimal dalam upaya menciptakan harmoni
dalam kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masih cenderung me-
munculkan konflik sosial yang meluas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu
made] pengelolaan keragaman etnis yang memperhatikan konteks objek
Indonesia (multikultural, diversitas, plural, dan relativiras).

Dalam penulisan buku ini, karenanya, lehih memfokuskan pada ana-
lisis penerapan kebijakan etnisitas pada masa kolonial Belanda, masa
kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi/pasca-Reformasi), im-
plikasi (efektivitas) kebijakan etnisitas, model kebijakan keberagaman
etnisitas, dan implikasi kebijakan politik etnisitas di Indonesia sebagai
upaya memperkukuh intesrasi bansgsa. ;

Kehadiran buku ini juga dipandang penting dan mendesak dilaku-
kan, dengan beberapa alasan (reasonings) pokok: pertama, secara akade-
mik-sainstifik, penulisan buku ini akan menghasilkan informasi ilmiah
sebagai khazanah pengembangan ilmu pengetahuan sosial-historis, kea-
gamaan, dan politik. Kedua, secara praktis, hasil kehadiran buku ini me-
rupakan kontribusi ilmiah dalam konteks kebijakan politik dan pengelo-
laan etnisitas, yakni sebagai “input” yang berarti dalam upaya mereduksi
beragam potensi dan kasus konflik sosial-emisitas (etnis dan agama khu-
susnya) yang sering kali terjadi di negeri ini. Ketiea, kehadiran buku ini
diharapkan dapat memberi pemikiran akademik sebagai upaya mendo-
rong berkembangnya studi-studi ilmu sosial, sejarah, politik, ekonomi,
dan keagamaan di kampus Perguruan Tinggi Keislaman (PTKIN) se-Indo-
nesia, sebagai kontribusi berarti terhadap berbagai persoalan sosial ber-
talian dengan etnisitas yang diharapkan dapat memperkukuh integrasi
sosial dan integrasi bangsa. Keempat, penulisan buku ini diharapkan pula
dapat menawarkan suatu “model”, “paradigma” atau “kerangka acuan”

terhadap pengelolaan etnisitas yang mungkin dapat diterapkan dalam
suatu masyarakat pluralistik Indonesia ke depan,

B. KERANGEA TEORETIK

Lahirnya civil society bersamaan dengan konsep negara modern, yang
bertujuan, antara lain: pertama, untuk menghindari Inhirnya negara abso-
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lut yang muncul sejak abad ke-16 di Eropa; dan kedua, untuk mengontrol

kekuasaan negara. Atas konsideran demikian, eivil society berjalan dalam
kerangka dasar:

.. the state as an association botween the members of o society rather
tJ'l'-'l:l.l':r as the perso nal domain of a monorch, and furthermaore os an geca-
cration that is unigue amang all the associations in civil saciety because
of the role it plays. .means ascribing to it supremte authority te make and

relationships™

Suatu implikasi penting bagi Indonesia sebagai bangsa pluralistik
dan modem ke depan, perlunya memperhatikan beragam hak-hak sipil
sebagai masyarakat pluralistik. Robert W, Heffner (1998) mengungkap-
kan bahwa dalam suatu interaksi antarwarga negara dalam masyarakat
pluralistik-multikultural, hal penting yang perlu diperhatikan adalah
memfasilitasi tentang civil, free, dan democratic. Pada dekade terakhir,
tantangan krusial techadap democracy civility secara global menjadi lebih
tampak. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, telah tampak bahwa sua-
tu transformasi politik internasional yang lebih fundamental dari pada
pada masa akhir Perang Dunia II. Runtuhnya komunisme Eropa, pecah-
nya Uni Soviet, adanya program restrukturisasi ekonomi, dan usaha-usa-
ha untuk mengembangkan hak asasi manusia (human rights), dan peranan
hukum (law) di seluruh dunia, dan lainnya, hal ini menandai suatu era
politik global yang memiliki karaktersitik dengan meluasnya permintaan
(demands) untuk hak-hak sipil (covil rights) dan partisipasi demokrasl.®
Diungkapkan pula Heffner:

"Indeed, democratic civility is only imaginable within the horizonz of on
effectively funciioning modern stete. This is so because, in its modern form,
democracy {5 premised on civil ideals of vniversal freedom and citizen

eguality”

Mengutip Heffner,” bertalian dengan kondisi-kondisi dari pada sua-
m kemungkinan modern, dalam literatur bertalian dengan plural democ-
racy vang dimiliki civil society, seperti: friendships, clubs, churches, business
associations, unions, human right groups, dan other volunteer associations,
dan lain-lain, di bawah lembaga tetapi di luar negara, Ikatan sosial ini,
para pelaku teori-teori sipil berasumsi, adanya remediasi antara rumah

# & nodrew Gam ble, An Jntraduetion 19 Modern Soctal and Political Thought, Macimillan Bdu-
eation Lul, Honpgkong, 1986, him, 47-48,

# Bobert W, Heffner, Democratfc Clvilin: On the History and Cross-Cultieral Possibdtiny Mo-
dern, Transaction Publishers: New Brunswich (USA) and London (LK), 1998, him, 1.

# Robert W, Helfner, Democratfc Clvltity: On the Hisiory, .. Op, cft, hlm 18

¥ Rohert W, HefTner, Democratic Ciiiling On the History ... Loe oit, hlm, 5-6,
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tangga dan negara, untuk belajar kehiasaan-kebiasaan berdemokrasi dari
bebas berkumpul (free assembly), dialog tanpa tekanan (non-coercive dia-
logue), dan inisiatif sosial-ekonomi (socioeconomic fnitiative). Dengan me-
lakukan demikian, diharapkan dapat berimplikasl sebagai "bul’:rn::e", di
mana “civil society” sebagai “kunei” untuk keseimbangan beragam interes
dan solidaritas publik, Dikatakan Heffner selanjutnya:
*Indeed, with the related nation of democracy, the diffusion of the phrase
‘tivil society’ become more dramatic examples of the much celebrated pro-
cess of cultural ‘globalizaation’ is never merely a malter of untronsforma-
tive diffusion, but a process in which the item transferred is shaped as much
by local cantext and usage as it is its culture af origins.Context and usage
are ir turn affected by the way in which a cultural item (like the idea of civil

society, or democracy, human rights, etc,) is drawn into social and political
rivalries). All this again illustrates that cultural glabalization is thoroughly

depend wpon local articelation”®

Paul Recoeur™ mengatakan bahwa orang tidak akan bisa terus-mene-
rus menghadapi konflik, kekerasan dan ketidakpastian. Suatu sistem po-
litik yang rasional dapat diramaikan, dan memperhitungkan manajemen
konflik, diperlukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Sistem
politik sejenis ini tidak dapat mengabaikan etika politik. Tujuan etika po-
litik itu sendiri, yakni hidup baik bersama dan untuk orang lain agar bisa
semakin memperluas lingkungan kebebasan (freedom) dan membangun
institusi-institusi yang berkeadailan. Adapun dalam upaya memenuhi
hak-hak masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam demokrasi, sepert
dikatakan Heffner,® setidaknya perlu memperhatikan tiga hal: freedom,
equality, dan tolerance—sebagai formula berharga untuk integrasi politik,
sehagai “basis” dari nilai-nilai, yang dikatakan sebagai democratic civility.

Heffner mengatakan, “A civil state must be strong because society itself
is not always civil, and the staf provides safeguards of last resort for freedoms
of speech, association, antd imitiative."*= Pluralistik-multikulturalisme it di-
rumuskan dalam bentuk “sejumlah prinsip, kebijakan dan praktis untuk
keberagaman sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari suatu
masyarakat”, Arah multikulturalisme lebih menuju pada upaya mencip-
takan, menjamin, dan mendorong pembentukan public space yang me-
mungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang yang
disesuaikan dengan kemampuan jangkauan langkah masing-masing. Ru-
ang publik, karenanya, memiliki dua dimensi: ruang kebebasan politik

# fohert W. Heffner, Democratie Cioiling On the History...., fhid, hlm. 19,

0 [alam Haryatmoko, Dorinasi Peseil Muslihoe: Abar Keberasan dan Drisioriminast, Penerbil
P, Gramedia Pustaka Urama, Jakartn dan Kompas Gramedia, Jokarta, 2000, him. 111

% Robert W. Heffner, Democratie Civiling: On the History ..., O cis, him, 18,

¥ Robert W. HefTner, Demooratic CTriling. .. ihéd,, b, 18,
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irieal rowdom) dan kesamann (egualiy), di mana kedun unsur inl akan
rerwanjued bila wanga negava bertindak bersama dalam howrilinast melalul
wieara dan peesuast; dan vuang publik merwpakan dunia bersama, antl-
v sen bentub nstives dan Hnghup yong memberd konteks permanen
bagi hegiatan warga negan, Ry pubibik tldak verlepas dard penting-
A pengakuan dan jaminan terhadap plavalites serin nksl polink, Ruang
publik fon menvimgkinkan interaks vang memperkoyn beragam budaya
sehingga dapat meneiptakan “Padaya baou™ melalul “konsensus”, Ruang
publik menjadi tewpan penvingkapan identitas aktor melalul tindakan
dan wicaranya, Tindakan wenyingkap mausia wemulal dan berinislatil
ik mengatur dunia, Manusia sebagal subjek yang bertanggung jawab,
Ronsep kebebasan vang otentik lebil nelah dipahamd, yaknd kemampu-
an untuk wemulai dan melakukan yang berbeda dard yang diduga atau
diramalkan (tidak untuk determinisme), Ruang publik sebagni kondisi
kebebasan seperti itu menjadi tujuan multkuliuralisme.

AS Hikam berpendapat bahwa civil society merupakan suatu wila-
yah yang menjamin berlangsunya perilaku, tindakan, dan refleksi man-
diri, tidak terkungkung oleh kehidupan material, don tidak terserap di
dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik vesmi, Giri-ciri utama civil
society, diungkapkan Hikam: 1) adanya kemandician yang cukup tinggi
dan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, ter-
utama ketika berhadapan dengon negar; 2) adanva ruang publik bebas
sebagai wahana bagi keterlibatan politik secar sktif dari WIrgA negara
melalui wacana dan praksis vang bertalian dengan kepentingan pubilik:
dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak interven-
sionis. Perbedaan antam civil society dan masyarakat Madani, antara lain,
masyarakat Madani merupakan scbuah modernitas. Modermitag adalah
produk dari gerakan Rennisans, gerakan masyarakat sekuler yang meng-
abaikan Tuhan. Civil society karenanya memiliki moral-transendental
yang rapuh karena mengabaikan Tuhan. Masyarakat Madani lahir dari
dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini A Sjafii Maa-
rif mendefinisikan masyarakat Madani sebagai sebuah masyarakat yang
terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transen.
dental yang bersumber dari wahyu Allah.” Masyarakat Madinah, dikata-
kan Nurcholish Madjid dijadikan tipologi masyarakat Madani, MeTupa-
kan masyarakat yang demokratis. Dalam arti, hubungan antarkelompok
masyarakat, seperti yang terdapat dalam poin-poin "Piagam Madinah®,
Mitaq al-Madinah, atau “Konstitusi Madinah”, mencerminkan egalitarian-

= Haryntmoko, Do Persds Agcifae ALeer Kebemsan... him, 118,
* Muhammad Mushiby, = Wiscsme Masyomabor Mocdond Dbalekoila Rk derigan Proddems Ko
butrigsiin,” Jurnal Tsagafal, Vol 6, No, 1, Apell 2010, hlm, 143,
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isme (setiap kelompok memiliki hak dan kedudukan yang sama), peng-
hormatan terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dengan dengan me-
libatkan kelompok masyarakat (seperti penetapan strategl perang), dan
pelaku ketidakadilan, dari kelompok mana pun, diberi sanksi hukuman
yang berlaku. Sikap toleran scorang Muslim terhadap pemeluk agama
lain jelas mendapatkan legitimasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan preseden
yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, Tindakan pertama yang
dilakukan Nabi untuk mewujudian masyarakat Madinah dengan mene-
tapkan dokumen Perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam
Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia, yang
meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, Dalam Piagam Madinah
ditetapkan adanva pengakuan kepada semua warga Madinah, tanpa me-
mandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tung-
gal (ummah wahidah), dengan hak dan kewajiban yang sama. Memang
prinsip Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya terwujud, karena
penghianatan beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu, namun
semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang
dibuat kaum Muslimin diberbagai daerah yang telah dibebaskan tentara
Islam. Semangat ini juga terus menjiwai pandangan sosial, politik, dan
keagamaan masyarakat Muslim.*

Bernard Lewis mengatakan bahwa kecuali Turki, semua negara ma-
yoritas penduduknya Muslim dipimpin oleh variasi dari rezim otoriter,
autokrasi, despotik, dan sebangsanya. Di kalangan sosiolog dunia Islam
dideskripsikan telah mengalami masa transisi dari masyarakat yang ber-
orientasi pada ekonomi moneter dan masyarakat demokratis, kepada
sebuah masyarakat agraris dan rezim militer. Kedua kecenderungan itu
memperlihatkan watak yang berbeda, yang pertama, lebih bersifat dina-
mis dan rasional; sedangkan yang kedua, memperlihatkan sifat tertutup.
Hal ini memperlihatkan bahwa negara Islam umumnya memiliki sistem
pemerintahan yang beragam.® Indonesia, dalam hal ini, suatu negara
yang menerapkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menurul
Dardji Darmo Diharjo merupakan paham demokrasi yang bersumber dari
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya
seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Notonegora
mendefinisikan demokrasi Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang
berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan ber-
adab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagt

» Muhammad Muslih, “Weeana Masyerakar Madarl....”, ibid., hlm, 134,
# puhammad Muslib, * Waoana Masyarckar Madanl..."; Tbid,, him. 135,
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scluruh rakyat Indonesia,

Demokrasi Pancosila merupakan demokras| yang pelaksanaannya
mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama
(seluruh rakyat). Dalam Pembukaan UUD 1945 alenln ke-4 dan sila ke-4
Panfasl'ln dirumuskan balwa “Kernkyntan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan demikian,
dem-:{hnlsl Pancasila merupakan demokrasi deliberatif, Demokrasi deli-
beratif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul
dalam masyarakat Indonesia yang pluralistil-multikulturalistik, Jadi se-
tiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipak-
sakan. Deliberasi juga diperlukan untuk mencapai resolusi atas terjadi-
nya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang “fair” demi
memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi su-
atu ketertiban sosial dan stabilitas nasional,

Sistem apa pun yang diterapkan negara-negara Islam, barangkali,
suatu hal yang terpenting seharusnya dilakulkan bagaimana menerapkan
nilai-nilai falsafah/ideologi yang dianut dengan mengacu kebutuhan ha-
kiki masyarakamya, terlebih bagi masyarakat pluralistik-multikultura-
lisme pentingnya mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang mengandung
nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal, seperti freedom, equality, to-
lerance, dan lain sebagainya. Suatn pemerintahan berkuasa dalam suam
negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dalam
istilah Robert W. Heffrer dikatakan democratic civility, akan mendorong
kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, Sebaliknya, suaty pemerin-
tahan berkuasa dalam suatu negara berdaulat yang mengabaikan nilai-
nilai kemanusiaan atau demok rasi, akan memungkinkan percepatan ter-
hadap potensi dan rentannya terjadinya konflik sosial dan menguatnya
resistensi, dan bahkan tidak ada jaminan terhadap keutuhan, integrasi
sosial, dan integrasi bangsa.

Dalam suatu negara demokrasi, keberadaan nilai-nilai demokrasi se-
perti dikatakan Heffner, berupa freedom, equality, dan tolerance, sedapat
mungkin dapat diimplementasikan dalam setiap warga negara pada ma-
syarakat multikultural seperti Indonesia. Parekh dalam Tatang M. Ami-
rin* mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia dari sisi statis, tentang
“multikulturalisme” dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Isolated culture,
kebudayaan vang hidup tersendiri, tidak berinteraksi kuat dengan kebu-
dayaan lainnya, scbagian karena batas-batas geografis; 2) Cosmopolitan
multiculture, kebudayaan yang berbaur menjadi satu, kadang tanpa batas,

*= Tatang M, Amirin, "lplermentasi Pendeketart Peelidilnn Multibnulninal Konteketual Ber-
basis Kearifan Lokl di Indanesta", Jumal Pembangunan Pendidikan: Fondasl dan Aplkusi. V-
lume 1. Nemor 1, funi, 2002, him, 7.
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schingga “anggota kelompok” (etnis, sub-etnis, atau suku bangsa) sudah
tidak begitu peduli terhadap kebudayaan dan nilai-nilainya sendiri; 3)
Accommodative culture, kebudayaan yang terdapat pada suatu daerah di
mana terdapat kebudayaan “sub-etnis” yang dominan (diikuti mayoritas
penduduk), tetapi terdapat juga kebudayaan sub-etnis lain, yang hidup
bersama tanpa pergesekan dan konflik serta tanpa diskriminasl.

Kebudayaan tipe pertama, isolated culture, karena terisolasi menja-
di kedaerahan, paling banyak terdapat di Indonesia—karena penduduk
tidak asli daerah yang berpindah ke daerah tersebut pun relatif sedikit,
dan kadang menjadi isolated pula dikarenakan terkonsentrasi di daerah
tertentu (pemukiman trans misalnya). Kebudayaan tipe kedua terdapat
di berbagai kota besar di Indonesia karena penduduk berbaur dalam be-
ragam suku bangsa dan etnis/sub-etnis. Kebudayaan tipe ketiga terutama
berada di pulau Jawa karena banyak suku bangsa dan penduduk dengan
asal usul etnis yang tinggal menetap sebagai penduduk “asli” hasil per-
kawinan, pendidikan, dan pekerjaan, dan lain sebagainya, yang juga ti-
dak menutup diri sehingga memungkinkan kebudayaan daerah pun bisa
akomodatif.®! Keberadaan budaya (culture) Indonesia yang isolated cul-
mure, cosmopolitan culture, dan accommodative culture, merupakan suatu
hal yang menguntungkan dalam mengembangkan niai-nilai demokrasi
(freedom, equality, dan tolerance), sebagai upaya menuju bangsa maje-
muk yang terintegrasi, demokratis, dan modern. Untuk ftu, dalam pene-
litian ini lebih memfokuskan pada: penerapan kebijakan etnisitas pada
masa Hindia-Belanda; penerapan kebijakan politik etnisitas pada masa
Kemerdekaan Indonesia (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi); impli-
kasi kebijakan politik pengelolaan etnisitas; dan perlunya suatu “model”
pengelolaan keberagaman etnisitas di Indonesia ke depan.

C. PENDEKATAN, METODE, DAN FRODUK

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data (technique of collecting data) dilakukan melalui
teknik atau metode kajian pustaka (review of literatures), dengan menelu-
suri dan meneliti berbagai sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel,
dokumentasi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan
penelitian ini. Teknik analisis data, di mana data yang sudah diklarifikasi
dibantu dengan teori-teori kemudian direkonstruksi dengan pendekatan
kualitatif ke dalam sebuah deskripsi yang kemudian dianalisis hingga
memungkinkan untuk pengambilan kesimpulan. William Wiersma, me-

4 Tatang M. Amirin, “fmplementas Perudekatan Pendidikan Muldculoeral Konreksiual Her
brasis Kearifan Lokal di Indonesia., ", Ibid., him, 7-8.
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ngatakan bahwa aktivitas pertama dalam proses penelitian Inl adalah
melakukan penclitian literatur (rieview of literatures), dengan mencari
data atau informasi berdasarkan pertanyaan penelitian, Sctelah pertanya-
an diidentifikasi, setidaknya secara tentatif, informasi yang diperlukan
tentang pertanyaan agar supaya dapat diletakkan secara tepat dan pene-
litian dapat berproses dengan efektif. Dengan sejumlah informasi yang

diperoleh dari banyak sumber, riset literatur tidak dilakukan dengan cara
“remeh” atau “enteng”.

"Miles dan Huberman® mengatakan bahwa secara umum, proses analisis
data kualitatif meliputi empat hal penting: Pertama, pengumpulan data
(data collecting), yakni kegiatan awal dengan mengumpulkan data yang
diperiukan sesuai dengan kebutuhan pertanyaan dalam penelitian. Kedua,
reduksi data (data reduction), yakni proses pemilihan, penyederhanaan,
pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertu-
lis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-
menerus. Banyak infarmasi dipernleh penulis, tetapi tidak semua informasi
tersebut berguna atau memiliki kortribusi dalam mengungkap masalah
penelitian. Untuk itulah reduksi data diperlukan kapan saja sedikit demi se-
dikit, karena bila proses ini dilakukan pada akhir penelitian, akan semakin
banyak informasi yang mesti diseleksi. Ketign, penyajian data {disploy data),
yakni kegiatan menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan
peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tin-
dakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang belum lengkap
dan perlu klarifikasi, atau belum dipercleh sama sekall. Keempat, verifikasi,
penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni kegiatan merumushkan
kesipulan berdasarkan kegiatan atau aktivitas terdzhulu. Simpulan ini dapat
berupa simpulan sementara atau simpulan akhir"

Produk penulisan buku ini diharapkan: pertama, hasil penelitian ini
sebagai input dan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pengam-
bilan kebijakan bertalian dengan beragam permasalahan sosial (social
problems) berbangsa. Dalam masyaralat majemulk/pluralistik (plural soci-
ety) Indonesia, di mana dalam perkembangannya akhir-akhir ini, kasus-
kasus konflik sosial bertalian dengan etnisitas (etnis, budaya, dan agama)
dengan berbagai faktor penyebabnya dirasakan begitu memprihatinkan
yang dapat mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa ke depan.
Kedua, sebagai pengembangan selanjutnya dari hasil penulisan buku ini
diharapkan sebagai kontribusi akademik berupa penambahan referens
bacaan terkait dengan kajian etnisitas dalam perspektif sosiologis, antro-
pologis, politik, historis, dan ilmu seosial lainnya,

2 Willlam Wiersma, Resedcrl Methods in Edueation, Fifth Bdtition, A Divislon of Simon &

Schuster, Inc., USA, 1991, pages 49-40.
A Miles & Huberman dalam Nanang Marono, Menode penmitian Sosdal: Konsep-konsep Kun-
cl, Penpantar, Willlam L. Neuman, 71 tajaGrafindoe Persada, Jakarta, 2015, him, 11212,
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BAB 2

KEBIJAKAN ETNISITAS
PADA MASA HINDIA-BELANDA

Pada pembahasan bagian ini akan mengungkapkan dan menganalisis ten-
1ang kebijakan etnisitas pada masa Hindia-Belanda Akan tetapi, sebelumnya
akan dipandang perlu untuk menganalisis sepirtas tentang sekitar kehidu-
pan atau kondisi etnisitas pada masa pra-kolonial Belanda. Hal ini dimak-
sudkan agara pembahasan pada bagian ini lebih utuh dan menggambarkan
totalitas dalam proses perkembangan etnisitas dan keberagaman dalam ma-
cyarakat multikultural atau pluralistile di Musantara, sejak masa pra-kolanfal,
masa kolonial Hindia-Belanda hingea masa pasca-kemerdekaan (Orde Lama,
Orde Baru, dan Reformasi/pasca-Reformasi).

A. KEHIDUPAN KERAGAMAN ETNISITAS PADA MASA
PRA-KEOLONIAL

Sekitar 1000 M perkiraan yang paling dekat dengan tatanan politik
dan perdagangan di seluruh dunia adalah dunia Muslim. Tetapi, posisi-
nya secard perlahan mendapat tantangan yang berhadapan dengan pe-
nyerbuan Mengol pada abad ke-13 dan ke-14, dan selanjutnya dikepung
oleh ekspedisi angkatan laut Eropa, maka vitalitas dunia Muslim meng-
alami kemunduran. Eropa secara cepat berkembang keluar melintasi
dunia. Pertumbuhan hubungan dintara negara dan masyarakat—yakni
pertumbuhan globalisasi—menjadi terbentuk secara progresif oleh per-
luasan Eropa. Globalisasi pada mulanya berarti "globalisasi Eropa”. Ciri-
ciri pokok sistem negara modern—sentralisasi kelwasaan politik, perlu-
asan pemerintahan administratif, legitimasi kekuasaan melalui tuntutan
terthadap perwakilan, pertumbuhan angkatan bersenjata begitu besar—
yang ada di Eropa dalam bentuk embrionya pada abad ke-16 menjadi
ciri-ciri nyata seluruh sistem global. Dalam hal ini, adanya kemampuan
negara-negara Eropa dalam mengadakan operasi di lautan dan sarana
militer dan angkatan laut yang mampu mengadakan pelayaran dalam
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Jarak yang sangat jauh.’

Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara karena peranny,
sebagai pintu masuk bagi pedagang asing yang hendak masuk dan ke
luar dari pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Indonesia. M.AP. Mellink.
Relofs mengungkapkan bahwa Malaka pada akhir abad ke-15 dikunjungi
oleh para saudagar yang datang dari jazirah Arab, Asia Selatan (India),
Asia Tenggara, Cina dan dari wilayah Nusantara sencliri. Pada waktu ity,
daerah ini merupakan pusat perdagangan Asia. Karenanya, tidak meng-
heranan bila penduduk Malaka pada akhir abad ke-15 berbaur dengan
anasir-anasir asing.?

Penduduk asli dan para pendatang tinggal di daerah-daerah khusus,
Angin-angin yang bertiup di daerah-daerah kepulauan memungkinkan
para pedagang bertemu pada waktu yang sama di Malaka. Semua kapal-
kapal, baik yang datang dari Asia Barat maupun vang datang dari Asia Ti-
mur menggunakan sistem angin dalam pelayaran mereka. Saat-saat yang
ramai yakni pada bulan Desember dan Maret, Sebagai daerah penghasil,
Malaka sebetulnya tidak begitu berarti, tetapi letak geografisnya sangat
menguntungkan. Malaka menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia
Barat, karena itu Malaka dapat menjadi kerajaan yang berpengaruh atas
daerah sekitarnya yang (dari daerah sekitar ini pula) tempat Malaka me-
mungut upeti.’

Beberapa daerah yang berada di bawah pengaruhnya terdapat di Su-
matra, di antaraya yakni daerah Sungai Kampar. Selanjutnya dikatakan
sebagai berikut

"Darisinilah Malaka menjalankan pengawasannya terhadap daerah di bawah
pengarubnya yang lain, yakni Minangkabau, Di daerah ini pula Malaka dapat
mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan mengadakan ekspansi-
nya ke utara dan ke selatan Sumatra. Di samping daerah Kampar, Siak pun
jatuh di bawah pengaruhnya sehingga Malaka dapat memengaruhi perda-
gangan emasnya. Daerah ini masih tetap membayar upeti kepada Malaka
hingga kedatangan orang-orang Portugis. Upeti yang dibayar oleh Siak ke-
pada Malaka berupa emas. Di samping perluazan pengaruh kekuasaannya
]'I:E daEmh-daEl"ah di SI.II"I'IE":I'H.J HEIJ-E:'{E dap&[ juga menaklukkan kepulaLIElﬂ
Riau-Lingga. Sebagai upeti yang diberikan daerah yang dikuasai Malaka
adalah bahan pangan untuk diekspor, Tenaga-tenaga manusia pun diam-
bil dari sini. Penduduk daerah ini dikenal sebagai orang-orang yang suka

' David Held, Dermokrasi & Tatanan Giobal, Darl Negara Modern Wiz P e ey T
mopolitan, Pustaka Pelajar Press, Yogvakarta, 2004, him, 72-73,

* Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sefarah Nasional Indoesia (1 Zaman Pertum-
buhan dan Perkembangan Kerajaan Ilam di Indonesta™LP, Soedjono dan k.2, Ledrissa (Editat
Umum Pemutakhiran), Cetakan ke-4, Penerbit Balai Pustaka, Jakara, 20] B, Rl 351,

* Tim Nasienal Penullsan Sefarah Indonesia, * Sejarmh Nasional fndonesia ML, Jid., blm.
331
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berperang. Terhadap daerah lain, celain yang disebut di atas, Malaka tidak
meluaskan pengaruhnya lagi Pada abad ke-16, Malaka merasa perlu men-
gambil sikap in karena adanya ancaman dari utara Malaka merasa bahwa
Siam lebih berbahaya daripada Cina, Di samping itu, Malaka masih tergan-
tung dari Siam dalam persediaan beras Orang-arang dari Siam banyak juga
yang datang dan menetap di Malaka. Ketiks pada tahun 1511 Malaka jatub

ke tangan Portugis, daerah-daerah pengaruhnya yang terdapat di Sumatra
mulai melepaskan diri dari Malaka™

Pada abad ke-16, pelaut Barat mulal berdatangan dengan motivasi
hubungan ekonomi-perdagangan, dengan mencari koemaditas rempah-
rempah. Pelaut Portugis merupakan bangsa Eropa pertama datang ke
Nusantara dengan misi ekonomi-perdagangan, selain misi penvebaran
agama Katolik, yang dikenal dengan trilogi menjadi semboyannya: Gold,
Glory, Gospel.® Sehingga faktor yang memengaruhi orang-orang Portugis,
termasuk ke kepulavan Nusantara, berupa faktor ekonomi, agama, dan
petualangan. Faktor petualangan telah menimbulkan keinginan untuk

menjajah lautan ke tempat-tempat yang belum dikenal, Seperti dijelas-
kan berikut:

Dengan dorangan ketiga faktor ity mereka mulai melakukan perjalanan me-
nyusuri pantai barat Afrika ke selatan lalu membelok ke pantai timur Afrika
kemudian menuju utara. 0i daerah Babel-Mandep mereka bertermu den-

gan pedagang-pedagang Islam yang sejak berabad-abad telah melakukan
perdagangan antara kepulavan Indonesia, Persia, dan Laut Merah.. den zan

semangat Perang Salib mereka tidak dapat menoleransi perdagangan ini
Oleh zebab ity, timbul bentrokan-bentrokan dengan pedagang-pedagang
Isam. Bagi orang-orang Portugis, raja-raja di Asia yane bukan beragama ls-
lam dapat dijadikan kawan, tetapi tidak demikian halnya dengan pedagan g-
pedagang atau raja-raja yang beragama Islam. Bentrokan-bentrokan timbul
antara armada-armada Islam dan armada-armada Portugis Pemusnahan

terhadap perdagangan orang [slam tidak dapat dilaksanakan dengan mu-
dah oleh orang-orang Portugis ®

Setelah pendudukan Malaka pada tahun 1511, Albuguerque mem-
buat suatu benteng yang sangat strategis untuk memperkuat kedudukan
Portugis di Malaka dan sekitarnya. Meskipun segi agama tidak lagi mema-
inkan peran yang begitu penting dalam ekspansi komersial, sebagai aki-
bat permusuhan-permusuban yang didalami pedagang-pedagang Islam
yang berlangsung antara Malaka dan Persia serta Laut Merah dan India,

* Tim Masional Penulizan Sejarah Indonesia, "Sefarch Nasional Indenesia 111...", Thid., him.
331-313,

* Zainul Mial Bizawl, Laskar (lama-Seansri Resolusi Jifad: Garda Depan Manegakkan Indone-
sla (1945-]949), Cetakan ke-3, Pustaka Kompas, 2014, him. 22.23,

"Tim Nasional Penullsan Sefarah Indonesii, *Sefarmh Nasional Indonesia .5, Op i, him,
334,
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kehadiran orang-orang Portugis di Malakn merupakan suatu ancaman
bagi perdagangan mereka. Sejak 1511 itulah pedagang-pedagang Islam
mulai mencari pelabuhan-pelabuhan dan jalan lain untuk mendapatkan
Iada dan rempah-rempah untuk melanjutlkan perdagangan mereka secara
aman antara kepulavan Indonesia dan Laut Merah.”

Setelah menduduki Malaka, orang Portugls melanjutkan petualang-
an mercka dengan pelayaran ke kepulavan rempali-rempah, di bawah
pimpinan De Abreu. Dalam perjalanan itu mereka singgah di Gresik dan
selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Maluku, yakni ke Pulau Banda,
sebagai pulau untuk mengumpulkan rempah-rempah Maluku. Di Banda,
orang Portugis membeli pala, cengkeh, dan fuli. Rempah-rempah ini di-
tukar dengan bahan pakaian dari India. Suasana perdagangan pun ramai
di pulau ini. Dalam perkembangnya orang Portugis berhubungan dagang
dengan Temate. Ketika itu, orang Ternate merasa tertekan karena harus
menjual rempah-rempah ke orang Portugis, lagi pula sikap buruk erang
Portugis yang suka memeras dan bermusuhan, sehingga menimbulkan
perlawanan.®

Pada tahun 1521 orang Spanyol datang dengan dua buah kapal me-
lalui Filipina-Kalimantan Utara ke Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka
diterima dengan baik. Ketika mereka pulang, beberapa pedagang mere-
ka tinggal di Tidore, tetapi nasib mereka kurang baik, karen orang Por-
tugis menyerang mereka. Orang Portugis tidak mau mendapat saingan
dari orang Eropa lainnya dalam monopeli perdagangan rempah-rempah.
Orang Spanyol lebih diterima masyarakat lokal karena sikapnya yang le-
bih baik dari orang Portugis, sehingga mereka (orang Spanyol) mengun-
jungi Maluku hingga tahun 1534. Setelah itu, karena perjanjian dengan
orang-orang Portugis, pada tahun yang sama (1534) mereka harus me-
ninggalkan Maluku. Orang Portugis kembali monopoli tunggal atas per-
dagangan rempah-rempah di Maluku.®

Karena sikap orang Portugis yang sering kontroversial dengan pen-
duduk lokal Maluku (Ternate, Tidore, dan Jailolo}—dengan dorongan
Faktor ekonomi dan agama dalam menjalankan kekuasaannya—di mana
bagi meeka daerah yang masyarakatnya seagama dengan mereka (Kris-
tens) merupakan jaminan perlindungan terhadap orang-orang beragama
Islam. Karena situasi sudah berubah dibandingkan dengan awal keda-
tangan mereka di Maluku, orang-orang Portugis akhirnya telah kehi-
langan popularitas di Maluku Utara terutama, sehingga tidak mudah
mempertahankan kepentingan dagangnya, Untuk itu, orag Portugis me-

*Tim Nasional Penulisan Sejorah Indonesia, " Sefarah Nesfound..,.", [Bld, him. 344,
e Tim Masional Penulisan Sefarab Indonesia, " Sefarah Nasiongl,,..", Ibid, B, 246
¥ Tim Mastonal Penubisan Sefaral Indonesia, * Sefaral Nasional ", i, hlm. 347,
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mutuskan untuk mengalihkan perhatlan ke kepulauan Nusa Tenggara,
yak itu ke Timor. Kedalangan orang Belanda ke daerah ini menjadikan
mereka mulal terdesak,'®

Pada permulaan abad ke-16, hampir seabad sebelum kedatangan
orang Belanda, pedagang Portugis menetap di bagian Timur Indonesia
di mana rempah-rempah dihasilkan. Biasanya mereka didam pingi misio-
naris yang memasukkan penduduk ke dalam agama Katolik. Yang paling
berhasil di antara mereka adalah ordo Jesuit di bawah pimpinan Fran-
ciscus Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk
penyebaran agama. Semmari dibuka di Ternate, kemudian di Solor dan
pendidikan agama yang lebih tinggi dapat diperoleh di Goa, India, pusat
kekuasaan Portugis ketika itu, Bahasa Portugis hampir sama populernya
dengan bahasa Melayu, kedudukan yang tak kunjung dicapai oleh ba-
hasa Belanda dalam waktu 350 tahun penjajahan. Kekuasaan Portugis
melemah akibat peperangan dengan raja-raja Indonesia dan akhirnya di-
lenyapkan oleh Belanda pacda 1605.'

Setelah sukses melemahkan kekuasaan Portugis dan Spanyol, untuk
memperkuat pengaruhnya, pada Maret 1602, Belanda mendirikan seri-
kat dagang Veerenigde st Indische Compagnie (VOC), dengan tujuan untuk
meramaikan bursa kompetisi perdagangan dengan bangsa-bangsa Eropa
lainnya dan sekaligus sebagai realisasi monopoli atas rempah di Nusanta-
ra.** Pada saat kedatangan Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan bang-
sa Eropa lainnya, bangsa pribumi di Nusantara umumnya sebagai penga-
nut agama Islam. Aqib Suminto™ mengatakan bahwa masyarkat pribumi
tampak khawatir dan sadar atas bahaya ekspansi yang dilakukan bangsa
Barat, terutama Belanda. Kesadaran itu telah memotivasi sejumlah perla-
wanan dari para penguasa (sultan-sultan) dan masyarakat lokal. Apalagi
mereka menyadari bila bangsa Eropa khususnya VOC juga menyebarkan
misi misionaris. Pada 1602 pemerintah Belanda memberi kewajiban ke-
pada VOC untuk menyebarkan ajaran Kristen sebagai bagian dari misi-
nya terhadap masyarakat di Nusantara.

Spanyo] dan Portugal karenanya merupakan di antara pemimpin
awal dalam hal eksploitasi di Nusantara. Jika kerajaan-kerajaan Iberia
membawa kepada perluasan Eropa dua abad pertama, posisi mereka
digantikan Belanda, Inggris dan selanjutnya Perancis pada abad ke-17.
Pengaruh Inggris dan Perancis sangat mencolok pada abad ke-18, meski-
pun Inggrislah yang sangat dominan pada ke-19. Angkatan laut dan ke-

 Tim Masional Penulisan Sejarah lndonesia, * Sefarah Mustonal...", .. b, 347,

Hg Masutinn, ,":i‘_ﬂ'ru]‘lﬂ! Pernoidikeen Deoonesto, Penerbit Bumld Aksarn, Jaknrtn, 20461, hlm. 4.
2 Falnul Mlal Bizawi, Leskar [ara-Saroeri Resolusi fihad...., Op, cit, hlm. 24

% Aqib Swminte, Politlk Ik inella-Belanda, LISIES, Jukikrta. 1965, lilim. 17,
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kuatan militer di Inggris berhubungan dengan sentralitas London dalam
hal perdagangan dan kekuatan dunia. Tetapi, sampai masa itu tidak ada
satu pun kekuatan tunggal yang dominan; setidaknya dua negara Kuat
ini selalu bertanding memperebutkan hegemoni di Eropa, dan perluasan
perdagangan dunia juga menarik pelaku-pelaku non-negara. Di samping
itu, para pesaing Eropa terus-mencrus berjuang di wilayah kolonial—
meskipun tidak jarang di antara pesaing tersebut ingin mengembangkan
konflik terbuka. Tanah koloni menjadi “permata di istana” kerajaan baru;
karena itu mereka “rebut” Afrika dan selanjutnya Asia Tenggara. Melalui
pembebanan meonopoli perdagangan dan susunan perdagangan khusus,
masing-masing kerajaan berusaha menjamin kontrol ketat terhadap sa-
luran perdagangan dan sumber-sumber kekayaan sendiri. Peningkatan
prestise nasional berikut penaklukan yang berhasil, tentu saja, juga me-
rupakan faktor pendorong. Perluasan Eropa ke berbagai belahan bumi
meningkatkan tuntutan, di mana terhadap organisasi-organisasi yang
akan mampu beroperasi pada skala seperti itu. Jenis-jenis pokok orga-
nisasi masyarakat modern—negara modern, usaha badan hukum meodern,
ilmu pengetahuan modermn—dibentuk dan banyak dimanfzatkannya.®*
Perkembangan ekonomi kapitalis dunia pada mulanya mengambil
bentuk perluasan hubungan-hubungan pasar, yang didorong kebutuhan
semakin terasa terhadap mata uang logam untuk melicinkan transalsi-
transaksi ekonomi, dan kebutuhan terhadap bahan-bahan metal serta
faktor-faktor produksi lainnya. Kapitalisme mendorong perjalanan ini
dan didorong olehnya. Penting kiranya membedakan antara perluasan
hubungan-hubungan pasar kapitalis yang didasarkan pada keinginan un-
tuk membeli, menjual dan mengakumulasi sumber-sumber penghasilan
atau modal, dan pembentukan kapitalisme industrial yang melibatkan
hubungan-hubungan kelas yang lebih khusus—yang didasarkan pada
orang-orang yang memilild kemampuan kerja mereka untuk dijual. Kapi-
talis dalam kondisi yang dikatakan terakhir, memiliki pabrik-pabrik dan
teknologi sendirl, sementara buruh-buruh upahan atau pekerja-pekerja
upahan tidak memiliki alat-alat produksi. Hanyalah dengan ‘perkem-
bangan kapitalisme di Eropa setelah tahun 1500, dan khususnya dengan
pembentukan organisasi-organisasi produksi kapitalis sejak pertengahan
abad ke-18, kegiatan para kapitalis dan sistem kapitalis mulai bertemu.”®
Perkembangan kapitalisme itu sendiri untuk sebagian dapat dijelas-
kan sebagai hasil dari perubahan dalam pertanian “Eropa” yang berasal
dari abad ke-12; perubahan yang sebagian timbul dari pengairan dan

" David Held, * Desmakrast & Tatanan Glabal, Darf Negara Modern Ningga Pemerin talhan Kos:
maopolitan...”, Ihid,, him. 73.

* David Hold, " Demokrast & Tetanan Global, Dari Negara Madern,.,.", ihid,, hlm, 75-76,
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pemanfaatan tanah yang meningkatkan hasil pertanian dan mencipta-
kan suplai yang berkesinambungan bagi perdagangan dalam jangka pan-
jang Terkait dengan hal ini falah pembangunan rute perdagangan jarak
jauh di mana pesisir-pesisir utara Mediterania semula merupakan domi-
nan. Jaringan-jaringan ckonomi menciptakan “jalur-jalur utara-selatan®
yang melintasi sebagian besar daratan Eropa, dengan jaringan-jaringan
itu di barat laut secara progresil lebih dinamis dalam perjalanan waktu
kemudian. Itu merupakan suatu kombinasi antara pertanian dan pela-
yaran yang membantu mendorong dinamika ckonomi Eropa, dan juga
kompetisi berkelanjutan dalam hal sumber-sumber penghasilan, wilayah
dan perdagangan. Dalam hal ini, tjuan perang secara bertahap men-
jadi tujuan ekonomi: berbagai usaha dan kemenangan militer menjadi
berhubungan dengan pengejaran ekonomi pada abad ke-17. Kesuksesan
penaklukan militer dan pengejaran kepentingan ekonomi yang berhasil
lebih berhubungan langsung dengan masa-masa awal. Selama periode
yang intensif, globalisasi hubungan politik dan ekonomi bertemu pada
muara yang sama.!®

Hubungan antara organisasi negara, lembaga perwakilan, dan kelas
di era pebembentukan negara modern, dapat dijelaskan dalam pola-pola
tertentu. Pertama, perkembangan negara disaring melaui struktur sosi-
al masyarakat-masyarakat khusus—yalkni konstelasi khusus kelompok-
kelompok dan kelas-kelas sosial, yang diorganisasikan seputar jenis-jenis
sumber penghasilan yang berbeda-beda, baik yang bersifat kooperatif ma-
upun bersifat melawan terhadap pembuat negara. Seperti, di daerah-dae-
rah yang “padat modal” (daerah-daerah perdagangan komersial, tempat
berlangsungnya hubungan-hubungan pasar dan pertukaran), pedagang
dan pengusaha kapitalis mendukung dan kadang-kadang berhasil—se-
perti dilakukan di Republikan Belanda dan Inggris—struktur-struktur
negara yang memperluas perwakilan untuk memasukkan kepentingan
mercka. Sebaliknya, di daerah-daerah “padat paksaan” (coercion-inten-
sive}—daerah-daerah dominan pertanian—di mana paksaan langsung
memainkan peranan utama dalam menopang tatatanan, para tuan tanah
memperoleh kontrol yang besar terhadap negara dan dapat menjadi ken-
dala bagi perkembangan dewan-dewan atau majelis-majelis perwakilan.
Pada kenyataannya, di mana suatu kelas tuan tanah yang penting atas
aparatur negara (schagaimana yang mereka miliki di Kerajaan Rusia mi-
salnya), maka terjadi perlawanan yang sengit terhadap perluasan bentuk
perwakilan atau hak-hak demokrasi apa pun.” Kedua, di daerah-daerah

o Dl Held, ® Demokmasi & Taroman Globel, Dard Negarm Moo J i, hlm, 76,
2 Myl Held, ® fernodkrast & T man Globael, Dart Megar Modere, B, hlm, 76771,
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padat modal sendiri, suatu pola khusus, yang mula-mula dicatat We-
ber, dapat ditemukan di antara penguasa politik dan kelas-kelas kapita-
lis yang sedang muncul, Weber membicarakan tentang “aliansi” antara
kapitalisme modermn dan negara modern dalam proses darurat (Weber,
1923). Dengan menganalisis sifat aliansi ini lebih jauh, bahwa terdapat

suatu perbedaan jelas antara dua kekuatan otonom yang kepentingannya
bertemu selama suatu periode khusus. Kekuatan-kekuatan tersebut, di

satu pihak, terdiri dari penguasa politik yang berusaha memusatkan ke-
kuatan politik dan rencana piskal dengan mengganggu dan melenyapkan
bekas-bekas kekuasaan yang dipegang oleh hangsawan, gereja-gereja dan
badan kekuasaan yang lain, Di lain pihak, terdiri dari kelas-kelas borjuis
vang sedang muncul yang berusaha menghilangkan kendala-kenadal per-
luasan hubungan pasar yang didasarkan atas rencana perdagangan yang
dibangun dengan jaringan sosial yang kuat baik di desa-desa {basis ke-
kuatan aristokratis dan pemilik tanah) m&up;un kota-kota (sistem-sistem
kerajinan dan serikat pekerja).'®

Keckalahan orang Islam di Spanyol dan Portugal merupakan penve-
mangat bagi orang-orang Eropa. Mereka memahami kekuatan orang-
orang Islam dan persoalan persenjataan, keilmuan, dan moral. Bangsa
Eropa yang paling awal memperoleh faedah dari civilization, tamaddun, a-
tau peradaban Islam yakni Spanyol dan Portugal. Selanjutnya, diikuti
pula negara-negara Eropa lainnya, yakni Ingeris, Belanda, Perancis, dan
lainnya. Dengan didukung teknologi militer yang lebih canggih, bangsa
Eropa itu dapat menguasai negara-negara Timur sam demi sam 19

Sementara i, kemajuan negeri-negeri Melayu dapat dilihat dari
majunya hasil perdagangan, kegiatan ekonomi, dan pertanian, terutama
rempah-rempah, telah mendorong motivasi dan minat bangsa Eropa un-
tuk datang ke Nusantara. Banyak orang Portugis berkunjung ke Malaka
dan negeri-negeri Melayu di sekitarnya untuk mencari peluang perniaga-
an, Mereka juga memperhatikan celah-celah kelemahan Malaka apabila
suatu ketika dilakukan penyerangan, Portugis pun selanjutnya membawa
bala tentara dalam jumlah besar dengan persenjataan yang lebh cang-
gih bila dibandingkan persenjataan yang dimiliki negeri Melayu Mala-
ka, Bangsa Melayu Malaka pun telah salah anggapan tentang niat dan
kekuatan persenjataan orang-orang Eropa. Mungkin hal itu merupakan
pertama kalinya mereka berinteraksi dengan bangsa Eropa. Mereka tidak
bersikap kritikal dan hanya menerima adanya dengan berbaik sangka.
Mereka juga tidak beranggapan bahwa persoalan keselamatan dan perta-

1= David Held, "Demokrast & Tatamarn Global, Darf Negam Modern" ..., IDiel, hlm., 78,

" Mohdl Zahard Awang, Melayu dan Nusanlara, Kejayaan Lamepace, Kinf dan Feok, Penerbit
Dian Darlnaim Sdn. Bhd., Selangor, Malaysia, 2004, him, 130-131,
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hanan sebetulnya teramat penting menjadi perhatian ketika i.®

Akhimya, kerajaan Melayu Malaka yang telah berumur dan berkua-
sa selama 110 tahun ketika itu dapat ditumbangkan Portugis pada 1511
M. Kemajuan Portugis itu telah menarik minat bangsa Eropa lainnya,
seperti Spanyol, Belanda, dan Inggrls. Portugis menguasai Malaka sela-
ma 130 tahun, setelah dikalahkan Belanda pada 1641 M, atas bantuan
prang-orvang Melayu dari Johor, Kerajaan Johor Tua itu tercirl dari bekas
anggota Kerajaan Melayu Malaka juga yang telah lari dari penaklukan
Portugis. Pada 1824 M, Inggris dan Belanda melakukan suatu perjanjian
untuk membagi dua wilayah Kepulauan Melayu. Malaka dan Johor (ter-
masuk Singapura) diserahkan kepada Inggris; sementara itu, Riau, Ling-
ga, dan Bangkahulu ditukar menjadi tanah jajahan Belanda, karenanya
berakhir pula koloni Belanda di Malaka yang telah dikuasainya selama
183 tahun.®

Setelah kepemimpinan Melayu menjadi melemah dan terpecah, ne-
geri-negeri Melayu yang lain pun menjadi sasaran bangsa Eropa. Mereka
ditumbangkan oleh bangsa Eropa dari berbagai bangsa. Malaka merupa-
kan ibukota Kerajaan Melayu Malaya saat itu. Indonesia, Filipina, dan
negeri-negeri lainnya berikutnya turut jatuh ke kekusaan kolonial dari
bangsa berbeda. Negeri-negeri ini pun selanjutnya memiliki pengalaman
kolonial yang berbeda pula. Pada abad ke-20 semua bangsa kolonial itu
keluar dari tanah koloninya di negeri-negeri Melayu, sehingga lahirlah
negara-negara hdelayu merdeka, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina,
dan Brunei Darussalam #

Pada masa pra-kelonial, bangsa asing (Arab, Cina, dan India) le-
bih mudah beradaptasi dan berasimilasi di Nusantara. Algadri menulis
bahwa orang Arab keturunan lebih mudah berasimilasi dengan pribumi
sehingga mereka dapat diterima sebagai status pribumi atau “asli* (no-
tive).”* Pada masa ini, asimilasi bangsa Pribumi dan migran Cina umu-
mnya terjadi dengan baik, De Graaf dan Pigeaud mengungkapkan, legen-
da Jawa Timur merujuk pada orang suci Islam pada abad ke-15. Cempa
(Champa) dikatakan sebagai negara asal dard Muslim pertama yang da-
tang ke Jawa, yang mana putri Cempa menikah dengan Raja Buddha dari
Kerajaan Majapahit (Brawijaya), Dua orang keponakan laki-lakinya me-
rupakan putra dari seorang Muslim. Keponakannya yang paling tua dika-
takan menjadi imam Masjid Gresik dan yang lebih muda dikenal sebagai

B Mohd Zahari Awang, Melnyu dan Nusantarn, Kefepoan Lamipei.... bid. hlm. 131

3 Mohd Zahari Awang, Melaysr dan Nusantara, Kefrpaan Laompe,.... . hlm. 132,

= Muohd ¥aharl Awang, Melat dan Nusansar..., ibid, hlm. 152,

™ Hamid Mlgadr, Deich Palicy Agninst Tslam avel Indonesiang af Aralr Descvnt i Dufonezis,
(lakarts - L1PS, 16994, him, 57. Lihat pule: {Abdubiah LAl Sengha, Sejoreh Sodial Cire-Melay,
Tiara Wacana Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 63).
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Raden Rahmat dan Ngampel Denta, sebuah tempat di perempatan Kota
Surabaya di mana dia bertempat tinggal dan dikuburkan pada pertenga-
han kedua abad ke-15. Dia merupakan keturunan dari garis keturunan
Wali Songo, yang menurut tradisi Jawa abad ke-17, dia telah menyebar-
kan Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbagai penemuan batu nj-
san di berbagai tempat di Jawa Timur memberikan kesaksian adanya ko-
munitas Muslim di beberapa wilayah sebelum lahirnya kerajaa n-kerajaan
Jawa Islam pada abad ke-12. Hal itu mungkin berasal dari pusat-pusat
perdagangan beberapa keturunan Sino-Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ditambah lagi adanya seorang Laksamana Cheng Ho sebagai penditi ko-
munitas Cina Muslim di pantai utara pada awal abad ke-15.*

G. William Skinner® mengatakan, selama abad ke-18, komunitas-
komunitas Cina berkembang di Jawa secara kukuh yang berdiri di kota-
kota bagian pantai utara. Ketika adanya komunitas-komunitas Cina itu,
keturunan Cina pertama pada hampir semua bagian wilayah pantai Utara
telah menjadi Muslim, setidaknya menjadi Muslim nominal yang pada
akhimya berasimilasi dengan masyarakat lokal,

Sejarah masuknya Islam ke Palembang misalnya diketahui secara in-
sufisien. Palembang diyakini banyak ahli telah menjadi suatu tempat per-
dagangan kerajaan di Sumatra Selatan, yakni Sriwijaya. Dalam legenda
Jawa yang berhubungan dengan penyebaran Islam di Jawa Timur, oleh
orang asing (foreigners) dari campuran darah Sino-Jawa dikatakan bahwa
Palembang menempati suatu tempat yang penting. Dalam konteks ini
Pires mengungkapkan adanya suatu hubungan antara penguasa Muslim
lokal di Palembang dan Jambi dengan Raja Demak pada dekade pertama
abad ke-16%.

Kontak Sriwijaya dengan bangsa Cina diperkirakan telah berlang-
sung jauh sebelumnya, yaitu sejak abad ke-4 M, Kerajaan Sriwijaya di-
pandang sebagai titik awal adanya kontak antara Nusantara dan dunia
internasional, termasuk dengan negeri Cina. Ferrand?” mengatakan bah-
wa Sriwijaya didirikan pada 392 M. Hal ini didasarkan pada kronik Cina
yang menyatakan adanya negeri bernama She-yeh (Cho-ye), vang artinya
Jaya atau Wijaya atau Sriwijaya. Belakangan I Tsing menyebut Sriwija-
va dengan sebutan Shih-li-fo-shih. Dalam catatan Arab, berbeda dengan

* H.J De Graaf dan Theodoro GTh.Pigeaud, Islamie States in Jova, A Summary, Billogroaphy
an Index, The Hague-Martinws Nighofl, Verhandelingen van her Fominklijk Instituut Vortoel
Lancen Volkenkunce, 1976, hhim, 4-5.

B (G Willlam Skioner, "Crealized Chinese Societies In South Fast Asia® dalam Anthoy Reid
ti=il ), Serperservierd el Servlers, Histories ﬂfﬁﬂ”ﬂl Erest Aades el Clifrese, South East Asia Publica:
Liga Seriees, Ausiralia, 15805, hlm. 5.

& f e edr, Indom. 13- 43,
# Srannfa, November 1998, Bilm. 26,
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kronik Cina, Sriwijaya dinamakan Syarbazah. Sriwijaya merupakan salah
satu kerajaan besar yang memiliki kekuatan utama i Nusantara, di sam-
ping Majapahit dan Mataram. Pada masa jayanya, wilayah Sriwijaya ter-
sebar dari sebagian besar Jawa, Sumatra hingga Semenanjung kalangan
masyarakat dunia. Mengenai lokasi Sriwijaya—sebagai kekuatan utama
pada sekitar abad ke-7 hingga akhir abad ke-11—mendapat tanggapan
beragam dari kalangan ahli sejarah,Para ahli sejarah mempertanyakan
ibukota Sriwijaya apakah terletak di Semenanjung Malaya, India atau
Thailand. Dalam kaitannya dengan Sumatra Selatan, perbedaan pan-
dangan terletak pada permasalahan apakah Palembang atau Jambi yang
menjadi ibukom Sriwijaya. Meskipun demikian, pada akhimya mereka
sepakat bahwa Sumatra Selatan adalah suatu daerah di mana Sriwijaya
mempertahankan suatu kontrol yang lama pada masa kejayaannya.®

Sebelum tibanya bangsa Barat ke Nusantara, Sriwijava merupakan
pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Berbagai komoditas eks-
por yang dihasilkan Nusantara dikirim ke berbagai wilayah Asia dan Ero-
pa melalui bandar-bandar niaga ini. Sebaliknya, komoditas dari Asia dan
Eropa dibawa ke wilayah Nusantara melalui bandar niaga in, kemudian
disebarluaskan oleh para pedagang Melayu ke seluruh kawasan Nusanta-
ra. Menurut O.W.Wolters, sejarah ekonomi Sriwijaya sangat ditentukan
oleh perdagangan dan pertanian.® Banyak pedagang dari pulan-pulan
lain di Nusantara dan dari luar negeri tiba di pelabuhan-pelabuhan Su-
matra Selatan, seperti Tungkal, Sabak, Palembang, Jambi, Bengkulu, dan
beberapa pelabuhan di Lampung Selatan™. Sebagai pusat perdagangan,
Sriwijaya telah melakukan kontrak perdagangan dengan berbagai negara
asing, misalnya Cina, Timur Tengah, Persia, India dan bangsa Barat. Leur
mengklasifikasikan komoditas ekspor Sriwijaya yang dikirim ke berba-
gal negara asing, misalnya ke Arab meliputi kayu gaharu, kapur barus,
cendana, gading gajah, timah, kayu eboni, kayu papan, rempah-rempah,
dan kemenyan. Adapun ke Cina, Sriwijaya mengekspor gading gajah, air
tawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cinein kristal, cula badak,
wangi-wangian, bumbu masakan, dan obat-obatan.®

Untuk kepentingan transportasi perdagangan, Sriwijaya telah me-
ngontrol rute-rute laut di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa,
dan Laut India. Wilayah-wilayah (regions) Sumatra Selatan menghasilkan
lada, komoditas perdagangan yang utama. Karena itu, Kerajaan Sriwijaya

B . Winsteds, Malapa dan iz History, Haichinson University Libsrary, London : 1996, hin,7.

 O.W Walters, Early Indonesian Commerce, A Stuay of the Ovigies of Sritedjaye, Cormell Uni-
verslty Pross, Ithaca, 1867, hlm. 229-260.

™ 1.C Van Leur, Indenesian Trade and Society : Essayr in Axlan Secinl and Bconomic History,
The Hague, van Hoeve, 1967, him. 6.

1O Wolters, "Barly Indonesinn Commeerce”, Loc, off. hlm. 26,
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dikenal pula sebagai suatu Kerajaan Maritim. Manguin mengungkapkan,
Kerajaan Sriwijaya telnh memiliki suatu teknologi pembuatan kapal dan
navigasinya sudah sangat maju, bahkan melebihi teknologi yang dimili.
ki Cina, Kerajann Srdwijaya juga menggunakan kapal-kapal besar dalam
pelayaran jalur perdagangan di Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan,
Bobot kapal-kapal tersebut diperkirakan sekitar 250 hingga 1.000 ton
dengan panjang 60 meter, Kapal-kapal itu mampu mengangkut sekitar
1.000 orang, belum termasuk barang dagangan.®

Sriwijaya dikenal pula sebagai pusat pendidikan dan penelitian
keagamaan (Buddha). Dari catatan perjalanan [ Tsing, seorang musafir
dan pelajar Cina untuk mempelajari masyarakat, datang ke Palembang
pada 671 M setelah berlayar selama 20 hari bersama dengan possu dari
Canton. Pessu merupakan pedagang yang bertugas menampung barang
dagangan asal negeri lain untuk diteruskan ke pedalaman Cina. Dalam
perkembangannya, kelompok ini lebih banyak bergerak ke wilayah Nu-
santara untuk membeli hasil bumi seperti minyak wangi, kayu cendana
dan damar.® [ Tsing bermukim di Sriwijaya selama enam bulan untuk
mempelajari bahasa Sanskerta sebelum bertolak ke India. [ Tsing selan-
jumnya pergi dan menetap lagi di India selama sepuluh tahun untuk me-
nuntut ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi Nalanda. T Tsing kembali
lagi ke Sriwijaya dan menetap selama empat tahun. Selama di Sriwijaya
[ Tsing berhasil menyalin teks Buddha berbahasa Sanskerta ke dalam
bahasa Cina. Selanjutnya [ Tsing pulang sebentar ke Canton dan kemba-
li lagi ke Sriwijaya bersama sejumlah temannya untuk kembali menulis
buku. Menurut penuturan I Tsing, Sriwijaya pada waktu itu merupakan
pusat agama Buddha, sehingga Sriwijaya merupakan tempat yang ideal
untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama Buddha sebelum memasuki
Perguruan Tinggi Nalanda di India. Tokoh peneliti yang terkenal ialah Fa
Hsien, seorang tokoh agama yang berusaha menghimpun naskah-naskah
Budhisme, dekade awal abad ke-5 M. Selain itu, setelah satu setengah
abad sesudah itu, terdapat pula seorang peneliti yang tercatat, yakni
Wang Ming yang melakukan penelitian terhadap Budhisme pada tahun
675 M di wilayah Jawa Tengah dan I Tsing meneliti Budhisme di wilayah
Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 675 M.*

Kontak Nusantara dan Tiongkok tidak diketahui kapan dimulainya.
Suatu informasi historis menyebutkan bahwa sebelum adanya Kerajaan
Majapahit dan Sriwijaya, Jawa sudah sering dikunjungi para pelaut dari

W 1.0 Nan Leur, * Tedovesia Trade®, Loe, el hlml,

# Tarmizl Taher, Masyorakot Cing Keiohoran Nesloaal dan Integrasi Bangsa di Indonesta, peLsl
Jakaria , 1997, him, 32,

™ Likats (Tarmixl Taler, Masyarokar Clra...., Ibid, him, 32).
% =
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Tiongkok, yakni sejak awal abad Masehi. Suatu perjalanan mengarungi
laut bebas yang dilakukan Chien Han Shue pada masa Dinasti Han (202
sM-220 M) telah dilakukan semenjak ahad Masehi, Sejak itu, telah terja-
lin hubungan antara Nusantara (Jawa) dan Cina (Tiongkok) dalam berba-
gai bidang sosial, politik dan bisnis perdagangan maritim,®

Ketika kontrolnya terhadap rute-rute perdagangan maritim ditan-

tang oleh Kerajaan Cola dari India pada abad le-12, peranan Sriwijaya

dalam bidang sosial, politik dan bisnis perdagangan maritim mengalami
penurunan. Kerajaan Cola mengirim sejumlah ekspedisi militer ke terito-
rial Sriwijaya sehingga kontrolnya terhadap rute-rute perdagangan men-
jadi lemah, padahal tanpa kegiatan perdagangan Sciwijaya tidak dapat
bertahan hidup. Kemudian, teritorial-teritorial Sriwijaya tergantung pada
pertanian.®

Adanya kontak Sriwijaya dan Cina serta bangsa lainnya, terutama
bangsa Arab, telah hl:rdampak tE[‘hEldap struktur masyarakat Snwua}ra
yang heterogen. Keberadaan komunitas Cina-Muslim di Sriwijaya dipan-
dang sebagai titik awal penyebaran agama Islam ke Nusantara. Djohan
Hanafiah™ menulis bahwa masuknya Islam ke Sumatra Selatan diperki-
rakan terjadi pada abad Pertama Hijriyah (abad ke-8 M) dengan jalan
damai melalui pelayaran dan perdagangan. Para pedagang yang mem-
bawa agama Islam diterima dengan baik sebagai salah satu kelompok
pedagang Muslim di Sriwijaya. Kelompol pedasang Muslim, selain ber-
dagang, juga melakukan interaksi sosial dengan masyarakat Sriwijaya.
Adanya komunitas Muslim di Sriwijaya adalah logis, mengingat Islam
telah hadir di Nusantara, terutama di Aceh, sebelum berdirinya Kera-
jaan Sriwijaya. Hal ini sekaligus merupakan sebagai bukti adanya kontak
antara Nusantara dan penguasa Cina. Meskipun agama Buddha sangat
terkenal di Sriwijaya (sebagai Kerajaan Buddha), agama Islam pun mulai
mengalami perkembangan, dibuktikan adanya suatu komunitas Muslim
di Sriwijaya ketika itu. Dengan demikian, tampak bahwa ada toleransi
yang tinggi dari Sriwijaya (Kerajaan Buddha) terhadap umat agama lain-
nya, khususnya umat Islam.,

Budisetyagraha mengatakan bahwa di negeri Cina, Islam telah ber-
kembang sejak abad pertama Hijriyah (abad ke-7 M), yang dibawa perta-
ma kali oleh sahabat Rasul Sa’ad ibnu Lubaid, yang diidentikkan dengan
Sa'ad ibnu Abi Wagqas. Meskipun identitas Sa’ad ibnu Lubaid al-Habsyi

% Burhanuddin Days, “Emis Tianghoa darn Ferkembangan Flar el Indonesia®, Seminar Nostonnk,
tanggal 12 Seplernber 2000, 1A Bumas Kali Jaga, 2000, kim.1

* NIS Irfim, Sriwijaya ; Pusat Pemeratohan don Perkembangannya, Girimukil Paeaka, Jaknrtn,
V983, hlm, 94-10:2,

 Djohan Hanafiah, *Masjid Agurg Palembang”, Hall Mas Agang, Jaharin, 1988, him. 3-4,
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sendiri tidak diketahui jelas, kontak antara dunia Islam, terutama Ara.
bia dengan Tiongkok telah berlangsung sangat lancar dan kontinu, Pada
masa Dinasti Umayyah, selama 90 tahun, tak kurang dari 17 duta Mus.
lim datang ke Tiongkok. Selanjutnya, penguasa Dinasti Abbasiyah pe.
riode 750-798 M mengutus pula sebanyak 18 duta Muslim untuk tujuan
sama. Adanya kontak dunia Islam, terutama terbentuknya koloni T-Shih
di Guangdong. Ada pula suatu koloni Muslim yang cukup besar sejak
pertengahan abad ke-8 M di Hainan dan Zhung Ciu. Pada jalur darat.
an berkembang pula koloni dan komunitas Muslim yang sangat besar di
kawasan Asia Tengah, meliputi suku Uighurs dan Suku Hui di kawasan
Xin Jiang (Turkistan Timur).* Mereka sampai sekarang merupakan suaty
komunitas Muslim terbesar di wilayah Republik Rakyat Cina. Sebagai
bukti bahwa negeri Cina merupakan salah satu “pusat” agama Islam pada
masa lalu, misalnya di Beijing sckarang terdapat sekitar 300.000 Cina-
Muslim. Jumlah total umat Islam Cina di Cina daratan diperkirakan se.
kitar 60 juta-100 juta orang. * Para musafir Cina Muslim yang datang ke
Nusantara, sering bermukim beberapa lama dan berdakwah di berbagai
wilayah di Nusantara.

Migrasi musafir Cina Muslim ke Nusantara itu tegjadi abad-abad se-
belum berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada 132 M misalnya, suatu hu-
bungan persahabatan telah terjadi antara keluarga Wang Mang dari Di-
nasti Han dengan pihak penguasa di daerah Aceh, Huantse. Mereka juga
singgah di Jawa menjalani persahabatan dengan pihak penguasa Jaws,
Yehtio. Informasi sejarah ini berhasil dihimpun oleh peneliti Tiongkok
ini, yakni bertalian dengan sejarah Nusantara dan Semenanjung Melayu.
Data tersebut oleh Hamka dinamakan Catatan dari Cina, yang merupa-
kan salah satu referensi penting bagi para sejarawan yang bermaksud
menggali informasi tentang Nusantara pada awal abad Masehi,

Charles A. Coppel mencatat bahwa pemukiman-pemukiman kecil
orang Cina sudah ada di Nusantara jauh sebelum kedatangan orang Ero-
pa, terutama di bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai Utara
Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukan di Jawa, orang Cina ke-
mudian telah bertambah banyak jumlahnya serta menyebar luas. Bah-
kan, di kawasan yang pada abad ke-18 belum lagi berada di bawah ke-
kuasaan Belanda, sebagaimana halnya di Kalimantan Barat dan Bangka,
orang Cina telah datang dalam jumlah besar.* Mereka umumnya lebih

= Budisetyagraha, * Dakwals Bslam o Kalangan Einis Tionghoa Untuk Mengokolikan I'.u.l'fgﬂld
HBangsa®, Sernfnar Nasional, tanggal 12 Seplember 2000, TATN Sunan Knll ] aga, Yogyakarta, 2000
him.3

™ Budiseryagraha, ® Dalbal llam”, i, hlm3,
= Burhanuddin Days, Eieds Tonghon, him, 1,
U Charles A, Coppel, Tonghoa lidonesia dalam Krisls, (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapa®
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akomodatif dan berasimilasi (berbaur) dengan masyarakat pribumi lokal,
sehingga tidak jarang mereka mengubah Identitas agar menjadi sama de-
ngan identitas masyarakat pribumi lokal,

Fires, seorang Fortugis yang pada 1521 berlayar menelusuri pantai
utara Jawa, mengatakan bahwa orang Cina yang beragama Islam tidak
jarang menggantikan nama Cina mereka dengan nama pribumi, jauh se-
belum Belanda datang ke Indonesin. Misalnya, pada masa Kerajaan De-
mak, Sultan Demak pertamn yang etnis Cina telah menggunakan nama
Abhiseka Raden Fatah yang merupakan nama asli Cina, bahkan juga un-
sur-unsur kebudayaan lainnya*

Lalsamana Chengho (Zheng He atau Haji Sam Po Kong) pernah
mengadakan pelayaran pada 1405-1433. Zheng Ie diklaim sebagai ke-
turunan ke-37 Nabi Muhammad saw yang telah meninggalkan warisan
mushala, yang kemudian dikenal sebagai Klenteng Sam Po Kong di kawa-
san Gunung Batu Semarang. Selain Zheng He, terdapat para pengemba-
ra, pelaut dan pemukiman Cina Muslim meskipun riwayat mereka agak
sulit diverifikasi dengan akurat. Misalnya, Haji Mah Hwang dan Haji Feh
Tsin, anggota laskar angkatan laut Tiongkok yang dikatakan sering me-
nunaikan shalat di Mushala Semarang, Haji Boh Tak Keng asal Champa,
Haji Gang Rang Cu di Tuban, Jin Bun yang dikatakan sebagai Raden
Fatah (Demak), dan Tung Ka Lo yang diklaim sebagai Sultan Trengzana.
Sementara itu, De Graaf dan Pigeaud mengatakan bahwa di dalam Di-
nasti Ming (1386-1645) banyak orang Cina Islam dari Yunan bermazhab
Hanafi yang dipekerjakan dalam pemerintahan Armada Tiongkok di ba-
wah pimpinan Laksamana Haji Sam Po Kong (Beng Ho, Cheng Ho) untuk
menguasai perairan dan pantai-pantai Nan Yang (Asia Tenggara). Pada
1407, armada Kerajaan Cina merebut Kukang (Palembang) yang ketika
itu dikuasai orang Cina non-Islam. Di sana mereka membentuk suatu ko-
munitas Cina [slam pertama di Nusantara, Setelah itu, secara bertahap
mereka mendirikan komunitas Cina Islam di Sambas, Kalimantan Barat,
Semenanjung Malaka, Jawa, dan Filipina. Sejumlah masjid didirikan pula
di Jawa, misalnya di Ancol (Jakarta) dan Cangki (Mojokerto).*

M.F.S. Heidhues menulis bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa
ke Nusantara pada abad ke-16, keberadaan pemukiman-pemukiman ber-
bentul kota-kota pelabuhan, dan hahkan di sana terdapat pula komuni-

1994), him. 21-22

2 amen Budiman, Masyeraket slane Tioaghe of [ndonesio, Tanjungsa, Semarang, 1979,
hilm, 36,

U [sman Fifendl, "Islam, Einls Tionghoa dan Integrosi Bangss: Hambatan dan Soluzsinga”,
Seminar Nasional, tanggal 12 Sepltember 2000, di IAIN Sunnn Kall Joga, Yogynkarta, hal.1 Likat
juga: Bambang Pranowe, fsbaarr Fakrval @ Anterent Tinellsd dow Relusi Ko, Adicics Karya Nusa,
Yopyakaris, 1008, him. 85-08.
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tas desa Cina di sekitar kota-kota itu.* Di kota-kota pelabuhan itu, orang
Cina sering mempunyai peranan sebagai syahbandar,** mengatur jalannya
lalu lintas transportasi pelabuhan atas nama penguasa lokal. Heidhues
juga menulis bahwa bagi kebanyakan orang Cina di Indonesia, agama
vang terpenting adalah Islam, Ketika itu, sebagian migran Cina datang ke
Nusantara sejak awal telah menjadi Muslim, Seni dan arsitektur di pesisir
menunjukkan data yang kuat dari adanya pengaruh-pengaruh dari Cina
daratan. Di berbagai wilayah kepulauan, orang Cina memiliki hubungan
erat dengan masyarakat pribumi dan cenderung untuk mengadopsi Islam
sebagai agamanya dengan mengawini wanita lokal. Di Jawa, konversi
(agama) merupakan suatu langlkah untuk memperoleh status yang lebik
baik dan memperoleh titel atan gelar kehormatan, DI Malaya, sebagai da-
erah-daerah pengaruh Orang Cina, misalnya Sumatra, Bangka, dan Kali-
mantan, keluarga Cina memberikan anak perempuan kepada masyarakar
asli (pribumi) lokal dan anak perempuan tadi umumnya menjadi musli-
mah yakni suam prakiik yang kadangkala masih dikenal hingga kini*

Oleh karena migrasi orang Cina gelombang pertama umumnya tidak
membawa jstri dan anak-anak, hal ini telah memungkinkan terjadinya
perkawinan campuran (marital assimilation) dengan wanita lokal. Patut
diketahui bahwa sebelum bangsa Portugal tiba di Nusantara, perdagang-
an antara Indonesia dan Eropa dilakukan melalui Laut Merah dan Laut
Tengah yang dikuasai pedagang-pedagang besar Islam, di antaranya pe-
dagang Arab. Pedagang Islam senantiasa datang darl negeri-negeri yang
bermusuhan dengan kaum Kristen. Dengan adanya Perang Salib di Timur
Tengah, usaha kaum Kristen untuk mengusir Kerajaan Islam di Spanyol
sebelumnya merupakan pergolakan yang berkelanjutan antara Islam dan
Kristen. Perjuangan ini tidak saja berbentuk perjuangan agama, tetapi
juga malahan yang sangat penting, merupakan perjuangan perdagang-
an antara Eropa dan Asia (dalam hal ini) Indonesia khususnya. Dalam
hal ini, Wertheim mengatakan bahwa pada masa penjajahan, penghulu-
penghulu Arab (Areb Divines) adalah the fieroest enemy of the company.
Seperti kasus Perang Acch, misalnya ketika Sultan Aceh tidak mampu
menghadapi perpecahan antara para vleebalong dan para teuku, Habib
Abdurrachman az-Zahir muncul sebagai tokoh pemersatu antara mereka
untul melawan Belanda. ™

Seperti diungkapkan G. William Skinner bahwa sejarah migrasi Cina

W Merry .F. Sommers, " Helatmes, Chinese Sertfaneenis in Rural Scusth Bast Asia™, Op. cit,, im,
152,

i Syahbandar memiliki art vang sama dengan K2pala Pelabohan,

* M.F.5 Heidhues, "Bangka Tin and Mentok Papper...." op. cit, |, hlin. 157,

* Hamid Algadrl, "Proses Integrasi Keturunan Arab®, Prigrma, Momor 8, iAgustus 19761,
LPFAES, 1976; hilm. 52-55,
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di Asia Tenggara memperlihatkan fenomena adaprasi, akulturasi dan asi-
milasi. Hingga akhir abad ke-19, wanita Cina tidalk diperkenankan me-
ninggalkan Cina schingga banyak migran Cina (berjenis kelamin laki-
laki) pada berbagai negara di Asia Tenggara—misalnya Filipina, Jawa
U“dcfnlﬂifﬂl d“:“ Malaya (Malaysia)—memilih wanita “pribumi” lokal se-
bagai istri-istrinya. Perkawinan dengan komunitas sendiri (Cina) meng-
hasilkan Chinese Mestizos di Filipina, Chinese Peranakan di Jawa (Indo-
nesia) dan Chinese Babas di Malaka (Malaysia). Namun, tidak sedikit dari
mereka memilih kawin dengan wanita “pribumi” lokal schingga asimilasi
dengan masyarakat asli lokal tidak dapat dihindard, khususnya terjadi
apabila pemukiman mereka berlokasi jauh dari pusat kota dan terisolasi
dari keluarga-keluarga Cina lainnya,

Skinner* juga mengungkapkan beberapa kategori proses asimilasi
antara etnis Cina dan pribumi-Melayu di pulau Bangka, sebagai contoh,
berupa: pertama, terdapat sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal merasa
tidak cocok berkompetisi dengan dan bekerja dalam lingkungan komu-
nitas Cina, lalu pergi meninggalkan kemunitasnya dan menikah dengan
wanita pribumi dan mengadopsi pola hidup (masyarakat asli lokal). Ke-
dug, kelahiran anak laki-laki Cina dipandang lebih penting dan berharga
dibandingkan anak perempuan. Karena itu, tidak jarang anak-anak (bayi)
perempuan diberikan (diadopsi) kepada keluarga pribumi, Anak perem-
puan diadopsi itu akhimya tidak mengalami hambatan apa pun dalam
akulturasi dan asimilasi karena mereka telah diberikan atau diadopsi se-
jak bayi. Ketiga, sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal menikah dengan
wanita pribumi lokal, anak lali-laki dari hasil perkawinan itu diyakini
sehagai Cina dan suatu ketika harus siap kembali ke Cina Daratan (Ma-
inland China), sedangkan anak perempuan dapat tinggal bersama ibunya
(pribumi), yang mana pada akhirnya akan menjadi pribumi lokal pula.
Keempat, ketika keutuhan keluarga (keluarga perkawinan laki-laki Cina
dan wanita pribumi) mengalami kegagalan, apakah terjadi karena laki-
laki pergi kembali ke Cina atau karera perceraian, anak laki-laki biasa-
nya ikut ayahnya ke Cina sementara anak perempuan ikut ibunya yang
pribumi, dan kemudian menjadi identitas pribumi.

Di Palembang, pada masa pra-kolonial Belanda menunjukkan bahwa
ketika itu peranan kesultanan-kesultanan tampak dominan dalam kehi-
dupan masyarakat. Dalam struktur masyarakat yang bertempat tinggal
di pusat kota Palembang misalnya terdapat pembaglan golongan sebagai
simbol kelas sosial. Kelas sosial yang memegang peranan penting dalam

w0 Willlam Skinner, "Crealized Chinese™, [oc. cit, him. 53.
MG Wilkiam Sklnner, =Crenlized,, ., fhid, kb, 53.
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kekuasaan, yaitu golongan priayi atau bangsawan, sedangkan kelas sosial
yang diperintah merupakan rakyat biasa atau pedagang-pedagang pri.
bumi. Selain itu, di pusat kota terdapat pula bangsa Timur asing, seperti
Cina, India, dan Arab. Golongan bangsawan terbagi menjadi tiga lapisan,
pangeran, raden, dan mas agus. Keluarga bangsawan biasanya memiliki
gelar memiliki gelar sesual dengan statusnya, seperti gelar refu meru-
pakan istri sultan, raden ayu merupakan gelar untuk istri dan anak pan.
geran, dan mas ayu adalah gelar istri dan anak mas agus. Mereka masih
memiliki hubungan darah dengan raja atau masih keturunan para raja
yang pernah memerintah. Selain itu, terdapat gelar pemberian raja, se
perti pangeran yang merupakan gelar jabatan dalam sistem Pemerintahan
Kesultanan Palembang, Gelar pangeran itu tidak bisa diturunkan kepada
anaknya, sedangkan gelar yang lain, raden, raden ayu, mas agus, dan mas
ayu, didasarkan atas turunan. Jika dibandingkan dengan kota-kota di Pe-
sisir Pulau Jawa setelah 1680 vang mengalami banyak perubahan akibar
VOC menuntut produksi pertanian dari daerah pedalaman. Banyak orang
dari pulau Jawa yang juga ke kota itu menimbullan pengaruh pada ke-
seimbangan antara kota dan desa. Komposisi baru penduduk kota mem-
perlebar jurang pemisah antara kota dan desa dalam bentuk kelas sosial,
agama, dan kebudayaan,3 '

Kehidupan golongan bangsawan im dapat dibedakan menjadi tiga:
pertama, mereka yang kehidupan kesehariannya didasarkan atas tanah
pemberian sultan; kedua, mereka yang hidup sebagai tukang, bertalian
dengan pembuatan barang-barang kerajinan tangan, ukir-ukiran dari
emas dan perak; dan ketign, mereka yang hidup sebagai pedagang dan
petani. Tetapi, jumlah golongan bangsawan tidak sebanyalk jumlah raky-
at jelata yang hidupnya sebagai petani di daerah pedalaman. Golongan
priayi atau bangasawan itu memiliki peranan penting dalam sistem pe-
merintahan di Kesultanan Palembang karena menguasai sejumlah dusun
atau marga. Mereka dapat mengatur dan mengambil bantuan material
dari dusun-dusun yang dikuasainya—seperti bahan makanan (beras,
kopi, ikan, dan lain-lain) dan kayu bakar. Sering pula terjadi para laskar
yang lengkap dengan persenjataannya didatangkan dari dusun terutama
ketika Sultan Palembang mendapat serangan dari luar. Golongan masya-
rakat biasa terbagi menjadi tiga lapisan, yakni: kiai mas atau kimas, kie-
gus, dan rakyat jelata. Golongan rakyat jelata itu terdiri atas orang Miji,
Senan (Senau), dan budak atau orang yang mengabdikan diri. Orang Miji
dan Senan biasanya bertempat tinggal di sekitar pusat kota Palembang,

¥ M. Husnl Matodiharjo, Penegak Pemnelilam f"d»'acmlng dan Perjuangan Raiyas Palem:
burrige Dyvireessealars, tmnpa pencebit, 1973, hlm. 28-32; dan |iloe: (Supryanio, Pelayaran dan Per
dagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864, Penerbit: Ombak, Yogyakarta, 2013, him. 37-38.
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sedangkan mata pencahariannya sebagai buruh, tani, dan pembuat ba-
rang-barang kerajinan tnngﬂ']"'b“mnﬂ‘bﬂml'lg kerajinan tu biasanya di-
beli oleh para pedagang dan dijual di luar kota Palembang. Orang Miji
juga memiliki kepandaian membuat karya seni dan berani berperang.
Oleh sebab itu, mereka sangat dibutuhkan oleh bangsawan, terutama pa-
ngeran dan raden, walaupun mercka tetap memiliki kebebasan untuk
memeilih b‘f‘_‘“j“ di bawah bangsawan yang disukainya, Adapun orang
Senan I'I.‘I'L‘!E'I'I‘nlll'li keduduan lebih rendah dibandingkan dengan orang Miji-
mereka hidup bersama keluarganya dan dapat menghasilkan paja bagi
kerajaan tetapi tidak dibolehkan bekerja selain mengabdi kepada raja®
Pada umumnya cara berpakaian penduduk pedalaman dipengaruhi oleh
budaya Jawa. Bagi pria pakalannya berupa jas kain atau kebaya katun
berbunga, dengan kain yang terbuat dari katun bergaris. Selain itu, di-
kenakan kain sarung dan penutup kepala terutama pada waktu bekerja
di ladang.*

Susundan masyarakat di pedalaman tampak sederhana, terdiri dari
penguasa tradisional dan rakyat biasa. Penguasa tradisional biasanya
berasal dari kepala-kepala kelompok yang diangkat atau ditunjuk atas
dasar pemufakatan para anggotanya yang disebut pesirah atau pepati. Te-
tapi, setelah pemerintahan Belanda, kebiasaan itu disesuaikan dengan
demokrasi Barat, yakni pengausa formal dipilih oleh rakyat tetapi dida-
sarkan atas kemauan penguasa Belanda, Walaupun ralyat diberi kebe-
basan memilih penguasa formal atau pesirah, tetapi yang diangkat sudah
ditentukan—orang yang setia terhadap pemerintah kolonial.®

Supryanto™ mengatakan bahwa di Palembang ketika itu, sebagian
besar penduduknya menganut agama Islam, walaupun masih dijumpai
juga animisme di beberapa daerah, terutama di Onderafdeling Pasemah
dan Muara Dua yang jumlahnya semakin berkurang, Unsur-unsur agama
Islam memilliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat dalam kehidu-
pan kesehariannya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Mah-
mud Badaruddin [ untuk menentang kekuasaan Belanda yang hadir di
Palembang——Belanda dianggap orang kafir yang harus dilenyapkan dari
wilayah Kesultanan Palembang. Kendatipun demikian, hubungnan perda-
gangan antara orang-orang Belanda dengan penduduk lokal masih tetap
berjalan sejauh tidak berbenturan dengan pada kehidupan politik. Sejak
dihapuskannya sistem Kesultanan Palembang pada 1824 atau etika pe-

 Supryanto, Pelayaran dan Perelagangon di Pelabuhean Prlerchag 1824- 1864, Penehic Oms
bk, Yojyakarta, 2013, him. 37-38.

= Supryanto, Pelaparan dan Perdagangan di Pelabulear,, ., i, hilm. 41,

= Supryantn, Pelayararn dan Perdagargan di Pelabuhan ..., bid. him. 41.

" Supryanto, Pelayaren dan Pendagangan Ji Pelalpfean ..., Al Dln. 41=42
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merintahan kolonial Belanda mengambil alih kekunsaan di daerah gy,
maka bekas wilayah Kesultanan Palembang dijadikan dua kcmsi:inn;n.
yakni Keresidenan Palembang dan Bangka-Belitung.

B. KEBIJAKAN ETNISITAS PADA MASA HINDIA-BELANDA

Pada awal abad ke-17, diungkapkan Charles Corn, terjadi persaingan
antara Inggris dan Belanda untuk memonopoli perdagangan lada di Ke.
pulauan Banda. Beberapa tahun sebelum abad ke-17 Inggris dan Belands
telah menemukan jalan ke Kepulauan Banda. Tetapi, persaingan mulaj
keras sejak di Inggris dibentuk East India Company (EIC) pada tahun 1600
dan di Belanda dibentuk Verenigde Onst-indische Compagnie (VOC) dua
tahun kemudian, 1602, Jika VOC membuka kantornya di Banda Neira,
EIC menduduki Pulau Run dan Pulau Ai yang dianggap koloni Inggeris
pertama di Asia. Bahkan, ketika James | dilantik sebagai raja lalu di-
beri gelar Raja Inggris, Skotlandia, Irlandia, Perancis, Puloway (Pulay
Ai) dan Puloroon (Pulau Run). Akan tetapi, pada tahun 1802 VOC telah
berhasil memengaruhi para “orang kaya™ untuk menandatangani sebuah
perjanjian (kontrak) yang menetapkan VOC sebagai pemegang hak mo-
nopoli pala dengan imbalan keamanan kepulauan itu dari rongrongan
Inggris dan Portugis. Tetapi, kebiasaan membuat perjanjian vang masa
berlakunya “abadi” itu bukan kebiasaan orang Banda. Bagi mereka setiap
transaksi dagang harus dirundingkan kembali. Lagi pula mereka masih
membutuhkan para pedagang dari Jawa dan Melayu yang menjadi pema-
sok berbagai kebutuhan hidup mereka sehingga melarang para pedagang
tersebut memasuki Kepulauan Banda merupakan suatu kerugian yang
sangat besar.®

Dalam pembukuan VOC di negeri Belanda menunjukkan bahwa se-
lama abad ke-17 VOC tidak merugi sedikit pun. Berbeda deugu:l. abad
ke-18 VOC melakukan ekspansi dagang yang membutuhlkan sumber daya
manusia dan peralatan yang jauh lebih banyak dari pada abad ke-17.
Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kerugian sekitar f643.000.000,
tetapi berapa jumlah leuntungan dalam pembukuan di Batavia tersebut
belum diketahui. Berdasarkan salah satu sumber, sejak tahun 1783 ber-
kobar serangkaian perang di Eropa yang terutama melibatkan Inggris dan
Perancis. Dalam keadaan itu, Belanda berusaha netral, tetapi ridak selalu
berhasil. Dalam suasana perang itulah kapal-kapal VOC yang bertolak ke
Asia maupun yang kembali dari Asia menjadi sasaran armada-armad2

# Charles Corn dalam kutipan: (Tim Naslonal Penulisan Sejarah, *Sejarph Nasicnal Indon®
sho..."; Log, git, him. 42},
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kedua kekuatan raksasa di Eropa itu. Lambat laun ka pal-kapal VOC yang
berani mengarungi lautan makin berkurang, yang berarti volume perda-

gangan juga makin lama makin berkurang, terutama antara tahun 1783
dan 1795.*

TABEL 2.1, STRUKTURISAS| PERBEDAAN ETHIS PADA MASA KOLOMNIAL

Dimens Soclety Statae Market NGOy
Multikutural | Akomodasi Tinggt | Akomodas| F.I'.'I'd:h_ Farmadfilikas! Tingei | Akomocdasi Rendah
E.-min' Akomadasi Tingg | Akomodas Rendah | Komeodifikasi Tinggi | Akemodasi Rendah
Pharal Akomodasi Tingg | Akomedas! Rerdah | Komodifiass Tingg | Akemocasi Rendah
Relatitas | Akomaodasi Tinggl | Akomodasi Rendah | Komodifkas: Tingg! | Akomodasi Randah

Akibat terus-menerus merugi, VOC tidak sanggup membayar devi-
den dari saham-saham yang dibeli rakyat, sehingga dari tahun ke tahun
perusahaan itu harus berutang kepada negara untuk membayar kewa-
jibannya. Pada 1795 negara memutuskan untuk mengambil alih selu-
ruh kelayaan VOC sebagai pelunasan dari utang-utang tersebut, dengan
membentuk sebuah panitia. Pada akhimya pada tahun 1799 panitia i
menyatakan bahwa VOC failite dan bubar. Hartz kekayaan VOC yang
tidak bergerak, seperti benteng-benteng atau daerah-daerah produksi
rempah-rempah di Nusantara, diambil alih oleh negara, Iru aset kerajaan
Belanda yang menjadi cikal bakal Negara Kolonial Hindia-Belanda yang
berdiri sejak tahun 1817, dalam hal ini, VOC bubar diganti dengan nega-
ra Kolonial Hindia-Belanda.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa dalam kehidupan sosial, wmum-
nya, relasi sosial orang pribumi dengan etnis migran lainnya, terutama
etnis Cina sangat erat, dan bahkan pada banyak daerah telah terjadi
asimilasi secara natural. Pada awalnya tampak bahwa bangsa koloni-
al Belanda menempatkan dan memilih sikap dan perilaku bermusuhan
dengan etnls migran Cina di Nusantara yang dianggap sebagai saingan
dalam kegiatan ekonomi kolonial Hindia-Belanda. Suatu tindakan rasia-
lisme anti-Cina pertama kali pernah dilakukan bangsa kolonial Belanda
pada 1740 di Batavia yang menelan korban sekurangnya seratus ribu
orang Cina tewas.® Bangsa kolonial Belanda kemudian berpendirian lain,
di mana kondisi eratnya hubungan orang Cina dan pribumi di banyak
dacrah di Nusantara akan dapat membahayakan kepentingan kolonial

[ S—

* Tim National Penulisan Sefarah, “Sejarnh Nasional Indonesia.. ", Ibid., him. 52,
" Tim Maslonal Penulisan Sajarah, "Sejarah Nagional...", Ibid, him 52,
* Abdullah Idi, “RUU PDRE dan Masalah Mayoritas- Mineritas®, Sunwetre Bkspres, 17 Maret
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Belanda. Belanda akhirnya memilih strategi menempatkan orang Cing
sebagai "kolega” dalam kegiatan ekonomi Hindia-Belanda. Tindakan inj
secara politik berupaya menjauhkan orang Gina dari relasi sosial yang

erat dengan orang pribumi sebelumnya.
Hubungan sosial orang Cina dan pribumi mulai mengalami kendala

dikarenakan kepentingan politik-ckonomi kolonial cenderung merug.
kan mereka. Keterpihakan kolonial Belanda terhadap orang Cina, karena
sangat menguntungkan secara ekonom, herdampak pada kerenggang.
an hubungan antar-etnis yang telah terjalin secara alamiah jauh sebe.
lumnya, Perlawanan bangsa pribumi terhadap bangsa kolonial Belanda
pun terjadi di mana-mana, karena banyak perilaku diskriminasi terha-
dap mereka. Mereka merupakan orang pribumi, tetapi tidak punya harga
diri lagi. Karena itu, satu-satunya strategi yang harus dilakukan berupa
perlawanan. Dalam sejarah peperangan ini, terdapat pula keterlibatan
sebagian kecil prang Cina yang masih loyal terhadap elite pribumi yang
menentang bangsa kolonial.

Belanda telah menjadikan perbedaan etnis begitu mencolols, dengan
kantor berbeda, pakaian, struktur administrasi berbeda, serta mengatur
agama bagi tiap kelompok. Hoadley mengungkapkan, di Cirebon pada
akhir abad ke-17, kebijakan Belanda telah mendorong adanya keterpi-
sahan peranakan dan elit Jawa dengan pengklasifikasiin peranakan Cina,
sehingga menyulitkan hubungan antara mereka—peranakan Cina dan
elite serta masyarakat Jawa.”™ Sesuatu keadaan yang kontras, yakni pada
masa kedatangan bangsa Belanda, dalam perkembangannya magyarakat
Nusantara terkesan sengaja dibenfuk menjadi masyarakat yang disinte-
grasi melalui strategl politik “adu demba® (devide et impera). Belanda,
dengan strategi politiknya, telah mampu bertahan sebagai bangsa impe-
rialis di Nusantara selurangnya selama 365 tahun, suatu masa yang tidak
singkat tenfunya.

Pada 1854, kolonial Belanda menetapkan orang pribumi sebagai Ke-
las tiga (inlander) setelah dua kelompok Eropa dan Timur asing (Arab,
Cina, dan India). Pengelompokan masyaralat Hindia-Belanda tersebul
diyakini sebagai penyebab utama adanya keretakan hubungan antara el
nis Cina dengan kalangan pribumi yang sebelumnya telah berinteraksi
saty sama lain serta berbaur di banyak tempat di Nusantara, Wujud darl
tindakan diskriminatif, bangsa Belanda, secara berproses telah memben
tuk sistem sosial, politik, dan ekonomi yang diskriminatif* yang kemudi-

» sason Hoadley, “Javanese, Peranakan and Chinese Elites in Cirebon : Changes Eshnit ber

undaries”. 145, Volume 47, Number 3, 1998, him, 503-517,
w M, Hambang Pranowo, Il Rrkual Ansara Tradisi dan Relesi Kuasa, Adicipta Kany®

Nusn, Yoryakiarta, 1988, hlm, 05-96,

el
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an hari telah menyulitkan proses integrasi sosial dan Juga integrasi bang-
g pada 'I!'I-ﬂ'::'j.-'l'tﬂ'tkl!t p}u!m'[slih Indovesia, Tujuan kedatn ngan kedatangan
bangsa Brlanda t‘h I-Iul'-rlimlh-.L-mdn terutama melakukan eksploitasi ter-
hadap bangsa pribumi dalam avti sostal, budaya, politik, dan ekonom
melalui strategh politik devide er imperg,

Ketika Agresi Belanda 11, banyal orang Cina dirangkul kembali di
bawah kehuasaannya. Tentunya, banyak orang Cina yang mengungsi ke
daerah-daegah, dan hampir semuanya tinggal di kawasan itu. Tidak se-
dikit pula pemimpin orang Cina yang memihak Belanda dengan terang-
terangan. Thio Thiam Hui telah menjadi penasihat Pejabat Gubernur
Jenderal H Van Mook, Orang Cina juga mendirikan pasukan keamanan
sendiri di daerah-daerah keliuasaan Belanda yang dinamakan Pao and
Sui. Pasukan keamanan ini dilihat dari jumlah bukanlah suatu kekuat-
an signifikan, tetapi secara psikologis merupakan faktor penting yang
herpengaruh terhadap hubungan antara masyarakat pribumi dan orang
Cina ketika itu. Kondisi demikian menimbulkan prasangka buruk dan
kecurignan dari masyarakat pribumi. Meskipun ada juga segelintir orang
Cina yang menggabungkan diri dengan gerilyawan pribumi berjuang me-
lawan Belanda, tetapi akibal prasangka buruk in, setiap orang Cina dicu-
rigai sebagal mata-mata Belanda. Di beberapa kawasan terjadi perusakan
terhadap rumah-rumah orang Cina dan penganiayaan terhadap mereka.*

Dalam penelitiannya tentang masyarakat kolonial ¢i Asia Selatan—
termasuk Indonesia, J.5. Furnivall menggambarkan bahwa pertama,
membedakan antara masyarakat yang secara homogen memiliki budaya
yang sama dan memilild nilai-nilai normatf yang mempersatulannya;
kedua, masyarakat yang terbagi-bagi atas beragam etnis dan budaya yang
diikat menjadi kesatuan melalul paksaan. Bentuk kedua dari masyaralkat
plural yang digambarkan J.S. Furnivall dapat dilihat pada masyarakat In-
donesia pada masa kolonial—yang terbagi menjadi kelempok Bumiputra,
Timur asing, dan Eropa. Ketiga kelompok tersebut diikat secara paksa da-
lam suatu bentuk negara koloni Hindia-Belanda. Kelomipol: Timur asing
memegang peranan penting selali dalam bidang ekonomi yang menghu-
bungkan antara rakyat miskin dan pengnasa pemerintah Belanda. Tidak
mengherankan apabila golongan bumipuera/pribumi merasa tertindas
bukan saja oleh pemerintah kolonial {ras kulit putih), tetapi juga oleh

kelompok Timur asing sebagai perantara (mediator).”
Parsudi Suparlan mengunglapkan bahwa suatu hal benar bahwa

W Abdullah e, ~Kerajamn Sriteijaya, Nilai-Nilod Integrast dan Inuplikositpe Tedidey Kebi-

Jakan Otanomi Doerah,..", boe. eit., hlm. 7. : y
EJ'I.I:IIﬂlIIIL'II Tebl Fﬂﬂ'ﬂgkﬂ. -';Ejﬂ”ﬂ'rla}il.ﬂll I::I;nﬁaj'l.ﬁ_"'kijl'lr.... i D"r?- A h_h:ll.. "’I‘ i .
 Abudullh [, * Kerafaan Sriwifaya, Nilel-witai integrasi dan bnplikusinga. - ibid, o 7.
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suatu negara di mana masyarakatnya pluralistik Indonesia pada mag
Orde Baru, di mana pemisahan agama dan etnis telah dimanipulasi untuj
stabilitas pemerintahan sosial dan politik pada pemerintahan selama 33
tahun pemerintahan Orde Baru. Dikatakan Parsudi Supa rlan:

Ethnic and religius schisms have been described by Furnivall (1948} in his
analysis of the colanial situtation In Indonesia. It was society with a medley
of peopie; they mix but did not combine, Each graup held by its awn relj.
gion, its culture and language, its own ideas and ways. As individuals they
met, but only in the market place. it was society with different sections of
the community living side by side, but separately, within the same politica|
unit. They were united united by force, not voluntarily. Absolute power wos
in the hands of the few elite. the dominant colonial ruler whe demanded
absolute submission to maintain order®

Ketika Belanda melakukan perluasan aktivitas ekonomi, sejumlah
besar orang Cina berminat berimigrasi di negeri Hindia-Belanda. Sete-
lah tibanya kuli-kuli Cina gelombang kedua (akhir abad ke-19), interaks
sosial yang asimilatif antara orang Cina dan Melayu di pulau Bangka
mengalami penurunan drastis. Setidaknya, ada tiga kebijakan penting
dilakukan Pemerintah Hindia-Belanda vang mengakibatkan terciptanya
iklim kurang kondusif terhadap kesinambungan asimilasi antara orang
Cina dan pribumi umumnya dan pribumi lokal, yakni:

Pertama, kebijakan pemerintah Hindia-Belanda tentang kehidupan
politik. Seperti diungkapkan Hoadley, Belanda menerapkan kebijakan po-
litik keterpisahan identitas. Dalam perundang-undangan Hindia-Belanda
yang dimulai kodifikasinya tahun 1848-1854, dengan adanya Regerings
Reglement (pasal 109), Pemerintah Hindia-Belanda membedakan warga
negara menjadi dua golongan: Golongan Eropa dan Bumiputra. Adapun
kelompok yang tidak termasuk Eropa dan Bumiputra disamakan dengan
orang Eropa (foreign oriental) dan Bumiputra (natives, inlenders). Ukuran
untuk persamaan itu berupa “agama” mereka. Bagi mereka yang bera-
gama Kristen disamakan dengan orang Eropa, sedangkan selain Kristen
disamakan dengan Bumiputra. Dengan demikian, orang-orang Cina yang
menganut agama Buddha, Hindu, Konghucu, atau Islam dikategorikan ke
dalam Bumiputra. Orang Cina yang beragama Kristen disamakan dengan
dalam kelompok Eropa. Orang-orang Bumiputra Kristen menurut pera-
turan 5.1849 Ne. 10 tetap dikategorikan sebagai Bumiputra. Pemerintah
kolonial mengeluarkan Indische Staarteregeling (Pasal 163) untuk mem-
bedakan masyarakat Hindia-Belanda menjadi kelompok Eropa dan Ti-
mur asing (Cina, India, dan Arab serta keturunannya) di satu pihak, dan

* Parsudi Suparlan, " Erhinic and Religious Conffict in Indanesia®, K1 IETUR The indanesicn
Fowrnal for Mustim Culteres, Volume 1, Number 2, 2001, lm. 41-57,
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Bumiputra di pihak lain.* Faktanya, orang Cina paling diistimewakan,
selebihnya hanyalah sebagai “penumpang bus” (omnibus)* Kebijakan
politik ras yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda tersebut sangat
diskriminatif bagi masyarakat pribumi.”

J.5. Furnivall mengatakan bahwa indikasi jelas masyarakat Hindia-
Belanda yang majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama (eom-
mon will). Secara keseluruhan, masyarakat Hindia-Belanda terdiri dari
elemen-elemen yang terpisah satu sama lain, dikarenakan perbedaan ras.
Masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada
suatu totalitas organis dan sebagai individu kehidupan sosial mereka ti-
daklah utuh. Orang Belanda datang ke Nusantara untuk bekerja dan se-
bagai kapitalis atau majikan. Orang Cina datang ke Nusantara juga untuk
kepentingan ekonomi, sehingga masyarakat Indonesia secara keseluruh-
an tidak memiliki kehendak bersama, ™

Akibat kolonial Belanda menerapkan suatu kebijakan politik berda-
sarkan ras terdiskriminatif yang diterapkan di semua wilayah Hindia-
Belanda, telah berdampak negatif terhadap asimilasi antara orang Cina
dan pribumi Indonesia. Bagi Belanda, hal itu harus dilakukan untuk me-
renggangkan hubungan antara orang Cina dan pribumi agar tidak tam-
pak harmonis dalam upaya memperkuat kekuasaannya. Apabila relasi
orang Cina dan pribumi harmonis, akan mengancam kepentingan Belan-
da di Hindia-Belanda. Rasa kekhawatiran demikianlah yang mendasari
Belanda berupaya menerapkan kebijakan politik-diskriminatif ras, yakni
bertujuan memecah belah (devide et impera).

Kedua, kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentang kehidupan
ekonomi. J.S. Furnivall mengatakan bahwa kehidupan ekonomi masya-
rakat yang ditandai tddak adanya kehendak bersama (common will) terli-
hat dari tidak adanya permintaan sosial (social demand) pada masyarakat
secara tofalitas. Pada masa Hindia-Belanda, permintaan sosial tidak ter-
organisir melainkan bersifat sectional dan bukan suatu permintaan sosial
yang dihayati bersama elemen masyarakat, sehingga telah menjadi sum-
ber yang membedakan karakter dari ekonomi plural (plural economy) dari
suatu masyarakat majemuk, dengan ekonomi tunggal (unirary econonyy)
pada masyarakat homogencous. Jika proses elionomi pada masyarakat
yang homogen dikendalikan oleh kehendak bersama, pada masyarakat

* Warl Handayani, *Asfrnifesi of Poretlarak”. Tesls 5-2, Program Studd o Polivk Jurusan
lmu-Nmu Soslal, Universias Gadjah Mada, Yogyakarta, 12, hlm, 41.

“ G Willlam Skinner, *Creolized Clinese”, O cit., hlm. G0,

* G. William Skinner, M., him. 41.

® 1.8, Purnivall, *PMural Societie” dolam Hans-Dietes Evers (Bd.), Seclology as South East Asia:

Rﬂﬂlﬂg‘j ot Social Change sk mm'f"r}lrrﬂl'ﬂ‘. Chfornd Wniiversity Press, Oxford |, V980, him, BE.
103,
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majemuk sebaliknya, yakni hubungan-hubungan sosial di antara ele.
men-elemen masyarakat majemuk semata-mata dikendalikan oleh proses
ekonomi dengan produksi barang-barang material sebagai tujuan utamg
dari kehidupan masyarakat, Karenn pengelompokan masyarakat berda.
sarkan perbedaan ras, pola produksi pun diciptakan atas dasar perbedaan
ras, yang mana tipe ras memiliki fungsi produks! sendiri-sendiri. Orang
Belanda di bidang perkebunan, orang pribuml di bidang pertanian dan
orang Cina di bidang pemasaran, sebagai mediator di antara keduanya.
Diungkapkan Wang Gungwu, menjelang abad ke-19, banyak peda.
gang Cina memegang posisi sebagai pimpinan penting dalam berbagai
perusahaan Eropa. Sebagian mereka lainnya bertindak sebagai penasihay
bisnis bagi raja-raja pribumi dan gubernur provinsi di Hindia-Belanda,
Sebagian lainnya pula menduduki sebagai agen untuk merelrut kuli-kuli
dari Cina, penarik pajak pertanian atau scbagal pemimpin (capiten) bagi
komunitas Cina. Belanda mencatat pentingnya orang Cina sebagai ahli.
ahli lokal (local experts) dan perantara (middiemen), lebih berguna clari
pada pedagang Asia lainnya. Belanda dan Inggris kemudian tidak ragu
lagi untuk menempatkan orang Cina dalam upaya ekspansi aktivitas per-
dagangan mercka di Nusantara selama abad ke-17 dan ke-18. Mereka
melihat orang Cina memiliki mobilitas tinggi dan senantiasa siap ambil
bagian dalam berbagai kesempatan yang mereka lakukan.™
Posisi-posisi orang Cina yang strategis itu jauh melebihi posisi-posi-
si migran India dan Arab. Mereka memiliki komunitas lokal yang lebih
besar dibandingkan India dan Arab. Bangsa kolonial Eropa tentunya sa-
ngat terbantu oleh mereka untuk mendukung pemerintahan dan jalan-
nya administrasi pemerintahan yang efisien dan terorganisir.” Pembe-
rian status istimewa terhadap orang Cina bertalian erat dengan alasan
eksploitasi ekonomi. Kolonial Belanda menggunakan orang Cina dalam
kegiatan ekspansi ekonominya, karena mereka merupakan para pekerja
keras. Selain itu, pemerintah kekaisaran Cina daratan (Chinese emperial
)} mendukung kebijakan Belanda, terbukti kaisar mengutuskan
kapal-kapal bongkar muat barang (shipping) kepada pemerintah Hindia-
Belanda dan Inggris sebagal upaya melancarkan perdagangan. Gubernur
Jenderal Hindia di Batavia misalnya, memiliki hubungan khusus dengan
Hoofden der Handelaars te Emuy (pemilik kapal dari Xiamen-Amaoy) yang
mengunjungi Batavia setiap bulan.”

-]q_ F“rnjm”' "Hﬂ'm.r E'Hfﬂ'fﬂ' .-'| .ﬂ‘ﬂ‘q h.]m.EEI?-EIﬂE
m Wang Gungwy, *Sojourning : The Chinese Experience in Southeast Asia® dalam Anthotf
Reid (Ed.], Sajourners and Settlers, Histories of Southenst Asia dan Chinese, (Australia; Southeast

Asia Publication Serbes, 1996), hlm 5
" Wang Gungw, * Sojourming.. oo A, i, Sef,
% Lsonard Blusse, “The Vicisstutes of Maritime Trade; Letters form the Ocean Hang Mer®

50 v
—

Dipiradal chengan CantSeander



BABZ + Kobijakan Etnisitas pada Mass Hindia-Belanda

Sebagai kelompok yang menempatkan posisi teratas di bidang pe-
merintahan dan perdagangan, orang Eropa memiliki pembayaran paling
lil'lgﬂ'i (the hf-ﬂhﬁr paid Jﬂhﬂ Gnlnngnn prihumi yvang mgnempﬂ[kan po-
fisl sehagal petani I‘I]L‘mﬂliki pembayaran paling rendah (the lowest paid
jobs), sedangkan orang Cina (Timur asing) sebagai pedagang, perantara
(smale-scale) memiliki pembayaran yang lebih rendah daripada golongan
Eropa dan lebih tinggi daripada pribumi. Perbedaan ras yang dilakukan
pemerintah Hindia-Belanda memiliki konsekuensi logis bagi status sosial,
politik, ekonomi dan hukum masing-masing kelompok ras—mana golong-
an pribumi ditempatkan pada posisi marginal. Kehidupan masyarakat
Hindia-Belanda yang terkasta berdasarkan ekonomi itu menyulitkan ter-
ciptanya suatu masyarakat Hindia-Belanda vang terintegratif,

Pemerintah Hindia-Belanda, melalui Snouck Hurgronje, tidak se-
tuju dengan kenyataan asimilasi antara migran asing (terutama Cina,
Arab) dengan masyarakat pribumi Indonesia. Kasus asimilasi keluarga
Raden Saleh (keturunan Arab) dan Bupati Magelang (Danuningrat) dan
sejumlah kasus lainnya, sangat tidak dikehendaki Hurgronje, sehingza
dia mengharapkan jangan ada kasus asimilasi lagi. Apabila ada yang de-
ngan sengaja melakukan asimilasi, dinyatakan melakukan pelanggaran
undang-undang kriminal Pemerintah Hindia-Belanda. Snouck Hurgronje
menyatakan kasus asimilasi yang terjadi antara Raden Saleh dan kelu-
arga Danuningrat tidak boleh terulang kembali.™ Hurgronje sebagai se-
orang emologis dan penasihat politik Belanda pada akhir abad ke-19 se-
ring juga melecehkan Islam, misalnya dengan mengatakan ulama-ulama
Melayu hanya bisa menerjemah yang hasilnya sangat jelek. Pemerintah
Belanda juga menciptakan birokrasi keagamaan untuk melayani dan me-
ngontrol kehidupan keislaman,™

Dalam kasus asimilasi sebelumnya, Snouck Hurgronje mengatakan
bahwa hal demikian terjadi sebelum pemerintah Hindia-Belanda meng-
ambil sikap tegas, dan sebelumnya telah ada undang-undang yang meng-
atur tentang suatu perbedaan antara pribumi (natives) dan Timur asing
(foreign easterners). Tetapi, Hurgronje juga memberikan beberapa konsesi
bagi mereka yang berasimilasi dengan pribumi, yaitu bahwa keluarga.
keluarga yang telah memiliki komunitas asli tidak dapat dikeluarkan dari
komunitas dengan undang-undang, karena mereka masih dapat meng-
ingatkan keturunannya, keturunan Arab atau lainnya, misalnya Sultan

hans Likunhe to the Dutch Authoritics in Batavia (1803-1809]" dalam Anthony Ried (ed.), Saja-
utiers andl Sentlers, Histories of Southeast Asia dan Chiness, (Austoalin : Southeast Asla Poblica-
lon Series, 1996), him, 148-151.

™ Hamid Algadr, " Dutch Policy”, O, eir., him. 67,
™ Aryumiardi Azra, " fnfelek ol ltas Dunie Melayu Serantau’, Reprubiln, 6 Fanuart 2005, him.#
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ain. ™

Pontianak, Siak, Banten, Cirebon, dan lain-l
pelanda terhadap eratny,

Ketika mulai khawatirny bangsa Hindia- _ : .
hubungan bangsa Pribumi dan orang Cina, maka politik etnis terus dila.

kukan. Jika tadinya orang Cinn masih boleh melakukan .ns!rmlffsu {perka.
winan) ataupun masuk agama Islam, maka selanjutnya tidak dibolehkan
lagi. Maka kolonial Belanda mengutus snouch Hurgronje, seorang akadp.
misi (Islamis) Belanda yang berpura-pura masuk Islam, tetapl tugasnya
memata-matai ulama Islam (Islam politik) hingga ke Mekkah dan mela.

rang orang Cina untuk berasimilasi (melaiu perkawinan) dengan orang

pribumi. Dari perspektif kolonialisme Belanda, strategi politik ini meny.
hubungan orang Cina dan pribumj

pakan suatu hal penting, karena jika
kuat, akan menjadi ancaman terhadap kekuasaannya. Pada masa kolonj-

al Belanda, asimilsi orang Cina dan pribumi tetap berlangsung meskipun
derajatnya mengalami penurunan signifikan dibandingkan keadaan asi.
milasi pada masa pra-kolonial.

Ketika nasionalisme bangsa mulai tumbuh dengan berdirinya Boedi
Oetome pada 20 Mei 1908 yang menandai dimulainya arah pembangun-
an dan kesatuan bangsa, di kalangan masyarakat keturunan Cina terjadi
sebaliknya. Pada 1900, di Batavia berdiri perkumpulan Cina, vakni Ti-
onghoa Hwee Koan (THHK), yang pada prinsipnya bertujuan memupuk
nasionalisme dan budaya Cina melalui pendidikan umum. Sementara if,
sejak 1927 kegiatan politik pada masyarakat kolonial adalah komunal.
Orang Cina yang sebelumnya terasimilasi, hanya berjuang demi kepen-
tingan kelompoknya sendiri. Organisasi-organisasi politik komunal itu
tetap eksis setelah Indonesia merdeka. Hal ini mengilustrasikan bahwa
latar belakang terjadinya kegiatan politik komunal, yaitu pembagian ke-
pentingan berdasar etnis tidak mengalami perubahan.™

Di kalangan orang Cina, usaha memperkuat ke-Cina-annya, dilaku-
kan sejumlah cara, misalnya melalui bahasa. Pada 1901, THHEK menge-
luarkan instruksi tentang penggunaan bahasa Cina di kalangan masyara-
kat Cina. Semenjak didirikan Helands Chinese School (HCS) oleh Belanda,
sehagai respons pemerintah kolonial, perkembangan kesadaran politik
orang Cina yang dapat mengganggu pemetintahan Hindia-Belanda, pen-
didikan Cina didirikan, yakni berdasarkan kurikulum otonom ke-Cina-
an, sebagaimana halnya kurikulum dan kegiatan sekolah-sekolah di Cina
Daratan. Walaupun akhimya masyarakat keturunan Cina yang lebih ba-
nyak mengenyam pendidikan dibandingkan masyarakat pribumi yang
berhasil dipengaruhi oleh kultur Barat. Tapi hal demikian telah memper

= Hamld Abgadel, " Dected Policy”, Loe, cit, hlm, 57,
" Wurk Handayand, “Asimillass di Pontianal”, hio 42,
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kuat ikatan etnis mereka
i i bartodiin ol D dan memengaruhi kepemimpinan masyarakat

Sering kall dacrah-daerah yang telah diduduki kembali ity diadu-
domba oleh Belanda agar dapat memecahkan persatuan nasional, Pada
Konferensi Malino 1946, Belanda mulaj lagi dengan politik devide et em.
pera memecah belah persatuan nasional, mengadu domba antar suku
dan terutama berusaha supaya daerah-daerah yang telah didudukiny;;
meniusuhi Republik Indonesia.™ Hubungan sosial orang Cina dan pri-
bumi di Nusantara, mengalami penurunan frekuensinya ketika nasiona-
lisme orang Cina perantauan mulai tumbuh akibat pengaruh kebijakan
politik Cina Daratan. Sementara itu, nasionatisme bangsa pribumi mulai
dan terus tumbuh dan berjuang keras untuk memperoleh kemerdekaan
dari bangsa kolonial. Dalam hal ini, lovalitas orang Cina terpola menjadi
tiga, yakni pro-Indonesia, pro-Belanda dan pro-Beijing. Tetapi agaknya
orang Cina yang sudah merasakan manfaat dari kekuasaan kelonial me-
rupakan kelompok yang paling kuat. Sampai-sampai, adanya keinginan
bangsa kolonial Belanda untuk memperbaiki nasib orang pribumi mela-
lui politik etis ditentang dan dapat dibatalkan karena ketidaksetujuan
orang Cina pro-Belanda ini,™

JLVan Sevenhoven mengatakan bahwa pada zaman Sultan Bada-
ruddin, kecuali penduduk asli (Palembang), terdapat Cina, Arab, dan
grang-orang lainnya di ibukota—yvang pertama (Cina) kebanyakan ting-
gal di rakit-rakit dengan jumlah sekitar 800 jiwa. Orang Arab memiliki
perkampungan tersendiri yang berjumiah sekitar 500 jiwa. Jumlah orang
asing tidak dapat ditentukan secara teliti, biasanya mereka kawin dengan
wanita Palembang dan bercampur di antara mereka bila menjadi alingang
dari miji atau menjadi orang Senan (Senaw). Selanjutnya Van Sevenhoven

mengatakan:

Semua mendapat perlakuan yang sama seperti penduduk |Eliﬂl'|}"?|. Beberapa
orang Cina yang memeluk agama Islam kadang-kadang diberi gelar. Ad-
ministrasi tambang timah kebanyakan orang-orang yang bertukar agama,
mereka mendapat gelar demang. Orang Arab ada juga yang mendapat ge-
lar, seperti misalnya Pangeran Demar, yang masin hidup, Tetapi, mengenai
orang Arab harus dicatat di sini, bahwa pada 1821, pada waktu_ke!-:uatan Be-
landa menyerang Benteng Badaruddin pada Gombora dan Plajy, ia menem-
patkan semua orang Arab di meriam=-meriam dan akan menahan istri-istn
dan anak-anak mereka di keraton. Demikian takutnya Sultan bahwa mereka

" Wurl Handayani, [bid, him. 43. .
] Huszhlal Higen thu“ﬂh. Hﬂﬂmﬂ lell-l.rﬂ"gﬂ'ﬂ xfmﬂdﬂ'lliﬂﬂﬂ il mﬂg‘.‘ﬂ-mlmﬂﬂ Ed-IIEII

. i ' 142-143.
Abdul Samad dan Al Asper, Karta Unipress, Jakarta : 1943, him. T .
™ Abduilah Idi, R uuggnnn dan Masalah Mayorlias-Minoritas’, Stnwatm Etspres, 17 Maret
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akan berkhianat terhadapnya Sikap terakhirini ditolak oleh orang Arab dap
jika ia hendak melaksanakan kehendaknya itu dengan kekerasan, maka me.
reka akan mengamuk, yaitu akan mati-matian mempertaharkan diri. Orang
Arab membenci istana dan para pembesar Palembang, Badaruddin telah
murka dengan keangkuhan. Mercka semuanya menyatasan sangat bahagiy
di bawah perlindungan pemerintah Belanda, Hal ini akan lebih mengheran-
kan, jika orang tidak mengetahul, bahwa orang-orang Palem bang hanya na-
manya saja Islam, tetapi kurang taat dalam menuraikan agamarnya. Begity
baiknya orang Arab menaati dengan rajin shalat, berpuasa dan lain-lain ke-
wajiban agama, begitu acuh tak acuh orang-orang Palem bang terhadap hal-
hal tersebut. Mereka acuh tak acush dan sangat tidak taat terhadap agama

Pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa dan hanya membuy-
tuhkan waktu satu minggu untuk memaksa Hindia-Belanda menyerah,
Setelah berhasil menaklukkan Inggris di Singapura {15 Februari 1945),
Jepang secepatnya menduduki Singkep, Bangka, dan Belitung dengan
sasaran utamanya melakukan eksploitasi atas komoditas timah di pulau-
pulau itu. Pada masa kolonial Jepang, keadaan asimilasi antara orang
Cina dan pribumi Indonesia umumnya semakin burlk. Ketika nasiona-
lisme bangsa Indonesia telah bangkit, pada masa kolonial Jepang, orang
Cina tidak ambil bagian dalam perkembangan nasionalisme itu. Tidak
flut sertanya orang Cina itu dapat disebabkan beberapa kebijakan ko-
lonial Jepang dan sebagian lagi karena adanya perasaan terancam bila
edaulatan Indonesia benar-benar terwujud. Akibat pengaruh penjajah-
an Jepang, hingga tahun 1949 keadaan asimilasi antara orang Cina dan
bangsa pribumi merupakan terburuk dibandingkan dengan masa sebe-
lumnya.

pada masa kolonial Jepang di Jawa dan Sumatra, terdapat banyzk
kerja sama orang Cina dan Jepang, teruiama di bidang media massa. Su-
atu organisasi inklusif bernuansa etnis didirikan oleh J epang, yakni Hid-
ch”iao Tshung-hiu (Federast of Overseas Chinese Assoclations atau Kakyo
Shokai). Terdapat juga organisasi-organisasi lainnya yang dibiayai para
pengusaha Cina sehingga orang Cina dapat mengontrol kegiatannya dan
pribumi tidak dapat mengusahakan kepentingan apa-apa. Sejumlah ke-
bijakan Jepang itu mendorong orang Cina merealisasilkan impian mere-
ka sebelum perang, vakni melakukan semua organisasi masyarakat Cina
peranakan dan totok dipersatukan. Kegiatan HCTH antara lain mengum-
pulkan dana dari orang Cina untuk usaha perang Jepang, memelihara
orang Cina miskin yang hidup di daerah pedalaman dan mengurus seko-

m .1, Van Sevenhoven, “Eukisan tentang Jhukata Palernbang®, Kot Penganiar: Taulik Ab-
dullah, Epilog: Dedi Irwanto Muhammad Santun, Penccblt Ombak, Yogyakarta, bekerja gaimd
dengan Jakorta-KITLY, 200%, hlm. 35-346.
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jah-sekolah Cina. HGTH merupakan “alat” pengumpul pajak.®

selama pendudukan kolonial Jepang, orang Cina terutama peranak-
an terpisah dari pengaruh-pengaruh Barat dan lebih kuat dipengaruhi
oleh kultur Cina. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonial
Belanda dihapuskan. Sekolah-sekolah Belanda ditutup dan penggunaan
bahasa Belanda ditiadakan dan dilarang. Banyak orang Cina yang menye-
kolahkan anak-anaknya ke sekolah THHK diizinkan untuk dibuka kem-
bali dan selama pendudukan Jepang ini banyak sekolah berbahasa Cina
didirikan.™ Kebijakan kolonial Jepang juga telah mendorong peranakan
Cina menjadi lebih dekat terhadap tradisi-tradisi Cina. Selain memajukan
kesatuan organisasi peranakan dan totok, kolonial Jepang menyebabkan
pula penggunaan kembali nama-nama Cina yang sebelumnya banyak di-
pengaruhi olch nama-nama Barat (Belanda). Banyak peranakan yang be-
lum pemah memiliki kesempatan menulis namanya dalam bahasa Cina
atau dalam ciri Cina, mulai mempelajari simbol-simbol Cina untuk me-
menuhi aturan-aturan pejabat-pejabat Jepang,™

Baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa kolonial Je-
pang, orang Cina begitu dibutuhkan dalam upaya membantu eksploita-
si timah di Bangka, Belitung, dan Singkep. Akan tetapi, dari perspektif
sosial-budaya Cina, kolonial Jepang lebih memperhatikan dibandingkan
kolonial Belanda. Pada masa kolonial Jepang misalnya, keistimewaan
bagi orang Cina semakin tampak, ditandai dengan kebijakan-kebijak-
annya, terutama dlam bidang pendidikan, sosial budaya dan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, Twang Pek Yang® mengungkapkan bahwa ma-
yoritas mereka yang beraktivitas dalam bisnis perdagangan pada masa
kolonial Belanda dan Jepang berlatar belakang Cina totok dan mereka
memiliki hubungan erat dengan pribumi lokal.

Dalam konteks kehadiran atau migrasi orang Cina ke Nusantara ter-
sebut, jika merujuk pendapat Horton dan Hunt yang mengatakan ter-
jadinya migrasi individu atau kelompok dipengaruhi foktor pendorong,
penarik, dan sarana, maka kedatangan orang Cina ke ke Nusantara dipe-
ngaruhi sejumlah faktor, Pertama, sebagai faktor pendorengnya adalah ke-
miskinan. Kemiskinan yang dialami mereka dapat dilihat dari jenis peker-
jaan mereka dalam klasifikasi kasar, misalnya sebagai kuli dan pedagang
kecil.® Selanjutnya, karena faktor krisis polittk dan ekonomi dalam negeri

" Wurl Handayanl, “Asimilasi di Pentianak”, Loc. cit, hlm.45.
B Wuri Handayani, fbid him. 45.

“'Wur] Handayand, [Did him. 45.
W Twang Pek Yang “The Chinese Business Ellle in Indonesla and the Transltlon w lndepen-

dence 1940- 19507, The Leonomde History Hevier, Febrouary 2000, ik, 3840,
® | AC Mackie, " Peran Ekonomi dan Identiias Bnds Cina Indonesin don Muangthal®, dalam
lennifer Cushman dan Wang Gung W (Bds.), Peribalun fdennitas Crang Clra el Asio Tenggara,
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Cina, seperti terjadinya Perang Candu (1839), Pemberontakan Taiping
(1851), dan krisis ckonomi yang terjadi berulang kali yang mengakibat.
kan wabah kelaparan akibat kegagalan panen, krisis-krisis itu telah men.
dorong ribuan migran Cina bagian Selatan untuk mencari pekerjaan di
luar negeri.*® Dengan demikian, adanya kemiskinan akibat krisis politik
dan ekonomi di daratan Cina telah mendorong para migran Cina berimi-
arasi ke berbagai negara, termasulk ke nusantara. Suku Hokkian adalah
migran pertama yang bermukim di Hindia-Belanda dalam jumlah yang
besar. Sifat kuat dalam berdagang melekat pada suku bangsa ini.”

Kedua, faktor penariknya adalah edanya eksploitasi ekonomi oleh
orang Barat di Asia Tenggara. Fksploitasi Barat atas ekonomi Asia Teng-
gara telah menyebabkan timbulnya arus masuk migran Cina secara be-
sar-besaran ke kawasan ini. Migran Cina yang datang lebih belakangan
yang membentuk suatu komunitas “haru” (xin keh), sering terpisah dari
mereka yang telah mapan dan terbentuk lebih dahulu. Jumlah xin kek
lebih besar dan lebih dinamis daripada migran sebelumnya, tetapi karena
sebagai kelompok baru, mereka kurang berintegrasi dengan masyarakat
lokal. Mereka masih berbicara dalam bahasa Cina (dialek Cina atau Man-
darin) dan masih menganggap diri mereka sebagal warga negara Cina,
Mereka masih tetap berhubungan dengan Cina dan berorientasi kepada
Cina, baik secara kultural maupun secara politis. Mereka juga disebut
zhongguo gicomin (warga negara Cina yang tinggal di luar negeri) atau
Huagiao (warga negara Cina yang bermukim di negara asing) oleh pe-
merintah Cina.® Selanjutnya, faktor ketiga adalah sarana transportasi,
yakni bahwa bagi migran Cina yang datang ke Nusantara, transportasi
bukanlah suatu hambatan, mengingat Cina daratan pada waltu itu telah
memiliki kapal-kapal laut berteknologi tinggi,

Sementara itu, migrasi orang Cina ke Nusantara memiliki daerah tu-
juan berbeda. Migrasi orang Cina ke Nusantara, kebanyakan berasal dari
suku bangsa Cina yang berada di bagian selatan, yakni Provinsi Fuhkian
(Hokkien) dan Provinsi Kwangtung (Canton) yang mempunyai ekologi
tanah tandus. Migran Cina gelombang pertama berasal dari keturunan
pada masa pemerintahan Chang Chow (Ciang Ciu) di Provinsi Fuhkien.
Indikasinya adalah dialek bahasa yang digunakan kalangan peranakan

Pustaka Uiama Geafiti, Jakarta, 1991, him. 281,

o5 Breean Urm ulan, Kesemnjaagse e dan MﬂjHEﬂ'ﬂ. Hmmhm Fulidan F““H'H-I'lﬁﬂ s ezt
Timal Belitung 1652-1340, Pustaka Sinar Harnpan, Jakarta, 1935, klm. 108,

< ;. Whliam Sklnper, “Golongan Minorias Tionghoa®, dalam Mely G.Tan (Ed longan
Finis Tionghon & Indonesie: Suarg Masaiah Pembinaan Kesaluan Hﬂiﬂ!ﬁ. Gmﬁ‘ék‘lﬁﬂk\:ﬁ&
187, him. 7. '

W Leq Suryadinata, Etvls Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, LP3ES, Jakarta, 1999, him. 12
13.
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Cina di Jawa I‘EIL‘TII1|JI.InyHi banyak kesamaan dengan dialek yang terdapat
pada dua provinsi tersebut. Kebanyakan wilayah kepulauan yang berada
di bawah kekuasaan Hindia-Belanda lebih kemudian bila dibandingkan
Jawa, bahkan beberapa darinya baru di mulaj pada abad kf-!ﬂ."ngul-:u
bangsa Hakka, berasal dari Kia Ying, suatu wil ayah sebelah utara Provin-
si Canton dan juga sebelah utara Ting Cow dan 1 .oeng Yen hingga sebelah
selatan Provinsi Fuhkien, berimigrasi ke Kalimatan, Deli, Bangka, dan
Belitung. Suku Kwongfu dari Provinsi Canton berimigrasi Ilm Jawa. ‘suh“
bangsa Kwongfu berdiam di Selatan Kwangtung tersebut merupakan ne-
nek moyang suku Hakka. Suku Tio Cu dari wilayah kecil di pedalaman
Chaocow (Swatow) sebelah timur Kwangtung umumnya berimigrasi ke
sf_panjang Pantai Timur S‘LII'I'I.E'[I'“EI., RiEIl.I, Kalimantan Baral, terutama Pon-
tianak. Migran Canton merupakan tetangea bangsa Hakka dari pusat del-
ta raya Sungai Mutiara, Para migran Canton abad 19 umumnya bekerja
pada sektor tambang, termasuk pada tambang timah di Bangka dan Beli-
tung.* Sebelum kedatangan bangsa Eropa, mereka sering beraliansi dan

" berbaur dengan para penguasa dan masyarakat lokal, Mereka umumnya
menunjukkan diversitas lebih besar dibandingkan mereka yang berada
di Jawa.

Fada awal abad ke-18 merupakan abad terpenting bagi pulau ini,
yakni ditemukannya timah sebagai komoditas bemilai ekspor. Hampir
seabad sebelumnya, pada tahun 1622, Gubernur J.P Coen, memenuhi
kebutuhan tenaga kerja dengan mengirim kapal-kapal ke pantai Cina
Tenggara untuk membawa orang-orang Cina ke Batavia. Blusse juga
mengatakan bahwa untuk mengisi wilayah pemukiman baru itu dengan
renaga kerja, pedagang, nelayan, petani, buruh perkebunan, dan pera-
jin, perlu menempuh berbagai cara untuk membujuk orang-orang Cina
dari daerah mana saja. Tapi peperangan yang terjadi pada tahun 1650 di
Provinsi Fujian telah menyebabkan pengungsian besar-besaran ke Asia
Tenggara dan meningkatkan jumlah populasi penduduk orang Cina di
Hindia-Belanda,”

Pada 1930, hanya seperempat orang Cina di Jawa merupakan ke-
lahiran Cina, dan lebih dari separuh mereka bertempat tinggal di wilayah
kepulauan di luar Jawa. Pada tahun 1945, jumlah total penduduk Bangka
sebanyak 210,000 jiwa, yang mana 45 persennya merupakan masyarakat

™ Benny Juwono, “Eiris Clna di Surakarts, 1890-1927: Tinjawan Sosial-Ebonomd”, Jurmal
Lembaran Sefarah, Fokultas Sastra-UGM, Yogyakarta, 1999, him. 60,

= dbidl,, hlm, 61, ;
" Leonard Blusse, Persekuinan Aneht, hlm.81 dan Eddy Prabowo Witanto. “Mengapa Pemi-

Kiman Moreka I3 s Kaj Etnls Cina di Indenesin®, dalam 1, Wibowo
aral : Kajian Historls Permukiman Etn
(Ed), Harga 'I'h!ré,]- Miries .f.!l.n'h':}ﬂr: Shatza Ernls Clna di indonesia, Gramedia Pustaka Utama-

Pusat Studi Cina, Jakarta: 2000, hlm, 205,
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pada pertengahan abad ke-19 penda.

tang (kuli-kuli) Cina mulai memengarithi kehidupan masyarakat sclem-
pat, vakni ketika tambang timah mulai dibuka pada tahun 1852.7 Pada
1917, jumlah kuli-kuli Cina di Bangka sebanyak 20,295 orang. Pada 1918
sehanyak 17.590 orang. Pada tahun 1927 sebanynk 21.000 orang. Pady
tahun yang sama, kuli Jawa herjumlah sckitar 320 orang, schagai poenale

sanctie. Selain ity, terdapat pula kull sunda yang berjumlah sebanyak 900

orang. Pada masa ini, para kuli Cina tidak hanya xin-kef tetapi juga me-
Para kuli Cina xin-keh datang

rupakan Cina keturunan kelahiran Bangka.
ke Bangka melalui dua jalur, yakni via Singapura dan Hongkong.*

Pada sensus penduduk Hindia-Belanda pada 1930, etnis Cina sebagai
kelompok terpisah, menempati empat wilayah konsentrasi utama di luar
etnis Cina di Jawa, yaitu Sumatra Timur (sekitar Medan), Kalimantan
Rarat atau Kalimantan, Bangka-Belitung, dan Riau (suatu provinsi yang
termasuk residen Indragiri di Kepulauan Sumatra dan Residen Tanjung
Pinang di Kepulauan Riau). Migran Cina adalah 11 persen dari populasi
di Sumatra Timur dan Riau, 14 persen di Kalimantan Barat, 44 persen
digabungkan di wilayah Bangka-Belitung (Bangka 47 persen, Belirung
40 persen). Total etnis Cina di empat wilayah konsentrasi populasi itu
berjumlah sekitar 1,5 juta pada 1930.*

Suatu hal yang membedakan etnis Cina di Jawa dan di luar Jawa pada
empat wilayah konsentrasi ilu adalah kebanyakan mereka bermulim di

wilayah pedesaan. Hedhues mengungkapkan, pada tahun, 1930, dalam
empat wilayah konsentrasi i, sejumlah besar etnis Cina beraktivitas da-
lam bidang agrikulrur (pertanian). Terdapat sckitar 8 hingga 9 persen
etnis Cina bermukim di wilayah pedesaan (dengan “pedesaan” didefini-
sikan sebagai mereka yang tinggal di pemukiman-pemkiman kurang dari
delapan ribu orang) di Sumatra dan Riau, 14 persen populasi pedesaan di
Kalimantan Barat, dan 42 persen populasi pedesaan di Bangka-Belitung.
Dengan jelas terdapat sejumlah ribuan dari jumlah itu—setidaknya 60
atau 70 ribu orang—adalah buruh imigran yang bekerja di tambang, per-
kebunan, dan panglong (tempat pengumpulan kayu). Tetapi jumlah me-
reka yang bermukim di perkotaan cukup tinggi pula. Di Sumatra Timur
terdapat 25 persen, di Riau 34 persen, Bangka-Belitung dan Kalimantan
Barat sekitar 14 persen. Untuk seluruh wilayah Sumatra, etnis Cina yang
bertempat tinggal di perkotaan berjumlah sekitar 29 persen. Adapun et-
nis Cina pedesaan di Jawa hanya 1 persen dari populasi pedesaan, de
ngan pengecualian di bagian pantai barat Laut Jawa sebanyak 3 perser

keturunan Cina. Di Belitung, baru

s # Presoiliviint P beniukan Provies Bergka Beliteng™, Op., cir, himal]
# Srgurerda, Bdlsi Seprember 1999, him, 28-29, I
* Merry F, Sommers Heldhues, * Chimese Ssitlemenis”, Op, ofr, hlim, 166
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Ewnis Cina yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan sekitar 59 persen
di Jawa dan Madura, dan secara regional hervariasi, dari suatu minimum
dari 47 persen hingga di atas 75 persen,®

Fredrik Barth (1969) berpendapat bahwn etnisitas clapat dikatakan
eksis ketika orang mengklaim identitas terteniy bagi dirinya dan didifi-
nisikan oleh orang lain juga dengan identitas yang diklaimnya itu, Etni-
sitas, dengan demikian, harus dimaknai sehagal Identifikasi seseorang
dalam berafiliasi dengan kelompok sosialnya, Identitas dan etnisitas me-
rupakan hasil konstruksi (proses) sosial yang lazim disebut askripsi (as-
cription). Askripsi, proses penandaan sekelompok orang/masyarakat ter-
tentu dengan sembarang: apa pun tandanya (sebagai cirl khas, labelling
kelompok tertentu), umumnya berlangsung hingga berabad-abad lama-
nya. Dalam proses itu terjadi interaksi orang dari beragam Jatar belakang
di berbagai bidang kehidupan. Artinya, proses askripsi tidak akan terjadi
justru ketika seorang benar-benar menyendiri, dengan tidak berinteraksi
dengan orang lain. Agama dan etnisitas merupakan konsekuensi adanya
Klaim-klaim terhadap identitas itu. Sebagai seorang Melayu, bisa saja
mengatakan orang: Melayu-Bangka, Melayu-Riau, Melayu-Palembang,
Melayu-Jambi, dan Melayu-Deli (Medan), Sama halnya, ketika orang
menyebut identitasnya: Cina-Palembang, Cina-Medan, Cina-Solo, Cina-
Bangka, Cina Jakarta, dan lain. Karena, konsep “identitas” dan “etnisitas”
adalah konsep tentang identifikasi diri dan asal-usul sosial yang bersifat
relasional. Di sisi lain, dalam konteks berbangsa, orang mengatakan se-
bagai “orang Indonesia"; di sisi lain, sebagai “orang Muslim” atau “orang
Kristiani™,

Dalam buku Denys Lombard tentang Nusa Jawa, isinya berupaya me-
nemukan apa itu budaya Jawa atau mentalitas Jawa dalam persilangan
arus global, budaya-budaya global akibat kekuatan pembaratan, dan ja-
ringan-jaringan Asia, Islam, India, Cina, dan Jepang. Lombard mencoba
menemukan satu kekuatan yang ponggah, vakni Jawa it sendird di da-
lamnya terdapat motor besar bagi terbentuknya negara besar, Indonesia,
Salah satu bagiannya, Lombard menceritakan bagaimana kehadiran pen-
jajah, kehadiran VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia-Belanda
it tidak diikuti dengan satu proses yang disebut asimilasi, Orang Barat
dan orang Jawa, orang di Indonesia pada umumnya saling kawin-mawin
dan melebur menjadi satu,* .

Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Filipina. Di Filipina hing-

¥ Merry F. Sommers Heldhues, " Chrinese Settlement.. ", i, hlm, 166,

= PM. Laksono, "Globalisasl, Finisitas dan Tantangan Konsep Nasionabisme®, Noasioralisme
Etnlsitas: Pertaruhan Sefwah Wacana Kebengsaan, Ediion Th, Sumarthana, Blga RAT g, Suly
Qodir, Samuel A. Bless, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 3.

. 27

Dipiradal chengan CantSeander



POLITIE ETNISITAS HINDIA-BELANDA: Dilera dalam Pengelelaen Esberagomon Einls .,

ga hari ini kekuatan dari Mestiso dalani panggung politik masih sanga
kuat dan budaya Mestiso bertahan. Di Indonesia praktis habis, kira-kir
tahun 1957, Orang Inde habis dari Indonesia bahkan partai Indo yang cy.
kup kuat pada masa pergerakan itu juga habis, kontak atau hubungan ne.
gara bekas penjajah dan negara Indonesa praktis lerpulus, gerakan anti-
Barat juga menguat. Jadi ada separasi yang besar, Sesunggulinya proses
seperti ini sudah berjalan lama, karena sejak lama Belanda membiarkan
budaya-budaya lokal atau masyarakat lokal hidup di bawah organisas
sosial lokal, di bawah kepemimpinan lokal juga, entah itu para raja kecil
di pulau-pulay, para kepala desa, para orang kaya, kalau di Maluku orang
kayo dan di Minang juga orang Kayo. Di sana, lalu ada yang disebut
plural-society, masyarakat di mana masing-masing kelompok etnis dibi-
arkan hidup dalam tradisinya masing-masing, agamanya masing-masing,
bahasa masing-masing, mereka bersatu i bawah kekuasaan pemerintah
kolonial, dan konon hanya bertemu di pasar. Dalam buku Denys Lom-
bard juga disebuthkan bagaimana bahasa Melayu tetap bertahan sebagai
lingua franca bukan bahasa Belanda, bukan pula bahasa Inggris, berbeda
di Filipina dan Malaysia, juga orang-orang pribumi dibiarkan hidup da-

lam dunianya.®”

1. Beberapa Pemikirom tentang Fungsi Kolonicid
Memasuki abad ke-19 di kepulauan Indonesia terjadi perubahan po-
litilk. Perusahaan dagang Hindia Timur atau lebih dikenal VOC bubar
pada 31 Desember 1799, setelah izinnya dibatalkan pada tahun 1795. Se-
jumlah sebab dibubarkan YQC, antara lain: mutu pegawal yang merosot,
manajemen yang jelek, pengeluaran yang sangat besar terutama unfuk
biaya intervensi politiknya, sistem monopoli yang sudah tidak sesuai lagi,
dan yang terpenting adanya korupsi yang merajalela, dan persaingan de-
ngan perusahaan dagang Inggris atau IEC. Persaingan keduanya menjadi
sengit akibat dari pergolakan politik dari pergolakan politile di Eropa be-
rupa perluasan Revolusi Perancis oleh Napoleon Bonaparte. Megeri Be-
landa jatuh kekuasaan Perancis, yang merupakan musuh utama Inggris.™
Getelah VOC runtuh, Pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih
seluruh wilayah kekuasaannya, terutama di kepualuan Indonesia y2ng
berpusat di Batavia, Pulau jawa. Untuk menangani peralihan itu dan
menghadapi ancaman serbuan Inggris, seorang marsekal kepercayaan
Raja Belanda, Lodewijk (Louis) Napoleon, dikirim ke Batavia untuk men-

** pM. Lakseno, " Globalisasi, Etisites dan Taniangan Konsep Nasionalisme...”, ibid., him. 4
™ Tim Masional Penulisan Sejarah Indonesin, "Sejanch Nasional indonesia, Zamer Kebarg

litam Nasional dan Mase Hindia-Belanda, BEdigf V., ", loe. ¢, hlm.1,
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jadi Gubernur Jenderal. Marsekal Wilhem Herman Daendels segera mela-
kukan tugas dan amanat yang diembannya. Dacndels menyusun kembali
sistem pemerintahan dan membangun pertahanan. Tindakan-tindakan
yatamanya yakni membangun birokrasi dan tentars vang profesional
meniru model Revolusi Perancis, mengubah sistem politik tradisional
dan melakukan pengerahan tenaga milisi {wajib militer), Pemerintahan
Pulau Jawa dibagi ke dalam daerah prefektur, peradilan tradisional di-
perluas dan diperbarui, dan para bupati dijadikan pegawai pemerintah
kolonial walau masih memegang beberapa kuasa politik sebelumnya,
Tetapi, masa pemerintahan Daendels tidak lama terutama karena terja-
dinya banyak bergolakan atas kebijakan vang dilancarkannya. Daendels
digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen yang harus menyerahkan ke-
pulauan Indonesia kepada Inggris.

Pemerintahan kolonial Inggris, yang dipimpin oleh Letan Gubernur
Jenderal Thomas Stafford Raffles (1811-1816) menerapkan sejumlah ke-
bijakan baru. Sejalan dengan Daendels, Raffles berpendapat bahwa ma-
syarakat Pulau Jawa perlu perubahan, dengan mengubah sistem politik
dan ekonomi dalam sistem politik tradisional dengan menghapus penaye-
rahan wajib hasil dan penanaman dan kerja wajib untuk para bupati. Se-
bagai penggantinya, Raffles menjadikan penguasa tradisional itu sebagai
perpanjangan tangan pemerintah Kolonial. Tugas utama mereka adalah
memungut pajak dalam bentuk in natura (hasil penanaman), terhadap
kaula-kaula mereka untuk kepentingan kolenial. Raffles juga menyata-
kan bahwa semua tanzh merupakan milik Raja Inggris. Di Palembang,
merupakan salah satu tempat yang menolak kebijakan Raffles ini, Atag
perembangan baru yang terjadi di Eropa, Napoleon Bonaparte menga-
lami kekalahan dan menjalani pengasingan, Akibatnya, Kerajaan berhak
memperoleh kembali daerah jajahan di kepulavan Indonesia. Raffles
selanjurnya hanya menjadi pejabat kolonial dengan wilayah yang lebih
sempit di Sumatra di bagian selatan, di Bengkulu. Pada 1824, berda.
sarkan perjanjian London, Raffles menyerahkan Benghkulu sebagai ganti
untuk Pulau Tumasik dan Malaka. Di tempat ini, Raffles berhasil memba-
ngun sebuah kota pelabuhan perdagangan transito yang dikenal dengan
nama Singapura, berdiri pada tahun 1819.'®

Setelah menerima kembali kepulavan Indonesia dari Inggris, peme-
rintah kolonial Belanda selanjutnya menata kekuaszannya. Untuk meng-
isi keuangan negeri jajahan yang kosong diperlukan upaya pengelolaan
penanaman di daerah jajahan, yang salah satunya dengan melakukan pe-

* Tim Nasional Penulisan Sejarah ndonesia, * Ssjaral Masional indonesio, Zarman Ketwng-
kitan Nasional din Masa Hindia-Belanda, Edisi V...", ibid, him. 2,
" Tim Masional Penulisan Scjarah Indonesin, * Sojerah Nasional Indonesin. ", i, him.2.
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layaran dan perdagangan lintas lautan dikarenakan Belanda memerfyky,
Komoditas yang laku di pasar dunta dan Eropa, Untuk tujuan i, Johapeg
van den Boseh dikirim ke Pulan Jawa untule merealisasikion sigien, pe.
nanaman (culurstelsel), yang dikenal dengan istilah sistem tanam Pakgy
Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem prinngan {j!.‘"t!{l‘!i‘.{{f.‘h’ﬂ{flqﬂi
masa VOC yang menjadi sumber ilhamnya dan pengerahan tenaga kerja,
Penerapan sistem tanam paksa berhasil memulihkan kembali keungay,
pemerintah dan menghidupkan kembali perekonomian negeri Belandg, o

Tetapi, setelah abad ke-19, penerapan sistem tanam paksa memper.
lihatkan penyimpangan-penyimpangan. Untuk memperoleh keuntungay
dan presentase penamaman, para pelaksana penaman (seperti tebu, padj,
kopi) sering melakukan pemaksaan. Akibatnya, sejak 1870, penerapan
sistem itu secara bertahap mulai dihapuskan, Pada tahun 1870 itu pula
aturan pertanahan dicanangkan, yaitu Peraturan Agraria Tahun 1870,
yang mengatur kepemilikan tanah negara (Domein Verklaring) seraya
memberikan peluang untuk masuknya modal swasta. Disejumlah tempat,
penerapan Domein Verklaring mengalami protes dan perlawanan, sepertj
di daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatra Timur (dengan pembukaan tem-
bakau dan karet). Akhirnya, sistem tanam paksa dihapuskan, perekono-
min negara jajahan mulai mengenal modal-modal swasta, baik dari ne-
geri Belanda maupun negara lainnya seperti Inggris, Amerika dan Cina,
di mana modal-modal tersebut lebih banyak diinvestasikan di sektor per-
kebunan.'®

Sementara itu, perluasan jaringan kekuasaan semakin meningkat
di kepulauan Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Negara Kolonial Hindia-
Belanda hampir berhasil menaklukkan seluruh kerajaan dan masyarakat
politik di kepulauan Indonesia. Perlawanan hebat dan sengit dihadapi
disejumlah tempat, misalnya Aceh, Tapanuli, dan Nusa Tenggara. Ada-
pun di Papua Barat Politik Hindia-Belanda masih daam bentuk cksplo-
rasi dan penjelajahan awal kolonialisme. Dengan pasifikasi itu, jaringan
dan hubungan antartempat di kepulauan Indonesia makin terbuka dan
bertambah intensif. Selain itu, jaringan perdagangan internasional terus
berkembang di tengah-tengah penjajah baru, seperti Amerika Serikat,
Jerman, dan kemudian Jepang. Perkembangan internasional semakin
memperlihatkan peran dan pengaruh yang mendalam dalam dinamika
kehidupan suatu bangsa. Perekonomian dunia mulai mengenal suatt
bentuk monopoli dan persaingan baru yang lebih rumit melalui sistem
kapitalisme yang selalu mencari daerah eksploitasi dan pasar bebas U

o Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejaral,...", ibid., hlm. 3-4,
102 Tym Nasional Penulisan Sejarah Indonesin, " Sejarah....”, ibid., him. 5-6.
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tuk dikuasai melalui hegemoni. Di tengal-tengah itu falsafah politik yang
menganut asas liberalisme, laissez foir laissez possé, mulai mendapat tan-
tangan terutama menyangkut peran pemerintah atau negara. Perkem-
bangan dunia di paruh pertama abad ke-20 makin memperjelas bagaima-
na negara atau pemerintah perlu mengevaluasi perannya terutama dalam
bidang perekonomian,'™

Dalam perkembangannya, menjelang pergantian abad, akan masuk
abad ke-20, semakin kuat pendapat (di Parlemen Belanda) bahwa poli-
tik kolonial harus meninggalkan politik eksploitasi atau dikenal dengan
Politik Batig Slot. Semua partai memberi tekanan pada politik kolonial
yang didasarkan pada suatu kewajiban moril dan yang diarahkan kepada
perbaikan nasib penduduk pribumi. Intinya bahwa daerah jajahan tidak
lagi harus memberikan keuntungan bagi negeri induk. Hal ini bukan ber-
arti bahwa negeri Belanda tidak lagi akan mengambil keuntungan dari
Indonesia atau poltil eksploitasi sudah berakhir, tetapi masih berjalan
terus kendatipun dalam bentuk berbeda. Dari pihak partai agama haluan
baru tertuju pada kristenisasi sebagai suatu pangeilan bagi rakyat Kris-
ten, maka mulai dilakukan politik zending atau missie. '

Politik kolonial perlu melaksanakan kewajiban maril untuk mem-
pertinggi kehidupan masyarakat pribumi, untuk it perlu dihapuskan
larangan-larangan untuk memancarkan agama, perlu diselenggarakan
pendidikan moril sehingga pada suatu waktu dapat menduduki tempat
yang merdeka. Juga ditentangnya eksploitasi ekonomi dan finansial,
terutama penggunaan uang-uang Hindia untuk kepentingan negeri Be-
landa, di samping lebih banyak perhatian diberikan kepada kepentingan
penduduk, sama halnya program kalangan Kristen. Selain itu, dikatakan
bahwa menjadi kewajiban negeri Belanda untuk mendidik bangsa pri-
bumi kearah pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah jajahan bukan
suatu hak tetapi kewajiban, vang peru dilakukan dengan adil dan jujur
berdasarkan rasa kemanusiaan. Bangsa Belanda memiliki suatu panggil-
an (mission} untuk melindungi dan memimpin bangsa Indonesia ke arah
kehidupan yang sejahtera.'™

Dalam kenyataannya, dengan perluasan perusahaan dan perkebun-
an Barat menjadikan rakyat tidak berdaya sama sekali karena memakai
alat-alat yang sudah tua, upah rendah, rakyat banyak vang tidak punya
tanah lagi untuk bercocok tanam, dan kaum praja pribumi menunjukkan
loyalitas dan melaksanakan perintah atasan mereka (koloniall, Investasi
di Hindia-Belanda (Indonesia) mesti memperoleh keuntungan bagi Hin-

" Tim Mastonsl Fenulisan Sejarah Indonesla, * Selareh...”, ikl blim, B,
" Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, * Sejareh....", ibid., him. 16,
" Tim Masbonal Penulisan Sejarah Indonesia, " Sejarsli...”", ibid., hlm. 16-17.
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dia-Belanda dan negeri asal pemadal. Pembuatan jalan-jalan kereta ap;
saluran-saluran air, pembukanan sekolal-sekolah, hubungan l"‘-"lﬂlrf“nn,
pos, telepon, dan telegram, semuanyn dimaksudkan sehagni prsarana un.
tuk menjamin kelancaran perusahaan fru, '™

2. Politik Etis (Edukasi, Imigrasi, dan Irigasi)

Sejalan dengan pembangunan ity mulai didengungkan gagasan.
gagasan baru tentang fungsi daerah jajahan serta golongan yang diha.
dapai Belanda dalam membiayai ongkos pembangunan di Indonesia: a)
kecaman terhadap politik Batig Slor; b) pemisahan keuangan negeri Be.
landa-Indonesia; dan c) politik moril terhadap Indonesia.'”

Sebelum dilaksanakannya politik etis kondisi sosial dan ekonomi
di Hindia begitu buruk terutama bagi pendidikan pribumi yang bukan
bangsawan. Di bidang ekonomi, tanah-tanah rakyat yang luas masih
dikuasai pemerintahan Belanda dan pengussa tradisional meyehablan
rakyat hanya penyewa dan pekerja saja. Di bidang politik, masalah yang
berkembang saat ini merupakan sentralisasi politik yang kuat sehingga
tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolo-
nial dan bangsa pribumi jauh dari sejahtera. Kondisi demikian mendapat
respons dari golongan sosial demokrat yang dipimpin Von Deventer —se-
bagai bapak pangeran etis—yang berharap adanya balas budi bagi bang-
sa Indonesia. Van Deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah
kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (utang
kekayaan) aras segala kekayaan yang telah diberikan bangsa Indonesia
kepada bangsa kolonial.

Lahimya politik etis, bahwa pada permulaan abad 20, kebijakan
penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling serius. Ke-
kuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya
upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda untuk mengeks-
ploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama
bagi kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pertanyaan-pertanyaan
keperihatinan atas kesejateraan bangsa Indonesia, yang dinamakan po-
lirik etis. Masa munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan-per-
ubahan yang akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad
20 apabila tidak mengacu pada kebijakan. Tetapi, politik etis hanya tam-
pak janji-janji dari pada penampilannya, dan kenyataan menunjuldan
bahwa eksploitasi dan penaklukan tidak mengalami perubahan.

politik etis (politik balas budi atau utang kehormatan) berawal dari

1= T Wesional Penulisan Sejarah Indonesia, “Sejaral. ", v, hlm, 1892200
w0t Ty Wasional Pepulisan Sefarah Indomesla, “Sejarmis, ", (b, him 20,
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masalah kemanusiaan dan motivasi ekonomi, Kritik-kritik terhadap
bangsa Belanda yang di lontarkan dalam Novel Max Havelaar mulai
menambahkan .Imsﬂ. Semakin banyak yang mendukung pemikiran un-
tuk mengurangi kesengsaraan bangsa Indonesia. Selama zaman liberal
(1870-1900), kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat me-
nentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat
Indonesia sebagai pasar yang potensial yang standar hidupnya perlu di
tingkatkan. Modal Belanda dan internasional mencari peluang-peluang
baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya di
daerah-daerah luar Jawa, terasa adanya kebutuhan tenaga kerja Indo-
nesia dalam perusahaan-perusahaan modern, sehingga kepentingan-
kepentingan perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin
intensif untuk mencapai ketenteraman, kesejahteraan, keadilan, dan mo-
dernitas. Pihak yang beraliran kemanusiaan membenarkan apa yang dii-
nginkan para pengusaha tersebut dapat membawa keberuntungan, yang
kemudian hadimya politik eds,

Pada 1899 C Th. Van Deventer —Seorang ahli hukum yang pernah
tinggal di Indonesia selama 1880-1897— menerbitkan sebuah artikel
yang berjudul Een eereschuld (suam utang kehormatan) di dalam majalah
berkala Belanda de Gids (Baudet, 1987: 16). Ia menyatakan bahwa negeri
Belanda berutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan vang telah
diperas dari negen Indonesia. Utang ini sebaiknya dibayarkan kembali
dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indo-
nesia. Pada 1901 Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan suatu
penyelidikan tentang kesejateraan masyarakat yang berada di Jawa, dan
demikian politik etis secara resmi disahkan. Isi pidato Raja Belanda:

Sebagai negeri Kristen, Nederland berkewajiban di kepulavan Hindia-Be-

landa untuk lebih baik mengatur kedudukan legal pendudukan pribumi,

memberikan pada dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi ke-
seluruhan tindak laku pemerintahan dengan kesadaran bahwa Mederland

mempunyzai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di

daerah itw. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot

memerlukan perhatian khusus. Kami meningkatkan diadakannya penelitian
tentang sebab-sebabrya™

Pada 1902 Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan Dae-
rah-daerah Jajahan, maka Idenburg mempunyai lebih banyak kesem-
patan dari pada siapa saja untuk menerapkan pandangan-pandangan
tentang politik etis. Pihak Belanda pun menyebutkan tiga prinsip yang
dianggap dasar kebijakan baru tersebut: edukasi, imigrasi, dan irigasi.

=S, Nasution, Sejarah Pendidiken Indonesic.... (bid., him. 15,
¥ "
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Untuk melaksanakan proyek tersebut, diperlukan adanya dana sehingga
politik etis dapat berjalan.

Akan Int.':pi, I::::Lun wsaha sulit berhasil tanpa adanya pendidikan
masyarakat. Pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara koni.
nuitas itulah merupakan inti politik etis. Pendidikan Indonesia harus dj
arahkan dari ketidakmatangan yang dipaksakan agar berdiri di atas kaki
sendiri. Mereka harus di berikan lebih banyak tanggung jawab dalam
administrasi oleh orang pribumi. Banyak di antara penganut politik etis
berpandangan bahwa Indonesia harus berkembang menjadi kebudaya-
an Barat. Pada tahap pertama golongan aristokrasi yang harus menjadi
fokus sasaran pengaruh kebudayaan Barat. Usaha westernisasi bangsa
pribumi dikenal sebagai asosiasi yang bertujuan menjembatani Timur
dan Barat—orang Indonesia dengan orang Belanda, yang dijajah dengan
vang menjajah. Bahwa timbul asimilasi yang berfujuan memberikan
tanah jajahan struktur sosial dan politik yang sama dengan negeri Be-
landa. Hingga menjelang meninggalnya pada 1915 Deventer merupalan
pencetus politik etis, sebagai penasihat pemerintah Belanda dan anggota
parlemen, 1%

Fock berpandangan bahwa pendidikan yang lebih baik akan mem-
perkuat kaum pribumi dalam administrasi. Foclt juga menyarankan agar
diusahakan irigasi, pembangunan rel kereta api, pembelian kembali ta-
nah-tanah partikelir, sebagai upaya membangun kesejateraan rakyat di
sarankan untuk membangun irigasi. Pemberikan kredit pertanian, dan
mendorong industri. Dari laporan-laporan itu, terbukti bahwa tidak lagi
politik kolonial liberal yang dianut sepenuhnya. Tetapi cenderung un-
tuk memberikan kesempatan negara ilut campur. Negeri Belanda diha-
rapkan memberikan kontribusi untuk memajukan keadaan di Indonesia,
vang terutama bertalian dengan perkembangan material—tampak di per-
hitungkan apa yang sesunggunya menjadi keperluan bangsa Indonesia.’

Dalam politik kewajiban moril yang telah di dukung semua golang-
an, dinyatakan bahwa negeri Belanda mesti memperhatikan kepentingan
pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Politik etis mu-
lai di]ukmnakanldengan memberikan bantuan sebesar f. 40 juta gulden.
Sesuatu pemberian yang telah bertahun-tahun diperjuangkan kalangan

etis di mana semua menuntut pengembalian jutaan yang telah diambil
Nederland.™

Politik etis mengubah pandangan orang pada politik kelonial yang

i 8. Nosution, Sefaralt Pendidibar.... ibid, hlm. 15,

" Djoened, Marwall. Poesponegora dan Notosusans, 1 .
Balal Pustaka, lnkarta, 1993, likm, 37, % Nugroho, Sejarah lndonesia jiid V.

" Paraklirl, T. Simbolon, Menfadi ndomasia, Penedir Kompas, Jakarta, 2007, him. 192-193.

66 | u

Dipiradal chengan CantSeander



peranggapan Indonesin tidak lagi sebagai wingewest (dnerah yang meng-
untungkan) menjadi daerah yang perly dikembangkan sehingga dapat
dipenuhi keperiuannya, dan ditingkatkan budaya bangsa pribumi. Hu-
pungan bangsa kolonial antara Belanda dan Indonesia perlu diselaraskan
dengan perkembangan di luar Indonesia yang menuntut agar kolonial
meninggalkan politik eksploitasi yang meterialistik. Kaum etis melancar-
kan kritik terhadap politik kolonial liberalyang telah memperjuangkan
kebebasan kerja dan kebebasan eksploitasi partikelir. Mereka berpen-
dapat bahwa kebebasan bekerja dan usaha menguntungkan selama 20
sampai 30 tahun, tetapi kemudian termyata ada eksploitasi pihak yang
lemah oleh pihak yang kuat dan kemakmuran yang kedua menimbulkan
penderitaan yang pertama. Perubahan politik kolonial juga dipercepat
oleh perkembangan ekonomis sekitar tahun 1900, Perkebunan gula dan
kopi mengalami kerugian besar karena lerserang penyakit, industri per-
kebunan yang mengalami kemajuan pesat sejak 1970 dan karena perba-
ikan teknis dapat mengatasi krisis dan wabah penyakit tebu sehingga po-
litik kolonial liberal mencapai hasil yang baik dengan keuntungan yang
berjuta-juta gulden. Dalam keadaan itu, banyak modal asing diinvesta-
sikan secara besar-besaran. Schingga tidak dipikirkan rakyat yang di te-
ngah-tengah kemajuan dan perkembangan industri perkebunan di mana
kemakmuran rakyat terancam, karena perusahaan-perusaahan pribumi
mengalami kemunduran.'

Untuk tujuan kepentingan material dan moral rakyar, pemberian
dilakukan pada bidang irigasi, pendidikan, kerja rodi, dan perpajakan
Masalah politik etis harus dimulai dengan politik kesejahteraan bagi
rakyat, justru adanya kemerosotan kehidupan rakyat. Dinyatakan sistem
eksploitasi harus diganti dengan sistem perwakilan, kemudian sistem po-
litik juga sering disebut politik paternalistis, yaitu suatu urusan dari satu
pihak (pihak Belanda) untuk keperluan rakyat pribumi, sehingga berlaku
sebutan politik yang bersemboyan chezvous, pour vous, sans vous. Kapita-
lisme kolonialis pada awal abad ke-20 mengalami perkembangan sangat
pesat; aliran emas dari Indonesia semakin besar, produksi gula sangat
sukses meningkat menjadi dua kali lipat pada 1904-1913. Seperti halnya
dengan produksi gula, lada, beras, tembakau, karet, kapuk, dan timah. Di
luar pulau Jawa dari sumber alamnya produksi mengalami peningkatan
dari f, 74 juta menjadi f. 305 juta gulden, terutama produksi tembakau
dan produksi minyak tanah. Pada perusahan-perusahaan swasta dalam
produksi komoditl daerah tropis meningkat dengan cepat—dari 1900-
1930 produksi meningkat hingga empat kali lipat dan produksi teh me-

" Parakitri, T, Simbolon, Menjad] Indoresta.. ., ibid,, him. 192,
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ningkat sebelas kali lipat. Produksi tembakau jug? meningkal pesat paq,

I_Eﬁﬂ-ll n, terutama pada pesisic pantai
timah, kopi, dan kemoditi lainnya mulai meningkat yang d

gumatra. Produksi lada, ]{npra.
i kem bﬂng].; an

sebagian besar di luar Jawa,'"?

2,

Bertalian dengan penerapan politik etis, meliputi tiga hal berikut;

Irigasi (pengairan) dan infrastruktur, yang merupakan program pem.
bangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarand untu1l-: keseja.
teraan lerutama di bidang pertanian dan pfrkEbUHﬂIl‘ dan infrastryf._
tur. Bangsa pribumi di beri pengetahuan reknologl dalam bidang
pengairan yang lebih modern, untuk memperoleh hasil pertanian
yang lebih baik, tanpa menunggu lama seperti sebelumnya yang ha.
nya mengandalkan musim hujan saja untuk menghasilkan pertanian

yang baik. Dengan adanya irigasi yang di ajarkan bangsa Belanda, °

orang pribumi bisa bercocok tanam pada musim kemarau pula.'t
Educate (pendidikan), yang merupakan program peningkatan muty
SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi positif
bagi pemerintah Belanda, dengan pengadaan sekolah-sekolah. Ka-
rena pelajar yang berkualitas dapat diangkat menjadi pegawai oleh
pemerintah Belanda. Hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu t-
juan Belanda melakukan politik etis untuk menggali potensi bangsa
pribumi, dikatakan bahwa:

Pengajaran diberikan di sekolah kelas | kepada anak-anak pegawai neger|
dan arang-orang yang berkedudukan atau berharta, di sekolah helas Il ke-
pada anak-anak pribumi pada umumnya Sekolah jenis pertama didirikan
menurut sth. 1893 no. 128, di ibukota keresidenan, afdeling, dan anderafdel-
fng atau kota pusat perdagangan dan kerajinan. Pada tahun 1903 terdapat
14 sekolah kelas | di ibu kota keresidenan dan 28 di ibu kata afdeling. Mata
pelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis berhitung, ilmu bumi,
ilmu alam, sejarah, dan menggambar™®

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas 11
negeri, 326 sekolah partikelir, diantaranya 63 dari zending. Jumlah
murid pada tahun 1892 ada 50.000, diantaranya 35.000 di sekolah
negerl dan 15.000 di sckolah swasta, Pada tahun 1902 ada 1.623
orang anak pribumi yang belajar di sekolah Eropa. Perbandingan
di Jawa dan Madura antara jumlah anak yang bersekolah dengan
jumlzh penduduk adalah 1:5 23 dan biaya yang dikeluarkan untuk
setiap anak hanya £.0.035. Untuk pendidik calon pamong praja ada
tiga sekolah OSVIA, masing-masing terdapat di Bandung, Magelang:

"' Parakitri, T. Simbolon, Mewfadi fndonesia.... id., him, 193
' Parakitrd, T, Simbolon, Mesjad! fodonesia,, ft'fﬂ..hhn_lgsr

" Tim Nasional Sefarah Indonesia, *Sejarah Nasionai fndonesia V....*, Op, cit, him. 26
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dan Probolinggo dengan 60 murid setiap sekolah, Terdapat tiga seko-
lah guru, yakni di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo, dan satu
sekolah dokter pribumi yani di Jakarta yang mengeluarkan 18 dok-
ter setiap tahun, sepertiganya diperuntukkan bagi luar Jawa. Untuk
Jawa dan Madura ada satu dokter untuk 100.000 penduduk, Pada
1902 didirikan sekolah pertanian di Bogor. "

3. Emigrasi (transmigrasi), di mana program pemerataan pendidik-
an di Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra
Utara dan Selatan dengan membuka perkebunan-perkebunan baru
yang membutuhkan pengelola dan pegawainya. Kenyataannya, ke-
bijakan pertama dan kedua disalahgunakan pemerintah Belanda de-
ngan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda
dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah
perkebunan Belanda dijadikan pekerja rodi—hanya pendidikan yang
membawa dampak positif bagi Indonesia. selain untuk pemerataan-
penduduk, tujuan Belanda adalah membuka lahan pertanian yang
baru, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat pen-

duduk ke daerah yang pendudulnya jarang, untuk membuka lahan
pertanian baru, 7

Bahasa belanda dimasukan sebagai pelajaran di beberapa sekolah
kelas satu dan sejumlah kursus dibuka dengan maksud itu, akan tetapi
bahasa Belanda tak kunjung menjadi bahasa rakyat. Orang Belanda sen-
diri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaan
Belanda, sebagian hanya untuk merusak adat istiadat Indonesia, akan
tetapi Belanda sangat takut jika orang-orang Indonesia menguasai ke-
budayaan, pengetahuan, teknik, dan organisasi, Untuk itu Belanda men-
dirikan lembaga pendidikan untuk mengatasi menjamumya pendidikan
pesantren,

Dalam implementasinya tampak mengalami penyimpangan-penyim-
pangan yang dilakukan para pegawai Belanda, Penyimpangan penyim-
pangan tersebut, antara lain; Dalam bidang irigasi, yalmi pengairan ha-
nya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta
Belanda. Adapun milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.""®

Dalam bidang edukasi, yakni di mana pemerintah Belanda memba-
ngun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga
administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk selu-
ruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan

! S

"' Tim Nasional Sejarah Indonesla, “Sejrrah Nesfonal Indonesia Vo..." i, hilm. 29,
T Parakitri, T. Simbolon, Menjart indomesia. ... Op. c.r'r._,.hlm.]ﬂ.‘!.
" Manssur, Ahmad, Suryanegara, Api Sgjaral,,.. Op. cit,, him, 299,
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orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu

jaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang.or,
yang berharta, dan di sekolah kelas 11 kepada anak-anak pribumi umyg,
nya. Politik pendidikan kolonial erat hubungan dengan politik mere),
Pada umumnya, sesuatu politik yang didominasi oleh golongan-golong,,
berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud ungy),
membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahan. Berh,,,
bungan dengan sikap itu kita dapat kita lihat sejumlah ciri politik daq
praktis pendidikan: a) gradualisme yang luar biasa dalam menyediakg,
pendidikan bagi anak-anak Indonesia; 2) dualisme dalam pendidikay
dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belangd,
dan pendidikan pribumi: 3) kontrol sentral yang kuat; 4) keterbatassy
tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pega.
wai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan; 5} prinsip
konkordasi yang menyebabkan, maka sekolah di Indonesia sama dengan
di negeri Belanda; dan &) tidak adanya perencanaan pendidikan yang
sistematis utuk pendidikan anak pribumi.!

Pendirian sekolah oleh pemerintahan kolonial Belanda, bertujuan
memecah belah pribumi Islam, sejak kanak-kanak, Dari bangunan seko-
lah dan kurikulum antara anak Indonesia dan bangsawan serta prioritas
lainnya di beda-bedakan. Sekaligus putra-putri bangsawan Muslim dan
putra-putri yang Islam, namiun mendapatkan proritas sekolah di sekolah
Eropa. Dengan dicampurnya di sekolah Eropa, anak bangsawan dan sul-
tan menjadi jauh dari pengaruh pembinaan ulama,*®

Pada abad ke-20, pendidikan bagi anak-anak pribumi tersedia Hol-
land Inlands School (HIS) dan Normal School (sekolah guru untuk pribumi
dan sebagai salah satu lanjutan bagi sekolah kelas dua atau selolah desa,
Holland Chinese School (HCS) merupakan sekolah disediakan pemerintzh
kolonial Belanda untuk anak-anak keturunan Cina/Tionghoa. Tujuannya,
agar anak-anak Cina tidak memasuki sekolah-sekolah swasta Gina-Tiong-
hoa, THHK termasuk Chung Hua School di dalamnya,

Dalam bidang Migrasi, yakni migrasi di luar Jawa hanya ditujukan
ke daﬂl‘ﬂh-dﬂlﬂﬂh yang dikembangkan perkebunan-perkebunan yang di-
kelola pEIII‘.LEﬂI'll.Efl BE.lnnrla. Hal ini karena adanya permintaan yang besar
akan tenaga kerja di uilnerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di
Sumatra Ut.:a.ra I{di Deli), Suriname, dan lain-lain, Mereks dijadikan kul
kontrak. Migrasi ke Lampung bertujuan menetap yang ditujukan untuk

1 planssur, Alummd, Surynnegarn, Apl Sefarabe, .. il hirn, 249
" Manssur, Ahmad, Suryanegara, Api Sejaraly, Salamdany, B.ﬁu:iung 20049, him, 299

' Christign Maria Goretl, «f al,, *Chun Huta School: ;
1966, "imh’t”'ﬂﬁm"""‘lﬂﬂ-'h”ﬂ.lrm!:.mlggmﬂl : I:I;nl:.lr-.uaﬁuim"h Thonghon di Jember 1901
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mementthi kebutuhan tenaga kerja, sehingga
melarikan diri. Dikatakan bahwa;

penduduk lawa dan Madura pada tahun 1Rer
tahun 1900 telah berlipat dua Di daerah yang subar tanahya menjadi yan

padat penduduknya. i daerah ity pada umumnya sudah tidak a;d.!l Ia]: Iag
nah kosong, bahkan tanah persawahan Juga digunakan untuk E-nanagrnan
tanaman ekspor, seperti tebu dan tembakay Dalam abad ke-19 lprr'adr mig-
rasi dan Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan FrFl‘lu..:.HJ.]n fa.-,;
man tebu. Perusahaan gula ini member pancairan bary di dadrah di mina
pmi.:emhnngnn penduduk lebily cepat dari pada peruasan tanah pertanian
Dari tahun 1885 sampai tahun 1900 penduduk bertambah 30%, sawah en-
gairan hanya bertambah 57% dan tanah pertanian 16%. Ern'r;;rals:l ke dazmh
luar Jawa disebabkan permintaan besar akan tenaga kerja di daerah-daerah

purkehunaf'! Su_lt‘latra Utara, khususnya d Dell, sedang emigrasi ke Lampung
mempunyai tujuan untuk menetap = g

tidak jarang banyak yang

betjumlah 14 juta dan pada

Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Be-
landa mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan
bahwa peketja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, ke-
mudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Demi memudah-
kan penguasaan etnis, maka wilayah kota dibagi-bagi dalam berbagai
sub-area hunian, dapat dilihat di Jakarta antara lain: adanya kampung
Melayu, kampung Bali, dan kampung Jawa. Khusus untuk etnis Ambon
mendapatkan area hunian yang terpisah dengan etnis lainnya. Pemisah-
an ini dikarenakan orang Ambon banyak yang menjadi Belanda yang
dibutuhkan untuk menyebarkan agama Kristen seperti halnya etnis Batak
dan Manado.'#

Dampak dari penerapan politik etis bisa berupa negatif dan positif.
Tetapi, hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak
yang tidak dapat diimplentasikan. Tetapi, satu program yang berdampak
positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang
pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik
vang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi
terancam dengan munculnya Budi Utomo, Serikat Islam, dan berdirinya
Volksraad. Adapun, seperti diungkapkan Sartono Kartodirjo'® bahwa
dampak terlihat nyata pada bidang: 1) politik, di mana desentralisasi
kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terda-
pat masalah, yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi,
karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan

"2 Tim Masjonal Sejarah Indonesia, " Sejaralh Nasional lndonesta Va..") O eit, bl 28,

™ Manssur, Ahmad, Suryanegara, Apl Sejarah...., Loc. cit, hilm, 2HL

™ Kartodirjo, Samono, Pengantar Sefarah Indonesia Bar Jilid 2 GramediaPustaka, Jakarta,
1590, him. 56
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Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali, 2)

al, di mana lahirnya golongan terpelajar, peninghkatan jumlah mejek o
ruf, perkembangan bidang pendidikan sehagal dampak positifnya, tetay,
dampak negatifnya berupa kesenjangan antara golongan bangsawan
masyarakat biasa sangat menonjol karena bangsawan kelas atas dap,,
bersekolah dengan baik dan langsung dipekerjakan di fﬂjlt'“lﬂh Perusy,
haan Belanda. 3) ckonomi, di mana lahirnya sistem kapitalisme moder,
politik liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan Moy
menjadi indikator utama dalam perdagangan, yang lemah akan kalah
dan tersingkirkan. Selain itu, muneulnya dan berkembangnya perusah,.
an swasta dan asing di Indonesia seperti Shell. Pendidikan dan pengajar.
an sebelum politik etis. Pada 1602 Belanda mendirikan VOC badan usah,
ini merupakan persekutuan dagang Belanda yang merebut penjajahan
Portugis di Nusantara Timur dan menetap di tempattu. Kapal-kapal per.
dagangan VOC atau kompeni terlihat sering membawa pendeta-pendeta
untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Kegiatan penyebaran aga-
ma ini diikuti berdirinya sekolah-sekolah yang bertujuan sebagai upaya
penyebaran Agama Kristen Protestan—dengan materi: membaca alkitab,
agama kristen, menyanyi, menulis dan menghitung.

Untuk itu, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia
pendidikan pada periode ini: a) ada perbedaan dalam penyelenggara-
an pendidikan. Yakni: ada sekolah-sekolah rendah Eropa dengan bahasa
pengantar Belanda dan sekolah rendah pribumi (Kristen) dengan bahasa
pengantar melayu dan Portugis; b) pendirian sekolah tidak merata, hal ini
disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah-rempah. Sekolah keju-
ruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum bermaksud untuk
meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat; dan ¢) terdapat kekecewaan
bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan
karena VOC mengusir paderi-paderi dan gereja-gereja, dan sekolah-seke-
lah Katolik ditutup. Pendidikan dan pengajaran pada masa Politik Etis, di
‘mana diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang
politik, ekonomi, dan ide-ide. Hal ini mendorong pemerintah Belanda
untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak pribumi untuk
menerima pendidikan. Dengan alasan itulah, adanya suatu aliran di ka-
langan bangsa Belanda yang terkenal sebagai politik etis (etiche politiek)
dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Utang Kehormatan™
Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh kolonial Beland?
yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat pribumi. Jenis
sekolah yang ada, misalnyva: pendidikan rendah (lager onderwijs). pada
hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat Sekolah Dasar menggunakat
dua sistem pokok: 1) sekolah rendah dengan bahasa pengantar Bahas?

7 ¥
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pelanda; 2) sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Daerah. '
Ada satu jenis sekolah Lanjutan menunut sistem persekolahan Belan-
da di golongan sekolah dasar, yaitu sekolah dasar yang lebih luas (meer
vitgebreld lagere onderwijs) atau MULO yang berbahasa pengantar bahasa
pelanda, dengan lama sekolah antara tiga sampai empat tahun. Sekolah
mencngah umum (algemeene middlebares school atau AMS) merupakan
kelanjutan dari MULO vang berbahasa Belanda dan diperuntukkan un-
ruk golongan bumiputra dan Timur asing dengan lama belajar tiga tahun.
AMS memiliki dua jurusan: bagian A, pengetahuan kebudayaan; bagian B,
nggtahuan alam. Sekolah Wargn negara linggl {J'irmggr bm‘gp_r school atau
HBS). Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan pribumi,
atau tokoh-tokoh terkemuka, dengan bahasa pengantar yang dipakai, ya-
itu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa Barat, khususnya Belanda.
Lama sekolah antara tiga dan lima tahun, pelaksanaan politik etis.'®
Dalam pelaksanaan politik etis yang dikonsepsikan dalam wujud
irigasi, edukasi, dan emigrasi tampak memiliki kelemahan. Kekurang-
an atan kelemahan pelaksanaan politik etis, bahwa kebijakan ini ha-
nya dibutuhkan bagi orang pribumi (eksklusif) di mana pembangunan
lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan pribumi.
Orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, di mana bagi
mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ha-
' rus pergi ke Eropa, yvang biayanya sangat mahal. Pemerintah kolonial
yang memandang bahwa hanya orang pribumilah yang harus ditolong,
ditentang oleh Ernest Douwes Dekker. Dikatakan bahwa sehamsnya poli-
tik etis dirujukan bagi semua pendidik Hindia-Belanda (Indies) di mana di
dalamnya terdapat orang Eropa yang menetap dan Tionghoa. '™

3. Politik Dualisme Hukum

Dennys Lombard mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda
memperkenalkan dualisme hukum. Masyarakat pribumi diurus dengan
hukum adatnya, masyarakat Eropa diurus dengan hukum orang Eropa.
Orang-orang asing dari Timur, India, Cina, dan Jepang diatur dan masuk
dalam kelompok Fropa. Orang-orang Kristen juga pada waktu itu dia-
dopsi sebagai subjek hukum Eropa. Tetapi antara 1930-an sampai Jepang
masuk, masyarakat plural begitu hidup dan diketahui adanya dunia yang
terpisah antara orang asli dan pendatang yang berkuasa. Hukum adat
menjamin dan memberi previlise kepada penguasa-penguasa adat, pengu-

' Kartodirfo, Sartonn, Pengantar Sefaral Indonesia. ..., (hiel, hlm, 56,
** Kartoditjo, Sartonn, Pengartiar Sefarafi Indovesia...., ibid, hlm. 56.
" Kartoditio, Sartono, Pengantar Sefarah [ndonesin. ... Bid., blm, 56,
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asa lokal untuk mempertahankan komunitasnya dengan gy, "
mereka juga patuh di bawah kepentingan (penguasa) lokal 1z ks

Pada zaman Belanda, dikatakan bahwa di Maluku, kalay S0ty
pala adat atau kepala desa melnkukan kesalahan dia pun akap -‘.HIIruiE .
pemerintah kolonial Belanda karena kepentingan pemerintah gy,
Pertarubkan di bawah atau dalam perantaraan para pemimpin |,
dalam suatu kebijakan yang disebut indirect rule (sistem pemg
tidak langsung). Schingga dapat ditemulkan ada dunia etnik, ,
hidup dan sebagainya, dunia Hindia-Belanda ada di atasnya daq p,,
asai jaring-jaring internasional, Setelah Indonesia merdeka, terutamy o,
telah berlakunya UUDS tahun 1949, wewenang para kepala ady, Uty
memutuskan perkara dihilangkan atau dihapus.'™

Bertalian dengan bidang keagamaan, Karel Steenbrink!20 Mengatgky,
bahwa kebijakan pemerintah kolonial Belanda techadap agamg erat by,
bungannya dengan persoalan Fslam vis a vis Kristen. Pemerintah kelonjy
dianggap sebagai representasi dari golongan Kristen dan pribumi sebag
representasi golongan Muslim. Dikatakan Steenbrink, sejak pemeringy,
an kolonial Belanda kebijakan tentang agama sudah menjadi perhagiz,
Sejak itu sudah dikenal adanya “pengakuan agama resmi”, bahkan J,
lonial Belanda membagikan wilayah Indonesia dengan kategori agamy,
Meskipun pemerintah kolonial Belanda bersikap “netral” atas agama, fp-
tapi yang dirasakan kelompok Islam bahwa Kristen sangat diuntungkan
oleh kolonial Belanda melalui aktivitas-aktivitas misionarisnya. Kalonig
Belanda tampak melakukan strategi kerstening spolirik, strategi mende-
kung kristenisasi, Selain itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan
. kebijakan segregasi sosial, yakni mengelompokkan masyarakat berda-
sarkan agama, ras, wama kulit, dan strata sosial, Dalam kebijakan im,
pemerintah Hindia-Belanda memperlukan secara berbeda sesuai dengan
warna kulit, agama, ras, dan status sosial masyarakat pribumi. Wama
kulit misalnya dibedakan menjadi tiga bangsa: Eropa, Timur asing, dan
pribumi. Warga masyarakat berstatus sipil dibedakan atas pegawal VOG,
orang bebas atau orang budak. Sementara sipil non-pribumi diberikaa
kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori orang borgor (ff
burger) atau orang-orang asing,

kﬂl il:u
n

Keberpihakan pemerintah kolonja] Belanda pada penduduk Krist=

1% P, Laksono, * Giobatisasd, Btnisipes dan Tantanpan 1 3 5
13 . Laksono, " Glelaiisass, Brnlitas o e e

ean Tantangan.,..”, i, Wim, 5 :
" Rarel Steenbrink dalam Bumaei “Agama dan Np 2ol L R alistigre
[] ' 1 ﬂ
gt et g e 26 Lot s Gl M o Bgpemngryt 59
d -V XX, i ' ;
i, :j.r]E.*" [ ¥ KX Diserrasd, Pasensazjang Ly Ruden Fatah Palembang, 2015
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gebetulnya bukan dilandaskan secara kuat pada spirit keagamaan, tetapi
jebih kepada kepentingan politik, terutama katena aksl pembangkang-
an pribumi yang umumnya memang dimobilisasi ddam. Politik agama

inggalan kolonial ini telah membangun dua image utama dalam kon-
aelast Poso, vakni Poso identik dengan komunitas Kristen, dan birokrasi
di Paso secara historis didominast umat Kristen. Tetapl, di era kemerde.
kaan, fakta keagamaan tersebut menjadi terbalik. Fakia pergeseran ko-
munitas keagamaan ini selanjutnya berdampak terhadap tatanan peilitik
di Poso. Di sinilah politik komunitas keagamaan mulai berperan pula
dalam dunia birokrasi-kepegawaian di Poso, antara lnin: n) Kristen yang
semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan
lslam; dan b) jabatan strategis vang semua didominasi Kristen, secara
alamiah terjadi pergeseran didominasi Islam. Kalangan terdidik Orang
Islam bermunculan dan mulai ikut bersaing denagn para elite Kristen
dalam memperebutkan posisi-posisi strategis di birokrasi. Dalam situasi
inilah mulai muncul sentimental keagamaan, komunitas Kristen yang se-
mula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan Islam.
Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persaingan politik pun
mulai terjadi.'

Hal ini berbeda dengan di Filipina di mana hingga hari ini kekuat-
an dari Mestiso dalam panggung politik masih sangat kuat dan budaya
Mestiso bertahan. Di Indonesia praktis habis, kira-kira tahun 1957, Orang
Indo habis dari Indonesia bahkan partai Indo yang cukup kuat pada masa
pergerakan itu juga habis, kontak atau hubungan negara bekas penjajah
dan negara Indonesa praktis terputus, gerakan anti-Barat juga menguat.
Jadi ada separasi yang besar. Sesungguhnya proses seperti ini sudah ber-
jalan lama, karena sejak lama Belanda membiarkan budaya-budaya lokal
atau masyarakat lokal hidup di bawah organisasi sosial lokal, di bawah
kepemimpinan lokal juga, entah itu para raja kecil di pulau-pulau, para
kepala desa, para orang kaya, kalau di Maluku orang kayo dan di Minang
juga orang Kayo. Di sana, lalu ada yang disebut plural-society, masyarakat
di mana masing-masing kelompok etnis dibiarkan hidup dalam tradisi-
nya masing-masing, agamanya masing-masing, bahasa masing-masing,
mereka bersatu di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, dan konon
hanya bertemu di pasar. Dalam buku Dennys Lombard juga disebutkan
bagaimana bahasa Melayu tetap bertahan sebagai lingua franca bukan
bahasa Belanda, bukan pula bahasa Inggris, berbeda di Filipina dan Ma-
laysia, juga orang-orang pribumi dibiarkan hidup dalam dunianya.'*

._-_-_____
™ Muhamimad Rendi, *Kenflik SARA...", Op. cie, hlm, 64-65,
M PM. Laksonn, “Globalisast, Ernisitas dan Tantrgan Korsep Noasfonalizme, ", tbid, ki, 4
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Lombard mengungkapkan bahwa ]::Il:ml‘.'.l'iﬂtﬂh kolonial juga “H‘rnh
kenalkan dualisme hukum. Masyarakat pribumi diurus dengan huk"ﬂ;
adatnya, masyarakat Eropa diurus dengan hukum orang Erapg Yay,
agak problematik tentu juga orang-orang asing dari Timur, India, Cing
dan Jepang. Mercka diatur dan masulk dalam I-IEIIHH‘IP«!JII Eropa, ﬂra,,,;_
orang Kristen juga pada waktu ftu diadops! sebagai subjek hukum g
Tetapi antara 1930-an sampai Jepang masuk, masyarakat plural begie,
hidup dan diketahui adanya dunia Yong terpisah antara orang ag))
pendatang yang berkuasa, Hukum adat menjamin dan memberi preyy,
kepada penguasa-penguasa adat, penguisa lokal untuk mempertahan
komunitasnya dengan nuansa lokal, mereka juga patuh di bawah kep,,
tingan (penguasa) lokal.'™

Pada zaman Belanda, dikatakan bahwa di Maluku, kalau seora,
kepala adat atau kepala desa melakukan kesalahan dia pun akan djfjy,
dungi oleh pemerintah Belanda karena kepentingan pemetintah Belang,
dipertaruhkan di bawah atau dalam perantaraan para pemimpin lokal iy
dalam suatu kebijakan yang disebut indirect rule (sistem pemerintahag
tidak langsung). Sehingga kita menemui ada dunia etnik, yang kuat hj.
dup dan sebagainya, dunia Hindia-Belanda ada di atasnya dan menguass
jaring-jaring internasional. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelsh
berlakunya UUDS tahun 1949, wewenang para kepala adat untuk memu-
tuskan perkara dihilangkan atau dihapus. Kepala-kepala adat dan kepala-
kepala desa di seluruh Indonesia tidak bisa lagi memutuskan perkara
Perkara kemudian ditarik ke pengadilan, dan dualisme hulkum dihilang-
kan mulai saat itu, lalu dikenal hukum yang satu."™

Penyatuan dalam kerangka nasionalisme ini berlanjut tahun 1979
dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
seluruh desa di Indonesia diseragamkan, Di Jawa, para Lurah masuk
kota, artinya sekarang di desa tidak ada lagi lurah yang ada kepala des2
atau hanya di kota-kota. Di luar Jawa, kades datang. Dahulu tidak ada
kades, tetapi (mungkin) yang ada itu raja. Dalam konteks Maluku rajé
atau Hilai, tokoh-tokoh lokal kemudian diseragamkan dalam suatu 5i¢-
tem pemerintahan desa yang berlaku umum, yang hingga hari ini p*
laksanaannya masih menghadapi banyak sekali benturan, Di Maluku
misalnya, pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1979 (ketika itu) karet®
berbarengan dengan turunnya dana bandes mendorong lahirnya ban
desa karena administratur, para camat tertarik dengan porsi dana yang
semakin banyak.'®

3 PR, Laksono, ~ Ofodeal Sasd, Seeisicnes dan Tantangan Konsep..." ibid., Kim. 5.
i ppd [ ksdeni, * ol iseiad, Ernising dlnn ﬁ"!rﬂﬂgﬂm__“. ibid h'l:.“ E i
v P, Laksono, * Globalisasi, Etnisitas dea Tantargan,, ., H.lfr{l I|lml 5
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palam perkembangannya, relasi sosial etnis Cina dan bangsa kolo-
aial Belanda, telah menempatkan etnis Cina dalam struktur masyarakat
Hindin-[lelnﬁdﬁ diposisikan sebagal warga kelas dua (Timur asing), se-

india dan Arab. Adapun etnls pribumi dikategorikan sebagai warga
kelas tiga (inlender). Jadi, benih-benih kecemburuan dan prasangka me-
mang sengaja diciptakan bangsa kolonial dengan politik devide et impera.
jadi, struktur sosial-etnis yang dikriminatif yang terjadi selama ratusan
ahun pada zaman Hindia-Belanda telah menempatkan posisi emperior
dan tersubordinasi bagi masyarakat pribumi. Struktur sosial-etnis yang
berbeda berdampak pula tethadap perbedaan kesempatan dalam meraih
kesejahteraan dan prestasi ckonomi di negeri Hindia-Belanda,

Wang Gungwu'** mengungkapkan bahwa menjelang abad ke-19
banyak pedagang Cina-Tionghoa memegang posisi penting sebagai pe-
mimpin di berbagai perusahaan Eropa. Sebagian mereka bertindak se-
bagai penasihat bisnis bagi raja-raja pribumi dan gubernur provinsi di
Hindia-Belanda. Sebagian lainnya menjadi agen perelaut kuli-kuli dari
Cina daratan, penarik pajak pertanian, atau sebagai pemimpin (capiten)
komunitas Cina. Belanda menilai orang-orang Cina penting sebagai ahli-
ahli lokal (local expers) dan perantara (middlemen), dan lebih bernilai
dibandingkan dengan para pedagang Asia lainnya. Belanda dan Inggris
kemudian tidak ragu lagi untuk menempatkan orang Cina dalam upaya
ekspansi aktivitas perdagangan mereka di Nusantara selama abad ke-
17 dan ke-18. Mercka melihat orang Cina memiliki mobilitas tinggi dan
senantiasa siap ambil bagian dalam berbagai kesempatan yang mereka
lakukan. Posisi-posisi orang Cina yang strategis itu jauh melebihi posisi-
posisi etnis India dan Arab, kendatipun sama-sama kelas Timur asing. Se-
bagian besar emis Cina selanjutnya betul-betul memanfaatkan hubungan
baik dengan Belanda yang secara ekonomi politik tentu menguntungkan.
Dalam sejarah perlawanan dan peperangan dengan bangsa kolonial Be-
landa, memang ada keterlibatan sebagian kecil etnis Cina yang masih
loyal dalam membantu elite pribumi yang menentang bangsa kolonial-
Belanda. Diungkapkan Mason Hoadley (1998] ketika Belanda melakukan
perluasan aktivitas ekonomi, sejumlah besar etnis Cina berminat untuk
berimigrasi ke negeri Hindia-Belanda.

Ketika nasionalisme bangsa mulal tumbuh sejak organisasi Boedi
Oetomo berdiri pada 20 Mel 1908, sebagai tanda dimulainya arah pem-
bangunan dan kesatuan bangsa, yang terjadi dikalangan etnis Cina jus-
tru sebaliknya, Pada 1900, di Batavia berdiri perkumpulan Cina, yakni

"= Abdullah 1di, * fsedlal Clr, Tienghon din Politi®, IMnepneike Sosiologls fndonesieo: Agana
dan Pendidikan dalam Perubahan Sogtal, LKIS, Yogykartn, 2015, hlm. 27-28.
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Tionghoa Hwee Koan (THHK) yang bertujuan untuk memupuk naﬁ?ﬂha_
lisme dan budaya Cina melaluf pendidikan umum. Sejak 1927, kegiag,,
politik masyarakat kolonial bersifat komunal. Orang Cina iﬂ"ﬂ sebelum,
nya terintegrasi dalam masyarakat Hindia-Belanda, ':iﬂ"?'ﬂ I'f"J_]':““E dem;
kepentingan kelompoknya sendiri. Organisasi-organisasi po ':' komung
itu tetap eksis setelah Indonesia merdeka. Hal ini memperlihatkan bap,
wa latar belakang terjadinya kegiatan politik k“ml“"‘ai' yakni PEm"HEIlan
kepentingan berdasarkan etnis, tidak berubah. Di ]UIIEIIIIEH-H orang Cing,
usaha memperkuat kecinaannya dilakukan dengan sejumlah cara, m;.
salnya melalui bahasa. Pada 1901, bahasa Cina Flllflflﬂngﬂﬂ komunigag
Cina-Tionghoa. Di Holland Chinese School (HCS) dldlﬂkﬂ{' olch Beland,,
sebagai respons pemerintah kolonial. Pendidikan HCS didasarkan pad;
kurikulum otonomi kecinaan, seperti halnya kurikulum dan kegiatan se.
kolah di Cina daratan (mainland China)."

4. Politik Kehidupan Sosial Keagarndarn

Dapat dikatakan bahwa begitu banyak kebijakan emisitas dalam hi-
dang keagamaan pada masa Hindia-Belanda. Antara lain: pevmmn,_ berta-
lian dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial di Palembang misalnya
dapat dilihat dalam traktat 11 Zulhijah 1238 H (20 Agustus 1822). Dalam
traktat tersebut dikatakan bahwa “Pemerintah Belanda masih mengakui
adanya lembaga di bawah Pangeran Penghulu yang memutuskan per-
kara berdasarkan Al-Quran™.'® Traktat atan maklumat tersebut tampak
jelas mengungkapkan bahwa keberadaan Pangeran Penghulu Nata Gama
dengan kelembagaannya masih dipertahankan. Kebijaksanaan ini dida-
sarkan pada pemikiran untuk memelihara stabilitas dan ketenteraman
masyarakat Islam yang baru ditaklukkan. Kebijakan tersebut sejalan de-
ngan kebijakan yang telah diterapkan di Jawa, yang tertuang dalam in-
struksi Gubernur Jenderal Hermen Wilem Daendels (1808-1811) pada
September 1808:

Terdapat urusan-urusan agama orang Jawa yang tidak akan dilakukan
gangguan-gangguan, sedangkan kepada Penghulu Kepala (Opperpriesters)
mereka dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tetenty dalam bidang
perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak aka nada penyalahgy”
naan dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding (Landge sicht)™

! Abdullah [di, “Istifalh Cina, Tionghon dan Pelitik...”, ibid., him. 28.

I de Swrler dalam kutlpan: (Husnl Rahim, Sistem Oforitas Admiinistrasi Jelam, St #°
tarng Pejabat Agaa masa Kenwltanan dan Kolonial di Patembang, Pengantar: Tauflk ,q,hdnllﬂl'"
Epilog: Karel A Steenbrink, Logos, Jakarta, 1996, him. 153), \ B

= Husnl Raldm , Sisterm Odoriies Adminisrasi Islam.. .., ibid, him. 154
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pada 1808 (masa Daendels) mengungkapkan bahwa para bupati ber-

pula untuk memperhatikan supaya tidak ada kendala atau gang-

guan terhadap kebiasaan orang Islam yang didasarkan kepada agama

ige gewonten der Mohammedanen), selanjutnya penghuly dan

ra bawahannya dapat mengawinkan dan menyatakan ceral di masjid-

masjid, boleh memberikan keputusan dalam perkara-perkara pembagian

pusaka. Kebijakan yang dikeluarkan pada masa Daendels itu, sela njutnya
dikukuhkan dengan Staatsdblad 1820 No. 22 ayat 13:

Bupali harus mengawasi semua permasalahan agama lslam dan harus me-
ngusahakan agar para penghulu bebas melaksanakan tugasnya menurut
adat dan kehiasaan orang Jawa, baik dalam perkara perkawinan, pembagian
warisan dan lain sebagainya™®

Berdasarkan Staatsblad 1820 No. 22 ini, para Bupati di Jawa diperin-
tahkan agar mengawasi permasalahan agama Islam dan menjamin agar
para penghulu dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan adat kebiasa-
an orang Jawa—seperti dalam hal perkawinan, harta warisan, dan lain-
nya. Pemerintah Belanda juga telah meningkatkan kebijakannya dengan
menambah tugas pengawasan terhadap bupati-bupati dalam kaitannya
dengan masalah keagamaan. Staadsblad 1820 No, 22 telah memunculkan
penafsiran bahwa para bupati merupakan “kepala agama™ atau bupati
sebagai “kepala polisi”, dan tidak jelas pula tentang priester, apakah mak-
sudnya para penghulu atau kiai. Tentang meluasnya kesalahpahaman
tentang hal ini.'"

Dibandingkan dengan Peraturan 1808, di mana di Palembang mi-
salnya pada awalnya ditetapkan ketentuan-ketentuan yang serupa, ma-
sih mengakui lembaga keagamaan | Juni 1823 dan traktat 11 Zulhi-
jah 1238 H. Dalam Peraturan 1820, sudah mulai tampak intervensi atau
campur tangan kolonial dalam permasalahan agama di Jawa dan sama
halnya di Palembang. Pada 1854, setelah ditetapkannya Undang-Undang
sumber Cahaya, maka tugas para penghulu dengan pegawainya meliputi
pencatatan jiwa (kematian dan kelahiran) dan ikut membanm penari-
kan pajak yang dilakukan oleh para pesirah—sehingga para penghulu
memiliki tugas bertambah, selain tugas masalah agama Islam dan juga
tugas lainnya. Hal serupa di Jawa Barat, di mana para penghulu dan pe-
gawainya juga memberantas hama tikus, melaksanakan proyek suntikan
penyakit cacar, dan perbaikan pertanian. Keputusan 3 Juni 1823 dan

" Husni Rahim , Sisrern Ororitas Administrasd,. ., (bid., him, 154,
" Snouck Hurgonje dalam Husnl Rahim, Husnl Rahlm, Sistem Otorires Administrasi..., ibid,

hilm, 155,
" Husn| Rahim, Sistem Ororfras Administrasi,.., bt him.157.
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traktat 11 Zulhijah 1238 merupakan pengakuan Secars formal terhyg,

'Iemhng.-l pengadilan agama schagai bagian dari strultturlhir:::-krasi F'E'nri
rintah kolonial d Palembang. Keputusan 3 Juni 1823 selanjutnya dipe,
baiki dengan Keputusan Komisaris Palembang tanggal 16 ﬂsu“!ﬂ_ 182¢
dengan merevisi weweang pengadilan agama daalm perkara sipi] g,
perkara banding kepada Sultan dengan menyerahkan wewenang Mengs.
dili perkara sipil kepada landraad dan perkara banding kepada residen i

Pada 1832 oleh Residen Palembang dikeluarkan pula peraturan y,p,
mengatur masalah agama Islam dengan nama Reglement dari Aturan Ay,
ma Mohamadiah di dalam Residensi Palembang di dalam kota dan di yp,
an—ditetapkan pada tanggal 20 April 1832 No. 43. Peraturan 20 Apg
1832 No. 43 mengatur seluruh jajaran pejabat agama, 133-'1"' di ibu kots
Palembang maupun di daerah uluan—bertalian dengan jumlah Pejabat,
pemilihan dan pengangkatan, tugas dan wewenang, tanda kepangkatan
dan sumber penghasilan. Kendatipun penghulu dengan para pegawai sa.
cara resmi merupakan pegawai jajaran birokrasi kolonial Belanda, tetapi
yang memperoleh gaji hanyalah Pangeran Penghulu Nata Agama. Dalam
peraturan 1832 No. 43 ini di Palembang, intervensi atau keterlibatan
langsung kolonial Belanda diakui secara resmi. Beda halnya di Jawa, di
mana Pemerintah Belanda masih “malu-malu™ (istilah yang digunakan
Snouck Hurgrunje) intervensi dalam urusan agama Islam—bisa saja per-
bedaan itu disebabkan Palembang telah menjadi daerah gubememen
yang berada langsung di bawah kekuasaan Belanda setelah kesultanan
dihapuskan. Sebagai suatu daerah yang langsung di bawah gubernemen
(rechisreek gebied), penerapan beragam peraturan—tentang agama Islam
yang ditetapka secara totalitas di daerah kolonial—dapat dilakukan lebih
cepat tanpa ada reaksi menolak dari pada para pejabat agama.'*!

Beberapa peraturan dibuat pemerintah Hindia-Belanda di Batavia
dalam urusan agama Islam: 1) masalah haji, bahwa pelaksanaan ibadah
haji di abad ke-19 dapat disebut sebagai “haji phobi”. Dalam sejarah po-
litik haji di Indonesia, Daendels merupakan Gubernur Jenderal Belanda
pertama yang memerintahkan jemaah haji harus menggunakan pas j&
lan, dengan alasan keamanan dan ketertiban. Gubernur Jenderal Thomas
sebagai salah satu bahaya politik—setelah pulang dari Mekkah dianggap
masyarakat sebagal orang suci dan memiliki kekuatan gaib (sup ernatural
power) yang dikhawatirkan memengaruhi masyarakat dan menghimpi?
kekuatan untuk menentang orang Barat,!%

1 Husnd Rahim , Sisteme Oorfras Adminiserasi.... ibid,, him. 157
" Husnd Rallm , Siseers Otoritas Adminbstrasi..., ibid, him, 158,
s Husni Rahim, Sstern Grorites Orgamisast fefam, i, hlm. 179
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gikap keras terhadap calon jemaah haji diperlunak sedikit, ketika
puymaer van Twist menjadi Gubernur Jenderal (1851-1856) yakni de-
ngan ditetapkannya Beslit 3 Mei 1852 No. 9. Beslit ini menggantikan
peslit 1825 dan 1831, Dalam beslit 1852 No. 9 ditentukan bahwa pas
jalan masih tetap diwajibkan, tetapi gratis dan denda juga dihapuskan.
pendaftaran calon jemaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian
juga pemberian pas jalan. Bertalian dengan dikeluarkannya Beslit No. 9
1852, Gubemur Jenderal membuat pula instruksi kepada kepala daerah
di Jawa, Residen Palembang dan Gubernur Sumatra Barat untuk tetap
mengawasi tindakan haji dan melaporkan daftar orang-orang yang be-
rangkat dan yang kembali dari Mekkah—sekaligus menunjukkan adanya
sikap hati-hati Duymaer van Twist terhadap masalah haji, khususnya ter-
hadap daerah yang dianggap rawan,'*

Politik haji tersebut dimotivasi adanya kekhawatiran pada: (1) ke-
dudukan haji dalam masyarakat dihormati, karena itu seorang haji ber-
peluang menjadi pemimpin dan dapat menggerakkan orang lain untuk
melawan penjajah; (2) pengalaman masa lalu memperlihatkan adanya
pemberontakan yang dipelopori para haji seperti kasus perang jihad Pa-
lembang dan perang jihad Cilegon dan pemberontakan Mutiny di India:
(3), haji itu sifatnya kosmopolitan, di mana para jemaah haji bertemu
dengan para jemaah haji dari belahan dunia lainnya—sehingga wawas-
an mereka menjadi lebih luas dan kemungkinan meluasnya dapat dipe-
ngaruhi oleh Pan Islamisme. Pada awalnya, tampak bahwa sikap keras
Belanda dalam melaksanakan haji, kemudian tampak lebih lunak. Hal
ini dikarenakan pemahaman pemerintah kolonial terhadap ibadah haji
makin tinggi dan tingkat penetrasi kekuasaan Belanda makin kuat.!”

Berdasarkan beslit pemerintah tanggal 18 Oktober 1825 No.9 dite-
tapkan bahwa setiap jemaah haji yang akan berangkat ke Mekkah harus
membayar pas jalan (reispas) sebanyak 110 gulden dan bagi vang tidak
membeli pas dikenakan denda (boete) 1000 gulden.—beslit ini tidak disi-
arkan secara umum dan disampaikan kepada para residen secara rahasia,
agar tidak menimbulkan gejolak. Tujuan utama penerbitan beslit itu agar
dapat mengurangi semangat naik haji dan membatasi jemaah yang be-
rangkat ke Mekkah. Beslit No, 9 Tahun 1825 selanjutnya diubah dengan
Beslit No. 24 tanggal 26 Maret 1831, Perubahan itu berupa mengurangi
denda bagi yang tidak membayar pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220
gulden (dua kali lipat dari harga pas jalan). Alasannya, karena banyak
orang tidak mampu membayar denda 1000 gulden. Besit No. 24 tahun

" Husni Rahim, Sistem Otorifas...., idd., hlm. 179,
"“"Husni Rahim, Sisfem Oforitas Organbas Kilani..,, 0, him. 180-181),
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1831 juga vdak diumu mkan secara resmi,"* Kedua beslit yang dtﬂ“mpai,
kan secara rahasin tersebut memperlihatkan kekhawatiran pemeringgy
kolonial Belanda terhadap bahaya haji—dengan membatasi jemaah by
berangkat ke Mekkah,

Dampak pemberontakan Indian Mutiany di India pada 1857 telah me.
nyebabkan kehawatiran pemerintah Belanda terhadap Jemaah haji, g
hingga menjadi perdebatan di Parlemen Belanda (Tweede Hﬂ!ﬂﬂ]—-}-ang
melahirkan peraturan baru tentang haji pada 1859 yang termuat dalag,
Staatsblad tanggal 6 Juli 1859 No. 42. Peraturan tersebut memuat tig,
ketentuan utama tentang haji: (1) pas jalan tetap diwajibkan dan gr,,
tis; (2) calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa i;
memiliki vang yang cukup untuk perjalanannya pulang dan pergi serta
untuk biava keluarga yang ditinggalkan; dan (3) setelah kembali dar
Mekkahpara jemaah haji diuji oleh bupati/kepala daerah atau petugas
yang ditunjuk dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar day
pakaian haji. Peraturan ini pernah dua kali diminta untuk ditinjau kem.
bali, yakni pada 1873 dan 1890, tetapi oleh pemerintah tetap diperta-
hankan dan baru pada 1902 peraturan tersebut diubah, Dalam peraturan
1902 (Staassblad 1902 No. 318), ketentuan tentang ujian dan pemakian
gelar dan pakaian haji dihapuskan. Adapun peraturan memperiihatkan
uang jaminan baru diubah dalam peraturan 1905 melalui Steatshiad 1905
No. 288.1% Perubahan ini atas nasihat Snouck Hurgrunje yang tiba di In-
donesia tahun 1889 atas tindak lanjut dari kritiknya terhadap peraturan
haji 1859—yang berpandangan tidak perlu khawatir dengan pengaruh
Pan Islamisme dari jemaah mukiman di Mekkah dan untuk mengatasi
jemnaah haji terpengaruh dari para mukimin di Mekkah perlu dilakukan
kewajiban membeli tiket pulang dan pergi sehingga kesempatan tinggal
di Meklah tidak terlalu lama. Anuran Snouck ini selanjumya diterapkan
dalam aturan pada tahun 1922 (Staarshlad 1922 No. 698). Pemberang-
katan haji Nusantara di masa kolonial dilakukan di enam kota pelabuhan
utama yakni Makassar, Surabaya, Tanjung Periok, Palembang, Teluk Ba-
yur, dan Sabang. Pemberangkatan tersebut ciatur oleh agen syekh dari
Mekkah, di mana para agen juga biasanya memiliki hubungan dengan
para penghulu, kiai, para guru agama untuk memengaruhi para gun
agama dalam memilih syekh, Turun naik jumlah jemaah haji lersehl!f
ditentukan oleh berbagai faktor seperti keamanan di perjalanan dan di
Tanah Suci dan kecocokan musim, serta faktor perubahan “politik haji®

bt p{usnl fahim, Sisem Orontas.. ... doc cft, hlm, 179,
s Myl Rahim, Ststerr Oraritas . .. fbdd, him, 180-181.
i Husnl Rahim., Stires Oraritas ., ibid, b, |60,
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pemerintaly kolonial,™

politik Islam dari Snouck Hurgronje yang diterapkan pemerintah
kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 berupa
pengelompokan masalah Islam dalam tiga hal, sekaligus dengan cara
menghadapinya: (1) bidang agama murni atau ibadat; (2) bidang kema-
syarakatan atau juga masalah perkawinan dan pembagian waris: dan (3)
masalall kencgaraan atau masalah politik.Terhadap masalah pertama,
pemerintah mesti berlepas tangan, membiarkan saja mercka melakukan
ibadahnya. Terhadap masalah kedua, jika mungkin dibantu, Sikap ini
tampak dalam pengaturan perkawinan, ingin memberi kepastian hukum
bagi masyarakat lslam, pengaturan pengadilan agama, pengaturan kas
masfid, ingin memberikan pungutan biaya nikah dan penggunaan uang
kas masjid, dan pengaturan pegawai yang beragama Islam dalam meraya-
kan hari besar Islam serta pemberian kesempatan shalat Jumat—bantuan
yang diberikan bersifat pengendalian dan pembatasan wewenang selain
itu banyak memberi manfaat dalam pembinaan administrasi pengurusan
agama Islam. Terhadap masalah ketiga, pemerintah bersifat keras dan
mencegah segala usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme
dan Pan-Islam. Sikap ini tercantum dalam Staatsblod pengawasan peng-
ajaran agama [slam (1905 dan 1925) dan pengaturan tentang ibadah haji
serta ketentuan dalam memilih penghulu.'® Sikap Islam Politik Snouck
Hurgronje ini, secara resmi tetap merupakan rujukan pemerintah Hindia-
Belanda hingga seperempat abad ke-20.'%

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia pada 1889, politik
terhadap Islam, atas nasihatnya mulai didasarkan atas fakta-fakta dan
tidak atas rasa takut saja. Snouck mengemukakan bahwa para pemimpin
agama tidak secara apriori bermusuhan dengan pemerintah kolonial dan
orang yvang kembali dari naik haji tidak dengan sendirinya menjadi orang
fanatik dan suka memberontak. Sebaliknya, Snouck memperingatkan
agar Islam sebagai kekuatan politik dan religius tidak boleh dipandang
rendah. Ketika ideologi Islam disebarkan sebagai kekuatan doktrin poli-
tik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap pemerintahan asing
sebagai pemerintahan kaum kafir sehingga orang meragukan atau meng-
ingkari legalitas pemerintah Belanda, maka di sini ada bahaya bahwa
fanatisme agama akan menggerakkan rakyat untuk menghapuskan orde
kolonial. Politik yang disarankan perlu membedakan antara: 1) Islam se-
bagai ajaran agama; dan 2) Islam sebagal ajaran politik. Selama umat

'** Husni Rahim, Sistent Orarimas, ., ibid, him. 183,
%2 Husnl Rahim, Sistem Ovoritas... loc, cir, hlm, 168,
' Taulik Abduliah, Kata Pengarrar dalem baku Sneuck Hungrovfe, ialam di Hindio-Belanda,

Bhratara, [akarta, 1983, him. 5.
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mercka perlu diberi kebebasap

Islam menganutnyn sehagal agama,
yn gal ag bila Islam disalahgunakan Sths

jalankan kewajibannya. Sebaliknya, apa
gai alat agitasi politik, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk mep, :
rantasnya. Politik itu selaras dengan netralitas agams yang 'Eﬂ_iﬂlﬂnkan g
negeri Belanda dengan bersikap toleran terhadap paham |'3'"I7~ r'IZJ'I{iiriaI1
seperti ini langsung berakar pada liberalisme dan humanitarisme,
Politik yang dianjurkan Snouck Hurgronje merupakan Ihﬁgiﬂn dar,
pandangan mengenai perkembangan masa depan Indonesia. Menyr,
Snouck, I1slam hanya dapat menerima pemerintahan asing secara terpyy,
sa beserta suatu kocksistensi antara penguasa Kristen dan umat [sjay,
Karena itu, tidak mungkin dikembangkan suatu hubungan kekal anar,
Indonesia dan negeri Belanda, Dalam menghadapi 1slam, masyarakat kg
lonial menurut tradisi dapat mengharapkan dukungan dar] kaum ady
meskipun golongan ini tidak dapat menahan pengaruh, baik dari per.
kembangan Islam maupun dari perubahan-perubahan ke arah moder.
nisasi. Untuk ity tidak mungkin politik ini dijalankan untuk mencapai
tujuan pemerintahan kolonial dalam jangka panjang. Snouck tidak me-
naruh kepercayaan pada Islam sebagai kekuatan yang dapat membaws

kemajuan.'*s Seperti dijelaskan berikut:

Menurut Snouck Hurgronje, Indonesia harus mengalami perubahan untuk
mewujudkan suatu masyarakat modem. Masyarakat ini akan terwujud se-
bagai masyarakat yang telah diwesternizasikan. Berdasarkan gagasan pokok
ini peneuasa kolonial mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan
budaya Barat. Dalam hubungan ini kaum aristokrat Indonesia perlu diajak
sut serta dalam kehidupan sosial dan budaya Barat. Golongan ini dengan
kepemimpinannya akan dapat menjembatani jarak antara yang berkuas
dan yang dikuasai sehingga akhimya akan ada budaya milik bersama. Dalam
usaha melapangkan asosiasi, pengajaran Barat merupakan alat utama untuk
melancarkan modernisasi dan menyisihkan hambatan dari kekuatan tradi-
sianal Perkembangan ini tidak dapat ditahan lagi sehingga lewat sistem
sepsiasi haluannya dapat diarahkan pada kelanjutan pemerintahan Belanda
Gagasan Snuck Hurgonje ini tidak terepas dari jiwa zaman yang penuf de-
ngan pemikiran tentang humanitarisme, kewajiban memperhatikan n
rakyat pribumi, dan prinsip-prinsip etis dalam menjalankan politik kolonisl
Seperti politik asosiasi pada umumnya, gagasan ini bersifat naternalistis da"
ridak melihat kenyataan bahwa pelitik ini akan mengalahkan diri sendirl
oleh karena kemajuan pengajaran akan menciptakan kekuasaan sosial B3
yang akan menghapuskan sistem kolonial

14 Tigm Nasional Penulsan Sejarah Indonesta, Sefamh Nasional Indonesia, Zaman Kebangk™
art Nasional dan Masa Hindin-Belanda, Editor: RP. Soejono & 2. Leirissa, Getakan ke-4: Ed

v, Penerbit Balal Pusiaka, [akarta, 2010, hlm. 58,
we Tim Nasional Penulisan Sejorah Indonesia, *Sefaralk Nastonal lndonesti...”, ibits him. 5
e Tim Masional Penulisan Sefarah Indonesta, *Sejarah Nesional ", ibid., hlm. 57.
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Bertalian dengan tugas penghuly, serel
palembang mengeluaran beslit pada tﬂnsnargum:;tuk?g’;ﬂ:&;md:;
tentang Reglement dart Atoeran Mohamidialy dalam Residentie di :.;:ﬂm
koeta dan di Oloean. Dalam aturan i, ditentukan tugns dari pangeran
penghulu dengan para Apatatnya, sepert disebutkan dalam Pasal 41:5

1. Hoofdpenghulu, yaltu kepala agama dar| reside
Mua yang pegang agarma Muhamadiyah mese
dan hoofd penghulu mest Pegang buku orang
perkara terikat orang Islam separti teladan huk
sebut di bawah ini dan tiap bulan mesti
residen;

2. Khatib di kata Palembang boleh menikahkan orang dan yang mana pa-
tut diizinkan hoefdpenghuly; maba jikalay orang nikah yang mana mauy
hakim sebab tiada wali, hendaklah dinikahlan cleh khatib hakim, tetapi
lebih dahulu mesti dikasik tahy pada khatib karmpunanya yan g tiada ha-
kim, dan lagi dia pegang buku kawin tiap-tiap bulan kasih salinan pada
hoofdpenghulu; di dalam it bukyu mesti ada menyebutkan hari bulan
ketika kawin, berapa maskawinnya, tunai atay berutang dan taklik dan
nama dari saksi dia mesti taruh tanda tangan df dalam buku, di dalam
taklik supaya janean jadi perkara lakinya hilang dari negeri, mesti ada
tersel:_uut _bi!a lelaki raib dari negeri, di dalam tiga tahun tidak nafkahkan
pada istrinya, maka gugurlah talaknya satu; laki taklik lebih dahuly da-

ripada nikah mau dibikin supaya jangan jadi khilaf sesudah nikah tidak
mau memberi taklik;

3. Khatib penghulu jadi pertalongan pada hoofdpenghulu

4 Khatib imam begitu juga dan menjadi imam orang sembahyang di mas-
jid sebab itu lebih panekatnya dari lain-lain khatib;

3. Modin dan marbottungou masjid, jaga buat bersih dan mengatur peker-
jaan tempat orang sembahyang dan menyediakan tem pat orang sem-
bahyang bagaimana tersebut di dalam perintahnya agama lslam;

B  Bilal mesti ]EIEEI. [Eﬂgg‘ﬁl‘ di dalam kampung dan peliham orang miskin
dan jaga dari murid-murid di dalam kampungnya;

7. Lebai penghulu dan khatib uluan juga seperti khatib di negeri besar me-
nikahkan orang, maka hoofdpenghulu dari residensi boleh kasih hakim
pada lebai penghulu dan dia lagi pegang buku seperti mana jalan di ne-
geri besar; tiap-tiap bulan khatib uluan kasih salinan buku kepada lebai
penghulu dan satu takun sekali lebal penghulu sarah pada hoofdpeng-
huly bikin buku journal rapport kepada tuan Residen.™

nsi; arang alim dan se-

turut apa perintahnya
kawin dan bercerai dan

u khatib yang nanti ter-
kasih salinannya kepada tuan

Dikatakan Husni Rahim bahwa tugas penghulu di masa kolonial se-
perti tecermin dalam beslit residen Palembang tersebut, menunjukkan

ada tugas tambahan melaporkan pencatatan orang yang kawin, cerai,
dan kelahiran, Hal ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh data

-_-_-__—l'__
"* Adatrech tbrunedels, “s-Gravenhage, Martinus NI hoff dalam Hisnl Rabln, Sisten Ouorices
Administrash [slam.., ", foe. elt, him. 123-124,
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yang lengkap tentang perkembangan penduduk pribumi. Pemerintah ko
lonial Belanda menginginkan agar hoofdpenghuli menjadi pemimpin day
pada ulama dan semua orang Islam, sehingga memudahkan pengendaj|,
an terhadap ulamn dan orang Islam secara efektif. Tapi, dalam kenyagy,
annya bahwa hoofdpenghulu tidak selalu didukung para ulama. Kalau ho.
ofdpenghuly diangkat pemerintah Belanda sementard ulama merupakay
pengakuan masyarakat Islam. Di sini, arti pemimpin para ulam:a dalam
keputusan residen ini hanya dapat diartikan sebagal “mediasi” antara
ulama dengan pemerintah kolonial.""

Di masa kolonial Belanda, penghuld memperoleh hEh"{"ﬂPE flgas
baru, antara lain: 1) menjadi penasthat pada landraad (pengadilan negerj)
di mana kolonial Belanda memeriukan orang [slam dikarenakan meny.
rut Belanda hukum vang berlaku di kalangan orang Islam adalah hukum
Islam; 2) membantu penarikan pajak {belasting). Dalam Undang-Undang
Simbur Cahaya [se:elah-dikﬂdiﬁ]{ﬂsikan Relanda), Pasal &, bab kaum
disebutkan: “Hendaklah lebai penghulu serfa khatib-khatib tolong atas
pekerjaan pesirah, peroatin, maka dia orang hendaklah qelﬂmm bulky
jiwa (pencatan penduduk) di dalam satu-satll dusun dan tulis orang vang
kawin dan mati dan perhitungan pajak”; 3) membantu pencatatan pen-
duduk; 4) mengawasi pendidikan agama, seperti terlihat dalam Staats-
blad 1905 No. 550 dan Stratsblad 1925 No. 2195 Rertalian dengan tugas
penghulu pada masa kolonial Belanda ini, Karel srecnbrink mengatakan;

In about 1900, Christian Snouck Hurgronje, the most eminent Dutch colo-

nial advisor on Islamic affairs noted a divisan in the Muslim leadership of
Indanesia. O the one side were the penghulus, that is, those who manage

the religious burgaucracy, administering marriage and divorce, mosquie ser-
vices in the majar places, and court cases which involved not only marrage

hut also inheritance™®

Ketika Perang Aceh berkecamuk, Belanda dirisaukan oleh maraknya
ancaman pan-Islamisme, sebuah gerakan yang dipropagandakan oleh
jamaluddin al-Afghani untuk menyatukan kaum Muslim guna melawan
penjajah Barat di negeri-negeri Muslim. Pemikiran ini terutama dise-
barkan ke wilayah Hindia-Belanda lewat orang-orang pergi ke Mekkah
untuk natk haji. Menyadari bahwa ibadah haji merupakan momentum
untuk menggalang paham Pan-Islamisme yang dapat membahayakan ke-
langsungan kekuasaan Belanda di Nusantara, J.A. Kruyt, Konsul Belanda
di Jeddah, mengusulkan agar pemerintah merekrut seorang Muslim bu-

1% Yysni Kahim, Sistesr Oforiias. ", foe, oif, him. 126- 126,
i Husnl Rahim, Ssten Otoritas....”, ibidl, him, 126-128,

i Karel Steenbrink, “Religion and Education in A Cha . ; _
sign Jowrnal for Muglim Cultires, Volume 1, Number 2, Eﬁ?&“ﬁ;\iﬁlﬂ , Kieltur: The fndoaé
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trn atau Arab untuk memata-matai komunitas Muslim asal Hindia-

anda di Arabla. Tetapi, Perminatann itu ditolak karena Kementerian

wilayah Jajahan tidak bisa menemukan agen bumiputra maupun Arab
ag bisa dipercaya.!®

Kkruyt akhirnya merekriy seorang pemuda Belanda bernama Christi-
an Snouck Hurgronje yang bary sajy menyelesaikan tesisnya tentang aga-
ma Istam dalam studi Orientalisme dj Universitas Leiden dan mengirim-
kannya ke Jeddah guna mempelajari Islam secara langsung dan belajar
pahasa Melayu dengan orang.orang Nusantara yang tinggal di sana. Hur-

je menjalankan misi yang diembannya sebaik-balknya, bahkan ber-
sedia masuk Islam dan mengambil nama Abdul Ghafar—suatu hal yang
menghebohkan kalangan orientalis dunia, Dengan status barunya itu,
Hurgrenje berhasil masuk ke Mekkah dan bergaul baik dengan orang-
orang Aceh yang tinggal di sana, bahkan bergaul akrab dengan Habib
Abdurrahman—seraya mencar] tahu informasi yang dibutuhkan oleh pe-
merinfahnya. Hurgronje menyaksikan bagaimana, atas permintaan dele-
gasi Aceh, Mufti Mekkah, Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, mengeluarkan
fatwa yang isinya jihad melawan Belanda suatu hal yang wajib, karena
Belanda merupakan penguasa kafir. Pada suatu hari, penyamaran Hur-
gronje terungkap sehingga ia hampir dibunuh. Tetapi, berkat intervensi
penguasa Ottoman, nyawanya terselamatkan dan Snouck kembali ke Be-
landa. Menolak untuk menjadi gurn besar di Universitas Leiden, pada
tahun 1889 Hurgronje pergi ke Batavia dan diangkar menjadi penasihat
resmi Bahasa Timur dan Hukum Islam bagi pemerintah Hindia-Belanda
di Nusantara, '

Pada 1893 Snouck Hurgronje dikirim ke Aceh untuk menyusun stra-
tegi terhadap penyelesaian Perang Aceh. Snouck Hurgronje tinggal di
Uleauhue, markas besar militer Belanda. Tetapi, seperti halnya di Arabia,
identitas Islamnya memampukan Hurgronje bergaul baik dengan orang
Aceh. Dari hasil pengamatan dan pergaulannya dengan orang-orang
Aceh itu, Snouck kemudian berhasil menyusun sebuah Japoran pertama-
nya mengenai Aceh, yakni Atjeh Verslag—laporan yang menjadi dasar
kebijakan politik dan militer baru Belanda dalam menghadapi Aceh. La-
poran jtu mencatat pengaruh Islam sebagai dasar kevakinan orang Aceh
serta peranan ulama dan uleebalang dalam masyarakat Aceh. Sementara
itu, sultan memperlihatkan nyaris tidak memiliki pengaruh apa-apa dan
bahwa mayoritas uleebalang merupakan orang-orang Portugis, schingga
dapat diajak menjadi calon sekutu Belanda. Snouck menekankan bahaya

B
B sano Okrorino, Musaarara Merm ba, Ferang Terlarmi Belarnda: Kisah Perning dcely 1873-
1513, Kompas Gramedia, Penerhit PT Mex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm, &2,

™ Mone Okioring, Nusantara Membara, Perang Terlama Belande...., il Wl 82,
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ulama mayang dapat membangkitkan fanatisme anti-Belanda di kalang,
an rakyat.'" Snouck Hurgronje menekankan bahaya ulama mayang da.
pat membangkitkan fanatisme anti-Belanda di kalangan rakyat, seperj
disarankan sebagai-berikut:

Hanya arang yang menunjukkan memiliki kekuasaan uptok Ten:ksahan
keinginan yang dihormati, di mana pun juga, dan, apabld OB uﬁ, i
nakan tangan besi, dialah yang akan menaklukkan .M:EI_’I SEFe:ukTgs,. yipg
akan membuat rakyat Aceh yang berani dan cinta damai berteku 14

Menurut Snouck Hurgrone, orang Aceh hanya akan tunduk pada
kekuasaan yang tidak terkalahkan. Tetapi, selain menggunakan tangan
besi, ahli Islam Belanda itu juga menyarankan dijalankannya program
kesejahteraan kepada penduduk Aceh. Laporan ini mengubah pf!ndangaP
Belanda tentang orang Aceh, yang tidak lagi dipzmdﬂil'lg sebagal _crrang li-
cik, penipu dan pembunuh yang tidak berprikemanusiaan, tvE.!tFl]JI sehaga!
orang berjuang untuk tanah airnya. Kebijakan perang kolonial Felnda di
Aceh kemudian banyak dipengaruhi oleh pandangan Hurgronje. Menu-
rutnya, gerakan perlawanan Aceh bersifat tradisional, karena hanya bisa
timbul jika dipimpin oleh tokoh masyarakat dari kalangan uleebalang
atan ulama dan sifamya lokal. Untuk mematahkan gerakan perlawan-
an seperti itu, maka pemimpin perlawanan mesti dipisahkan dari t_ubuh
kelompoknya. Karena keputusan itu sering kali harus dilakukan di me-
dan laga, Belanda pun scgera mencarl, dan mendapatkan cara berperang
yang baru untuk mengirng konsep Hurgronje.'® 1

Kebijakan “politik belah bambu” pernah diterapkan pemerintah
Relanda dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Hurgronje bukan
hanya mendesak pemimpin Belanda untuk memperlebar jurang antara
pemimpin adat dan pemimpin agama Aceh, dan juga antara ulama yang
radikal dan moderat. Untuk membantu menghentikan peperangan dan
perlawanan orang Acel, Belanda menggunakan seorang ulama yang ber-
nama Haji Hasan Musthapa, yang pada tahun 1894, mengeluarkan sebu-
ah fatwa yang mengatakan umat lslam untuk tunduk kepada pemerintah
kolonial Belanda.'®

pada abad ke-20, semua pendidikan mengalami perubahan drastis.
Untuk pendidikan tradisonal diabadikan untuk memiliki banyak wakiu
untuk pelajaran-pelajaran agama, di mana hampir semua sistem pendi
dikan menjadi lebih umum dan sekuler, Darl suatu sistem pendi dikan

e pono Okterine, Nresantara Membana, Perang Terlama Belanda.. ., ibid., hlm, B2-83.
v Wgquen Conoc i, Neescertara Menbres Perang Terfarmn Belanelo.. !'fJI'-r!.: him, £2-63.
i Nono Oktoring, Neeseertaron Memban..., ibld,, him, 83, '

we pines Oktoring, Muasanbara Membar ., Bid., Wm, 87,

’ - o
4

Dipiradal chengan CantSeander



V’

AAB 2+ Kobiljakan Einisitas pada Masa Hindia Belanda

1“&.1 umumaya hanya tersedia unk mereka yang taat atau saleh dan
caya, pendidikan wajib menjadi lebih memiliki standar. Tem pat bagi aga-
dalam semua proses pendidikan secarn sederhana tidak mudah diku-
angi dalam P'?“‘fd“ ink. Di sana terdapat pengembangan-pengembangan
yang terartikulasi dan mendukung peranan agama, Salah satunya, be-
fakta bahwa Semua proses darl modernisasi selama dekade-ceka-

Je sebelumnya dari periode kolonial ini dan dalam Republik Indonesia
modern tampak terbuka yang sebelumnya merupnakan area yang tidak
berakses (pendidikan). Di daerah yang terbelakang penduduknya dan
dacrah-daerah terisolasi seperti Irjan Jaya, Klamantan, Sulawesi dan Su-
matra di mana masyarakat secara tradisional tinggal menyebar pada area
yang terpencil, formasi desa-desa dimulai yang sering dengan paksaan.'®

Di daerah-daeral di mana pusat perburuan dan praktik-praktik lain
dari adat-adat dari suku-suku (tribal), formasi untuk desa-desa digunakan
sebagal suatu cara untuk mengontrol pelajaran-pelajaran (subjects) yang
tidak digunakan oleh sistem pemerintahan yang lebih tinggi dari kekera-
hatan (clan) dan suku (tribe). Setelah stasiun polisi dan kantor kecil resmi
didirikan, selanjutnya perlunya membangun sekolah-sekolah di desa-
desa untuk mereka. Administrasi pemerintahan kolonial mendelegasikan
tanggung jawab untuk pendidikan modem di beberapa wilayah di bebe-
rapa wilayah (area) untuk misi-misi Protestan atau Katolik. Pada 1913,
kontrak pun dilakukan untuk meyakinkan pendidikan untuk semua pulau
Flores untuk misi Katolik dan untuk wilayah kepulauan Sumba, Sangir,
dan Talaud untuk gereja Protestan. Pendidikan di tanah Batak, Sumatra
Utara, diperluas dibawa oleh gereja Protestan, yang dibiayai pemerntah
kolonial.'

Akhimnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus beradaptasi de-
ngan sistem pendidikan dominan. Naskah Arab dan Jawa menjadi usang
atau tidak terpakai sebagaimana halnya Latin. Terdapat dua akomodasi-
akomodasi dibuat terhadap sistem dominan. Beberapa organisasi seper-
i Muhammadiyah dan Adabiyah di Padang meniru sistem pendidikan
kelonial, dengan menambah beberapa jam pelajaran pendidikan agama
untuk beberapa kelas seminggunya dalam program pendidikan sekuler,
Tetapi, terdapat banyak organisasi lainnya menemulkan madrasah yang
secara spesifik Indonesia dalam definisi dari sekolah modern, dengan mu-
rid didistribusikan ke dalam kelas-kelas berbeda di bawah guru mereka
sendiri yang mengajar suatu campuran {mixiure) mata pelajaran sekuler
dan agama. Dalam perkembangannya kemudian, dalam era kemerdeka-

--_-_'_-__
* Kasel Steenbrink, Religfon and Sawcarlon. ..., Op cit, hilm, 16,
™ Karel Steenbyink, Nelizion amd Edication...., . ett, hlm. 15,
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an, setidaknya terdapat sckuranya 15 persen dari siswa-siswa Indoney,
dari Kindergaten atau Bustan-al-Atfal menempuh jenjang pendidikan m,
nengah mengikuti sistem madrasah—suatu sistem 2 ng banyak diduk,

oleh inisiatif swasta dari pada sistem pendidikan sekuler, seperti Naj,

dhatul Ulama atau melalui inisiatif lokal lainfy?: Sistem madaraﬁ!h ticla
dintur oleh menteri pendidikan (dhe ministry of education. €top: diatyr

oleh menteri agama (the ministry of religious affairs)."

Maksum Muchtar'™ mengungkapkan bahwa Per '_E'Emhﬂﬂsﬂn mad.
rasah (madrasa) di Indonesia merupakan adopsi dari SiSIEM pendidikan
sekolah (school) VANE l-'Hl'FI’.‘ﬂI:EI'I.El'k:‘Iﬂ oleh pumtrjnlﬂh' I'l'll'lﬂ_l'ﬂﬂ] H-E]gnda_
Karena ada persamaan struktur organisas! dan administrasi antara mag.
rasah dan sekolah, sejumlah kalangan berpandangan bﬂhm_mﬂdm.gah
merupakan bentuk lain dari pada sekolah, dengan pengecualian bahwa
madrasah mengadopsi kamltteristik—kara}:teritik Islam.:ﬂnk:m tetapi, be.
berapa asumsi yang ada tidak semuanya benar, seperti dijelaskan berikuy;

Undoubtedly, the rise of madrasa was tp some degreg 3 response La the
development af school system brought by the putch colo n_la[ government
through the implementation of ethical pulitiﬁ. However, it is also worth
nothing that the rise and the development of madrasa in the early 20%
century was part of Islamic reform movement in Indonesia, which have in-
tensive communication with Islamic referm mavement in Middle East s
2 universal religian, Islam maintains its own civilization—including educa-
tional system=which is deeply rooted in the held tradition back to the era
of the Prophet. When it encountered local and partic ular traditions, Islamic
clvilization would keep its essence while inctrumentally adopting these lo-
cal and particular traditions. Thus, regarding the development of madro-
cnin Indonesia, it 1s necessary to loak at the universal aspect of madrasa
rradition in lslamn as the madrasa svolved since the classical [slam period
and continued to grow according to new pro blems and challenges faced by

madrasa system.”

Deliar Noer'™ mengatakan bahwa dalam tradisi pendidikan Islam,
muncul dan berkembangnya madrasah tidak dapat dipisahkan dari per
gerakan reformasi Islam yang diperkenalkan sejumlah tokoh-tokoh inte-
lektual Islam, yang kemudian dikembangkan melalui organisasi-organk
<asi Islam di Jawa, Sumatra dan Kalimantan." Oleh para tokoh-tokoh
reformasi atau pembaru Islam, pendidikan telah dipertimbangkan untuk
memiliki peranan strategis dalam membentuk kesadaran di kalangan

e joorel Steenbrink, Relighon. . ibiel, bibm, 19,
 paksum Muchtar, Madrasa, History and Development, Penerbit CV Aksara Saiu, Clrebam:

2017, him. 87,
ot pfaksiom Muchtar, Madrasa...., ibicl, him. £,

i ke Muchrar, Madrasa., ., ibid, him. B9,
m Deliar Noer dalum kutipan Maksum Muchiar, Madraza...., Ikid, hlm, 82

¥
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pustim. Meskipun demikian, sistem pendidikan tersebut tampak lebih
an orientasi pada fimu-ilmu agama (ubudiyah), seperti diprak-
gkkan di masjid-masjid dan pesantren, dan tidak memiliki perhatian ba-
terhadap masalah-masalah politik, ekonomi, dan budaya.
5““'“!“?” itu, pemerintah kolonial Belanda tidak ikut intervensi da-
jam pendidikan Islam, tetapi sangay mendukung pendidikan Kristen di
peberapa daerah dan mengikuti syaty kebijakan netral di beberapa dae-
rah lainnya, terutama berdasarkan strategi-strategl politik. Sejak 1945,
pemerintab I“d“'}'m“ telah mengembangkan pendidikan agama untuk
lima AgAMA TESMI secara luas yang berbeda tentunya dengan pendidik-
an sekuler Eropa yang diterapkan kolonial Belanda, Pendidikan Agama
semakin dikembangkan selanjutnya setclah peristiwa G/30 S-PKI/1965.
Sejak itu, kelas-kelas agama semakin meningkat bila dibandingkan de-
ngan periode sebelumnya, 74
S. Nasution (2001) mengungkapkan bahwa politik pendidikan bukan
hanya suatu bagian dari politik kolonial, seperti dikatakan Burugmans,
merupakan inti politik kolonial. Luas dan jenis pendidikan yang disedia-
kan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia dipengaruhi kuat
oleh tujuan-tujuan politik Belanda terutama atas pertimbangan ekono-
mis, sehingga sulit memisahkan persoalan pendidikan di Indonesia pada
masa kolonial terpisah dari persoalan ekonomi.'™ S. Nasution mengata-
kan bahwa pada masa Verenigde Cost-Indische Compagnie (VOC):

Orang datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk ber-
dagang. Mereka dimotivasi aleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang
sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yane berbahaya sejauh
ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah
dari Indonesia, Namun, pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang
permanen di daratan dari pada berdagang dari kapal yang berabuh di laut.
Kantor dagang itu kemudian mereka perkuat dan persenjatai dan menjadi
benteng yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah di seki-
tarnya. Lambat laun kantor dagang itu beralih dari pusat komersial menjadi
basis politik dan territorial Setelah paperangan yang banyak akhirnya Indo-
nesia jatuh selurhnya di bawah pemerintahan Belanda, Namun perluasan
daerzh jajahan ini baru selesai pada permulaan abad ke-20"F

Metode kolonialisasi Belanda tampak sangat sederhana. Koloni-
al Belanda mempertahankan raja-raja yang berkuasa dan menjalankan
pemerintahan melalui raja-raja itu, akan tetapi menuntut monopoli hak
berdagang dan eksploitasi sumber-sumber alam. Kecuali di bagian Timur,

--_-__r
™ Karel Steenbrink, Religion.... Op. cit, hlo. 19,
" §. Nasution, Sejarah Pendidikar ndonesia...., Op.eir, him. 3.
™S, Nasution, Sefarah Pendidikan indonesin .., ibiel, him. 3.
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orang Belanda tidak berhubungan langsung dengan penduduk. Adat jgy,
adat dan kebudayaan asli dapat dibiarkan tanpa perubahan. Aristokrag
tradisional digunakan oleh Belanda untuk memerintah negeri inf denggy,
cara efisien dan murah. Oleh sebab itu, Belanda tidak mencampuri keky,
dupan orang Indonesia secara langsung, merck sedikit mereka berbyg,
untuk pendidikan kecuali usaha menyebarkan agama mereka di bebers.
Pa pulau di bagian Timur Indonesia.'” -

Dalam perkembangannya, perckonomian yang dualistis pada sty
pihak memberi kesempatan bagi industri perkebunan untuk If'“'“hﬂlni-
tasi dengan tanah dan tenaga murah karena belum dikenal di kalangap
rakyat kontrak dalam arti sebenamya, pada pihak lain taraf kehidupan
rakyat masih rendah—keterampilannya, pendidikan, organisasinya—
sehingga tidak dapat maju dalam menghadapi kesatuan ekonomi yang
kuat, malahan merosot kedudukannya dari petani-petani menjadi pekerja
pada pabrik. Kondisi hidup rakyat pribumi—meskipun di tengah-tengah
kemajuan pesat industri perkebunan—memiliki eiri: makanan sangat se.
derhana, pakaian yang sederhana, dan perumahan tidak kukuh, Di Jawa
tidak mudah timbul kelas menengah yang kuat yang dapat menyaingi
bangsa Arab, Cina, dan Eropa. Di luar Jawa kondisi untuk pertumbuhan
golongan lebih baik karena jumlah penduduk tidak banyak dan mudah
mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi,'™

Dari berbagal uraian di atas dapat dijelaskan bahwa politik etnisi-
tas kolonial Belanda tethadap kesultanan-kesultanan di Nusantara pada
masa pra-kolonial dan masa Hindia-Belanda hingga menjelang kemer-
dekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 (dan masa Agresi Il
pada 1949) merupakan strategi kolonial Belanda dalam mengawasi, me-
ngontrol, dan mempertahankan kekuasaan Hindia-Belanda dalam men-
capai tujuan dan misi utamanya ekonomi politik dan ditopangi misiona-
ris Kristen untuk masyarakat Hindia-Belanda. Beberapa strategi bertalian
dengan politik etnisitas kolonial Belanda pada masa Hindia-Belanda:

Pertamna, kebijakan bidang sosial-politik—bertalian dengan kebijakan
SEE'['ﬂgEI'Ei etnis. Pemerintah kolonial Belanda melakukan Etl'ﬂlE'Ei seprega-
si etnis, dengan mengelompokkan masyarakat Hindia-Belanda menjadi:
golongan Eropa, Timur asing dan pribumi (inlender). Belanda menjadikan
perbedaan etnis begitu mencolok dengan cara menentukan kantor, pakai-
an, dan struktur administrasi secara berbeda, serta mengatur agama bagi

setiap kelompok. Mason Hoadley”™ mengungkapkan, di Cirebon pada

™ 8. Nasuthon, Sefardl) Pendiclikan Indonesia,, .., bid, hm_ 4.

12 Tim Masional Penulisan Sejoroh Indonesia, "Sﬁ-jﬂmhhmfmm”mmmmv ", O, cir, him.
29 ., O ety

™ Mason Hoadley, * lavanese, Peranakan and Chinese Blites in Cirebon: Changes Bthiic B
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(khir abad ke-17, kebijakan Belanda telah mendorong adanya keterpi-
gahan peranakan dan elite Jawa dengan kebljakan yang mengklasifikasi.
gan peranakan Gina, sehingga menyulitkan hubungan antara peranakan
cina dengan elite dan masyarakn Jawa,

Kebijakan pemerintah Hindia-Belanda bertalian dengan politik, se-

i diungkapkan Mason Hoadley, Belanda menerapkan kebijakan poli-
ik keterpisahan emis. Dalam perundang-undangan Hindia-Belanda yang
dikodifikasi pada 1848-1854, dengan ndanyn Regerings Reglement (Pasal
109), pemerintah Hindia-Belanda membedakan warga negara menjadi
dua: golongan Eropa dan bumiputea (natives, inlenders) atau pribumi.
Adapun migran lainnya (Cina, Arab, India, dan lain-lain) disebut dengan
golongan Timur asing (foreign oriental), dan mercka beragama Kristen
(misalnya orang Cina Kristen) bisa dimasukkan ke dalam, atau disamakan
dengan golongan Eropa, Yang tidak beragama Kristen, seperti Konghu-
cu, Hinrdu, Buddha, atau Islam—disamakan dengan golongan pribumi.
Menurut Pasal 163 Indische Staarteregeling yang dikeluarkan oleh peme-
rintah kolonial Belanda, masyarakat Hindia-Belanda dibedakan menjadi
golongan Eropa dan Timur asing (Cina, Arab, India, Pakistan, serta ketu-
runannya) disatu pihak, dan pribumi di pihalk lain, Kebijakan politik ras
yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda tersebut sangat diskrimi-
natif bagi masyarakat pribumi Indonesia.’ Penerapan kebijakan politik
emisitas beradasarkan perbedaan rag vang diskriminatif di Hindia-Belan-
da ini berdampak negatif terhadap hubungan antar-etnis migran (Cina,
Arab, dan lain-lain) dengan pribumi. Kebijakan ini bertujuan memecah
belah, “devide et impera” antara pribumi dan Timur asing agar tetap tidak
harmonis, sehingga pemerintah kolonial Belanda dapat memperkuat ke-
kuasaannya dan kepentingan Hindia-Belanda tidak terancam. !

Kedug, kebijakan bidang sosinl-ekonomi. J.5. Furnivall mengatakan
bahwa kehidupan ekonomi suatu masyarakat yang tidak memiliki kehen-
dak bersama (common will) terlihat dari tidak adanya permintaan sosial
(sucial demand) pada masyarakat secara total. Pada masa Hindia-Belanda,
permintaan sosial tidak terorganisir, melainkan bersifat sectional, dan bu-
kan suatu permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen
masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan karakter ekonomi plural
(plural economy) pada suatu masyarakat majemuk, dan bukan ekonomi
tunggal (unitary economy) pada masyarakat homogeneous. Proses ekono-
mi pada masyarakat homogeni dikendalikan oleh kehendak bersama, se-

S

unidares®, JAS, Volume 47, Number 3, 1998, hlm. 503-517.
= Abdullah 1di, Bamgka, Sejarah Sosial Cina-Melsyu, Edisi Kedua, Penerbit Tinra Wacana,

Yogvakarta, 2011, hlm, 79-80. .
" Abdullah 1di, " Rangha, Sefarah Sosial Clna-Melayu...” Ibid, him. B1.
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ehallknya. Yakni bahwa hubungy,
cakat semata-mata dikendalilgy,
ng materinl sebagai tujug,

dangkan pada masyarakat majemuk s
5';"5;“1 di anmara elemen-elemen masya
oleh proses ekonomi d n produksi bara
utama kehidupan mns}-':?::at,l:{uma pr:ngelnmpﬂkﬂﬂ berdasarkan pe.
bedaan ras, pola produksi pun diciptakan atas dasar plcrbedann £as, yang
mana tipe ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri. Orang Belanda gj
bidang perkebunan, orang pribumi di bidang pertanian, dan orang Ciny
di bidang pemasaran atau sebagai mediator atat inter-mediary di antary
keduanya,'® )

Ketiga, kebijakan bidang sosial-keagamaan. Kebijakan pemerinta,
Hindia-Belanda, diantaranya: larangan adanya aSiﬂlflﬂﬂ‘fl Pﬂ%‘ﬂwmﬂﬂ (ma-
rital assimilation) antara orang Timur asing dengan pribumi. Pemerintah
Belanda, melalui Christian Snouck Hurgronje, tidak 5*3“:1.'“ dengan kenya-
taan asimilasi antara migran asing atau Timur asing (Cina, Arab) dengan
masyarakat pribumi. Misalnya, kasus asimilasi keluarga Rﬂdf—'“ Saleh (ke-
turunan Arab) dan Bupati Magelang (Danuningrat), serta sejumlah kasus
lainnya, sangat tidak dikehendaki Hurgronje, dan dia r_nenghafap%:an ja-
ngan ada kasus asimilasi perkawinan (marital assimilation) lagi. Bila ada
dengan sengaja melakukan asimilasi, dinyatakan melakukan pelanggaran
undang-undang kriminal pemerintah Hindia-Belanda.'® Dﬂla.'l't:l. bidang
sosial-keagamaan juga, Snouck Hurgronje, Secrang ahli etnologi dan pe-
nasihat politik Belanda pada akhir abad ke-19 sering melakukan peleceh-
an terhadap Islam, misalnya dengan mengatakan bahwa ulama-ulama
Melayu hanya bisa menerjemahkan dengan hasil sangat jelek. Pemerin-
tah Hindia-Belanda kemudian menciptakan birokrasi keagamaan untuk
melayani dan mengontrol kehidupan keislaman.'® Hurgronje pura-pura
masuk Islam yang bertujuan untuk mengawasi dan memata-matai ulama
Islam dan agar bisa ke Mekkah untuk misi tersebut.'®

Kontrol Belanda atas Nusantara sangatlah tidak mudah. Selama lebih
kurang tiga setengah abad keberadaannya, Belanda menghadapi begitu
banyak pemberontakan, konflik sosial, dan perang. Resistensi terhadap
kolonial Belanda berlatar belakang beragam etnis dan agama. Tetapi, per
Jawanan yang paling ditakuti adalah perlawanan atas nama [slam karena

solidaritas keagamaan yang mereka bangun sehingga sukar dibendung.

e .!'; FLLml'l-"ﬂ.“. HHHTHI m'“'ﬂﬁ-| clalam HH'I'IE']J’IL‘-]H Evers [Ed_]l Epciol as Eﬂ-u”! Eist
Asia: Readings ov Socinl Change and Developmens, Ouford University Press, Oxford, 1980, hlm.
=100,

w Hamid Algadri, Dutch Policy Against Istan and Indonesians of Arab Descent in Indonesio
LP3ES, Inkarta, 1476, hlm. 57,

i pgyumardi Azr, *nteleknualitas Dunia Melayw Serantan’, Republika, 6 januari 2003, b
.

s Ahdullah Idi, *Bangha: Selarah Sosial Cina-Melayw....", O, cir. him. B4-85,
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ah satu Ikatan solidaritas keagamaan yang mengetuk setiap Muslim
ik melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda
4dalah jihad. Konsep ini pertama kali dikenal kaum Muslim Nusantara
akhir abad ke-17, terutama melalul buku-buku tentang Islam atau
jewat pengajian-pengajian dan ceramah di masjid. Ketika, bagi mereka,
gonsep jihad itu belum terjelas makna dan cara penerapannya. Setelah
herhadapan dengan bangsa kolonial Belanda, jihad pun semakin jelas.
gejatuhan Mataram dan Banten misalnya telah berakibat adanya reak-
i yang besar dari kaum Muslimin di Nusantara. Orang mulai berbicara
rentang “jihad” melawan “kafir”. Salah seorang tokoh agama yang ditu-
duh kolonial Belanda sebagai pengobar semangat “jihad™ adalah Syeikh
yusuf, seorang ulama asal Makassar yang memiliki banyak pengikut di
ganten. Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Afrika
gelatan.'™
Di Mataram, benih-benih jihad sudah dimulai pada abad ke-18, ke-
rika kontrol Belanda terhadap keraton semakin kuat, tetapi jihad dalam
makna sebenarnya baru terjadi sebenarnya yakni selama lima tahun ke-
tika seorang Pangeran Jawa yang taat, Diponegoro menyerukan konsep
ini dan mengajak perang melawan Belanda(1825-1830). Perang berakhir
1830, dan Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan kemudian dibuang
ke Minahasa. Bernard H.M. Vekke mencatat, dalam Perang Diponegoro
ini setidaknya 15.000 serdadu pemerintah kolonial Belanda yang gugur,
yang terdiri dari 8.000 orang Eropa, dan jumlah orang Jawa yang gu-
gur akibat perang, penyakit dan kelaparan berjumlah kira-kira 200.000
orang.'®
Pada 1865, inspektur kolonial pertama untuk Native Education di
Hindia-Belanda, J.A. van der Chijs memulai dengan tugasnya dengan su-
atu pernyataan bahwa hal itu merupakan hal yang jauh dari pencapaian
kebijakannya. Seperti disampaikan van der Chijs dalam Karel Steenbrink:
"I reaily want to start native education growing from the traditional insti-
tutions and habits, but this style of education id too bad to be tolerated in
the native schools™ Wan der Chijs aimed tHoly Scripthis comment at the sys-
tem of education founded on basic courses of Qur'an recitation, where text
in Arabic were memorized without much interest in their content. Van der
Chijs was not the only person to opine that the traditional Islamic system of
education was not suited to the modern system of schooling™"™

Tetapi, beda halnya ketika berkunjung sekolah-sekolah Kristendi be-
berapa wilayah di mana merupakan terdapat jumlah komunitas Kristen

T Bernard ., M, Vekke, Musantaree Sefaralt Indonesia, FT Gramedia, Jakorta, 20186, him. 10.

* Bernard H. M., Vekke, Nusantara: Sefarah Indopesia,, . Jbid. hlm. 11.
"= Karel Steenbrink, *Religion and Education In a Changing Indenesla...”, Op. eit. him. 17.
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di Maluky dan Minahasa, Van der Chljs mencatat sekolah-sckolah terg,,
but justru memberikan pendidikan lebih religius. Ketika sckolah py,
lim menggunakan memulai dengan pengajaran dalam naskah Arab gy
memberikan teks terhadap dalam pelajaran pertamd, sepertl halnya de.
ngan Bible untuk Kristen. Seperti dikatakan sreenbrink selanjutnya;

“The Bible transfiteration used in Eost Indanesio wis “'""i”c," i a very cins.
sic, old fashioned and lierary Malay, wh jch was like the Arabic of the Qur'nn

a foreign languages for these yolng nupils R_Endfﬂg ar_lﬂ' writteng in the
Christian schoolsalso focused on the Holy Scripture whife geogrophy wa

restricted to the map of Polestine and Turkey (for travels of t"_‘ﬁ'l*ﬂpﬂsrfe
Paul). Also, history in the Christian sehools did not excrfe!:f the tubrm.r st
ries. The teacher at the Christian schools of East ir.!dnnesm_an'su ﬁ.rnclt.'ﬂned
as religious leaders of the congregation in liturgical services, praying for

the sick and the dead.”

Hal tersebut sesuangguhnya merupakan alasan politik bahwa peme.
rintah kolonial memutuskan untuk membangun sekolah-sekolah Kristen
dan memberikan mereka suatu tempat dalam sistem pendidikan resmi,
Dalam “One Dutch Minister of Colonial Affirs pada 1888" dinyatakan se-
cara jelas bahwa intervensi pemerintah kolonial terhadap sistem pendi-
dikan Islam dan dulungan dana diberikan kepada mereka, hanya akan
mempromosikan pendidikan agama, bahwa akhirnya tidak akan men-
dukung otoritas Belanda dan pengaruhriya. Sehingga pendidikan Kristen
diberikan akses untuk birokrasi modern, sementara pendidikan Muslim
terpisah partisipasinya dari masyarakat kolonial ¥

“I really want to start native education growing from the traditional insti-
wutions and habits, but this style of education id too bad to be tolerated in the
native schools.'® Politik pendidikan kolonial Belanda erat kaitannya de-
ngan politik mereka pada umumanya, yakni suatu politik yang dominasi
oleh golongan yang beruasa dan tidak didorong oleh niai-niai etis dengan
maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah ja-
jahannya. Bertalian dengan sikap itu, terdapat beberapa cirrl umum poli-
tik dan praktik pendidikan Belanda:

1. Grodualisme, yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi
anak-anak Indonesia. Perkembangan pendidikan dengan berang-
sur-angsur dan lamban serta membiarkan anak-anak pribumi tidak
memperoleh pendidikan atau pendidikan kurang layak, sama kondi-
sinya ketika mereka pertama datang ke Indonesia,

2. Dualisme, dalam Ipf.:ndjdilum dengan menekankan perbedaan yang ta-
jam antara pendidikan Barat dan pendidikan pribumi, Hal in berarti

" Karel Steenbrink, "Religlon and Education ina Changing Indovesic. ", itsic, him. 19
& Eanel Steenbrink, “Refigion ard Education ina Changing lndonesin. W r'b.i::'“him 16 '
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hahwa berlakunya pemeriy
bagl berbagai golongan pe
berbagai golongan rasia] 4
5. Gentral control yang b

Wahan, pengadilan dan hukum tersendiri
nduduk. Ada sekolah yang berbeda untuk
An soginl,

Ritu kuat. Pemerintah memainkan peranan
penting dalam segala perspalay pendidikan. Tidak ada perubahan,
betapapun keellnya, tanpg persetujuan Gubernur Jenderal atau Di-
rektur Pendidikan yang hertindal atas nama atasannya,

4. Kﬁf’mm tjan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk
menghasilkan pegawai sebagaj fakior penting dalam perkembangan
pendidikan. Sekolah pertama untuk anak-anak pribumi dengan tuju-
an mendidik aristokrasi di Jawa yntuk menjadi pegawai diperkebun-
an pememtah yang terys berkembang pada masa tanam paksa.

5 Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama
dengan di negeri Belanda, Prinsip inj bertujan agar sekolah-sekolah
di Hindia-Belanda memiljkj kurikulum dan standar yang sama de-
ngan sekolah-sekolah dj negeri Belanda, dengan maksud agar mem-
permudah perpindahan murid-murid (anak-anak orang Belanda)
dari Hindia-Belanda ke sekolah-sekolah di negeri Belanda.

6. Tidak adanya perencangan pendidikan yang sistematis untuk pendi-
dikan anak pribumi. Pada 1910, terdapat beragam sekolah untuk
anak-anak pribumi, seperti sekolah desy (Volksschool) untuk anak-
anak pedesaan; sekolah kelaas dua untuk anak pribumi biasa di
perkotaan; sekolah kelas satu untuk anak-anak kaum ningrat dan
orang kaya; sekolah khusus untuk anak mi liter; dan untuk golongan
aristokrasi di Sumatra; dan sekolah untuk pendidikan pegawai dan
dokter Jawa. Tetapi, sekolah-sekolah ini berdiri sendiri tanpa ada
hubungan organisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi,
sekolah untuk anak-anak Belanda (Europese Lagere School/ELS) telah
ada sejak 1860 dan sistem pendidikannya dengan orzanisasi yang
lengkap sama dengan di negeri Belanda, yang memberi peluang bagi
mereka memasuki universitas.'®

Pada 1908, sebagai konsekuensi kebanglkitan Asia dan Gerakan Cina
Muda, atas kemenangan Jepang atas Rusia, serta besarnya perhatian
Kaisar Cina terhadap pendidikan orang-orang Cina di daerah koloni Be-
landa, telah berdampak pada , kolonial Belanda tidak intervensi (non-
intervensi) terhadap sekolah Cina, Betanda juga tidak menginginkan
bahasa Belanda dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah Cina. Te-
tapi karena dampak kebangkitan Asia dan Gerakan Cina Muda di Hindia-
Belanda, maka bahasa Belanda tersingkir dari Kurikulum sekolah-seko-

"' 5. Nasution, Sefaral Pendidikan Indonesia.... Op. cit. him. 20-35,
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lah Cina, dan diganti dengan bahasa Cina dan [nggris yang dimasui,
dalam kurikulum sekolah-sekolah perkumpulan orang-orang Cina (7
Hoa Hwee Kuan/THHK) di Hindia-Belanda tersebut. Maka, hal ini, tel,
menyadarkan pemerintah kolonial Belanda untuk meninggalkan poljyjy
non-intervensi dalam pendidikan anak-anak Cina dan memutuskan uny
membuka Hollands Chinese School (HCS) pada 1908, TUjuannya adala
agar bahasa Belanda dapat dikalahkan dengan dorongan mempelajari by
hasa dan kebudayaan Cina, Kurikulum HCS akan sama dengan ELS aga,
memberikan pendidikan Belanda yang murni kepada anak-anak Cina

Apabila selama masa 1900-1914 ada suasana baik terhadap haluap
politik etis dan tidak banyak terdengar kritik terhadap poltik etis terse.
but, sejak tahun 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak d!h“"-ﬂl'-
kan kecaman-kecaman bahwa politik etis gagal. Dalam kecaman itu juga
diutarakan bahwa politik paternalistis yang bersemboyan ches vous, pour
vous, sans vous tidak mempertimbangkan hasrat pada Pﬁh“mj'{*ﬂ“diﬁ 5=
telah ada kesadaran pada mereka. Munculnya politik asosiasl mencita-
citakan suatu masyarakat Indonesia yakni Eropa dan pribumi akan dapat
hidup berdampingan di dalam masyarakat Hindia-Belanda. Golongan
pribumi yang telah mendapat pendidikan Barat akan dapat bekerja sama
dengan golongan Eropa, maka berdasarkan gagasan ini jumlah ini dapat
dibina sebaik-baiknya. Dengan munculnya pergerakan nasional itu, poli-
tik asosiasi praktis kehilangan dasar eksistensinya. Perkembangan selan-
jutya menunjukkan kecenderungan ke arah radikalisasi, baik pada pihak
pribumi maupun pada pihak Eropa.™

Ketika Agresi Belanda I1, banyak orang Cina dirangkul kembali di ba-
wah kekuasaannya. Banyak orang Gina yang mengungsi ke daerah-dae-
rah, dan hampir semuanya tinggal di kawasan itu. Tidak sedikit pemimpin
orang Cina yang memihak Belanda dengan terang-terangan. Thio Thiam
Hui telah menjadi penasihat Pejabat Gubernur Jenderal H Van Mook
Orang Cina juga mendirikan pasukan keamanan sendiri di daerah-daerah
kekuasaan Belanda yang dinamakan Pao and Sui, Pasukan keamanan ini
dilihat dari jumlah bukanlah suatu kekuatan signifikan, tetapi secara psi-
kologis merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap hubungan
antara masyarakat pribumi dan orang Cina ketika itu, Kondisi demikian
mEIﬂI:I‘thI:I]kﬂﬂ Fmsnngka buritk dan kecurigaan dari masyarakat pribumi.
Meslep o ad.ﬂ Juga orang Cina yang menggabungkan diri dengan gerilya-
wan pribumi berjuang mEh!watn Belanda, tetapi akibat prasangka buruk
itu, setiap orang Cina dicurigai sebagai mata-mata Belanda. Di beberap?

i &, Masution, Sefrrah Perd ldfikan Irddonesia,,, Jisd
; -+ hlm, 108,
" Tim Nasional Penulisan Sejarah midonesg Selarah Nasiong! It hilmm
™ cjarah Indo la, Indonesia V..., loc ¢t '
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awasan ::Zi:dl perusakan rumah-rumah Cina dan penganiayaan terha-
mercka.

setelah Indonesia merdekg, pengaruh kekuasaan Belanda lainnya
sdalah diadakannya konferensi-konferensi yang didukung Belanda, mi-
poritas Cina dan Arab, antara tahun 1946-1947 di Yogyakarta, Pangkal
pinang ‘ElH" Denpasar. Anggota-anggota konferensi mengajukan suatu
deklarasi bahwa mereka akan menahan diri dari debat masalah politik
hingga masalah itu tuntas, Mereka membatasi membicarakan tentang
masalah-masalah dan hak-hak minoritas, masalah ekonomi dan pelajar-
an bahasa ':{“'1_ di sekolah-sekolah yang didukung oleh pemerintah. Sua-
m makna penting dari konferensi itu dinyatakan bahwa fakta yang ada,
yakni kelompok Cina menghendaki tetap Cina. Ini berarti masyarakat
cina menolak asimilasi. Suaty imbalan terhadap upaya Belanda dan pe-
mimpin-pemimpin Cina itu adalah dukungan orang-orang Cina di daerah
kekuasaannya.

Organisasi-organisasi eksekutif masyarakat Cina terdapat di berbagai
kota di Indonesia. Organisasi-organisasi ini bergerak di bidang pelayan-
an kesehatan, yayasan sosial yang memberikan pelayanan kepada orang
Cina miskin, olahraga (basket, tenis meja, badminton) yang didomina-
si orang Cina terutama generasi muda totok. Organisasi-organisasi ini
membuktikan keterpisahan mereka terhadap masyarakat pribumi dan
sekaligus menunjukkan sikap orang Cina yang “oportunis”, Siapapun pe-
nguasanya baik Inggris, Jepang maupun Belanda mereka dukung. Sikap
orang Cina demikian barangkali bertalian erat dengan latar belakang me-
reka sebagai migran yang ingin mencari keuntungan ekonomi.!®

Twang Pek Yang mengungkapkan, ketika memasuki masa transisi,
antara 1945-1950, peranan ekonomi Cina agak kompleks. Setelah ke-
merdekaan (dalam masa transisi), aset ekonomi pemerintah sebelumnya
diambil alih oleh para republikan (pembela kemerdekaan republik), akan
tetapi hubungan mereka dengan pribumi lokal tetap terjalin dengan baik.
Ketika Bung Hatta dan pemimpin lainnya menganjurkan para penguasa
Cina perlu beradaptasi dalam suatu model organisasi ekonomi sosialis
dalam wujud koperasi, para pengusaha Cina dan para pemimpin revo-
lusioner Jokal justru melakukan kerja sama penyelundupan (smuggler).
Meskipun aset ekonomi pada masa transisi ini banyak dihancurkan Be-
landa dan tentara Indonesia atau oleh masyarakat pribumi lokal, terda-
pat para pengusaha muda Cina yang muncul dan eksis, terutama mereka
Yang dapat mengontrol operasi-operasi penyelundupan. Mayoritas peng-

-;w_[:., Soekisman, ibid., him. 47. Lihat pula: (Abdullah Idi, " Banghn, Sefarmh Sosial Cina-
i, o cit, him. 99,
™ W.D. Seekisman, loc. cir., him. 59,
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wesha muda Cins ini ditakokan oleh Cina totok, yang mana Mg
PUnyEL jaringan hicpis domestil dan intemasional, terutam, Mna
Para pengusaha Cina totok ini, di samping melakukan Iatingan IF::WMI.Ilt
gia] mereka jugn dapat mengeksploiias jaringan perda Eangan nlrm-::
Bahkan, dalam beberapa kasis, Cina totok mamp menyingkirkay, ik
kelvarga peranakan dalam mengamhil kontrol "rgmﬂgnﬁ'“"ﬂﬂnlqh- an
munitas Cina di sejumlah kota, vang terpiisai pada keuntingan hfqﬁ: g

Menjelang weal dekade transisi (1940 1950), ketika kemprgey
dipastikan resmi berada di pihak Rl, peranan oriang Cing lmhﬂd% .
hidupan ckonomi Indonesia secara substansi mengalami kegype, ,1!-
tidak dapat dinbah. Banvak keluarga bisnis peranakan generasi 1, r,{“
pergi keluar negeri. Jika anak-anak mereka tinggal di Indonesia, ,_,mt:
nva sering memilih hidang pekerjaan profesional ketimbang terjun & ”:
dang bisnis-perdagangan. Banyak para pengusaha Cina totok hamy, .,
ninggalkan sedikit aktivitas ekonomi dan tidak mewarnai iklim ekgn,._
1950-an - 1960-an yang dipandang berbahaya. Akan tetapi, keberaga,.
mercka masih dapat mengeksploitasi relasi-relasi yang mereka l'EEH'Lh.;nt:
kan dengan para komandan tentara. Mereka kemudian membangun b,
fiis dalam ukuran besar dengan iklim yang lebih menyenangkan pad,
tahun 1970-an dan 1980-an, menjadi konglomerat-konglomerat besa
sering beroperasi di negara-negara Asia lainnya, sebagaimana halnya 1:1.1
Indonesia '

Setelah selesainya Agresi 11, dan kembalinya kekuasaan Indonesis
dengan utuh, masalah asimilasi orang Cina menjadi lebih komplek lag;,
Ide tentang asimilasi tentang warga negara Indonesia (WNI) keturunan
Cina bukan hal baru. Pada awal masa revolusi, Urusan Peranakan dan
Bangsa Asing Kementerian Dalam Negeri menganjurkan asimilasi hagi
semua minoritas, meskipun tanpa menjelaskan dengan detail mengenai
isi dan konsepnya. Orang pribumi yang terkemuka saat itu sering menga-
jukan konsep asimilasi. Misalnya pada bulan April 1958, Jenderal Nasuti-
on, Kepala Staf Militer, menganjurkan semua keturunan asing WNI tidak
bercampur dengan orang asing, tetapi bersekutu dengan orang pribumi
Indonesia dan organisasinya. Prinsip nasionalisme Indonesia adalah In-
denesia harus menyatu dan homogen (united and homogeneous) dan orga:
nisasi eksklusif tidak diharapkan.!*

Pada sebagian orang Cina menunjukkan tanda-tanda positif. Padd
1952, ada gerakan dari perkumpulan mahasiswa Cina di Nederland

' Twenng Pek Yang, * The Cliness Buesiress”, Op, eit, Wi, 40,
o Tvang Pek Yang, #idd, bl 40,

I . 11” Mackle ([id.), The Chinese in tndanesta; Five Hisaps, Thomas Mesbon, Ontacio, 578
| s O
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(Chag Hua Hui) untuk membubarkag

badan-badan dan UNSUF-insurmya.
werek berpandangan balwa Indonesia kini sudah merdeka, tidak re-

jevan 1agi mempertahankan organigas) eksklusif orang Gina. Sejak itu
jumiah anggota CHH melakykay “gerakan” sehagai orang Imlunusia:
Tapl. 'i“"m"““_h arah yang positif jiy mengalami hambatan karena pada
am 1953 dibentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indone-
gia (BAPERKI }Ll"lil %‘HWHh Pimpinan Siaw Giok Tian. Tidak lama kemudian,
RAPERKI “‘E‘“J“ﬂ' partal politik dan pada Pemily 1953 berhasil memper-
ole kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis pe FMLSyawa-
patan Rakvat Sementara (MpPR S).0%
Pemikiran asimilasi pertama kali muncul ke permukaan pada Se-
minar Kesadaran Nasional 15 Janyari 1961, Piagam asimilasi hasil dari
eminar itu ditandatangani 30 orang WNI keturunan Cina. Makna dari
asimilasi pada piagam itu adalah masuk dan diterimanya orang keturun-
an Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia “tunggal” sedemikian rupa,
yang akhimya kelompok khas semula tidak ada lagi. Generasi muda Cina
juga memelopori asimilasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pembi-
naan Kesatuan Bangsa (LPKB). LPKB ini kemudian diresmikan dengan
Keppres RI Ne.140 Tahun 1963. Aliran asimilasi ini didukung oleh Partai
Katolik, Partai Kristen Indonesia dan ABRI yang di bawah pimpinan A.H
Nasution. Aktivitasnya antara lain penggantian nama Cina dengan nama
pribumi.*™
Dedi Octomo™ mengatakan bahwa asumsi yang mendasari mengapa
kebijjakan asimilasi diberlakukan adalah karena orang-orang Cina (Ti-
onghoa) dianggap sebagai masalah dan ancaman pada masa Orde Lama,
yakni mereka memiliki kecenderungan loyalitas ke RRC. Ketika mereka
diberi ruang untuk berpolitik, mereka ternyata membelokkan loyalitas
mereka kepada RRC dan gerakan komunis, Selain itu, mereka juga me-
murut Orde Baru tampak kurang patriotis/nasionalis, ekslusif, dan men-
dominasi ekonomi nasional, maka orang Cina sermakin sulit diterima di
Indonesia. Mereka akan lebih mudah diterima apabila berasimilasi (ber-
baur), antara lain memeluk agama mayoritas pribumi (Islam) dan mela-
kukan kawin campur dengan orang pribumi, di samping itu mau menun-
jukkan partisipasi politik.
Setelah Indonesia merdeka, seperti diungkapkan WD. Soekisman, >
dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya, dalam Pasal 26 ayat (1) di-

"™ Wuri Handayani, *Asimilasi di Pontinnak®, loc. eir, hilm. 49
A Mackle [Beb,), " The Chireese (i [rlomesia™, (ye cit,, bl 54,
' Seperti dikuip Rebeka Harsono, *Sevelal Pevmbviinan, What's Nest?™ dabam hiep: /7 weew,
pas.com/kompas- cetak/0401/2 1 foplnt /813260 (14 Oktober 2005).
= WD Soekigman, Masalalh Cloa off Tndomesia, Yoyasan Penelition Masndoh Asia, Jakarta,
1975, him, 58
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POLITIK ETHISITAS HINDIA BELANDA: Dlema dalam Pengelolaan Koberagaman g, - |
mungkinkan orang-orang bangsa asing menjadi ""“fﬁlj' ':Ifﬂﬂfi Indon, .
M'I!l'lg[:nﬂt warga negara telah cintur dalam Undang-Undang KEWE[EI ’
garaan. Kehendak politik yang baik dari bangsa lmilnml',sia. antar lain
mengatur dalam masalah kewarganegaraan Orang Cina itu, tidak Mg,
hasilkan suatu hubungan yang harmonis antara masynrulfat Orang
dan pribumi. Hal ini disehabkan oleh situasi pada saat itu mash y,
kuasanya Belanda di daerah-daerah tertentu, pengaruh peristiwg
terjadi di Cina daratan, dan sikap orang Cina sendiri yang lebih meme,
tingkan kelompok etnisnya sendiri.

Proses hubungan antara negara dan kekuasaan E[:|H.I:J.dﬂ Pada abyy
ke.19 mﬂnm'j,ju]d:an dua geja]a yang bEﬂﬂ]ﬂk bflﬂ.kﬁﬂﬁn Di satu 51'-5:[, tam.
pak semakin meluasnya kekuasaan Belanda, di sisi lain, semakin mer,
sotnya kekuasaan negara-negara tradisional. Pengﬂnlh huhungan dE‘.I'Jgan
kekuasaan Barat tersebut bertalian dengan berbagai aspek kehidupay
baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Dalam bidang sesial-politik, pengaruh Belanda semakin kuat karens
intervensi yang intensif dalam persnalan-persoalan intern negara-negs.
ra, seperti dalam hal pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabay
birokrasi, maupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan poli
negara. Hal ini berdampak pada semakin bergantungnya pada kerajaan.
kerajaan tradisional pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalm me.
nentukan persoalan pemerintahan semakin melemah. Selain itu, aneksasi
wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing sejak akhir abad ke-17 ber.
akibat semakin kurangnya penghasilan penguasa-penguasa tradisional, ™

Dalam bidangs osial-ekonomi, kontak dengan Barat berdampak
pada semakin melemahnya kedudukan kepala daerah dalam negara-
negara tradisional. Kekuasaan mereka berproses melemah dan lebih jauh
di tempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing, sedangkan te-
naga kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial
Keadaan ini telah menimbulkan keguncangan dalam kehidupan para pe-
nguasa dalam negara-negara tersebul. Di Jawa, faktor-faktor produksi
pertanian, baik yang bertalian dengan tanah maupun tenaga kerja, di-
atur berdasarkan sistem kolonial. Sama halnya, di daerah-daerah lain,
di mana perdagangan laut merupakan sumber penghidupan pokok dari
penduduk, seperti Maluku, penguasaan daerah pantai dan tindakan mo-
nopolistic dalam perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, ditambah
dengan penguasaan daerah produksi tanaman ekspor, merupakan ham-

*! Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sefarah Nasiona Indonesia: Kemunculan Pev
Jajahan di Indonesia, RP. Soejono & R.Z. Leirissa (Editors), B : it
an ke-4, Penerbit Balal Pustaka, Jakarta, 2010, him, 15; » Edisl 1V/ Edisi Pernuitakhiran
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batan besar bagi pendudulk setempat untuk memperoleh penghasilan, ™

.Tln.dﬂkan PENguasa kolonial Belanda tersebut mengakibatkan rasa
antipati di kalangan penduduk bumiputra, yang berdampak pada per-
Jaweseti. .P‘.ﬂ,nakman"mm“km“ bangsa kolonial pada pihak negara-
negard U_Ed'mﬂ:nf‘l dalam hal pembuatan perjanjian yang mengabaikan
pilai-nilai tradisi yang berlaky g daerah-daerah setempat, di samping
untutan agar mengakui soverenitas asing di daerah tersebut, dipandang

oleh pihak bumiputra sebagai pelanggaran kedaulatan mercka, Jika ke-
kuasaan negara atas daerah-daersh itu cukup kuat, kekecewaan terse-

but dapat menjurus ke arah konflik bersenjata. Di dalam keadaan ku-
rang kuat penguasa bumiputra terpaksa tunduk pada kekuasaan asing,
sehingga wilayah kekuasaan mereka di tempatkan di bawah kekuasaan
kolonial. Hal ini jelas bahwa usaha Belanda untuk memperluas wilayah
kekuasaan politis juga memiliki tujuan keuntungan ekonomis, di mana
perluasan wilayah tersebut dapat memperlancar hasil produksi dan pe-
ngerahan tenaga kerja murah, di samping dapat memperlancar usahanya
di bidang perdagangan.™

Dalam bidang sosial-budaya, terutama pada abad ke-19, pengaruh
kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional makin meluas.
Adapun di kalangan penguasa setempat timbul kekhawatiran bahwa pe-
ngaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional.
Tantangan yang kuat terutama datang dari pemimpin-pemimpin agama
yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma
dalam ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini terdapat juga
di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat hirokrasi kerajaan }rang
patuh pada agama. Di dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini
dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan,** _

Di samping faktor-faktor baru sebagai akibat pengaru:h Barat di
berbagai bidang kehidupan tersebut, gejala kronis yang senng muncul
dalam kalangan para penguasa turut menambah kompleksnya kE-E:;ﬂﬂﬂJ‘f-
Seperti halnya gejala pertentangan intern antarbangsawan seperti terli-
hat dalam kerajaan-kerajaan di Jawa (Jawa Tengah, Banten) dan Kali-
mantan (Banjar), maupun pertentangan antargolongan dalam masyara-
kat seperti di Sumatra Barat. Pertentangan antarbangsawan umumnya
bermotif perebutan kekuasaan, sedangkan pertentansan antargolongan
dalam masyarakat yang terjadi di Sumatra Barat, lebih bermotif perebut-
an pengaruh atas dasar keyakinan dan kepercayaan. Gejala pertentangan

" Tim Nazional Pentilisan Sejarah Indonesia,” Sejaralt Nasional Indonesia: Kemuncular Pen-
1 %35l

; e . 153-154. b
hﬂ?&“ﬁ”m??;ﬁ@iﬁﬂ"éh Indonesia,” Sejarah Nasional J'n%fﬂn . *’::‘-- him. 154.
asiona " 1 ‘ Ve « Bk,

™ Ti, Nasional Penulisan Sejarah Indonesia,” Sefanah Nasionial.. ilm
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T ensi-intervensi itu berjalan sej
intern seperti ini mempermudah interv i ey et mlﬂiar
tujuan ekspansi wilayah yang direncan Ngka
kolonialismenya, Sudah pasti intervensi asing dengan pemihakan d
salah satu pihak yang sedang bertentangan dapat menimbulkan kekeg,,
waan dan reaksi dari pihak yang lain, yang h“!‘k‘m dapat memanging
kearah perlawanan. Akibatnya, perlawanan dari salah satu pihak yang
bertentangan tidak lagi diarahkan pada lawan intern, tetapl juga padq
kekuasaan asing.™

Selama situasi kritis tampak balwa adanya pihak yang pro dan kop.
tra kekuasaan asing, baik di kalangan penguasa, bangsawan maupun
di antara sementara golongan dalam masyarakat. Di daerah kerajaan,
ajakan perlawanan dari kalangan bangsawan maupun ulama yang ber.
pengaruh untuk melawan kekuasaan asing dengan cepat mendapat sam.
butan baik dari kelompok rakyat, yang karena tekanan-tekanan hidup
yang mereka alami sudah bersikap antipati terhadap kekuasaan asing,
Dalam hubungan ini, ikatan tradisional dalam bentuk ketaatan pada atas.
an merupakan fakior penting dalam turutnya para rakyat dengan pihak
penguasa kolonial tersebut. Selain itu, pengalaman pahit yang pernah
dirasakan rakyat di daerah-daerah selama berinteraksi dengan pengua-
sa kolonial tersebut dapat mendorong keinginan untuk melawan bangsa
asing tersebut. Secara umum, dapar dikatakan bahwa kondisi di daerah-
daerah selama kontak dengan bangsa asing tersebut cukup kuat untuk
munculnya perjuangan tersebut. Karena dalam tiap-tiap daerah interven-
si intensitas kontak dari kekuasaan Belanda tidak bersamaan wakiu ter-
jadinya, timbulnya perjuangan terhadap kekuasaan asing pun tidak sama
waktunya. Perlawanan-perlawanan itu dapat berupa perlawanan besar,
atau pemberontakan maupun hanya merupakan perlawanan kecil berupa
kericuhan-kericuhan **

Dari uraian-uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa karena terdapat
banyaknya kasus-kasus perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah
di Indonesia selama abad ke-19 telah mendapat reaksi dan perlawan-
an besar dari pihak bumiputra berbagai daerah terhadap kekuasaan Be-
landa. Perlawanan-perlawanan di berbagai daerah di Indonesia tersebut
merupakan modal berharga dalam perjuangan merebut kemerdekaan
nasional. Kolonial Belanda, meskipun sangat lama berada di tanah ko-
loninya sekurangnya selama 3,5 abad, ternyata tidak mampu mengelola
keberagaman etnisitas dalam masyarakat pluralistik Hindia-Belanda de-
ngan baik bahkan jauh dari harapan masyarakat bumiputra atau pribumi

=7 Tim Masional Penulisan Scjarah Indenesia,” Sefaral Nasional., " ibid, him, 154-155.
* Tim Nasional Penulisan Sejarah lndonesia,” Sejaral Nasional,, ", ibid., him, 155,
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[ﬂ'ﬂf'f::’”‘sr]i 3";:"5 ‘gm‘hﬁf di Nusantara, Hal nf tentun ya memang bukan
menje TIITl :l'hiﬂs Rl]'IJ misi pemerintah kolonial Belanda sejak awal ke-

I‘::r:!ﬂg_:lawa telah menciptakan trauma yang begitu besar bagi Be-
landa dan jihad merupakan hal yang sangat menakutkan, Orang Jawa
tadinva tampak sinkmti:f dan toleran tiba-tibg menjadi pemberang dan
mudah membunuh. Hal inilah yang mendorong pemerintah kolonial Be-
landa untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam dengan memanggil
seorang profesor studi Islam di Leiden University, Christian Snouck Hur-
gronje. Snouck ditugaskan meneliti secara menyeluruh tentang Nusanta-
ra, terutama Islamnya, dia pun berpura-pura sebagai seorang Muslim dan
pergi ke Mekah dan ke Aceh untuk menulis karyanya tentang kerajaan Is-
lam di Aceh. Dalam laporan Snouck kepada pemerintah Hindia-Belanda,
dikatakan bahwa salah satu faktor krusial menyebabkan keberagaman
orang Indonesia berubah karena para haji dan pelajar Jawi yang pulang
dari Mekah. Mereka membawa ideologi dan pemahaman kelslaman yang
kaku, “radikal”, dan intoleran. Akibat kebijakan kolonial Belanda yang
tidak adil, para haji dan pelajar Jawi menemukan perpaduan antara ke-
kecewaan dan keinginan menjadi lebih saleh. Jihad melawan “kafir” Be-
landa sebagai responsnya.*®

Keempat, dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda
mengembangkan pendidikan liberal Barat dan dikatakan “netral” aga-
ma—faktanya “tidak netral” dan tidak berpihak kepada umat Islam atau-
pun terhadap pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Peme-
rintah kolonial diskriminatif tethadap umat Islam dan pendidikan Islam.
Pesantren justru dianggap sangat membahayakan kekuasaan kolonial
Belanda, Manfred Ziemek®® mengungkapkan bahwa jumlah terbesar dan
gerakan perlawanan dalam sejarah terhadap kekuasaan kolonial berasal
dari para kiai dengan pesantren sebagal perjuangannya. Kendatipun be-
gitu, Boedi Oetomo, hasil didikan sekolah Barat, justru telah gigih meng-

angkat pesantren dan menghargainya sederajat dengan sekolah umum

yang modern, yang tidak hanya dapat berperan pada masa lalu, kini, dan

juga untuk yang akan datang. _
Pada masa kolonial, seperti diungkapkan 5. MNasutlon®"! bahwa peme-
rintah Hindia-Belanda menyediakan sekolah yang berancka ragam bagi

orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyara-

= Nyisaritaree: Sefrral Preedoreaiet oy bl il 1L

Ei X s
Bernard H. M, Vekke, Perubahan Sosial, Peutche 1 Soeadjojo, P3N, Jukarta,

0 Mafred Zlemek, Posgatren duldam

14386
”"sm;anﬁﬁmn Sejafah Penclidikan fndonesta, Peaerbit Bumni Aksara, Jakarta. 2001, him. 1
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penigelolonn Kebetagaman, g
palema dakam iy
POLITIK ETNISTTAS MINTHABELANDA

) .sekolah ini, tidak adanya hy
Kat, Cir spesiik dari adanya SekOIN S0 berbagai "‘n::sm.
dari beragam sekolah itu. Tetapl, unjuldcan kebulatan Cam
sekolah-sekolah yang terpisah itu yang menty ian, Peng;,
dikan bag anak-anak Indonesia semula terbatas paca pendidikan rengyy,
Kemudian berkembang secera vestikal sehinigga atiak anak Indonesia,
lalui pendidikan menengah dapat mencapal pendidikan tinggi, sekalipy,
melalui jalan yang sulit dan kompleks- Luhlrays suati S41em pendidiky,
bukaniah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah dep,
langkah melalui eksprementasi dan didorong nl&h_kﬂl‘tumhan praktis g;
bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Netherland aggy,
oun di Hindia-Belanda. Selain itu, kejadian dibﬂ’mm l“i:tf- *‘h;liflya di
ia, telah mendorong dipercepamya pengembangan sistem ieilcan
E lengkap yang a:-flimrﬂ: setidaknya dalam teori, memberi kesempay.
an kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan
tinggi. Dalam kenyataannya, hanya anak-anak yang mendapat pelajarag
di sekolah berorientasi Barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya,
sekalipun hanya terbatas pada segelintir oTang sdja.
Selama abad ke-19 terus-menerus terjadi pemberontakan di daerah
pedesaan yang pada umumnya digerakkan oleh pemuka agama. Dalam
menghadapi masalah ini Snouck memperingatkan agar tidak langsung
menuduh atau mencurigai pemuka agama sebagai biang keladi atas per-
golakan-pergolakan yang ada. Perlulah dibedakan antara pemuka agama
yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar agama dan yang menggu-
nakan kedudukannya selaku pemimpin untuk keperluan agitasi politik
Untuk dapat memberikan hal itu secara tegas, perlu diperketat pengawas-
an terhadap kegiatan para pemuka agama itu. Kegiatan mengajar agama,
membaca Al-Qur'an, dan mendalami ilmu agama kesemuanya legal dan
periu diberi kebebasan. Hanya pemerintah perlu bertindak tegas bila ke-
glatan-kegiatan agama mulai digunakan untuk kegiatan politik melawan
pemerintah. Pada umumnya pejabat-pejabat Belanda dihinggapi oleh
suatu haji-fokus dan segera menganggap kegiatan mereka sebagai usaha
subversif untuk melakukan perlawanan terhadap pamong praja. Upacars
tarekat, pelajaran ngelmu, jual beli jimar, dan lain-lain, karena sering kel
diselubungi oleh perilaku yang rahasia, juga karena sering menjadi fak
tor penting dalam pemberontakan, lekas dicurigai dan dijadikan sebag®
alasan untuk menindak para pelakunya. Dengan bantuan Smouck Hur
gronje banyak kegiatan dapat ditetapkan sifatnya sehingga tidak perlu
dilakukan tindakan yang menindas, 2

"2 Tim MNasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nas: - ’
kitan Nasiona! dam Mg m"dh'””"dﬂ-.u.up,jr?:?mmf':;:;:?”m"“h W Zanw Kebarlt
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Kejadian-kejadian sekitar tahyn 1912-1916 yang mengikuti pendiri-
an Sarckat Islam (S1) misalnya memperlihatkan betapa besar peran ide-
ologi Islam dalam menggerakkan rakyat, terutama di daerah pedesaan,
i mana kegelisahan sosial memberi suasana baik bagi pergolakan dan
pemberontakan. Dalam kondisi penuh kegelisahan tersebut segala pera-
saan dapat disalurkan melalui agama dan membangkitkan pergerakan
total. Bagi masyarakat tradisional perbedaan yang dibuat oleh Snouck
Hurgronje temyata tidak sesuai. Lagi pula, pergolakan yang dicetuskan
oleh Sarekat Islam menunjukkan bahwa Christian Snouck Hurgronje me-
mandang rendah Islam sebagai kekuatan sosial. Politik yang disarakan
oleh para pejabat seperti Snouck Hurgronje, Rinkes, dan Gonggrijp ialah
agar Sarekat Islam (SI) diakui pendiriannya karena melihat bahwa SI me-
rupakan kebangkitan suatu bangsa menjadi dewasa, baik dalam bidang
palitik maupun sosial *"?

Organisasi Islam kedua yang muncul sesudah SI yakni Muhamma-
diyah, yang bersifat reformis dan non-politik. Kegiatannya difokuskan
dalam bidang pengajaran, kesehatan rakyat, dan kesosialan lainnya.
Karena sikapnya terhadap sistem Barat tidak menolak, bahkan banyak
mengambil alih sistem pengajaran dan perawatan orang sakit, pemerin-
tah kolonial bersedia memberikan bantuan. Meskipun tidak menjalan-
kan kegiatan paolitik, pengaruh reformismenya, terutama yang disalur-
kan melalui pengajaran modern di antara penduduk kota, sangat luas,
Hal ini menimbulkan ketegangan, terutama dalam hubungannya dengan
kaum ortodoks yang merasa terancam oleh kemajuan itu. Reformisme
juga mulai memperoleh tantangan dan golongan kaum adat dan priayi.
Kolonialisme Belanda setengah takut atas pengaruh reformisme menco-
ba mempertajam perpecahan dalam kalangan Islam inu. Perpecahan itu
lebih tampak dengan jelas ketika kaum ortodoks mendirikan organisasi
sendiri, yakni Nahdlaml Ulama (NU), yang dengan cepat sekali meliputi
daerah-daerah pedesaan di mana para kiai dan haji sebagai pendukung-
nya. Pada waktu-waktu tertentu ada usaha untuk membentuk suatu per-
satuan antara aliran-aliran dalam Islam, tetapi tidak cukup berhasil, se-
perti Pan-Islamisme dan upaya penyelengaraan al-Islam Kongres. Hingga
akhir masa kolonialisme Belanda, usaha-usaha untuk menyatukan aliran-
aliran tersebut belum berhasil.*'*

Dari berbagai uraian di atas tampak bahwa pengelolaan keragaman
etnis di Indonesia pada masa kolonial Belanda tampak sangat diskrimina-

——
H'uru.-, Nasional Penulisan Scjarah Indonesia, “Sejaraki Nasional Indenesia-V....%, ibid., him,

Hllu-ﬁm Masional Penulisan Sejarah Indonesla, * Sefarah Nasional Indonesia-V....", Ibid., him.
58,
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3 Diemer deslom Pengelolaan K ety
: {INDIABELARD Bty
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iaiah terhadap dijajah. Bangsa pril
tif sebagai m:ﬂ.lﬂﬁgm”“ sendiri justry 1erdish:mm:ml
g dan konflik, menjadi “penonten” dan “kuli” di neger ne;“r:iﬂllm
sana curiga Lemerdekann, kebijakan etnisitas selanjutnya masil, ¢, i,
:m1 olch konsepsi Hindia-Belanda terhadap etnisitag tefgy -
ngandung sejumlal kelemahan sebagal bias politik kolonial yang sk,
diuraikan dalam bahasan berfkutnya.
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BAB 3

PENERAPAN KEBIJAKAN
KEBERAGAMAN ETNIS MASA
KEMERDEKAAN

Diﬂamiiﬂ kandisi kﬂhid upan keberagaman etnisitas pada masa kemerdekaan
merdpakan keb erlan Jutan dari kandisi etnisitas pada masa pra-kemerdekaan,
yakni pada masa Hindia-Belanda. Dalam bagian ini dibahas tentang pene-

rapan kebijakan politik etnisitas pada masa kemerdekaan, yakni pada masa
Orde Larna, Orde Bary, dan Reformasj

A. KEBIJAKAN KEBERAGAMAN ETNISITAS PADA
ORDE LAMA

J.5. Furnivall, seorang ahli ekonomi politik Indonesia, mengatakan
bahwa tingkatan-tingkatan kebangsaan di Indonesia dalam perspektif
ekonomi politik dan etnisitas mengatakan:

It is the strict sense of medly for they mix but do not combine, Each group
hold by its own religion, by its own culture, own ideas, and own ways, As
individual they meet but only en the market place in buying and selling.
There is plural secieties with deferences sections of the community living
side by side but in the same political unit!

Pada masa kemerdekaan, memperlihatkan bahwa sesungguhnya
bangsa ini merupakan sebagai bangsa pluralistik atau majemuk. Hanya
sdja, pengakuan dan pengelolaan terhadap pluralistik bangsa ini dapat di-
katakan “gagal” dikelola oleh beberapa rezim pemerintahan yang berku-
asa. Karena kegagalan mengelola dan mengakui kemajemukan ini, maka
yang terjadi dalam masyarakat justru banyaknya kenflik, pertenghkaran,
Perlawanan, dan pemberontakan yang dilakukan komunitas etnis, komu-
nitas agama, dan juga komunitas budaya yang hidup dan berkembang

———

' 5. Furnivall dalam kutipan Zuly Qodir, *Redikalisme Agama di indanesia., ., i, him,
172,

B B e —
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dalam lapisan-lapisan masyarakat In
kan basis sostal rezim politik untuk

konstitusi. Pluralisme terkesan dihara
cenderung mencrapkan politik
kelompok-kelompok minoritas,
liki ili:::'ll:'l. Emusi.imﬂ dan hendak dijadi
jalankan roda politik dan kekuasaan
noritas yang jumlahnya ribuan, Sepc
tidak diberi ruang yang sepadan,
jadi minoritas dan berada dalam k
terapkan dengan nyaris sem
pada masa Orde Lama, secara umum, dapa

3.1 berikut ini.

perigelolocn Keberagaman Etnyy

harmonisasi dengan
kecuall minoritas yang dipandang mem;.
kan basis dukungan dalam mep,
rr:inglkatukan Simon Philpot di ata,
inoritas yang benar-benar men.
endali politik peacefull coercive yang di.
purna pada masa Orde Baru.

tetapi m

donesia. Pluralisme “gagal” dijaq;
bersikap sebagaimana dikehendg),
mkan, rezim kekuasaan ba

sedikit meniadakay,

sedang berlangsung. Kaum .

? Politik etnisitag
t dideskripsikan dalam Tabe]

TABEL 1.1. STRUKTURISAS| PERBEDAAN ETNIS PADA ORDE LAMA

Dimensi

Orde Lama

—

Society

State

T

Market

Mgo's

Mutzikultural

Akomodasi Tirgg!

Aloerieadagl Pendsh

Komodifikasi Rendah

Ahomodasi Rendgh

Diiversicas

Alomodasi Tinggi

Akomodas Rendsh

Kamodifikas Rendah

Akomodasi Rendah

PFluralitas

Akomodasl Tingg

Akarmadasi Rendak

K.amodifilani Rendzh

Akomodasi Tr!

Relarmaras

Blomodasd Tinggl

MAkomodasi Rendah

K.amadifikasi Rendah

Akomaodasi Tingg

Dari Tabel 3.1. menunjukkan bahwa pada dimensi multikultural, ke-
bijakan etnisitas pada masa Orde Lama pada level masyarakat (society)
memiliki akomodasi yang tinggi. Akan tetapi, pada level negara (state),
pasar (market), dan institusi non-pemerintah atau NGOs menunjukkan
akomodasi yang relatif rendah. Tetapi, dalam hal tertentu, sejak sebe-
lum Orde Lama, dalam penggunaan Indonesia misalnya, sebagai bahasa
nasional di mana berasal dari bahasa Melayu, telah digunakan secara
luas, baik pada level masyarakat (society), negara (state), pasar (market),
maupun NGOs, telah terakomodasi yang tinggi, Dalam penggunaan ba-
hasa ini, sejak proklamasi kemerdekaan yang didahului Sumpah Pemuda
(diikrarkan pada 28 Oktober 1928) telah diikrarkan segenap bangsa In-
donesia bahwa bangsa Indonesia itu "satu nusa, satu bangsa, satu bahas
persatuan nasional " Kesatubangsaan itu meliputi seluruh orang Indone
sia, dari manapun asalnya. Sumpah Pemuda itu mencerminkan selurub
pemuda Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, melalui perjalanan sejaral
bukan pemuda atau rakyat Indonesia tertentu saja.? Sumpah Pemuda (da-

# Zuly Qodir, Radikallsme Agama di Indonesia., ., ibid,, him, 173,
* Tatang M. Amirin, *hmplementasi Pendekatan Pendidikan Mulrikultural, Konreksmal 5

1o
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|am ejaan yang lama), tampak sebagaj beri ki
Pertama
Kami pl': m: dan poetri Indonesiy
I'HEFIEE oe E‘rtnEm pah dﬂ h ¥
tanah Indonesia Fih Jang sato,

Kedoea

Kami poetra dan poetri |ndon asja
Mengakoe berhangsajang satoe, II:an gsa
Indanesia.

Ketiga

Kami poetra dan poetri Indan Psia,
mendjoendjoeng bahasa persatpea m,
bahasa Indonesia®

Karena tidak terdapat etnis berbeda yang besar, di mana Indone-
sia juga tidak dikenal multikultur berbasis etnis, yang ada sebenarnya
multikultur. Semuanya, meskipun dalam keanekaragaman atau bhinneka,
merupakan budaya Indonesia. Sama halnya, baik budaya Sunda maupun
budaya Jawa semuanya merupakan budaya Indonesia. Budaya Cina dan
budaya Arab pun, yang ada di Indonesia, merupakan budaya Indonesia.
Qusidah atau nasyid yang berasal dari Arab, dianggap sebagai budaya
Muslim Indonesia, seperti halnya, permainan Liong dan Barongsay diang-
gap sebagai budaya Cina-Tionghoa Indonesia.

Selain itu, bertalian dengan kebijakan keberagaman etnisitas pada
Orde Lama, terdapat beberapa kebijakan Orde Lama yang tampak ku-
rang akomodatif {rendah), misalnya bertalian dengan kebijakan asimilasi
emis Cina dan Pribumi. Asimilasi yang dianjurkan bisa berupa asimilasi
struktural (ekonomi dan pendidikan), asimilasi kultural (bahasa, pakai-
an, pemberian nama), dan asimilasi marital (perkawinan). Dari perspek-
tf dimensi multikultural, kebijakan asimilasi tersebut, pada level ma-
syarakat (soctety) sebetulnya kurang akomodatif, sedangkan pada level
negara (state) tampak sangat akomodatif sebagai pendekatan alternatif
solusi terhadap permasalahan keberagaman etnis. Sementara itu, pada
level pasar (market) memperlihatkan komodifikasi (dalam kasus asimila-
si) yang tinggi di mana sebagian besar masyarakat Orde Lama (Sabang-
Merauke) memahami dan menyadari adanya kebijakan pemerintah Orde
Lama tersebut meskipun dipandang sebagai diskriminatif pada kalangan
Minoritas, yakni kebijakan tersebut lebih difokuskan pada kalangan et-

basls Kearifan Lokal di Indanesta’, Jurnal Pernbengunun Pendiciban: Fondasd dan Aplikast. Vo-

lame 1, Nomor 1, Juri, 2012, him. B-&.
*Tatang M. Amnirin, ~ fmplesnentast Pendeitan Pe
"Tatang M. Amirin, * Implernentasi Pendeian Fe

et felibern Adfedodd deeoreld ...°, Ml him. B,
reel vty Muleikudtpeenl . ", N, hilm, 9,

e ke w i LT
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nﬂmmm Hmmﬁrﬂwnh: pilema dalam Pengelelann ke ’“ﬂqnﬂn

pnghoa) nmumnya, Pada level NG

nis minortes ﬁ:ﬂﬂm rendah pula, di mana hanya ﬂdﬂnnb ""“J“lku
tecjadi nkoma rti LPKB/Bakom PKB dan le “erapy lp,,:
hagd aon-pemerintal sepe il Mbaga my)

e akomodatif terhadap kebijakan asimilasions, Seleh iy
Jahja yars Van integrasi dan pluralis. By .
wih memilib kebijakan dil

Selain i, pada dalam bidang pendidikan agama “—‘*'l‘rrn}, i

. mnmt'l“'"h (staie) d-;"lll:'im hnt;:;i-:nri :llmng Hkﬂmmauﬂ U7}
diketahui bahwa lembaga pendidikan ”]:““ :{;"dﬂﬂﬂsm YA toryy, fi
cupd pesantrer yang telah ada ﬁﬂhﬂllllm emerdekaan, yan
berkembang dari masyarakat Muslim, sebagai akomodasi yap, . "
dari masyarakat (society)- Lembaga pendidikan madrasah sehay S
dari pesantren pun karenanya telah ada sejak sebelum kﬂmemeka mr:u
Madrasah telah tersebar dalam masyara'.fcat (society) di [ndﬂnma!?
bisa dianggap sebagai perkembangan lanjutan atau pembaruan da;; oy
baga pendidikan pesaniren dan surau. Berselang waktu pasca kem. i
kaan, pada pemerintah Orde Lama, peranan madrasah juga Menyes
aikan kelembagaannya dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi, lembags
madrasah ini belum begitu berkembang atau terakomodasi optimal glsp
pemerintah Orde Lama (state), baik kebijakan vang berpihak unn pe-
ngembangan maupun jumlahnya wilayahnya di tanah air.

Selama 20 tahun masa Orde Lama yang banyak bergelut dalam per-
soalan politik dan kelembagaan negara serta mengabaikan banyak aspek
kehidupan lainnya, termasuk terdapat kebijakan dalam bidang pendi-
dikan, Misalnya, terdapat kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde
Lama, yakni berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta pada 8 Juli 1946
oleh Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam (5T yang kemudian han pe-
merintahan pindah ke Yogyakarta, ST] juga pindah yang dikenal dengan
Universitas Islam Indonesia (UI1).¢ Jauh sebelum adanya Orde Lama, ke
beradaan madrasah dan pesantren telah banyak tersebar di berbagal wi-
layah Indonesia (market, pasar), di mana dikarenakan tingginya peran
ormas-ormas sosial keagamaan (NGOs), seperti NU dan Muhammidiy
Kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam (madresit
terutama di Jawa memang sudah dimulai sebatas pengembangan poli
andidfkﬂ“ Islam, yang belum menunjukkan pemerataan (pasar, % y
signifikan di berbagai wilayah tanah air, beda halnya dengan p.;-_:‘ldl.iﬁ
an lslam (pesantren) yang telah tersebar jauh sebelum erd kﬂ“’-’[‘dc <t
oleh ormas-ormas Islam (NGOs), Madrasah, selanjutnya, mulai dan t€

8 Ileh“h d&n

LY H T > . ﬂn"'“‘
Iml]ﬁ;?;rniu. ;In.. Pulitik Penelialtkan Nasianal, Bdlior: Syabridio dan Suturmat ml'.: i
sl Isifinowg Yoqeyakiria, UIN Sunsn Kall Jaga, 2011, Wi, a7, Lihat il. JsED

Abdullah, Penedfdj
Iakarta, himn, .11.41;:" tes Upayes Mencersdeskan Hangsa, Paradigma Bard
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perkembang dan tersebar di jngunesia menjelang pemerintahan Orde

.
pari dimensi diversigy, kebijakan asimilasi pada Orde Lama, antara
in bertallan dengan usaha ngjimiingi yang dilaksanakan LPKB tersebut
ditentang BAPERKI (sehagyy NGOs), yaknl dengan membuat kansep pem-
paruan lain, yakni “integrag;,» Bagl BAPERKS, dengan mengutip pernya-
(aon Presiden Sockamo, “Bhjnyppe, - (diversity) adalah das sein (what is),
dan "tunggal” (unity) adalaly dos solten (what shall be). Motto ini mem-
henarkin pluralisme kultural oy diinterpretasikan sebagai mendukung
ko-cksistensi berbagai kelompok pyng dalam satu bangsa Indonesia, dan
nakan Eiﬁﬂ_mr&nﬂmntuk SuAtu etnis sendiri. Dalam konsep integrasi,
arang Cina dibiarkan mempertahan ey, kebudayaan dan ciri-ciri khas-
nya, Sejajar dengan etnis pribyy Indonesia lainnya, Aliran integrasi di-

; esia dan anak organisasinya. Partindo
dan surat Lall:-am}*a. selperli Harian Rakyat (PK1), Bi ntang Timur (Parkin-

Seperti diketahui bahwg dengan dikeluarkan pp No.10/1959, Presi-
den Soekarno sebenarnya telah mengambil langkah yang sudah mende-
kati permasalahan hubungan antara etnis Cina dan Pribumi, terutama di
bidang sosial-ekonomi. Pada 24 Jyj 1958, Presiden Soekarno mengeluar-

kan kan kebijakan PP No.10/1959 4; Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
Soekarno mengatakan:

.. masyarakat Cina di Indonesia haruslah diretool, artinya mereka haruslah

mengubah usaha-usaha perdagangan mereka yane dulu bersikap spekulatif
dan smokkel menjadi usaha-usaha memperbesar produksi, membantu lan-

carnya distribusi dan membantu penyelenggarasn kebutuhan rakyat yang
berarti memperbesar kemakmuran rakyat !

Hal ini tampak bahwa pada dimensi diversitas {diversity), akomodasi
masyarakat (state) tampak tinggi, di mana sebetulnya jauh sebelumnya
masyarakat yang beragam etnis telah berbaur secara alami {nanmel assi-
milatif}, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setelah kedatangan
bangsa kolonial Eropa, justru derajat asimilasi natural tersebut meng-
dlami degradasi karena kebijakan kolonial Belanda yang tidak berpihak
terhadap bangsa pribumi (indegenous), meskipun derajat akomodasi pada
masyarakat (soctety) pada masa Hindia-Belanda masih tetap tinggi. Beda
hﬂ]ﬂj'a pada level akomodasi negara (state) pada masa Orde Lama yang

"L5. Furnivall dalam kutipon Zuly Qodic, " Redikelistne Aganie, .0 O, ol W, 172,
* W.D Soekbvman, Masalah Cing, Op eft, him,71
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tampak sangat akomodatif karena kondisi politik ketika itu yang meng,,
depankan perlunya penguatan nilai-nilal nasionalisme pada masa pasca,
kemerdekaan. Adapun pada level pasar (market), komodifikasi tampg)
rendah di mana kebijakan asimilasi kurang terserap dan mendapat resis.
tensi dari kalangan minoritas umumiya. Sama halnya, tampak terdape;
akomodasi NGOs yang rendah terhadap kebijakan asimilasi di mana ha.
nya terdapat beberapa NGOs yang mendukung kebijakan asimilasi ter.
sebut.

Dalam tataran market ini, selanjutnya dapat dilihat dalam imple.
mentasi kebijakan pelarangan terhadap etnis Cina bermukim di wila-
yah pedesaan yang berlaku secara nasional, berdasarkan kebijakan pp
No.10/1959. Tampak pula, kebijakan tersebut kurang berjalan mulus se-
perti yang diharapkan karena faktanya masih banyak dari mereka (orang
Cina) tetap tinggal di wilayah pedesaan di tanah air. Di pulau Bangka
misalnya, peraturan tersebut tidak terimplementasikan dengan baik alias
“mandul” dikarenakan masih banyak orang/etnis Cina yang tetap ting-
gal di pedesaan di pulau itu. Keberadaan NGOs pada masa Orde Lama
berperan kurang akomodatif atau peranannys tampak rendah tersebut
dikarenakan kuatnya politik akomodasi kekuasaan negara (state}, teruta.
ma dikarenakan pentingnya membangun nasionalisme scbagai bangsa
yang baru merdeka. Jadi, dimensi diversitas (diversity) pada masa Orde
Lama belum menunjukkan penerimaan (acceptance) dan respek (respect)
satu sama lain, baik dalam elemen ras, elnisitas, status sosial ekonomi,
keyakinan (agamal, keyakinan politik, dan ideologi. Tampak bahwa di-
versitas kebudayaan yang memperlihatkan keragaman budaya Indonesia
(pada masa Orde Lama). Selain akomodasi masyarakat (society) dalam
banyak hal memiliki akomodasi yang tinggi, selebihnya, memperlibat:
kan akomodasi yang umumnya rendah, terutama pada level state, muarkel,
dan NGOs, yang ditandai pula dengan rendahnya sikap menerima (c-
ceptance) dan respek (respect) dalam hal diversitas budaya. Rendahny?
akemodasi terhadap diversitas kebudayaan tersebut, dapat dikarerl:akﬂﬂ
adanya situasi dan kondisi sosial politik ketika itu yang tidak stabil k-
rena memasuki era kemerdekaan dan kondisi ekonomi masih kompleks
atau buruk ketika itu. Dari sisi etnis, suatu hal yang tampak pula kﬂﬂfa
itu bahwa adanya pengusiran terhadap minoritas etnis Cina yang ingih
tetap tinggal di pedesaan.’ s

Sama halnya pada dimensi pluralitas (plurality) mempcrlihatkﬂﬂ ak
modasi yang relatif tinggi pada level masyarakat (state), tetapi kon :
rentunya, dengan akemodasi yang rendah pada level negara (state)

Tg_.'|1||_'|L.5-

e
2 pelly G. Tan (Ed.), CGolongan Fritiz Tionghoa di Indomesia, Gramedia, Jakarta. 19
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qar (market), dan lemhnga-lemh.uga non-

akomodasi negara (stare) ‘ersebut, misalnga, torlihat pada rendahnya

rasa hormat (respect) dalam, masyarakat majemuk atau multikultural Tn-
donesia pada masa Orde Lama, intoleransi

pemerintah (NGOs). Rendahnya

g minoritas, terhadap etnis minoritas
Cina m'ﬂl'f!f'lﬂ* hal ini kontras sekali dengan keberadaan mereka pada
masa kolonial Belanda, di mang ainig i sangat diistimewakan sebagai
kﬂlﬂfﬂpﬂk Timur A5INg (Seperti Arab dan India), sedangkan bangsa pribu-
mi (inlender) sebagai kelompal terendah,

S-E;lEI_ﬂjL]ﬂ'l}“ﬂ: dari sisi akomodasi NGOs juga tampak rendah, di mana
mi;’i"]fra pemerintah Orde Lama yang diprakarsai ABR] melarang semug
penerbitan surat kabar dan majalah berhyrys (berbahasa) Cina.”® Peme-
rintahan Orde Lama merasa Perlu menata masalah etnisitas (etnis asing)
untuk :_nmfzperkulat integrasi bangsa. Ide asimilasi sesungguhnya sudah
dimulai sejak rezim Orde Lama, Yang mana ketika itu Presiden Soekamno
yang menggagasnya. Tetapi, realisasi strategi asimilasi baru dimulai dan
diaplikasikan pada rezim Qrge Baru, setelah pertemuan Angkatan Darat
pada 1966 di Bandung. Aplikasi kebijakan asimilasi ing tidak hanya kare-
na penfingnya memperkuat integrasi bangsa, tetapi juga karena adanya
kecurigaan pemerintah Orde Rary terhadap keberpihakan sebagian orang
Cina dalam kasus G/30/S,/PK]. Sejak ini pula, istilah Cina mulai diberla-
kukan kembali yang sebelumnya sejak 1950-an mulaj digunakan istilah
Tionghoa.,

Dengan meletusnya G/PKI pada 30 September 1965, hubungan an-
tara orang Cina dan pribumi Indonesia semakin burulk dan pembauran
(asimilasi) berlangsung dengan intensitas lemah, Tetapi, realisasi strateg|
asimilasi baru dimulai dan diaplikasikan pada rezim Orde Baru, setelah
pertemuan Angkatan Daral pada 1966 di Bandung. Aplikasi kebijakan
asimilasi ini tidak hanya karena pentingnya memperkuat integrasi ban-
g5 tetapi juga karena adanya kecurigaan pemerintah Orde Bary terha-
dap keberpihakan sebagian orang Cina dalam kasus G/30,/S/PKL. Sejak
ini pula, istilah Cina mulai diberlakukan lembali yang sebeluminya sejak
1950-an mulai digunakan istilah Tionghoa.

Di beberapa wilayah Indonesia, aplikasi PP No.10/1959 yang ber-
titjuan melarang Warga Negara Asing (WNA} yang bertempat tinggal
di pedesaan dan melakukan bisnis perdagangan di pedesaan, memang
berpengaruh negatif terhadap kesinambungan asimilasi orang Cina dan

—

— —— [
" Wurl Handayani, * Asimilast di Pantianak”, Loc. eit., him. 62,
. 1is
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kota-kota merupakan tem

pithuinil donéen s E?I:.:;;Jgf Namun, aplikasi PP Hn.mﬁ ‘;E?L
ternatif bagi orang Cina, SCXI8T {onesia, kebijakan inj X
untuk beberapa daerah dalam wilayah Int "- : menyg,
: w ofoktif bagl semua wilayat atau daeral y
jukkan tidak sn]:-enuhq}n -E*Enl-:t s ngal dacrah lainnya.di tangh
w5 diP.md:‘ﬁg!mn g.phl;nsm}fﬂ :;hm bermukim di berbagai wilayah k:-t:
Ketika itu, masih banyak omaig obar di berbagal wilayah py
kecamatan dan pedesaan yang meny Pulay
Bangka. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mumtmgiulnkan
asimilasi keturunan Cina dan Melayu di Bangka dapat hl':rl"""J”t hingga
kemudian'! yang terjadi secara alamiah (natural assimitation), .

Kebijakan keberagaman etnis pada masa Orde Lama pada dimen;
relativitas (relativity), seperti pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa a,,
modasi masyarakat (society) terhadap relativitas budaya (cultural relg.
tivity) tampak tinggi, di mana mercka (masyarakat) tetap menghargy|
dan bersikap toleransi terhadap keberagaman budaya pada masyaraka
multikultural pada masa Orde Lama. Pada level negara (state) memperf.
hatkan akomodasi yang rendah, seperti halnya akomodasi pada leve] pa.
sar (market). Dalam hal tertentu, lembaga non-pemerintah (NGOs) yang
akomodasinya tampak rendah pula, seperti Baperki, LPKB, dan Bakom-
BEB. Seperti diketahui bahwa pada masa Orde Lama, terdapat sejumlah
kebijakan keberagaman etnis yang dilaksanakan pemerintah Orde Lama
sebagai upaya pemecahan masalah etnis Cina, terdapat empat pemikir-
an dalam upaya solusi etnis Cina'® yakni: 1) aliran integrasi (oleh Ba-
perki); 2) aliran asimilasi (oleh LPKB), selanjutnya mendapat dukungan
pemerintah, dan pada 1977 namanya diubah menjadi Badan Komunikasi
Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) di bawah Departemen Da-
lam Negeri; 3) aliran pluralis yang dipelopori Yap Thiam Hien. Ide aliran
“pluralis” vang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia didasarkan
pada hati yang bersih (heart cleansing), suatu perubahan dari perilaku
manusia untuk menjadi manusia Kristiani, yang Tan menyebutnya “reli-
gionis”. Hampir semua orang Cina menganggap bahwa tidak mungkin
pendekatan Kristiani untuk mendapatkan tanggapan menyenangkan dari
masyarakat mayoritas Muslim; dan 4) aliran religionis, yakni Junus Jab-
ja. Junus Jahja mendukung ide bahwa pemecahan masalah orang Cina
terletak pada perubahan besar kelompok minoritas orang Cina ke Islan.
Dasar pemikirannya, dengan berbagai hal tampak sama dalam agama
Islam, semua hambatan antara mayoritas pribumi dan minoritas Cina
dapat dihilangkan. Junus Jahja.

"' Merry FSommers Heidees, = Chinese Settlerenss.,., Op, efr, hlm. 180,
Wl Handayanlk, [, lm, 53, .
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pada Orde L!““"- keempat allran mengenal tawaran solust terhadap
masalah orang Cina dapat dikelompgkkan menjndi dua aliran: aliran Asi-
miast dan aliran Integrogt, pary keempat aliran i, hanya Bakom-PKR dan
Junus Jahja yang aktif, a) i, tampak bahwa pada level pasar (market)
pakom-PKB telah tersebar juag g tengah masyarakat pada masa Orde
tama, di mana telah mem||jlj Pengurus di hampir semua kota di Indo-
nesia berdasarkan kuantitas jumlah o ng Cina di sana. Anggota-anggo-
ta pengurusnya adalah orang-orang Cina WNI yang cukup dikenal yang
pengangkatannya dengan persetujuan Kangor Sospol setempat di bawah
Departemen Dalam Negeri, yang memperlihatkan akomodasi pemerin-
tah atall Negara (state) cukup tingg|, seperti halnya pada level masyara-
kat (society) cukup tinggi di mang kebijakan asimilasi tersebut diterima
dengan masif meskipun dalam stressing pemerintah Orde Lama. Dalam
berbagai hal, dewan pengurus inj merupakan penghubung antara peme-
rintah dan masyarakat Cina |oka. Tan mempertanyakan, sejauh mana
aliran asimilasi dan aliran integrasi mendapat duk ungan dari orang Cina,
tidak jelas' tetapi ada yang mengatakan sama kyar '@ Kebijakan asimilasi
pada masa Orde Lama ini, karenanya, relatif berhasil dari sisi kebijakan
pemerintah, tetapi dad sisi multikulturalisme ity sendiri hisa sebaliknya,
karena dalam perkembangannya, terdapat sebagian kelompok etnis mi-
noritas (Cina/Tionghoa) merasa didiskriminasi.”

Atas kondisi demikian, interaksi sosial pada masyarakat multikul-
tural di era Orde Lama, dalam perkembangannya bukan terlepas dar
adanya stereotip. Hal ini sejalan dengan pandangan Merton'® yang meng-
ungkapkan bahwa masyarakat pluralistik akan mendorong individu un-
tuk berinteraksi dengan individu di luar kelom poknya. Interaksi atau in-
terelasi dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan vang dilakukan dua
pelaku yang memiliki identitas etnis berbeda. Fredrick Barth'® MEngung-
kapkan bahwa kelompok-kelompok etnis perlu dipandang sebagai sebu-
ah organisasi sosial sehingga karakteristik penting dari sebuah kelompok
enis tadi dapat terlihat, yakni karakteristik dari pengakuan kelompok
sendiri (in group) dan pengakuan dari luar kelompoknya (out group). Bila
pengakuan atas kelompok sendiri digunakan untuk menandai keanggo-
taan dalam suatu kelompok etnis, implikasinya bahwa definisi ini mene-
kankan pada adanya seperangkat kendala tentang peranan yang dapat

% Melly G. Tan, *The Role of Erlutle Chinese Minoeity In Devetoprienr: the Tidonetion Case®™,
Southeass Asian Studies, No. 3 April 1981

" Temypno, 21 Tull 19640, : O S
" Dikutip dard Peter M. Blaw, feegnaliy and Heterogenity, A Primitive Pheory Social Stooeture,

Phe Frow Press, New York, 1977, him.Ad. .
"% Frevrick Barth, Kelosrpok Eredl dan Margsaoeeg, Unleersiins Indonesin Pross, fakart

1988, him, 14,
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dimainkan olch individu dar suat kelompok tcrhndﬂi Individu darj y,,
lotmpok lainnya dalam berbagai transaksi yang diinginkan. Pendefinigiy,
tentang individu (dirinya) sendiri inilah yang dipercrat SECAra positf gg,
negatif oleh tindakan-tindakan kelompok sosial lain yang berintersy
Keadaan demikian akan mempererat kelangsungan batas-batas etnis g,
B

wakt;j::;ﬁiﬂiz:lmwm merupakan istilah teknis untuk Meng.
ungkapkan sikap serupa bagi anggotanya, di mana kelompok sendiy
vang paling sempurna. Setiap kelompok etnosentrisme cenderung meme;,
hara dan mempertahankan rasa harga diri, kesetiaan, kf!sumhangan, dan
perasaan superioritas yang dimiliki kelompok lain. Sering kali, tindakan,
merendahkan kelompok lain diekspresikan dengan kata-kata yang berko.
notasi negatif dan menghina. Koentjaraningrat mengungkapkan, subjek.
tf yang diberikan oleh warga suku bangsa (etnis) terhadap warga sul,
bangsa lain dinamakan stereotip dan gambaran subjektif terhadap ciri-cig
suku bangsa yang lain dinamakan stereotip etnis. Sehingga strereotip da-
lam hal ini merupakan kendala dalam interaksi dan pergaulan antarsuky
bangsa. Stereotip pada mulanya merupakan sikap anggapan negatf saja,
kemudian menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan diskriminatif
terhadap individu dan kelompok lain tanpa alasan jelas. Dari aspek hu-
bungan antar-etnis, diskriminasi merupakan suatu cara mempermalukan
orang lain berdasarkan Klasifikasi kelompok, bukan berdasarkan ciri-ciri
individw. Dalam hal ini, kebijakan keberagaman etnis yang dilaksanakan
pemerintah Orde Lama, dalam perkembangannya, belum mampu meng-
hilangkan strectip etnis ditengah masyarakat pluralistik, dalam konteks
hubungan mayoritas-minoritas.

Koentjaraningrat” mengatakan bahwa kepekaan interaksi antar-
individu dari beragam etnis, agama, keturunan, dan daerah, masih terds-
pat secara laten dalam masyarakat Indonesia, karena masih ada sisa-sisa
rasa curiga yang melatarbelakangi interaksi antar-individu berbagai ke-
lompok itu. Rasa curiga dalam interaksi dikarenakan adanya pandangan-
pandangan tak wajar tentang kelompok lain atau stereotip negatil yang
sering telah mendarah daging. Rasa curiga disebabkan pula karena ke
percayaan deterministis bahwa pandangan kelompok sendiri (in group)
benar, dan pandangan kelompok lain (out group) pada dasarnya sulal‘t
dan buruk, sehingga tidak ada tempat untuk suatu sikap yang dijiw®
rasa toleransi. Rasa curiga dapat diakibatkan pula karena dalam mast
penjajahan yang lampau kelompok-kelompok dipisahkan satu sama i

W Koenljaraningrar, " Kectiripamon dan Fambatan bagl Sitegms® Pri Namor B s
1976, LPIES, Jakarta, 1976, him. 44, B! brotegemul” Prrigiees, 2¢
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dengan “'ﬁﬁ: i{mﬂm pendidikan sekolah yang berbeda, misalnya HIS
pntuk pri » HCS dan sekolah-sekolal Cina untuk orang Cina, atau
karena masyarakat dikelompokkan s

ecara yuridis ke dalam sistem-sistemn
hukum yang berbeda, hulum uneyk

; Vreemde Oosterlingen dan hukum un-
k inlenders. Kebijakan keberagaman etnis pada masa Orde Lama pun,
a dasarnya, masih menyisakan

: streotip-streotip mendasar yang tam-
pak dalam konflik terbuka maupun konflik laten.

B. KEBIJAKAN KEBERAGAMAN ETNISITAS
PADA ORDE BARY

Kebijakan keberagaman etnisitas pada masa Orde Baru, dalam ba-
nyak hal, merupakan kelanjutan dari kebijakan pada masa Orde Lama.
Sebagaimana telah dimulai pada masa Orde Lama, dalam pemecahan
masalali etnisitas, terutama etnis Cina di Indonesia, terdapat empat pe-
mikiran pula.' Pertama, aliran integrasi oleh Baperki; kedua, aliran asi-
milasi oleh LPKB, selanjutnya mendapat dukungan pemerintah, dan pada
1977 namanya diubah menjadi Badan Komunikasi Penghayatan Kesa-
tuan Bangsa (Bakom PKB) di bawah Departemen Dalam Negeri; kefiga,
aliran pluralis yang dipelopori Yap Thiam Hien. Ide aliran “pluralis” yang
berlandaskan pada hak-hak asasi manusia didasarkan pada hati yang ber-
sih (heart cleansing), suatu perubahan dari perilaku manusia untuk menja-
di manusia Kristiani, yang Tan menyebutnya “religionis”, Hampir semua
orang Cina menganggap bahwa tidak mungkin pendekatan Kristiani un-
tuk mendapatkan tanggapan menyenangkan dari masyarakat mayoritas
Muslim; dan keempat, aliran “religionis™ lainnya, yakni Junus Jahja. Ju-
nus Jahja mendukung ide bahwa pemecahan masalah orang Cina terletak
pada perubahan besar kelompok minoritas orang Cina ke Islam. Dasar
pemikirannya, dengan berbagai hal terdapat yang sama dalam agama
Islam, semua hambatan antara mayoritas pribumi dan minoritas Cina
dapat dihilangkan. Junus Jahja juga mendirikan Ukhuwah Islamiah. Kebi-
jakan keberagaman etnis pada Orde Lama, dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang
kehidupan bernegara dari bingkai referensi budaya yang berbeda, ser-
ta mengenali dan menghargai kekayaan beragam budaya dalam suatu
hﬂngsa. Dari Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa dari dimensi multikultu-
ral menunjukkan akomodasi masyarakat (society) tampak tinggi. Adapun
akomodasi pemerintah atau negara (state) tampak rendah. Sementara itu,
Pada level pasar (market) memiliki komodifikasi (kebudayaan orang lain)

--_|_\__—'—|-_
" Wurl Handayani, bid., him. 53,
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i komodasi NGOs memperihatkan yan
yang tinggi, seperti halnya a 8 relayy
tinggi.
TABEL 3.2, STRUKTURISASI PERBEDAAM ETNIS PADA ORDE .ﬂ
Ore Bary ——
i Soclety Srate Market _-_1@——_.,_
Multicultural | Akormodasi Tingg Alparpodast H-I!ﬂd:Jh Kumud!ﬂ:; ::: :hwm—:-:
T ::m | 1 Kernodifikasi Tinggl | Akomodas "T"eg
Plurglits | Alornodas? Tirggi .mnmdm ngE g ot Trgy
Rolathvitas | Akormodasi Tinggl | Akomodasi Tingg! Kamodifikasi Tinggl | Alam M_._T"Eg_]

Untuk dimensi multikulrural pada masa Orde Baru, tentunya top.
dapat banyak kemajuan dibandingkan pada masa Orde Lama. Masyar,.
kat (society) mengakomodasi keberagaman budaya relatif tinggi, tetap;
akomodasi pemerintah atau negara (state) terhadap keberagaman masih
rendah. Seperti halnya dengan pasar (market) memiliki komodifikasi ter-
hadap keragaman budaya masih rendah, dan tidak jauh berbeda dengan
akomodasi NGOs masih rendah pula.

Pada dimensi diversitas (diversity), pada level masvarakat (sociery),
dalam hal tertentu, telah mengakomodasi dengan baik. Negara (stat)
mengakomodasi kebijakan keberagaman etnisitas yang terfokus pada bi-
dang sosial, politik, agama, dan budaya. Misalnya pada Pemerintahan
Presiden B.J. Habibie, etnis minoritas Cina/Tionghoa dibolehkan me-
miliki partai politik. Pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid,
telah diberlakukan kembali adat istiadat dan budaya orang Cina. Pada
pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri, hari raya Imlek men-

jadi libur nasional. Terjadinya berbagai kerusuhan bernuansa etnis, ter
utama pada 1998, dan adanya perubahan peta politik di tanah air, awal
era Reformasi 1998, telah memberi peluang kepada etnis minoritas Cind
lebih berperan dalam kEhidupa]l bﬂrhﬂng;qﬂ, Mantan Presiden Gus Dur
mencabut Instruksi Presiden No,14 Tahun 1967 tentang kebijaksanaas
pokok mengenai agama, kepercayaan, adat istiadat Cina'? yang tertuang
dalam Inpres No. 6,/2000.2

Pada dimensi diversitas (diversity), dalam bidang &Dsiﬂl—ekﬂ“ﬂmi:
tampak bahwa akomodasi masyaralat (society), etnis mayoritas pribw

" Instruksi Fresiden Me, 14 T
kepercayaan, adat istindm Cing,
yang memiliki afinitas kuliora

Tl
hiin 1467 menetupkan kebijaksamaan pokok femtang A8

: j':;;lg,llﬂ'lﬁln lalm e b s relaksanaan g ciLrel I]hlll:m“wm
ey vvegeri leluburvwn, luve seeaen intern dolam HREEEE

kj_iu_u DI8L DEFGrEEEmne ey I':I""-- Hll'l:l.'.l QUi inier gt E 1

Tz pereranian; melarang PEFAVIN- perayann pesta sgama dan aditl isaiiclal I

Tﬂr;::;:;ﬁ:ﬂ:Eﬁﬂlhdr:?:l':.-l:;nwln. %1Juluh|hn|1 dilitkukan i dalam lpnghangan feluargA: L™
Tt ettt Mivoriias Tomphan, o T il
* Sinergt, Edisi ke- 16 Tahup 1, |‘-L'hruﬂ| EELIII'.IH::-II:-.E:.T“I PO
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1 mengakon

Mzﬂmmi? mnd;mh sl peluang atau ruang-ruang ekonomi dengan baik

p AR dlah yang seharusnya. Sebaglan besar | bu
mi dikategorikan dalam kendisj Emfﬂl-ﬂk;mum IH RN gl o
atau tidak scjahtera. Berbeda hal yang kurang benlnt?ng
s ; alnys dengan kalangan etnis minoritas

cina/Tionghoa, dikatakan para konglomerat mengelola sebagian besa
aset (diperkirakan 70 pesen), perekonomi - AN BEINgoRY. N ]
omian nasional bersama segelintir

].mn,giﬂn'terat bangsa pribumi. Sehingga, selama Orde Baru (32 tahun),
k Fflht mengatakan bahwa etnis minoritas orang Cina terdiskriminasi.
Fﬂmﬂﬂ“‘f“ Orde B.m.-"' memandang perlu memiliki visi dan misi tentang
arah kebijakan politik etnisitasnya untuk memperkuat integrasi bangsa.
pemerintah Orde Baru, misalnya, memilih pendekatan asimilasi (pemba-
uran) sebagai solusi masalah etnisitas Cina, pendapat lain mengatakan
bahwa jika dilihat dari perspektif mayoritas-minoritas, etnis mayoritas

pribumi hanya menguasai 18 persen aset ekonomi nasional.™

pada dimensi diversitas (diversity) ini, tampak bahwa pada level ne-
gara (state) belum mengakomodasi persoalan diversitas ekonomi pada
masyarakat Orde Baru dengan derajat yang rendah. Untuk dimensi di-
versitas dalam bidang ekonomi, akomodasi negara (state), belum mampt
membawa perubahan struktur sosial-ekonomi berdasarkan keberagaman
etnisitas, yang justru menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang sig-
nifikan antara mayoritas-minoritas. Suatu yang tampak bahwa kalangan
mayoritas pribumi (indegenous) menempatkan posisi subordinate, dan mi-
noritas (Cina) sebagai superordinate. Posisi hubungan superordinate-subor-
dinate, terutama dalam bidang snsial-ekonomi, seperti ini sangat krusial
terhadap potensi dan penyebab terjadinya berbagai konflik sosial ber-
nuansa etnis pada masa Orde Baru. Di mana di akhir masa Orde Baru,
pada terjadinya kerusuhan 1998, sejumlah konglomerat !r'ﬂ“E_l"_""ﬂ-'“‘“‘*'m
diri ke luar negeri dengan membawa uang miliaran hingga triliunan ru-

piah merupakan bukti bahwa kalangan konglomerat (Cina) ini memiliki
konomian nasional pada masa Orde Baru.

peranan strategis dalam pere

Sehinggs, kotika itu, mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono te

lah berupaya menegakkan supremasi hukum, termasuk mengembalikan
¢ luar negeri,

i lomerat k
uang rakyat yang telah dibawa pard konglom
ﬂda;un Ypada dimensi pluralitas (plurality) pada masa Orde Baru,

tampak bahwa akomodasi masyarakat (society) lﬂﬂlF¢1k ﬂﬁﬂlﬁi terhadap
pluralitas budaya. Pada masa Orde Baru, a].:-::-mudmu pemerintah ::Ir.::et;l
terhadap pluralitas budaya, dalam bhidang-bidang tanen:jn, tnm]'[il{rll |fl |1
baik, kalaupun secara totalitas masih dalam kategori se ﬂ;:gI, 15:9::I }r;;
kebijakan dalam bidang pendidikan [slam, madrasah mulai mendap

*| dalam Sumaira Fkspres, 26 Maret 2006

-—
" Seperti diungkapkan sMubhammad Antonio Syafe
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masing, hal tersebur byk
mana toleransi dan res
bih dikedepankan, Seti

anlah persoalan dalam konteks berbangsa, di
pek terhadap perbedasan masing-masing adat le-

ap pakaian adat dalam kebera
= ; gaman budaya yang
perbeda merupakan “kekayaan bangsa yang perlu difhormati, dijaga,

dan dilestarikan, yang dikatakan sebagai relativitas (relativity), vang di-
akomodasi den.gan tinggi oleh masyarakat pada masa Orde Baru,
Akomodasi fEgara (stare) pada masa Orde Baru terhadap pakaian
adat, te:_'masulc jenis pakaian koteka, tampak sangat tinggi pula. Pada se-
tap peringatan HUT Kemerdekaan R1, biasanya setiap etnis/suku bangsa
sering menampilkan pakaian adat merekg masing-masing dalam ajang
perlombaan dengan beragam bentuk perayaan pula. Pemerintah daerah
pun pada masa Orde Baru, biasanya mempersiapkan anggaran untuk
kebutuhan biaya perayaan pada hari kemerdekaan. Pasar (market) pun
menunjukkan akomodasi yang tinggi pula, di Papuia, di mana koteka da-
lam perkembangannya lebih banyak dijadikan souvenir di toko kerajinan
tangan yang biasanya dijual di pasar-pasar dan pingzir jalan. Pengunjung
dapat membeli koteka sebagai souvenir, kenang-kenangan atau oleh-oleh
ketika berkunjung ke Papua, Kendatipun demikian, akomodasi NGOs re-
latif masih rendah, dalam pengembangan pakaian adat koteka di Papua.
Fada dimensi diversitas {diversity), pada dasarnva sebagai penerima-
an (acceptance) dan respek (respect) satu sama lain, dalam konteks posi-
tif, seperti keselamatan, rasa aman, dan perlindungan. Seperti diketahui
bahwa penerimaan dan respek tersebut bisa berhubungan dengan ras,
etnisitas, gender, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, umur, abilitas
fisik, keyakinan agama, keyakinan politik, dan ideologi-ideologi lainnya.
Pada level masyarakat (society) pada prinsipnya tingkat penerimaan dan
respek masyarakat terhadap diversitas memiliki tingkat akomexdasi yang
refatif tinggi. Masyarakat dari suku bangsa yang berbeda umumnya me-
miliki sikap penerimaan (acceptance) dan respek (respect) terhadap diver-
sitas kebudayaan atau keragaman kebudayaan. Pada masa Orde Baruy,
misalnya, terdapat agama-agama resmi yang telah diakui pemerintah.
Pada masa Orde Baru, negara (state) telah mengakomodasi ideclogi-ideo-
logi keagamaan, schagai agama resmi, seperti Islam, Kristen-Katolik,
Kristen-Pratestan, Hindu dan Buddha. Tetapi, negara (state) belum meng-
akomodasi aliran-aliran kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat,
seperti aliran Kaharingan (Kalimantan), Konghuecu (aliran kepercayaan
Orang Cina), atau Konfusianisme (aliran kepercayaan orang Cina) seba-
#2i agama atau aliran kepercayaan resmi diakui negara. Sama halnya,
diversitag dalam bidang ekonomi, akomodasi negara terhadap kebutuhan
hﬂ-'rang-barang kebutuhan sehari-hari telah menjangkau ke berbagai dae-
"h pelosok tanah air, dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, masth
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gai, dan toleransi terhadap perbedaan kultur (culture) atau budaya sang,,
tinggi. Adapun, peran negara [stafe), pade era Reformasi ini, Delum go
penuhnya mengakomodasi kekayaan dan keberagaman kultur denglaha,
baik, meskipun dalam kekayaan sub-kultur tertentu tampak pemeringa),
telah akomodasi dengan relatif baik atau dikategorikan sedany. Pada e,
Reformasi, misalnya, sejak 2 Oktaber 2009, diperingati sebagai Harj py.
tik Nasional. Walaupun batik sebetulnya merupakan budaya berasa) dari
Jawa (terutama Solo dan Yogyakarta), dalam perkembangannya bati
tidak milik orang Jawa, tetapi gudah menjadi milik semua atau menjadi
“pengalaman bersama” secara nasional, Seperti diketahui bahwa batil
merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Hal ini tidak lepas darj
ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan
dan Non-Benda oleh UNESCO (Masterpieces of the Oral and Intangible Heri-
tage of Humanity} pada 2 Oktober 2009. Setiap tanggal tersebut, berbagaj
kalangan memperingatinya dengan menggunakan batik saat bekerja atay
hersekalah.* UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai
warisan budaya dunia dan memasukkan hatik dalam daftar Representatif
Budaya Tak Benda Warisan Manusia. Sehingga, pada era Reformasi ini,
bertalian dengan pengakuan batik sebagai budaya internasional, mantan
Presiden 5BY mengeluarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2009, di
mana menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional.™

Kini, batik (yang berasal dari kultur Jawa) sudah berkembang dan
terdapat banyak motif batik berbeda dengan ciri khas daerah masing-
masing. Di Jawa Barat saja terdapat 11 motif batik khas, yakni Batik
Cirebon, Batik Indramayu, Batik Tasikmalaya, Barik Garut, Batik Cia-
mis, Batik Cianjur, Batik Sumedang, Batik Bogor, Batik Subang, Batik
Majalengka, dan Batik Purwakarta. Sebagian besar daerah lainnya juga
memiliki motf batik tersendiri, misalnya Batik Aceh, Batik Medan, Ba-
tik Padang, Batik Riau, Batik Bangka, Batik Palembang, Batik Lampung,
Ratik Jambi, Batik Pekalongan, Batik Papua, Batik Palangkaraya, Batik
Bugis-Makassar, Batik Banjarmasin, dan lainnya. Batk pun dengan m
dah didapatkan di pasar/perusahaan swasta (market) di berbagai wila:

= Kata batik berasal dari ‘amblia’ yang bherart lebuar, luas, kain, dan 'ritik’ berart] thk. £
khas batik edalah penggumbsnn sebuah motif diaas kain. Pada awlnya pengembangan hatik
hanyak dilakukan pada zaman Kesultaman Mataram, lolo herlanjut ke masa Kesoitanaty Surak-
ana dan Kesultanan Yogyakaria, Dulu, keglatan membarlk hanya rechatas pada keralai “'“_[”‘
yang dihasilkan biasanya untuk pakaian raja dan keluargn pemerintah don paca petinggi 5
bagian besar pare peiingg inggal i Juar kesaton, Karend i, kesenian batlk ind dibawa ¥ebe
ar keraton dan dihnsikan pula dirempatnyn masing- masing, Kemudian, kehinsaan bl
akhirya ditiru banyak orang dari beragium kalangan sehinggs menjadi kebudiyaan masyar
Kegatan membatik juga menjadi pekerjean kawn waniis untuk mengisi wakit [ty IOEEEE
Likat: ilabar.tribunnews.com, dinkses: 2 (ldober 20111,

# TribunSumsel.Cem , 2 Okiobaer 2008
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yah Indonesia. Tapi untuk level pasar (market), biaya transportasi untuk
rransaksi bisnis batik antardaerah bisa berbeda, di mana untuk Indonesia
Timur misalnya memerlukan orgkos jauh lebih mahal (untuk pengiriman
hatik dari Jawa ke Papua misalnya). Hal ini menunjukkan bahwa batik
yang berasal dari budaya Indonesia tetapi telah menjadi “milik semua
atau menjadi “pengalaman bersama” tetapi pada level pasar (market) be-
jum menunjukkan kesetaraan atau masih terdapat kesenjangan berarti
Pada berbagai daerah berbeda. Dalam kaitannya dengan kultur batik ini,
telah dikomodasi secara luas dalam kehidupan masyarakat multikultural
Indonesia, baik pada level masyarakat (society), negara (state), dan pa-
gar (market), dan non-government (NGOs), seperti LSM, organisasi profesi,
organisasi keagamaan (MUTL, dll). Batik yang tadinya berasal dari kultur
Kesultanan Jawa telah terakomodir secara optimal, baik pada level-level
rersebut. Tetapi, tentunya masih terdapat banyak kultur-kulwr dari dae-
rah lainnya yang belum terakomodasi dengan baik oleh masyarakat (so-
dety), megara (state), pasar (market), dan NGOs. Dengan kata lain, dari
dimensi multikultural ini peran negara, market, dan NGOs, secara aku-
mulatif belum merata dan belum optimal.

Sementara itu, bertalian dengan kultur makanan daerah yang berasal
dari Padang atau dikenal dengan makanan Padang. Untuk level masyara-
kat (sociery), pemerintah (state), pasar (market), dan NGOs (L5M, Ormas,
Ornop, dil) tampak telah mengakomodir pada level tinggi yang setara.
Sehingga kultur makanan berasal dari Sumatra Barat ini telah menjadi
“milik bersama” atau “pengalaman bersama” segenap elemen bangsa In-
donesia. Adapun bertalian dengan pengiriman kultur seni tari dari daerah
tertentu, dapat diperhatian bahwa misalnya pengiriman seni tari yang
mewakili Indonesia keluar negeri. Seni tari Jawa atau seni Tan Melayu
yvang sering mewakili Indonesia ke luar negeri (ke negara-negara lain]
untuk memperkenalkan atau mempromosi budaya Indonesia, seharusnya
diberi kesempatan pula kepada seni tarian-tarian yang berasal daerah
lain, Pada level masyarakat (society), negara (state) tampak bahwa untuk
seni tarian-tarian tertentu sudah diakomodir dengan baik, tetapi begitu
banyak seni tarian-tarian lainnya sebaliknya, belum diakomodir seperti
yang seharusnya. Sementara itu, pada level pasar (market) dan NGOs juga
memperlihatkan pada akomodasi yang rendah atau lemah pula.

l. *Paradoks” Politik SARA Masa Orde Lama
dam Orde Baru

Seperti diketahui, pada masa kolonial Belanda tampak bahwa pe-
Merintah Hindia-Belanda telah mengeksploitasi etnisitas dalam memper-
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kuat cengkeramannya terhadap masyarakat jajahan, ssperti diterﬂﬂﬁan-
nya PD]II’“-‘. [I'E"I'I'Ihﬂﬂi.ﬂn EUIIE_.-H“IHTI'_'HIH'H. Timur Hﬂi:,g dan Hrl'_]i]',]l &"g-ma
buruk terhadap bangsa kolonial terus berlangsung hingga kemerdekaqy,
dan hingsa era Reformasi, yang kemudian EEM?T alasan munculny,
Undang-Undang Kewarganegaraan 2006, Eﬂgmam‘asi telah melahirkay,
adanya kewarganegaraan kelas satu dan kelas dua (inlander) sebagai per.
Wj'lldﬂn diSi{Tﬂl’li!lﬂB’i TEE']H-I Spoara kunmptual~reﬂ-dtﬂ{ IﬂEﬂEHI’J Edﬂnj’ﬂ
Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 diharapkan tidaj
ada lagi adanya perbedaan warga negara berdasarkan ras—sebagaj wy.
risan kolonial Belanda—seperti warga negara.

Milton Yinger mengungkapkan bahwa agama di Indonesia sering digy.
nakan dalam kepentingan kekuasaan politik rezim yang berkuasa sekaligus
sebagai bentuk oposisi atasrezim agar mendapatkan pengaruh dan posisj,
Dalam faktanya. di era kemerdekaan, permasalahan etnisitas tampaknya
belum menemukan suatu situasi seperti diharapkan banyak kalangan,
Masih terdapat persoalan etnisitas yang serius, di mana terdapat potensi
dan kasus konflik sosial-etnis dan agama, ethno-religious. Perbedaan pan-
dangan antarkelompok masyarakat di suatu wilayah sering kali menjadi
“pemicu” pecahnya konflik antar-etnis. Kompleksnya lagi, di tengah kon-
flik i, terdapat pula orang yang memanfaatkan situasi schingga menja-
di tambah kompleks suasana konflik dan bisa berkepanjangan. Sejak ter-
jadinya konflik SARA pada 1998, setidaknya terdapat beberapa konflik
SARAkrusial yang pernah terjadi®

Kasus-kasus konflik sosial-etnis dan agama di Indonesia sebetulnya
sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Kerusuhan bernuansa kecembury-
an sosial, terutama, terhadap etnis minoritas Cina bahkan sering terjadi
Konflik etnis yang dikategorikan besar dan mengakibatkan korban jiwa
dan materi misalnya adalah konflik yang terjadi di Jawa Tengah pada
1980. Kasus PRRI/Permesta (Sumatra dan Sulawesi) di 1950-an, kasus
Timor Timur, GAM (Aceh) dan GPM (Papua) di 1990-an—walaupun ba-
nyak nuansa politiknya, namun tidak bisa dilepaskan dari unsur emnis,
karena pembagian wilayah etnis masing-masing. Pada 1996, beberapa
kerusuhan yang terjadi (antara lain dikenal sebagai kasus Sidoarjo dan
kasus Rengasdengklok) merupakan kombinasi antara konflik antar-etnis
dan antar-agama. Di Kalimantan Barat, kerusuhan antar-etnis Madura
dan etnis Dayak sudah berulang terjadi sejak 1930-an dan pada 1990-
an, berkembang melawan etnis Melayu, bahkan pada 2001 menyebar k¢

18 ELI.’}' 'I:Im:ltr, ﬂﬂdﬂkﬂ'ﬂ"‘i‘fﬂ .ﬂgﬂmn_.__r ”-"-'t-l'., him., 192,

= Abdullahb 1di, Konflik n“]ﬂ..!h}liﬁul ol Asia T . pilipind
Thailand, dan Malaysia, LKis, "'ﬂn'ﬂianﬁ,;q;: lj:illg:;a. Kasug Indonesia, Myanmar,
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provinsi Kalimantan Selatan

Sarlito Wirawan Sarwono mengungkapkan bahwa menariknya, orang
Melayu dnq Dayak ini hanya agresif pada Madura, tidak pada, misalnya
terhadap Cina (yang di Jawa sering menjadi sasarnn agresivitas massa
dan dalam penelitian Wamaen distreotipkan sebagai pelit dan penuh
curiga). Sama halnya terhadap orang Jawa (yang jadi sasaran di Aceh,
Timtim, dan Papua), dan terhadap orang Bugis yang memicu kerusuhan
di Ambon. Berbagai teori sudah dikembangkan untuk menjelaskan gejala
ini. Salah satunya teori yang paling populer adalah teori kesenjangan
sosial, karena etnis Madura yang pekerfa keras itu memang lebih maju
secara sosial-ekonomi ketimbang etnis lain. Tetapi, secara makro, teori
ini dianggap kurang relevan dikarenakan jumlah etnis Madura (1,3%)
dan mereka hanya bergerak di sektor perekonomian papan bawah (bu-
ruh tani, pekerja kasar, supir/kenek angkutan umum, dan lainnya). Hal
ini berbeda dengan etnis Cina di Jawa, vang walaupun minoritas tetapi
mendominasi bidang perekonomian (bersama konglomerat pribumi).*

Alqadri mengatakan bahwa etnis Madura sering dianggap sebagai
pemicu konflik karena kebiasaan mereka membawa senjata tajam ketika
mereka pergi. Karena eklusivisme, mereka tidak bisa menyatu dengan
emnis lainnya (pesantren dan khutbah Jumat berbahasa Madura dan kiai-
kiai dipanggil dari Madura, sehingga orang Melayu tidak bisa beribadah
di masjid-masjid Madura). Tetapi, ternyata, etnis-etnis yang lain juga di
Kalimantan Barat, hidup dalam ekslusivisme masing-masing (Jawa di
wilayah transmigrasi, Cina memelihara klentengnya dan sebagainya).
Parsudi Suparlan berpendapat lain, yakni tidak adanya suatu budaya do-
minan di Kalimantan Barat, schingga tiap etnis [erus-menerus mengem-
bangkan adat dan tradisinya masing-masing. Beda halnya di Jawa Barat
(Sunda), atau di Jawa Tengah (Jawa), di mana budaya minaritas harus
beradaptasi dengan budaya mayoritas.™

Di Kalimantan Barat, selama etnis-etnis itu tidak saling bersinggung-
an secara intensif, akan berlangsung konsistensi damai (seperti antara
emis Dayak, Melayu, Cina dan Jawa). Beda halnya dalam hal etmnis Madu-

ra, mereka bukan hanya bersinggungan secara intensif (mereka bekerja
di sektor-sektor pelayanan masyarakat pada level bawah), tetapi dalam
hubungan antar-etnis itu mereka sering cepat marah dan menghunus sen-

hal ini, memiliki julukan bagi etnis

Jata tajam, Orang Madura, dalam
Lﬁinn}ra. yang menurut ]leTﬂ Pﬂkﬂr [N, Elﬂll:l'l & S.H. EﬂhWﬂm1 IEIBE}]

" Sarlite Wirawan Sarwona, *Dari Sireotip Einls ke Konftik Etris, him. 66, diakses 23 No-
*eMmber 2 7. '

:Eﬂ"'“ Wirawan Sarwona, ~Dart Streotip B, ..
Sarlito Wirawan Sarweno, "Dart Streofip Finls...
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d'iﬁ:hl.l[ proses d&hlm]ﬁnisﬂﬂil di mana kﬂ]ummk 'Illil‘irljfﬂ tidak ]H-EI di-
anggap sebagai manusia. Semakin sering kontak antar-etnis yang mep;.
liki streotipe yang berbeda, justru semakin mempertajam perbedagy dan
pada gilirannya dapat menimbulkan konflik.*

Di Jakarta, kasus penembakan yang menewaskan empat mahgsjg,
wa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyyjy,
emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aj
miassa yang terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tg)
dapat dihindarkan. Krisis moneter 1998 berujung pada aksi kerusuhg;
hebat pada penghujung rezim Orde Baru pada masa Presiden Sochargg,
Saat itu, Indonesia dilanda krisisi ekonomi kompleks yang melumpuhkay
hampir seluruh persendian ekonomi dalam negeri. Kerusuhan vang tar.
jadi malah menular pada konflik ethno-religious antar-etnis pribumi dan
etnis Cina. Saat itu, banyak aset milik etnis Cina dijarah dan juga diba.
kar massa yang sedang kalap. Ada juga dari sebagian kecil pribumi juga
melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap beberapa
wanita etnis minoritas ini. Konflik antar-etnis itu menjadi catatan kelam
di penghujung pemerintahan rezim Orde Baru.*

Konflik sosial etnis bernuansa etnis dan agama paling tragis juga
meletup pada 1999, pernah terjadi pada masyarakat Ambon-Lease pada
Januari 1999—telah berkembang menjadi aksi kelkerasan brutal yang
merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan tatanan kehidupan berma-
syarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan
hebat antara-umat [slam dan Kristen yang menewaskan banyak crang.
Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar membakar ba-
ngunan serta sarana ibadah. Dalam kasus ini, pihak militer-ABR] diang-
gap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja
dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan
yang merusak tatanan kerukunan antar-umat beragama di Ambon itu
berlangsung cukup lama sehingga berkembang menjadi isu sensitif pada
masa selanjutnya.®

Kasus Sampit, antara etnis Dayak kontra Madura, merupakan kon-
flik berdarah antar-etnis yang paling membekas dan bikin geger bangs?
Indonesia pada 2001 silam. Konflik yang melibatl:an etnis Dayak dengan
etnis Madura inl dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak
yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan
gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap 887!
beradaptasi dengan orang Dayalk selaky tuan rumah, Akibat bentrok dud

* Sardito Wirawan Sarwond, " Dari Streotlp Einis,, .., dhid, I, 72,
= ahadulbads Idi KawgfTik Erevo-Rediples i Asia Tenggare.... Op, eft,, I, 5.
" Abdullah 1di, Kanfik Etng-Religius di Asta Tenggara..., (bid, him, 55.
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etnis berbeda ini ratusan orang dikabarkan meninggal dunia.Bahkan ba-
nyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh etnis Dayak yang
kalap dengan ulah warga etnis Madura, Pemenggalan kepala itu terpaksa
dilakukan oleh etnis Dayak dengan alasan untuk memertahankan wila-
yah mereka yang pada waktu itu mulai dikuasai warga berlatar belakang
emis Madura, *

Konflik bernuansa SARA pula terjadi cukup lama berlangsung di
Kota Poso pada 1998-2001, merupakan konflik komunal terjadi di antara
masyarakat. Dari persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda. So-
lidaritas kelompok telah muncul dalam pertikaian itu, meskipun konteks-
nya masih murni sekitar dunia remaja—berupa isu miras dan isu tempat
maksiat—tetapi, persoalan remaja dan sepele ini kemudian dieksploitasi
oleh perualang politik melalui instrumen isu pendatang versus pendu-
duk asli dengan didukung sejumlah komeoditi konflik berupa kesenjangan
sosio-kultural, ekonomi, dan jabatan-jabatan politik. Konflik selanjutnya
diradikalisasi dengan dengan bungkus ideologi keagamaan, sehingga
konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran berubah menjadi kon-
flik antar-etnis. Pertikaian yang terjadi menyerebak luas menjadi konflik
agama antara masyarakat Islam dan Kristen, di mana terjadi aksi saling
serang antara keduanya dan pembakaran tempat-tempat ibadah, menja-
dikan masyarakat Poso terkotak-kotak menjadi dua wilayah, Islam dan
Kristen. Tidak sedikit kerban berjatuhan di kedua belah pihak yang ber-
konflik, Kerusuhan yang terjadi di Poso (25 Desember 1998-5 Desember
2001), telah meletus beberapa kali, yang dikenal dengan Konflik Poso

Jilid 1, 11, 110, IV, dan V. Selain terdapat banyak korban jiwa, kenflik Poso
juga menghasilkan banyak korban materi: rumah yang hangus sebanyak
10.650 buah, rusak 323 buah, dan rusak ringan 554 buah; masjid vang
hangus 21 buah, rusak berat 5 buah, dan rusak ringan 2 buah; gereja
yang hangus 31 buah, rusak berat 10 buah, dan rusak ringan 2 buah; dan
terdapat 1 pura yang rusak ringan.”

Franz Magnis-Suseno™ menulis bahwa insiden Ketapang (1998)
terhadap gereja-gereja Kristen—yang barangkali merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan konflik Kristen-lslam di Ambon, diprovokasi

——

" Abdullah I, Koreflik Erno-Reiigius df Asic..... ibid., hlm. 556, ) .
® Laporan Guhnml-ﬁ Sulawesi Tenggars, an01, datem Mobammad Rendi, "Konflik SARA di

abupaten Poso Tahun | 998-20017, Hisil Peanelitian Skrips, Program Stutald awins Podiclk, Fokul-
125 llmu Sosial dan Timu Politik, Universitas Hasanudin, _EII'H- lﬁll11- 55-‘-.5& . 1
. Magnlz-Susena, "r-,,fj_-mr-ﬁri'?rﬂ'ﬂr!I'I'H'-I'-fm” '{bﬂruf.m_}w IJ-.{.Irr_ﬂa.l..-.-’qrrrrlm At]'u-r.up?k Finls
S Apamg df firdonesia: Pencegahar dai Pemecaliart , h.un.ﬂik Lm""!“;:'l ) I“dmm.gm Saat ok
lterbit atas Kerja Sama fndonesio- Nethieranads Cooperation b ki Steeeliez [IN15] dan Pusat
a%a dan Budaya | The Centrer for Languages el Cradrneres) Universitas [glam Megerd Syarif

Hidayaruliah jakarta, 2003, him, 119-120.
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oleh konflik antara orang Betawi (pendudulc asli Jakarta) dengan or,
terhadap HUI’C_F“'H:EW}“ ﬂﬂﬂghn P

Ambon, Sejak 1990 terjadi serangan
ningkatan momentun, mencapai wlimaksnya pada 1996 dan 1997 4; Six

rabaya, Situbondo, Tasikmalaya, dan nengasdf*np:ltlnk. Di bagian Tigy,,

Indonesia telah terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Semua in| telah

dikalahkan oleh (berakhir dengan) pecahnya apa yang disebut denga,

perang sipil antara Kristen dan Muslim di Maluku dan Sulawesi Tepga,

dan konflik etnis antara pendudul asli Dayak dan Melayw disatu pihay

dan pendatang Madura di pihak lain. Di Maluku, konflik mulai terjag;

pada 19 Januari 2000—hari pertama Idul Fitri di Kota Ambon. Dari sinj,

konflik meluas ke seluruh pulay, kemudian ke pulau-pulau sekitamny,,
dan setelah tenang beberapa bulan, berlanjut ke Maluku Selatan, Bury,
Ternate, dan Halmahera, Hanya di Maluku Selatan dan Utara saja per.
damaian secara solid dapat diterapkan. Ketika itu, kadang-kadang telah
terjadi serangan di mana kekerasan hisa terjadi kapan saja. Konflik di
Poso dan sekitarnya dan Luwu di bagian Tengah Sulawesi telah terjadi
agak lama sebelum menjadi hal yang menakutkan pada April 2000, dan
masih belum ada pemecahan hingga kemudian. Perang etnis di antara
penduduk lokal dan pendatang Madura di beberapa bagian Pulau Kali-
mantan hanya diselesaikan dengan memindahkan orang-orang Madura,
Juga sudah terjadi benturan antara masyarakat Flores dan dari Batak di
Batam. Konflik-konflik ini, khususnya di sekitar Ambon, telah diperburuk
oleh faktor politik, secara parsial dari TNI dan Palri dan orang-crang
pendatang dari luar.”

Berbagai kasus konflik etmnis dan agama dalam masyarakat pluralis-
tik negeri ini seakan adanya semboyan bangsa “Bhinneka Tunggal Tka"
belum berjalan optimal dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
pluralistik—setidaknya memiliki lebih dari 500 kelompok etnis, di mand
setiap kelompok etnis mempertahankan identitas emis dan kulturnya.
Para anggota etnis hidup dalam komunitas etnis yang homogen, dengan
identitas kultur dan batas-batas teritorialnya sendiri, yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia, Memang sebagai bangsa pluralistis, disaty
sisi, dipandang sebagai “berkah” dan “kekayaan™ yang pantas disyukuri
Di sisi lain, sebagai bangsa pluralistik justru bisa berdampak ephalikny®:
menempatkan bangsa ini memiliki potensi terhadap ancaman disintegr®
si sosial. Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel me ﬂguugkal"m“:
ts to intrd”

After decades of outhoritarian centralist gavernment, attemg
hareay:

duce political end economic change seem domed, in the face of

 Franz Magniz-Susend, " Frktor. ol ; : Finis
e Agarna dl Inelonesta. .., ibid., h’f?’.’.‘."{'éﬁ‘”“’*“m Tewjadinya Konflik Antard Kelompak

wrfl
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cratic Suﬁﬂfnge_, corrupt power politics, short-term apportunism, and the
a.hsem:n of @ widely shared vision regions of the archipelage, regional re-
sistence mavements, the in ability the corruption, pessimists are inclined to
classify " donesia in the category of ‘messy stages’ In to the breaking up of
the nation-state "

Konflik sosial (etnis dan agama) yang terjadi tersebut dapat dika-
cenakan buruknya kondisi bangunan struktur sosial yang menyebab-
kan orang menjadi cepat marah. Frans Magnis Suseno™ mengatakan
nahwa seridaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indo-
sesia. Pertama, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primor-
dialisme berdasarkan agama, ras, etnis, dan daerah. Kedua, berhubung-
an dengan akumulasi perasaan iri dan dengki. Orang dengan mudah
dgiprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku
cksklusif berdasarkan agama dan kelompol (etnis). Ketigd, perilaku se-
prang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. Keempai,
sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cen-
derung memecahkan masalah dengan pendekatan tdak demokratis.®
Untuk itu, masa depan Indonesia masih rentan terhadap potensi konflik.
potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi individu dan kelom-
pok pada berbagai bentuk sumber-sumber sosial” (soctal resources) yang
menggunakan emmnisitas untuk memperkuat kekuasaan (power). Saling me-
mengaruhi etaisitas sebagai cara mengumpulkan kelouatan berdasarkan
kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam kon-
flilk untuk mencapai kekuatan tertentu. Pada kekuatan struktural sosial

lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi dapat merusak struktur
sosial dan level komunitas.”

* Henk Schulte Norhalt dan Hanneman Sl (Fds b *In.Lr-;u'Il.l1::[11|l.!_lmll.:nm~.ln H:Fu:t 1-.1:5-
hano; Rethinking Analyiical Calegories”, Tireboresint fir Trasesiniae: J'.!rt.lrrnkmg{..l‘i-HSf_mrr.:.r. Re_;,-i-
o, anel Crisfs, Prustaka Pefafar, Jogakirta, 2004, i, 1-2. Lihat pada {.-'l.bhml_l:'u-l keli, I]_!I'lI.I.II'IIL-Il
hmcﬁﬁ ]."de;si“: Agama dan pendidikan dalam Perubalan Sosiul, LKIS Pelangi Aksara,
Tugyakarea, 2015, him, 90. S . :

" Prins Magnis Suseno, *Fakigr-fakior Mendhsard Tt Kanftik Antara Ketompok Emts
dan dgﬂmrlu é?}n.r.f::-m-:r'u-llkmﬁlﬂrﬂn dan Pentecahan”, dalam Konflik L.”m"'m'l o Buleuis
Seaat fnj lmh,mi-._r.relhén.md Cooperation in Lslamic Studies [INIS) and _rin;- Center f_:mr l-*lm[l:-
Uges an sl ures, Umiversitas [slam Neger syarif Hidayatullah, |ikarta, 2003, blm, 121122,

i 5Puiua;a El-m: "Mtrlrl-u;'mrjl," Laifre Cierakiti aucltibnlearad of Indonesia”, huraal Muesyaraki
Wdampsig Tilid ﬂfm 142003, hlm. 91 B2, ‘ A u

= I-‘mm;-u:]i J!-.in|1n.i|:L:l:il‘l"'lth'.r"'lu'!z'zp|'r||1|.'n' dun Potensiny Terhadeip) Ll'f"‘ljmﬂm'aqm"“ ‘_" "'T‘r‘;:;;j:. S

iy n i G Lokt 113 iR

alam §;, ; sci Sa) i, Ingonesia-Netherlands LOOPERMEE
Ot ﬁﬁﬂfﬂﬂrﬂﬂrﬁ:ﬁ:f ;:: Languages and Cultures, Upiversitas 1slam Negeri Syarif Hi-
"apuukaby, Jakarty, 2009, him. Tih
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D. KEBLJAKAN KEBERAGAMAN ETNISITAS
PADA REFORMASI

Suatu indikator penting dalam menilai “kegagalan” pengelolaan .
beragaman etnis pada masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Bary, dgy,
Reformasi) adalah tingginya intensitas konflik sosial etnis, terutama kop.
flik etnis mayoritas-minoritas (pribumi dan keturunan Ehm-']"im—.gh,,],ﬂ}I
di Indonesia. Keputusan Presiden RI No. 12,2014 (12 Maret 2014) mp.
rupakan salah satu langkah maju terhadap penghapusan diskriminag
dan politik adu domba. Sebagian kalangan berpandangan bahwa Kep
res ini terlalu berlebihan dan cenderung mengistimewakan etnis ket
runan Cina. Beragam pandangan yang ada sesungguhnya sah-sah sajy
karena begitu banyak persoalan etnis, terutama etnis Cina seiring de.
ngan sejarah perjalanan bangsa sejak pra-kolonial. Banyak riset dan pub.
likasi ilmiah yang telah dilakukan tentang relasi etnis Cina-Tionghoga®
dan Pribumi agaknya memang tidak mudah diselesaikan dengan cepat
dan dalam tempo hitungan tahun. Kehadiran Kepres ini, terkesan tiba-
tiba yang kemudian memunculkan multitafsir karena sebentar lagi akan
dilaksanakan pesta demokrasi-Pemlihan Umum 2014.%

Dari perspektif sosial-ekonomi, misalnya, justru etnis mayoritas cen-
derung yang terdiskriminatif yang berdampak pada meletusnya kasus-
kasus konflik sosial seperti pada tahun 1998. Padahal, pada awalnya,
hubungan etnis mayoritas pribumi dengan etnis minoritas Cina berjalan
dengan hangat dan normal. Justeru, relasi etnis Cina dan kolonial Belan-
da tampak tidak harmonis ketika itu. Suatu tindakan kekerasan massal
bangsa kolonial Belanda terhadap etnis Cina pada 1740 di Batavia yang
menelan korban sekitar seratus ribu orang Cina. Tetapi, kolonial Belan-
da selanjutnya berubah pendirian erat akan membahayakan kepentingan
ekonomi kolonial Belanda. Belanda memilih strategi menempatkan orang
Cina sebagai kolega dalam kegiatan ekonomi Hindia-Belanda. Tindakan
ini secara politik berupaya menjauhkan mereka dari relasi sosial yang

42 [srilah Tiioa, Cina, dan Tionghea sudah banyak dibahas dalam studi akademik, batk heertallan
dengan pendekatan sosio-linguistik dan beralian dengan inerksi sosinl antareinis yamg berbeda
Istilah Tjina dan Cina sudah mendunia.Dalam konteks Indonesla, penggunaan Dstilah Tjna. Cina
dan Tionghoa menspaken suatu bal yang lazim dan binsa pula digunakan dalam ums—‘-'imlk-"l_'-"““
tidak selalu dinrtikan negatif. Dalam banyak literator ilmiah (huda, artiked jumal) rsternasianal jugn
sering menggunakan istilah Chinese ketimbang istilab Tionghoa Para akademisi Tndonesia g
tampak eksibel dalam penggunain keedh isgilaly liu, ada yang menggunakoan isiilah Tionghea dan
bﬂn}'ﬂk pula yang rmenggunakan iztilah Cina. [stilah Tjina, Cina, dan Tiomghuaa, i banwik I.ltl,l:"IT-lll-
selama ini Udak selalu bermakna negatif baik bagi cinis Cina-Tioughoo dan mayoriias Prilamd. 3¢
juminh riset konflik sosial bernuansa etnis dan rasial pada pasca 1998 imenmnjuklkan balw ey
bab terjadinya kasus-kasus konflik ersebut cendenung dikarenakan adanya ketmpangin strukIue
suskal-ekonomi pada emis berbeda, Seperti dapat dithat dalam: (Abdullab 1di, " Ferilalt L, Tiang:
hioa, dan Politik”, Srlwijme Posi, 2 April 2016,

a1 abdullah idi, * Favilah Cina, Tionghoa daw Palink”, ibid.
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Indonesia merupakan negara yang sering terjadi konflik sosial-etnis
dan agama. Salah Satu penyebabnya yakni keterkaitan dengan “akar”
sosio-historis sebagai masyarakat-pluralistik itu sendiri, Sejak zaman
kolonial Belanda hingga kemerdekaan persoalan etnisitas selalu menja-
di perhatian saksama dari pihak penguasa kolonial. Karena dipandang
masih krusialnya persoalan etnsitas, mantan Presiden Susilo Bambang
yudoyono mengeluarkan Kepres No. 12/2014 bertalian dengan istiah
cina dan Tionghoa. Hampir semua wilayah Indonesia seeara etnis dalam
kategori heterogen, sejalan dengan kedatangan para migran dari etnis
perbeda dan hidup berdampingan dengan komunitas etnis lokal, tidak
hanya di kota-kota atau pusat-pusat urban, tetapi juga di desa-desa dan
daerah pedalaman. Sehingga, interaksi antar-etnis menjadi lebih interak-
tif dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal ini juga mendatangkan ma-
salah baru dalam mengakomodasi perbedaan kultur antara para migran
dan masyarakat lokal, karena para migran secara ekonomi lebih mapan
dibandingkan komunitas lokal. Perbedaan-perbedaan etnis dan kultur
di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangan ekono-
minya.*

Sebagian lainnya berpndapat bahwa jika tujuan untuk menghilang-
kan diskriminatif dan politik adu domba terhadap etnis Cina belum di-
pastikan tepat. Karena dalam praktik interaksi sosial-komunikatif orang
Cina dan pribumi lokal selama ini, umumnya pemakaian istilah itu tidak
selalu berkonotasi negatif (oleh etnis Cina), terletak konteks sosiolingu-
istik di mana bahasa itu digunakan. Tetapi, kehadiran Kepres No. 12/
2004 tersebut tetap dipandang suatu hal yang positif untuk mengingat-
kan berbagai elemen bangsa betapa pentingnya keharmonisan dalam
keberagaman dan perbedaan dalam memperkukuh integrasi sosial dan
integrasi bangsa.*

Seperti diketahui bahwa Indonesia sebagai negara pluralistik atas et-
nis, budaya dan agama sejak awal telah disadari para pemimpin bangsa,
Yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan asing.
Mereka berpendapat bahwa kemajemukan tersebut bukanlah suatu ken-
dala dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujud-
kan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemajemukan itu termasuk kekayaan bangsa Indonesis. Para pemimpin

_h_-_-—l. . W
“ Adullah 1d1, = stital Cin, Tionghoa dan Politik”, ibd. :
“ Supardi Suparlan, * Emisias dan Potensin teshadap Disintegrasi Sosil of Indonesia”,

ik Komumal di Inelomnesio Saat Iak fiterhitkan atas kersama Indonesia n=Metheslands Coa-
Pexatinn in [slamic Studies (IN151 dan Pusal Bohasa dan Budaya (The Coatre for Losaguage amd

Ittiresy, Univeritas Islam Negeri Ez.rurlrllldng.-'utulluh. 0, bk, 79-80.
* Abdullah Idi, “ fsrilah Cina. Tlonghod dauni Podieik”, Op. el
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berkembang d‘?“ﬂﬂn pesal. Pada 1977, rumah ibadah Islam bertambah
jumlahnya dari 392.044 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan
sebesar 54%). Rumah ibadah Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977
pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar
131%). Rumah ibadah Khatolik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada
tahun 1977 menjadi 12,473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%).
Adapun rumah ibadah Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada
tahun jadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data terse-
put telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji,
Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, serta Direjen Bimas Hindu
dan Buddha.™

Maftuh Basyuni mengungkapkan bahwa di lapangan terkadang ada
masalah yang memengaruhi hubungan antar-umar heragama akibart per-
masalahan rumah ibadah. Seperti, tidak jelasnya syarat-syarat yang di-
atur dalam 5KB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pe-
merintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak
mendirikan rumah ibadah dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk
agama di sekitar lokasi rumah ibadah yang akan dibangun. Karena itu,
perlu ada penyempurnaan terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969 terse-
but. Terkait dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam
SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada undang-undang ter-
EEh'I.ILE'r'

Dalam kenyataannya harus diakui bahwa pembangunan rumah iba-
dah kadang terdapat banyak kendala yang tidak jarang akhirnya menim-
bulkan perselisihan di tengah masyarakat, yang secara kualitatif dapat
berupa perselisihan: Pertama, penolakan masyarakat sekitar karena se-
Jumlah alasan, antara lain: rumah ibadah dianggap tidak tepat karena
sebagian besar calon pengguna tidak bermukim di wilayah akan diba-
ngunnya rumah ibadah. Kedua, protes masyarakat sekitar karena diguna-
kannya fasilitas umum atau fasilitas sosial sebagai rumah ibadah. Ketiga,
pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan beberapa alasan.
Misalnya, izin pembangunan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pe-
merintah setempat, lalu kemudian setelah pembangunan rumah ibadah

“Muhammad Mafiuh Basyunl, "Sambutan Menter Agama packa Sosinlisasi Peraturian Bersa.
8 Menger Agama dan Menteri dalam Negerl Nomor 8 Talmn 2006/ Nomor B Tabim 2006 tor.
“Ng Pedoman Pelaksanasn Tugas Keapal daersh/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemelibaraan

Mkunan Uman Beragama, Pemberdaysan Forum Kerukunn Umat Beragama, dan Pendirian
Rumaly badah”, dalam Weinata Sairin (Penyunting), Memahami Pericndangan seutar Kefuidup-

_Hﬂ"l'.gmna i Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2016, him, 151,

i “Muhammad Maftuh Basyuni dalam Weinata Salrin (Penyuntingl, * Memahami Perundang-
*iiar Kehidupan Beragarmd...." ibid,, him. 151,
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dimulai, muncul protes darl masyaralat setempat dan menuntut agar 4y,
tersehut dicabut—hal ini terkesan proses pengusulan fzin pembangny,
tersebul melompat dari apa yaug telah ditetapkan dalam Peraturan pey.
sama Menteri (PBM) Nomor 9 dan B Tahun 2006, yakni belum adanyy
persetujuan dan warga masyaraknl seleitar yang telah ditetapkan sely,
rang-kurangaya didukung oleh 60 orang Yang dibuktikan dengan fotp.
kopi Kartu Tanda Pendudul (KTP). Keempat, pengrusakan rumah ihadak,
yang terkadang terjadi di masyarakat, di mana perselisihan yang cukup
alot dan menyita waktu yang berada pada posisi buntu.™

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Perafuran Bersama Menteri
(PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, terkhusus perselisthan pendirian
rumah ibadah yang diatur pada Pasal 21 dan 22, sejauh ini dillﬁlldang
efektif meskipun belum optimal dalam penyelesaian sengketa atau per-
selisihan rumah ibadah, Dengan adanya PBM ini juga tampak adanya
perselisihan dalam pendirian rumah ibadah juga lebih berkurang dan
semakin menurun dibandingkan sebelum ditandanginya FEM tersebut.
Bertalian dengan penyebab perselisihan tersebut, dapat disebabkan: 1)
kurangnya komunikasi yang baik antara panitia pembangunan rumah
ibadah dengan masyarakat di sekitarnya serta komunikasi dan meman.
Faatkan FKUB sebagai fasilitator dalam pendirian rumah ibadah; 2) tidak
adanya kesepakatan antara pemerintah setempat dengan warga sekitar
tentang kejelasan wewenang penggunaan fasilitas umum atau sosial un-
tuk difungsikan sebagai rumah ibadah sejalan dengan batasan-batasan
yang diatur dalam PBM; 3) lokasi pembangunan rumah ibadah dianggap
tidak tepat karena sebagian besar anggota umat dari rumah ibadah ter-
sebut tidak bertempat tinggal tetap di wilayah di mana rumah ibadah
itu akan dibangun; 4) adanya alih-alih rekayasa agar tampak anggoi
umat telah memenuhi apa yang menjadi persvaratan dari PEM; dan 5) ti-
dak memperhatikan pedoman dan rambu-rambu yang diatur dalam PBM
atau pun pendirian rumah tersebut bukan berdasarkan kondisi nyata di
lapangan.”

Pendirian rumah ibadah yang telah diatur dalam Peraturan Bersd
ma Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sesungguhnya memiliki
semangat musyawarah dan mufakat yang sangat kuat. Selain telah dirv
muskan para tokoh yang mewakili agama-agama yang ada, didasarkar
pula pada realitas sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang &
awal dikenal dengan keberagamannya. Atas semangat itu, dalam kontek®
sosial-kemasyarakatan, setiap agama perlunya menempatkan germangs!

9-; Weinata Sairin (Penyuntingl, *Kehidupan Reragumn, SKB 1969, Pl 2006

T Weinaia Sﬂ-in n “:'Eﬂ]lulﬂ I"EI 3 L] Ku.hlldumﬂ HE'ME'W“”. 5 _||. {lated.. hlm‘ 'lm
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Rcb'?-rsﬂm‘?m'{ pada tempat yang paling tinggl, dengan mengesampingkan
prinsip-prinsip primordialisme guna m enpedepankan kesalehan sosial se-
hagai bagian tidak terpisahkan dari kesalehan sosial.*

Dalam pendirian rumah ibadah perdu memperhatikan syarat-syarat
dan ketentuan seperti diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pengu-
rusan izin penditian rumah ibadah menjadi kewsjiban panitia pemba-
ngunan rumall ibadah perlunys menempuh langkah-langkah berikut:

Pertama, memahami situasi dan kondisi lingkungan dan masyara-
kat sekitar dengan mengedepankan kearifan bahwa rumah ibadah yang
akan dibangun akan bermanfaat untuk agamanya serta masyarakat di
sekitarnys, dengan pentingnya menjamin tidak adanya konflik daalm
pembangunan rumah ibadah tadi. Kedug, menjaga kerukunan umat ber-
agama dan tidak menggangu ketenteraman dan ketertihan umum seria
mematuhi peraturan perundang-undangan. Ketign, membuat daftar nama
dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengzuna rumah ibadah dan disahkan
oleh Iurah/camat di wilayah rumah ibadah akan dibangun. Keempat, me-
nunjukkan bukti dukungan pembangunan rumah ibadah dari sekelom-
pok agama lain dengan menunjukkan KTP sekurang-kurangnya 60 orang
dan disahkan cleh lurah/camat di wilavah di mana rumah ibadah akan
dibangun. Kelime, mempercleh rekomendasi tertulis dari kepala kantor
kementerian agama kabupaten,/Jkota. Keenam, memperoleh rekomendasi
tertulis dari FKUB kabupaten,kota. Kemjuh, menulis surat permohonan
izin pendirian rumah ibadah dan proposal pembangunan rumah ibadah
kepada bupati/walikota setempat dengan melampirkan bukti-bukti per-
syaratan yang diperlukan. Kedelapan, menyerahkan surat permohonan
izin pendirian rumah ibadah dan proposal pembangunan rumah iba-
dah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.®
Dalam realitasnya tidak jarang terjadi persoalan antara aturan dan pelak-
sanaan dikarenakan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para
aparat birokrasi terkait (kementerian agama, pemerintah daerah dan
aparat penegak hukum) di daerah-daerah dalam menegalkan butir-butir
aturan secara konsisten dan profesional.

Tampaknya, di era kemerdekaan, sentimen terhadap etnis Cina ten-
tnya tidak mudah hilang begitu saja. Dalam lkasus G/30/5/PK1/1965
Misalnya, pemerintah Orde Lama mengklaim indikasiketerlibatan et-
his Cing, yang kemudian memunectlkan ketegangan diplomatik dengan
Beijing, pemerintah Orde Lama pun membuat sejumlah peraturan yang
Membatasi aktivitas sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik et-

-H-u:'_‘_‘—-—\___._ . ) :
“'hemala Sairin (Penyunting), " Kefridupart Rrrapae...."s Tid.. bl 100,

Dikutip Abdullah 1di: " Dinarika Sosiologis indonesia....”, ibid., hin, 28,
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nis Cina di Indonesia. Pada era Orde Bany, pemerintah mengeluarkap
kebijakan yang agnk serupa dengan kebijkan Orde Lama sebagai upay,
meneari solusi beragam dan dinamika persoalan etnis Cina,

Seperti diungkapkan Benny G. Setiono bahwa perilaku ekonom| etnjs
Cina periode 1986-1999, merupakan masa keemasan bisnis etnis Cipg
di Indonesia, terlebih bagi yang terdekat dengan "Cendana”. Etnis Cing
mengukuhkan diri sebagai salah satu penyangga pertumbuhan ekogg.
mi Indonesia, Keberanian pengusaha dan pelaku etnis Cina-Tionghog
lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerja sama, dan ja.
ringan kerja dengan pihak luar negeri menjadi poin istimewa perilaky
ekonomi emis Cina-Tionghoa di tahun-tahun ini. Kedekatan dengan para
pejabat sampai cenderung dikaitkan dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepo-
tisme (KKN) juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina. Krisis
Mei 1998, telah menempatkan sentra-sentra ekonomi etnis Cina telah
menjadi sasaran amuk massa. Sejumlah orang Cina pergi keluar neger
arau kembali ke daerah-daerah asal kelahiran dalam negeri untuk tujuan
keselamatan. ™

Pada 2008, Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan UU
RI No. 40,2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, pada
Pasal 9 diatur tentang hak-hak: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam era Reformasi, yang dipertegas dalam
UU No. 40/2008, telah banyak perubahan dan kemajuan yang dialami
etnis Cina, yang telah memungkinkan mereka mencalonkan diri menjadi
anggota legislatif, eksekutif, dan lain-lainnya. Sejak UU ini dikeluarkan
pada 2008, tampak bahwa sejumlah anggota legislatif dan eksekutif di
negeri ini ditempati oleh etnis Cina-Tionghoa. Presiden SBY juga menge-
luarkan Kepres No. 12 Tahun 2014 tentang Penggunaan Istilah Cina dan
Tionghoa. Jika, tujuan Kepres ini untuk menghilangkan diskri minatif dan
politik adu domba terhadap etnis Cina-Tionghoa agaknya kurang akurat.
Karena, dalam praktik interaksi-sosial-komunikatif antara orang Cina dan
Pribumi, penggunaan istilah itu tidak selalu diartikan negatif olel etnis
Cina, tergantung konteks sosiolinguistik di mana bahasa itu digumﬂkﬂﬂ-"

Kehadiran Kepres No. 12 Tahun 2014, tentunya, dapat dipandang
suatu hal positif yang setidaknya untuk mengingatkan semua elemen
mgggamkat-plumiistik Indonesia tentang betapa pentingnya memelihard
keharmonisan dalam keberagaman demi memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa., Hanya saja, karena kebijakan mengeluarkan Kepres
ini menjelang akan dilaksanakan pesta demokrasi pada 9 April 2014

# shdullah Idl, "Konflik Giro- Religius dl Asla Tenppare: Kasus Indonesio, Myaomig Filipana.
Thailand, dan Malavsia.,..” ot eir, hilm, 74,
# abdullah Idi, * Dinamika Sesiologls...", op cir, hm, 20,
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geberadaannya dapat ditafsirkan beragam yang salah satunya sebagal
upaya untuk mendongkrak suata bagi partai politik tertentu. Begitulah
faktanya, SEj.Hk zaman kolonial hingga zaman reformasi keberadaan etnis
minoritas Cina sarat dengan political inferest penguasa, yang terkadang
eolusi substantifnya justru terabaikan, yakni tanpa adanya diskriminarif
hagi semua etmis mayoritas dan minoritas dalam berbagai hidang kehi-
dupan. Agaknya itulah solusi substantif ke depan,

Padahal, sejak awal para founding fathers sebetulnya seakan telah
menyadari keberadaan Indonesia sebagai bangsa pluralistik—kemung-
kinan akan rentannya konflik sosial yang dapat melemahkan integrasi
sosial di kemudian hari. Jika, ada orang Melayu beragama lain, selain
jslam, karena proses perjalanan sejarah yang berbeda, tetapi asal usul
nenek moyangnya sama, dari perspektif sosioantropologis, hal itu juga
merupakan identitas/jati diri yang mereka miliki, yang harus dihargai
dan dihormati. Konsep Islam vang menghargai perbedaan dan toleransi
sangat jelas, dan bukanlah persoalan lagi. Hal ini sama halnya, sebagai
masyarakat majemuk (plural society) di Indonesia, apa yang termaktub
dalam sila ke-1 Pancasila, di mana intinya “setiap penganut agama patut
menjalankan ajaran agamanya”, apa pun agamanya. Para founding fathers
agaknya sudah memprediksi tentang “kebutuhan” masyarakat pluralis-
tk-Indonesia ke depan, dengan perlunya merumuskan kelima sila dan
Pancasila, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bemegara. Sila
ke-1 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, meskipun keyakinan berbe-
da, tetapi asalusulnya sama, dalam konteks berbangsa bukanlah persoal-
an, “Bhinneka Tunggal fka".*

Konsep“Bhinneka Tunggal Tke” dilihat sebagai pemersatu bangsa
yang majemuk, untuk mencapai integritas suatu bangsa, Indonesia. Da-
lam kmp Ini, suatu negara terdiri atas kelompok-kelompeok atas dasar:
suku/emnis, agama, ras, dan antargolongan yang tersegmentasi ke dalam
kelompok-kelompolk yang antara kelompok satu dengan lainnya tidak sa-
ling melengkapi tetapi justru bersifat kompetitif. Untuk itu, bangsa Indo-
nesia memilah-milah budaya bangsa sebagai universal yang terbagi atas
beberapa sub-budaya daerah yang beragam., di mana danggap sebagai
khazanah kebudayaan, Untuk itu, diperlukan image masyarakat dalam
saty, yang dinamakan “Bhinneka Tunggal Ika". Jika keragaman dalam su-
atu bangsa tidak berhasil dikelola dengan bijak, maka disintegrasi akan
Meuncul sebagai akibat dari kegagalan itu, Adapun gagal tidaknya in-
legrasi nasional terletak dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan

_‘1—-_-_'_"_ " "
L] Abdu"ﬂh Idil - m‘ﬂﬂ""kﬂ SEEII'IM.E#- S .”.IH. Ill ni. d‘.‘l.. ; - -
“Elly M. Sutiadi dan Lsman Kolip, Fengantar Sosiologi Pobitit, kencana-Frenadaedia Gro-

2013, him, 90,
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ideologi nasional. Jika masyarakat merasakan manfaat dari !H:hEmHam!n
itu, integrasi dapat tereipta. Sehaliknya, jika masyarakal tidak meragay,,
bermanfaatan atas keragaman itu, akan tetjadi adalah ancaman disingp.
grasi sosial dan buhkan ancaman disintegrasi nasional

R. William Liddle (1997) mengatakan bahwa pemerintah Orde pay,
(1966-1997) telah melakukan sejumlah kebijakan etnisits sebagal yp,.
va solusinya. Fase manajemen/kebijakan konflik di tanah air. Pe
manajemen konflik etnis sebelum tahun 1965. Pada 1928, para pemy.
da mendeklarasikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dengan tujygy
untuk menumbuhkan nasionalisme dalam upaya menciptakan kesatuan
nasiona. Kedua fase manajemen konflik di bawah Demokrasi Perwakilan
(1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin {1959-1963), yang memboleh.
kan keinginan etnis mengekspresikan diri mereka sendiri melalui suam
sistem politik terbuka, di mana partai-partai politik berkompetisi dalam
Pemilu untuk duduk di Parlemen dan pemerintah dibentuk berdasarkan
mayoritas parlemen. Di bawah Demokrasi Terpimpin, Soekarmoe mencoba
menghadapi aspirasi etnis-etnis dan kelompok lain melalui suatu kom-
binasi: tekanan (coercion), persuasif (persuasion) dan ko-optasi (co-apto-
tion). Dua hubungan konflik etnis paling penting pada 1950-an, adalah
Hubungan Islam dan Negara; dan pemberontakan daerah-daerah dan pu-
sat. Kefige fase manajemen konflik pada masa Orde Baru (1966-1997).
Pada level yang paling umum, pemerintah Orde Baru, dalam menangani
manajemen konflik sosial menggunakan strategi politik yang mengkom-
binasikan elemen: tekanan (coersian); persuasif (persuasion); pertukaran
(exchange) dan ko-optasi (co-optation).™

Terkhusus terhadap etnis Cina kebijakan pemerintah Orde Bar
memfokuskan pada sejumlah kebijakan. Barbari dalam Abdullah 1di
mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Cina
dapat diklasifikasikan menjadi dua . Pertama, kebijakan umum, sebagal
upaya pemerintah orde baru untuk menyatu kan etnis berbeda ke dalam
masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh atau pcmmll.mn_
masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi bangsa baru. Sebagal
proses pembangunan bangsa (nation-building) hangsa Indonesia. Kedtia
kehijakan khusus sebagai penjabaran kebijakan pertama, dengan mene-
rapkan strategi asimilasi dalam berbagai bidang kehidupan, sosial, poli
tik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Kebijakan Pemerintahan B.J. Habibie (1997-1999), lebil tampak
pada bidang sosial budaya dan politik, dengan memberikan kesempatal

o Elly ML Setiodi dan Usman Kollp, Perigantar Sogialogi Politik, Kencans- Prepatla M gl Grst
up, 2013, hilm, 50,

8 Abdulinh 1di, " Erebsites & fategrasd Rungsa: Avallsis Sostofogls. ", op. cit, him. b
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kepada orang lEI.n& untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendiri-
kan partal emis Cina. Mereka juga diperkenankan untuk mempraktikkan
adat istiadat dan budaya leluhur. Pemerintahan Fresiden Ahgz hman
Wah!d (1999-2001) mengeluarkan Ke . Tml a

ppres No. 6/2000 dan mencabut
pres No. 14/1967 tentang Pelarangan Praktik Adat [stiadat dan Seni
gudaya Cina. Megawati Soekarnoputri (2001-2004) memperkuat kem-
bali bagi orang Cina untuk melaksanakan adat istiadat dan seni budaya
gina. Soesilo Bambang Yudhoyano (2004-2009), daam konieks kebijak-
an etnisitas, lebih memfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antar-
stnis (UU PDRE) dan kerukunan umar beragama (PBM-KUB No. 9 & No.
&/2006).%

Pengesahan PBM-KUB No, 9 dan No. 8/2006 di atas menunjukkan
respons positif pemerintah SBY ketika itu terhadap berbagai konflik so-
sjal. Hal ini, menunjukkan bahwa potensi konflik sosial, baik bernuansa
atnis maupun agama, dengan beragam pemicunya masih menjadi anca-
man dan tantangan dalam kehidupan berbangsa yang akan mengancam
integrasi sosial dan integrasi bangsa. Berbagai upaya perlu dilakukan

rintah dan masyarakat dalam upaya mengantisipasi kemungki-
pan munculnya ledakan konflik dalam internal etnis dan agama. Pada
21 Maret 2006 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri (PBM):
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006,/Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pem-
berdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Ruman
lhadah, Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri (PBM}
tersebut, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah Iba-
dah yang menggantikan ketentuan lama, seperti tercantum dalam Su-
rat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No-
mor 01/VER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksa-
naan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.®
Hal ini bertanda bahwa para rezim pemerintahan, pada prinsipnya lebih
jauh telah menyadari bahwa sehagai bangsa Repul.-?.lmn. I:temgnm etnis,
agama dan ras, bangsa ini rentan terhadap pntensll konflik yang dapat
Mengancam disintegrasi sosial dan jugn disintegrasi bangsa.
Adanya sejumlah kebijakan (Péerafiran dan Undang-Undang) bertali-
a dengan etnisitas yang diterapkan pada era kcnferdekaan (Orde Lama,
Orde Bary, dan era-Reformasi) sebenamya bertujuan untul mengantisi-

_\-‘—n—\___-—
L] E o
Abdullah T 1 [ Bangsd ... ihad,, him, 40,
@ Idl, * Fraisitas & [riegmes Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Momaor 8

T Peraturan Menteri Agama dan Menten
dhun ppg 27-50,
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pasi persoalan etnisitas it sendiri. Tapl, dalam perkembangantya hary,
diakui bahwa upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang on.
timal. Faktanya, berbagai perilaku kekerasan bernuansa etnis dan aggm,
hingga kini masih terjadi yang sekaligus bertanda bahwa masalah egp.
sitas di neged ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas integrasi sogja)
Potensi, kasus konflik etnis dan agama di Indonesia dengan beragam pe.
micunya agaknya masih menjadi ancaman serius ke depan sebagaj gap,.
tangan dalam kehidupan berbangsa.™

Karenanya, pada 21 Maret 2006, telah ditandatangani Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahyp
2006,/ Nomor: § Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepaly
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Ber-
agama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadah. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri
(PBM) ini, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah iba-
dah menggantikan keterituan lama seperti tercantum dalam Surat Kepy-
tusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01,/BER/
MDN-MAG,/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Da-
lam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan
dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Jauh sebelumnya, upaya
pembinaan kehidupan umat beragama di Indonesia telahdimulai sejak
dikeluarkannya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (KH Ah-
mad Dahlan dan Amir Machmud), No/01 BER/MDN-MAG/1969. SKB
ini, berkenaan dengan pengaturan beribadah para pemeluk agama, Mes-
kipun SKB ini dipandang positif oleh kalangan umat Islam umumnya,
tetapi, untuk sebagian penganut Nasrani, terutama Protestan yang mei-
liki banyak sekte, dapat dipandang negatif.*

Pro dan kontra tentang SKB tersebut dalam proses pembentukan
PBM yang lalu tetap terjadi, tentunya dikarenakan mereka memiliki per-
spektif atau argumen berbeda, Misalnya, ketika Aliansi Gerakan Anti-
pemurtadan (AGAP)—yang mengklaim disokong 27 organisasi massa
Islam: Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jemaah Tabligh,
dan Hizbut Tahrir—menutup 23 gereja di Jawa Barat.” Dalam hal in,
kalangan Nasrani, terutama Protestan, merasa terancam dan meminta
SKB dua menteri itu dicabut. Tetapi, ketika itu, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono mengatakan bahwa SKB dua menteri itu bertujuan hﬂllf
hingga tanpa harus buru-buru mencabutnya, dan perlu melihat kemball

= “peraturan Menter Agama dan Mented Dalam Negeri Nomor 9.7, [bid., him. 27-b0.
= Majalak Tempo, 11 September 2003,
™ Majalah Tempo, 11 Sepiember 2005,
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kandungan atau persyaratan dalam SKB [ty

o K.Epumm" Bersama yang disempurnakan menjadi PBM itu te-
ap menjadi pedoman dalam mendorang atau membangun kualitas umat
peragama di Indonesia. Untuk itu, perly kiranya menelaah kualitas ke-
rukunan antar-umat beragama dengan beragam kasus konflik dan etnis
sebagai respons terhadap PBM. Menurut hemat penulis, setidaknya, da-
jam upaya aplikasi PBM itu, ada tiga dimensi penting yang perlu diper-
hatikan dalam upaya membangun kualitas umat beragama: faktor intrisik
(hubungan internal umat beragama), fakior ekstrinsk (hubungan antar-
ymat beragama), dan foktor pemerintah dalam mengimplementasikan
PEM., Faktor intrisik, bertalian dengan sejauh mana kalangan intern umat
peragama mengupayakan para penganutnya memiliki pengetahuan dan
mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Setiap agan_la
memiliki kekhasan tersendiri, terutama bertalian dengan doktrin-doktrin

nnya.”™
Hjmsﬂ;rakm tinggi tingkat pemahaman dan pengalalman terhadap ajar—_
an agama tertentu, semakin tinggi kemungkinan meningkatnya ﬁ*ekue::»s%
kpalitas keagamaan umat beragama. Faktor internal umat beragama ini
diarahkan pada pemberdayaan individu-individu pe_ngtlkut umat beraga-
ma agar lebih memahami, mengetahui, dan mempraktikkan ﬂ.lm‘;? “33'
manva. Kesalehan atau ketaatan individu umat beE'ﬂEﬂmﬂ terce . n da-
lam i:rerilalm sosial. Adapun, faktor ekstrinsik bertalian dengan b ’-‘“Hm?
antar-umat beragama. Bila bagian periama menckankan pﬂ'ungfq:'ﬂkm_
ningkatkan pengajaran dan pengetahuan sebagal proses "Eﬂ e
lehan atau ketaatan individu umat bEI'ﬂE:ﬂﬂa. Pﬂfdﬂ bﬂEIf_lﬂ i lu:ian <
ekstrinsik, lebih menekankan pada penﬂ::ga;ﬂung:::;;:;: S

- an - ~
s, G el ML e
.masing. Upaya pembins

alau pembangunan kualitas uma ga

ol beragama tadi.™ -
Fada kesalehan individu UM formasi, istilah Cina dan Tionghoa mulai

Setelah adanya “angin” Re : 1908 mengakihaﬂmn 5¢-

) : a, kasus 13-1 5 Mei
ﬂib}_:amkan kemball. hiﬁfmmjadi sasaran kerusuhan massa, sehingga
bagian kalangan orang dalam kebanyakan kerusuhan.

“Cina" dipand . alemen dasar yaka
DEE:‘# ::: hagz?i:i?zf;:ﬂn haik forum ceminar, diskusi maupun fo-
T 3

:l

—l--_-_-.
" Majalah Tempo. 11 ﬁgpleul'hﬂzn'ui
¥ Reprubifta, 5 September 2005- . 19811962, him. 99
" Hasil Musyawarah Antar-Umal Beraga ma.
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1ah ini terjadi sptelah dilakukannya SeMminar

sebutan Cina. Perubahan sti (ABRI) pada tahun 1966 dj gy,

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
7B

dung!;lttkipuﬂ istilah Cina dan Tionghoa masih diperdebatkan sebagia,
kalangan, tentunya dengan argumen tersendiri, p“"““?’“"“ha“ asimilagi
sebenarnya adalah permasalahan substantif Substantif maksudnya as;.
milasi tidak cukup hanya terjadinya F'Eruba.l't_nn‘ ﬁlmb'f*]-ﬁimhn]: sebagi.
mana halnya dengan perubahan-perubahan W'lﬂh.{:ima ke Tionghoa,
tetapi pfrn‘:asalahan esensialnya yang mesti diperbaiki. P‘Pa]‘laﬂ-f bagi se.
bagian kalangan masyarakat keturunan Cina, penggunaan istilah Cina
dan Tionghoa pada dasarnya tidak banyak bedanya.

Ong Hol Ham™ mengatakan bahwa orang Belanda menyebut orang
indonesia sebagai inlanders dan dianggap orang Indonesia sebagai peng-
hinaan, tetapi sekarang bukanlah permasalahan. Namun, bﬂdﬂsﬂﬂaﬂ
pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang mana suatu istilah sebagai
identitas suatu etnis dan lebih mengedepankan karakter dan pembangun-
an bangsa (character and nation building), penggantian istilah Cina men-
jadi Tionghoa dapat saja digunakan meskipun memerlukan proses waktu
lama untuk sosialisasinya.®

Kebijakan etnisitas pemerintah pada masa kemerdekaan, dalam upa-
ya mencari solusi permasalahan keturunan Cina, pada dasarmya dapat
diklasifikasikan ke dalam kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebi-
jakan umum adalah upaya pemerintah menyatukan etnis-etnis berbeda
dalam masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi bangsa baru
sebagai bangsa Indonesia dengan suatu kesatun yang utuh, atau pema
duan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi bangsa baru se
bagai bangsa Indonesia. Proses pembangunan bangsa (national building
tidak hanya berdasarkan atas kesamaan ras, bahasa, agama/kepercayad!
atau batas-batas geografi, tetapi juga sebagai akibat pengorbanan yani
dialami di masa lalu, Diungkapkan oleh Renan bahwa bangsa yang me
rupakan satu jiwa yang diikat oleh kehendak hidup bersama di atas su
atu wilayah tempat tinggal mempunyai batas-batas jelas. Otio Bauer’
perpendapat bahwa bangsa merupakan persamaan, satu persamaan k2
rakter dan watak yang terjadi karena persatuan pengalaman.

™ Abdullah 1di, Bangkn, Sefarah Soslal Cina-Melayu, Edisi Kedua, Tiara Wacana Press. Yo
yakara, 2011, him, 117,

™ Arvel Budiman, *Cina atau Nonghoa", dalam Moch. Sa'dun (), Pribuni-Non Pribi
Meneart Farmal Bar Pembauran, Pustika Cideslndo, lakarta, 1999, hlm. 115,

m{]hﬁ Hﬂk Hum. " fetflah F.I"'.Iﬁ'ml- _”“J'n- “"ll"liﬂﬂ]‘]‘ Pt'"gflhlm”- ﬂi‘llum ﬁhmlll "m'lj".ﬂh I-'tﬂi

K panl: Peasli M= Frilvanmi, l-'l-'hr‘g:ﬂ Hﬂ-l'lﬁjim Mencari Kmdilan, Faman Wackna Al ﬁ"rﬂu"
e, falrra 1204,

* Abdullsh 1), “Rangha, Sefarah Sosta! Cina-Melayw,,., ", him, 117,
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f:?g?:;ﬁ:ﬁ" Khusus adalah berupa penjabaran dari kebijakan
e peraturan-peraturan, Untuk mewujudkan strategi
asimilasl, d'h:a uah,pﬂr“mm“'ﬂﬂmmmn yang meliputi aspek politik,
h“&",}'a dan ekonomi. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aspek
politik, misalnya pada 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah
raturan yang mana ditetapkan bahwa keturunan Cina berwarga ne-
gard lm?nnesm diharuskan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah
jndonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya harus dikatakan
pula bahwa terdapat banyak sekolah Cina yang diubah menjadi sekolah
indonesia, tetapi mereka tetap memasukkan anak-anaknya ke sekolah
Cina. Sebelum peraturan pada 1957 dikeluarkan, pemerintah Indonesia
mengizinkan orang Cina memasuki sekolah menengah dengan menggu-
nakan bahasa Cina, dan menghapuskan sekolah-sekolah Cina, Pemerin-
rah mendirikan pula sekolah-sekolah Nasional Proyek Khusus pada 1968.
gekolah-sekolah itu bukanlah sekolah yang menggunakan bahasa Cina
sebagai pengantar, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Sekolah nasio-
nalis itu dikelola oleh keturunan Cina di bawah pengawasan pemerintah
dan bahasa Cina boleh diajarkan selama beberapa jam di luar jam pela-
jaran regular sekolah. Sekolah-sekolah khusus MI ditutup pada 1975.%
Pada 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang tidak
herlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Tetap.™ Pada 1963, Kep-
pres No.140/1963 dikeluarkan kepada Lembaga Pembinaan Kesatuan
Bangsa (LPKB) untuk melakukan pembinaan kesatuan bangsa,™ dalam
upaya menggalakkan proses asimilasi. Namun, LFKB kemudian dibu-
harkan berdasarkan Keppres No.226/1967 tentang Pembubaran Badan-
Badan atau Lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945. De-
ngan bubarnya LPKB, tidak ada lagi lembaga yang menangani asimilasi.
Pada awal Orde Baru, upaya solusi permasalahan Cina dilakukan
melalui Resolusi MPRS No. IlI/Res/MPRS/1956.% Resclusi 1966 ini
menganjurkan agar keturunan Cina dapat mempercepat integrasi (asi-
milasi) dengan memberikan berbagai kemudahan dan menghapus segala
hambatan yang mengakibatkan hubungan berasimilasi dengan pribumi.
Pada 1967, dikeluarkan Inpres No. 37/1967 tentang Kebijakan Pokok

* Dikutlp dari Barbari, * ffambatan- Hambatan dalam Proses Pernbarian Bangsa®, Analisis,

September, 1964, hlm. 630, : _ -
" Leo Susyadinata, Pribumi Fndonesta, Chinese Minority and Chira, Thicd Edition, (Singa-
Pura: Henemann Asia, 1992), him. 158.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 m
:_“'“iﬂ dan RAC tentang Masalah Kewarga

engenal Persetujuan Perjanjlan antara Republik In-
negaraan dalam Lembaran Negam Tahuin 1958 Mo,

Lembagn P quan Bangsa (LPKB) dibeniuk berdasarkan Musyawarah Asimi-
bai sty IEE;E :E::':;%Fhﬂ.;;m menginstruksikan LI'KB untuk melakukan pembinaan ke-
83N hagygsa, | pstruksl wersebut difuangkan ke dhalam Keputusan Presiden No. 140 Tahun 1963,
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Penyelesaian Masalah Cina dan produk hukum Iainnya dalam Upaya me,
lancarkan proses asimilasi,

Pada 1966, Presiden Kabinel memerintahkan Departemen Hl'hnkin-.,
an melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 3/Kep/21/1966, dalam
upaya melakukan perombakan terhadap Undang-Undang Catatan gj,
Adanya keputusan presidium itn memperlihatkan bahwa “catatan” gj ¢,
tatan Sipil itu hanya membuat kategori WNI dan WNA tanpa disebq lagi
H[’:]nmpn’g menurat ketuminan atan ras, misalnya Eropa, Timur, JIH|I'|;|iIr tlan
pribumi. Dengan demikian, terhapuslah hukum yang memisahkan Yo
ma warga negara dan menjadi penghalang bagi asimilasi.™

Pada 1967, dikeluarkan pula Instruksi Presidium Kabinet No.37 4,
IN/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, kiyy,.
susnya terhadap mereka yang masih berstatus “asing” dalam kaitanny,
dengan RRC. Instruksi ini antara lain mengatur: a) kedudukan orang
asing di Indonesia, yaitu mereka boleh tinggal dan bekerja di Indonesia
hanya dengan izin pemerintah Indonesia, dan bahwa menganggap modal
vang mereka peroleh dan dipertumbuhkan di Indonesia pada dasamya
adalah modal nasional dan oleh karena itu harus dikerahkan dan diman-
faatkan untuk kepentingan Indonesin. Berdasarkan instruksi ini pada ta-
hun berikutnya diundangkan UU Ne. &6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal dalam negeri, vang selain hendak memanfaatkan modal domestik
juga bermaksud mencegah pelarian modal ke luar negeri; b) pendirian
sekolah-sekolah asing hanya dibolehkan bagi kepeluan keluarga korps
diplomatik dan konsuler serta bagi keluarga orang-orang asing lainnya
sebagai penduduk sementara Indenesia. Bagi anak dari penduduk tetap
Indonesia dianjurkan masuk sekolah-sekolah nasional; ¢) warga negara
asing yang bertempat tinggal di Indonesia, baik yang sementara maupun
penduduk tetap, diperkenankan mendirikan organisasi-organisasi bersi-
fat lokal tetapi terbatas pada bidang keschatan, keagamaan, kematian,
olahraga, dan rekreasi,"”

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah membentuk suatu Ba:
dan Pembina Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangs DEL-Jakarta pada
1974, dan kemudian dibentuk pula suatu Badan Komunikasi Penghayat
an Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) pada 28 Oktober 1977, Para ;11'“'.1'111
Bakom-PKB antara lain Hasyim Ning, K. Sindhunata, Junus Jahja, Moo
Han Siang dan Lo Ginting.* Bakom-PKB-lal yang mendukung astmilast

= AN Hidayut, Maipuaribif dan Kotuseiaon i ot habine, A andung: Tarsiba, |1y, Bl 16

® kgsies tenpenal W betumanan asling dikelyarkan Keputisan Presiden No. ik 1) |.|.|I-'
vk, smenegaskan beduduban dan pembisan meickn | T i
aleard 3rearige Asing. (avidureg - Penerbin Alusnd, DB Do L= 120 chinns W L, S kst Ml
Ll Ciner ol i dnalenesio, (Yayusan Peoelittan Masalaly Kb, 147 Liks

5 31, Bl T
= Junus Jahja, “Lembaga Fembinaan 1, ki, T

Kiewintuan Wanga®, daliam 70 Tahun Junss Jah
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getrunan Gina dan pribumi, yang hingga kini masih berlaku kepengu-
cusan sefak tinglkat pusat hingga di daerah,

Untuk memantapkan kembali pelaksanasn program asimilasi, Presi-
den RI mengeluarkan Inpres No.2/1980 tentang Bukii Kewarganegaraan
pl dan Keputusan Presiden No.13/1980 tentang Tata Cara Penyelesai-

an permohonan Kewarganegaraan R1, Masyarakal keturunan Cina yang
perdiam di wilayah tertentu yang cara hidupnya sama dengan masya-
rakat pribumi setempat, diberi surat kewarganegarasn tanpa harus me-
lalai pengadilan, yakni cukup hanya berurusan dengan kepala daerah
atau distrik. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan menurut
jnpres Mo.2,/1980 dapat dinaturalisasi berdasarkan Keputusan Presiden
np.13/1980.%

Pada 1966, pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXVII/
1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Ketetapan MPRS ini
menetapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan, dan bahwa tujuan pen-
didikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati; pendidikan agama
menjadi keharusan di dalam seluruh sistem pendidikan nasional; dan
mempertinggi mental budi pekertl, kecerdasan, dan keterampilan ser-
ta membina fisik sehat dan kuat.* Pemerintah juga mengeluarkan Tap
MPRS No.XXXI1/1966 dan Undang-Undang No.14,/1968 tentang Pembi-
naan Pers. Tap MPRS ini menetapkan bahwa penerbitan pers dalam ba-
hasa asing, bukan huruf latin (misalnya Cina), hanva dimungkinkan oleh
satu penerbitan dari pemerintah.” Dengan keluarnya Tap MPRS No.V/
MPR/1973 maka kedua Tap MPRS sebelumnya dicabut karena materinya
telah tertampung dalam Tap MPR No.IV/MPR/1573 tentang GBHN,™

Pada 1964, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.4/1564
di mana peranakan Cina perlu menggantikan nama dengan nama-nama
yang lazim dipakai pribumi Indonesia, meskipun hasilnya tidak begitu

sikses. Mungkin kebijakan yang paling bersifat asimilasi adalah pera-
turan perubahan nama yang pertama kali dikeluarkan 1961, ketika So-
ekarno berkuasa, namun peraturan itu tidak dilaksanakan karena ru-
mitnya. Setelah Soeharto berkuasa 1966, diberlakukan lagi peraturan
perubahan nama-nama tersebut. Walaupun ketika itu perubahan nama
lidaklah merupakan suatu keharusan, karena tekanan politik dan sosial

e ——

i Kivaet Kitried Pesrbvr v, Dina Rena Pariwara, fakarta, 1997, weeatana Lbm 385- 566

" Deravuran inl telah menguniungkan sehagian masyarakatl keturunan Cina. Sekitar 100.000
Ty FRETAR Cifa dapat memanaatkan periiurmn inl. Lihat Lea Sunyadinata, “he Chinese Bi-
Nty f Sino-lndonestan Diplomatic N nrrmalization”, fowrnal of Soatheast Asion Sriecdies, Vol

| NoY, Mares 1981, him.197-206,

" BAKIN, Padoman Penyelesaion Maslah Cina il Indpresia, lakortn, 1979, hine 19

DM, Hidayat, Mesparakat den Kebudayaan, o cif, hiny 174

“ BAKIN, Pedaman Penyelesatan, hlm, 19,
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yang dilakukan terhadap warga negara Indonesla etnis keturunan
Pada tahun 1966 dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet Hﬂ.u-;-m}
Kep/121,/1966 menetapkan Tata Cara Penggantian Nama tersebyg,»

Pada 1967, Presidium Kabinet mengeluarkan Instruksi No.4g,
IN/B/1967 mengenai Penanggulangan Subversi dan Propaganda Asing
Cina. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna surat k.
bar berhuruf Cina pada Harian Indonesia dan pencrangan khusus dalap,
bahasa Inggris dan Cina melalui RRI.* Masih 1967, dikeluarkan Inpre
No.14,/1967 yang menetapkan kebijakan pokok tentang agama, keperca.
vaan, adat istiadat Cina. Inpres ini dipandang penting untuk membatag
pelaksanaan tata adat istiadat Cina yang memiliki afinitas kultural nege.
ri leluhumya, hanya secara intern dalam hubungan keluarga atau perp.
rangan, melarang perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina
secara menyolok di depan umum, tetapi dilakukan di dalam lingkungan
keluarga.™

Keterkaitan dengan kebijakan adat istiadat dan perayaan agama
itu, pada 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan
Keppres No.6/2000 dan mencabul Instruksi Presiden No. 14,/1967, De-
ngan keluarnya Keppres No.6/2000 berarti telah mengsugurkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam MNegeri dan
Kejaksaan Agung yang masing-masing bernomor 67/1980, No. 24/1980
dan Kep 11/J-A/10/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Inpres
No.14/1967.% Peraturan ini cukup efektif berdasarkan tujuan awalnya,
tetapi untuk daerah tertentu dipandang kurang efektif, misalnya kasus
Bangka.

Masih pada 1966, pemerintah mengeluarkan peraturan berhubung-
an dengan kebijakan ekonomi. Dalam Resolusi MPRS No.11/1966 Pasal §
yang bertalian dengan masalah perekonomian dikatakan bahwa dalam
upaya meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan rakyat, menghilangkan
kemiskinan, diharapkan adanya keseimbangan pada tingkat kehidupan
rakyat. Pasal 12 menegaskan perlunya pemerataan pembangunan di se-
gala bidang di seluruh daerah demi kukuhnya kesatuan bangsa. Sebagai
upaya menggairahkan perekonomian nasional, dikelnarkan pula UU No.
1/1967 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, Dalam UU ini diatur
tentang gerak dan keterampilan asing dalam keseimbangannya dengan

@ 7 M Hidayat, Masyarakni den Ketrednyaan, foccir, hlm, 15 dan Leo Suryadinata, * |rghomie=
slan Policy Toward Chinese Minority Under the New Order”, Asian Survey, No.8, Vol August
1976, him.781-7E2.

s Wuri Handayanl, "Asimflasi 4 Pontlaral®, Tesls $-2. Program Studi Hmu Politik Jurusan
Tmee-Tlemi Sosial. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992, him. 63,

# BAKIN, Pedomean Peppelesalan him 19,

= Lingrgy, Edisi Ke-6/Talun 11 fFebruard 2000, hini. 61
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mﬂd&I dan h“t“‘f‘“f‘ilﬂﬂ nasional. Waktu berusaha bagi perusahaan-per-
ysahaan asing dibatasi, yakni dalam bidang industri berakhir pada 31
pesember 1973 ds!.n. dalam bidang-bidang usaha lainnya ditentukan lebih
lanjut oleh pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun. Pe-
mulihan [““55[ ekonomi itu dilakukan secara berangsur-angsur dengan
Mﬂmbﬂh’.—'}'a jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara Indonesia,
sampai sedikitnya 75% dari jumlah seluruh saham perusahaan yang ber-
sangkutan.”” Keberadaan UU ini agak menyerupai kebijakan affirmative
gerions yang dilakukan pemerintah Malaysia pada 1971, yang bertujuan
p.ﬂnberda}faan ekonomi Boemi Potra.

Pada 1974, pemerintah membantu para pengusaha nasional. Untuk
meratakan kesejahteraan dan pemupukan modal dan keterampilan, ter-
gtama setelah terjadi kasus Malari 1974, pemerintah membantu para
pengusaha nasional untuk dapat mengembangkan diri dan usahanya de-
ngan sejumlah program seperti: Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Inves-
tasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMEP).™ Pada 1979,
1980 dan 1981, pemerintah mengeluarkan sejumiah Keppres dalam upa-
ya meningkatkan keseimbangan peran dalam kegiatan ekonomi peranak-
an asing dan pribumi. Keppres dimaksudkan adalah Kepres No.14/1979,
Keppres No.14/1980dan Keppres No.18/1981. Keppres-keppres it ber-
mjuan untuk membantu perkembangan usaha ekonomi lemah atau cko-
nomi masyarakat pribumi.”

Pada 1990, pemerintah mengeluarkan Paket 29 Januari 1990. Paket
ini berisi diwajibkannya bank-bank mengalokasikan 209 dari total kre-
dit bagi pengusaha keeil selambat-lambatnya dalam satu tahun. Penilai-
an sehat tidaknya bank-bank akan dihubungkan dengan alokasi kredit.
Kredit yang dimaksudkan adanya Kredit Usaha Kecil (KUK) diberikan
kepada badan usaha (biasa swasta atau koperasi) yang aset totalnya tidak
melebihi 600 juta rupiah, di luar tanah dan rumah ditempati dan dibe-
rikannya Kredit Usaha Tani (KUT) kepada petani melalui Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebesar 16%, di mana 7%
fee diberikan kepada KUD sebagai penanggung jawab pelaksanaan pem-
berian kredit.!® Pada 1990, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang
pemulihan hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Rak-
yat Cina pada 8 Agustus 1990.Dengan adanya peraturan diplomatik ini
tangat membantu berbagai permasalahan kewarganegaraan keturunan

.7, hilm, 6.

" Wurl Handayani, “Asimilasi di Ponfianal. _ |
i ofi Inclonesia, Lembaga Penerbitan Padani

™ Siswana Yudo Husado, Wirgs Haric kasis

Negeri, Jakarta, 1965, him. 148,
* Syahrir, Ekonout! Polirik Keburulion Pokok : Sebuah Perspebnf, LFIES, Jakaria, 1290), him.

H3-114.
™ Abullah 143, fangis, Sefarah Sosial Cina-Melapi...'. Op. cit.
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Cina, sehingga banyak mercka yang menjadi Warga Negara Indonesg,

Setelah 1997, dengan dimulainya Kabinet Reformasi B.J, Habibj,
(1997.1999), kebijakan pemerintah mulai tampak dalam aspek sosig| by
dava dan politik, Pemerintahan Habible memberikan kesempatan yep,
bali kepada keturunan Cina untulk tl'li.':ﬂ:‘p’F"l“ﬂ'““_1 nspi.rnsi politilk dengap
membuat partai “etnis” senditl. Keturunan Cina dlpnrkcpankan puls
mempraktikkan adat istiadat dan seni budaya mercka, mlr-fllnya kese.
nian barongsai, Imlek (vin cia fa cal) dan Cap Go Meh, meskipun dalap,
kenyataannya kebanyakan dari mereka melnklil-mrm!r& masih dalam k.
langan intern anggota keluarga sendiri.’® Pemerintahan ﬁhdu”ahman
Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000 yang bertand,
dicabutnya Inpres No. 14/1967 1entang Pelarangan Praktik Adat Istiada
dan Seni Budaya Cina. Pemerintah menganjurkan kcturynan Cina untuk
memperjuangkan aspirasi Imlek sebagai Hari Libur szsmnnl secara ber-
tahap melalui saluran politik (partal politik). Pemerintahan Megaway
(2001-2004), sehagai penerus kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman
Wahid memberikan kesempatan luas kepada keturunan Cina dalam as-
pek adat istiadat dan seni budaya.'™

Sebagian kalangan keturunan Cina menanggapi dengan positif ter-
hadap kebijakan pemerintah pada era Reformasi (B.J. Habibie, Abdur-
rahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri) dalam upaya mencari so-
Jusi permasalahan keturunan Cina. Akan tetapi, sebagian mereka lainnya
cenderung menanggapi sebaliknya. Sindhunata dan Junus Jahja meng-

ungkapkan:

dilihat dari identitas etnik, perayaan Imlek dirasakan sebagai peluang bar
bagi ekspresi dan budaya etnik yang selama Orde Baru telah terpasung. Tapy,
dilihat dari sudut pandang identitas nasional, perayaan Imlek ini memun-
culkan kekhawatiran tersendiri yang dapat mendorong ke arah proses re-
sinifikasi (peng-Tionghoa-an) kembali warga keturunan Tionghoa (Cina) di
tanah air’™

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Orde Lama dan Orde
Baru telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas, terutama sebagal
upaya mencari solusi pemeeahan masalah hubungan etnis Cina dan
pribumi. Dalam kenyataannya, berbagai kebijakan yang dilakukan p&
merintah Orde Baru belum memperoleh hasil yang menggembirakan.
Kebijakan asimilasi yang dilakukan pada Pemerintahan Orde Lama dﬂfﬂ
dilanjutkan pada masa Pemrintahan Orde Baru, ternyata belum dapal di-
andalkan sebagai solusi substansial permasalahan orang Cina dan pribt

] ,ﬁhd.uljah Idi, Bangka, *Sefarah SmmFﬂrJu-Mﬂnm,_,', thid ilm. 134.
= Iﬂ'_ Sindhunata dfm I].mus Tahja, *“Generasi Imlek”, Repulblfka, 2 Maret 2003,
* Zuly Qodir. Rndikalisme Agama 2| Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. i
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i (indegenous). Karenanya, permasalahan etnisitas di Indonesia agaknya
retap meniadi perhatian penting dari beragam rezim pemerintahan ke
depan dengan kebijakan substansial dan efektif dalam solusi persoalan
eisitas dalam masyarakat pluralistik Indonesia,

Dalam perjalanan berbangsa, pada era kemerdekaan, memperlihat-
ken adanya kesenjangan (gab) antara harapan dan kenyataan dalam me-
ngelola keragaman etnisitas. Padahal, sejak awal sebetulnya, keterkaitan
dengan keberagaman, Soekarno, yang dikatakan Benecdict Anderson se-
hagal “manusia cerdas”. Bhinneka Tuggal Tka, bukan Kesatuan dan Persa-
wan Indenesia, seperti dilakukan pada masa Orde Baru dengan politik
integrasi dan disintegrasi bagi mereka yang tidak *mendengar” apa yang
dikatakan rezim politik. Soekarno memberikan apresiasi positip atas ke-
rsgaman di Nusantara, sementara Socharto memberikan “tekanan” atas
weberagaman yang terdapat di Nusantara. Inilah perbedaan antara poli-
ik akomodatif Soekarno dengan politik represif Soeharto atas bangsanya
sendirl.'™

Pada masa Orde Baru dan Reformasi, memperlihatkan banyak ka-
sus persoalan etnisitas yang terjadi. Setelah berakhimya masa Orde Baru
sejak 1998, konflik sosial bernuansa suku/etnis, agama, ras, dan antar-
golongan (SARA), seakan terus terjadi. Kapan dan di mana akan terjadi
akan sulit pula terdeteksi, Faktanya, dipenghujung 2010, terdapat seku-
rangnya empat konflik sosial bernuansa SARA—yakni kasus HKBP (Huria
Kristen Batak Protestan) di Bekasi (konflik agama), Tarakan-Kalimantan
Timur (konflik emnis), konflik antargeng di Jakarta Selatan (geng pre-
man/golongan), dan konflik komunal di Cisalada, Ciampea-Bogor (aga-
ma). Terjadi pula bom bunuh diri Masiid Markas Brimob-Cirebon (2011);
dzn bom bunuh diri di sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah (September
2011). Selain korban harta benda, sejumlah orang telah meninggal dunia

dan luka-luka pun tidak dapat dihindari daiam kasus SARA atau pun
etnisitas ini—yang seakan negeri ini kurang menghargai hak hidup dan
martabat manusia yang memerlukan perlindungan negara.'®

Konflik Dayak-Madura 1997 merupakan puncak interaksi Dayak
Kanayatn-Madura di Salatiga yang berdampak pada kekosongan inter-
aksi antarkeduanya di desa ini. Interaksi maupun pengalaman konflik
thdumnya kst mengl;ﬂnstruksi konflik Da}'ﬂk-Madum 1997 di Sulallga

yang telah mengakibatkan perubahan sosio-kultural yang penting, yakni

"-.._|_‘_-_-_ - '
"™ Abdullah 15, * Farmoni Sosial: Inveraksi Sosial "Natural Asimilatif” antara Emis Cina dan

My, 57 dﬂanﬁiﬂ"- Thagafiyvat: Jurnal Kajian Hiedlaye lelam, Volume 13, No. 2. Desember 2012,

(.. Cring, Madura di Mata Dayak. Dari Konfiik ke Rekonsiliasi, Galang Press, 2004, Yogya-
4, him, 107,

X
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kekosongan interalsi orang Dayak Kanayatn-Madura. Bagi orang Dayay,

Kanayatn, peristiwa tersebut sebagal pengejawantahan dati totalitas ragy

takut, totalitas penerimaan terhadap citra Madura yang suka kekerasan

dan totalitas kebersamaan di antara mereka, Keterlibatan, wujud keke.

rasan, dan korban dalam peristiwa berdarah tersebut jauh lebih besar

bila dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya."™

Selain adanya citra baik orang Madura, tetapi citra yang paling me-

mengaruhi sikap dan tindakan orang Dayak Kanayatn (baik terhadap di.

rinya maupun terhadap orang Madura) adalah citra orang Madura suka

kekerasan. Citra orang Madura suka kekerasan dan citra orang Madura
ity keduanya merupakan citra yang menonjol dan sekaligus berkompeti.
si. Apa yang ada dibalik pencitraan orang Madura di “mata” orang Dayak
Kanayatn Salatiga tidak terlepas dari sistem makna dan sistem nilai yang
dipegang oleh orang Dayak Kayanatn dalam menanggapi orang Madura,
Orang Madura yang dicitrakan suka kekerasan, dalam hal ini, memiliki
relasi yang kontras dalam imajinasi Dayak Kanayatn tentang kehidupan
bersama orang dari etnis lain yang memiliki nilai tenteram dan tenang,
Orang Dayak Kanayatn seakan ingin mengatakan bahwa “Kalau kalian
orang Madura bercarok, maka perbuatan itn membuat kami orang Dayak
Kanayatn ketakutan.” Dengan pencitraan tersebut, orang Dayak Kanayatn
menggambarkan orang Madura tidak dapat bersikap dan bertindak sesuai
dengan nilai tenteram dan tenang, atau tanpa kekerasan, yakni “berteri-
ma" bagi orang Dayak Kanayatn. D1 sinilah orang dayak Kanayatn menya-
dari keberadaannva di hadapan orang Madura. Konsepsi orang Madura
suka kekerasan yang digambarkan dengan kata-kata carok dan colek ke-
pada orang Madura merupakan hasil dari pemahamannya ketika mereka
berhubungan dengan sikap dan tindakan orang Madura. Jadi, pencitraan
Madura berarti terkait dengan batas-batas kebudayaan orang Dayak kana-
yatn yang dihadapkan dengan batas-batas kebudayaan orang Madura.'”
Orang Dayak Kanayatn, dalam hal ini, tidak dapat membebaskan keta-
kutannya selama citra Madura suka kekerasan itu cenderung lebih kuat
memengaruhi sikap dan tindakan erang Dayak Kanayatn; di samping
adanya citra diri orang Dayak Kanayatn sebagai pembunuh. Dalam diri-
nya, orang Dayak bergulat melawan citra orang Madura dan ciri-cirinya

sendiri.'™

e Giring, * Maduea di Mato Dayak..", ilsigl., bl 152.

i giwanto Tirosudame, "Masyarskat Adat, LSM don Perebutan SDA: Sebuah Pengamatan
Awal di Kalimantan Tengah®, Masyanakat Indonesia: Majelah lmu-limu Sosial Indonesia, IP1-
laknria, Jilid 300K, No. 2, 2004, him. 73-83,

= peru Cahyona, *Konflik di Kalbar dan Kalteng Sebuah Pecbandingan, Maspambkar ndons:
sig: Metfadah Mrne-Mmu Sazial Indonesia, LIPL-Jakarta, 1illd XXX, No. 2, 2004, him. 47,
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se:lain alasan kultural, sepertl cltra orang Madura bagl orang Dayak
seperti dijelaskan sebelumnya, proses maupun dampak dari konflik ke-
kerasan yang banyak terjadi—tidak hanya di Kalimantan tetapi juga di
Maluku (SJanuari 1999), di Poso-Sulawes! Tengah (2001), dan berbagai
rempat lainnya. Salah satu faktor lainnya yang mendorong terjadinya
konflik yakni perebutan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
yang berlangsung sejak lama yang mejadi dasar dari ketegangan hubung-
an antara kelompok masyarakat yang sama-sama memiliki kepentingan
terhadap SDA. Adanya konflik atau persbutan-perebutan sumber daya
alam yang diduga bertalian dengan kuatnya arus mobilitas penduduk
yang masuk ke Kalimantan Tengah. Sejarah terbentuknya Kalimantan
Tengah yang dilandasi kelompok etnis Dayak akan sebuah wilayah admi-
nistrasi yang secara penuh memenuhi aspirasi politik mereka—menjadi-
kan Kalimantan Tengah yang merupakan sejak awal hingga kini merupa-
kan arena kontestasi politik yang bersifat etnik.'®
Di Kalimantan Barat, terjadi konflik etnis di Kodya Pontianak pada
25 Oktober 2000. Massa dalam jumlah cukup besar mengepung GOR
Pontianak—tempat penampungan pengungsi dari kelompok etnis Madu-
ra. Kerusuhan atau konflik melibatkan etnis Madura berhadapan dengan
etnis Melayu, sebagai kelanjutan dari peristiwa pada 1999 di Kabupa-
ten Sambas dengan korbannya 177 orang tewas, 71 luka berat, 40 luka
ringan, 12. 185 rumah terbakar, 315 di rusa, 45 kendaraan bermotor
dibakar dan 21.626 warga Madura terusir dari tempat tinggalnya, dari
Laporan Khusus Polres Sambas, 1999, Di Kalimantan Tengah, konflik
serupa terjadi pada 18 Februari 2001, di Kota Sampit, Kabupaten Wa-
ringin Timur, Kalteng, yang merembet ke Kuala Kapuas, Pangkalan Bun
dan Palangkaraya—yang menewaskan ratusan korban jiwa dan 125.000
warga Madura terusir ke berbagai tempat. Konflik ini disinyalir sebagai
kelanjutan dari kerusuhan atau konflik sebelumnya, Desember 2000, di
Kalimantan Tengah antara etnis Dayak dan Madura, di lokasi tambang
emas di Kiringpane, 100 km dari Sampit-—yang menewaskan 1 orang
Dayak tewas yang disusul dengan pembakaran rumah. Etnis pendatang
dan etnis lokal berada dalam hubungan ketegangan sepanjang Januari-
Februari 2001, berbagai pertikaian dan saling ancam berlanjut. ¢
Konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memper-
lihatkan bahwa etnis asli atau etnis besar gagal mengembangkan domi-
nant eylture (budaya dominan) yang dapat menjadi wahana akulturasi
anlar-etnis, Di Kalbar, dua etnis besar merupakan Dayak dan Melayu,

‘_-_-_-_-—I. L]

" ey Cahyone, Konflik di Kalbar dan Kalieng Sebuah Perbandingan’, Mesyarakar Ddone-
K Majettah [mogs-Tlime: Sosial Indomesi..., IM:!.,hlm._q 4,

' Abdullah Tdi, *Harmeni Sosial: Interaks| Sostal...." Op elt, blm. 375.
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Di Kalteng bahkan konstelasi etnis lebih menyebar karena terdapat (g,
suku/etnis besar: Banjar, Dayak, dan Jawa—di mana etnis asli Dayqy,
bukan lagi merupakan mayoritas penduduk. Ketiadann dominant cultyr,
berarti tidak adanya kekuatan yang dapat “memaksa” kelompok etniy
pendatang agar “tunduk” pada setting budaya dominan yang biﬁaun}-a
merupakan budaya asli setempat, Dampaknya, kelompolk-kelompok etnig
yang datang ke Kalbar dan Kalteng tdalk terintegrasi ke dalam salah saty
kelompok etnis besar sehingga menimbulkan jar ak sosial yang berpenga.
ruh pada proses interaksi sosial dan menimbullan streotip-streotip, '
Kasus kerusuhan antara etnis pendatang (Bugis) dan emis lokal (Ka-
limantan Timur) pada 2010, merupakan salah satu bentuk pengulangan
kerusuhan etnis yang pernah terjadi sebelumnya, seperti di Sampit (Ka-
limantan Barat). Terjadinya konflik sosial-etnis tersebut dapat dikarena-
kan faktor “kecermburuan® sosial-ekonomi dan faktor sosial-budaya (me-
munculkan steeotip etnis). Etnis pendatang biasanya lebih agresif dalam
mencari peluang-peluang ekonomi demi penghasilan dan martabat yang
Jehih baik bagi keluarganya yang juga (sifat agresif) sering kali menjadi
“sumber” konflik etnis yang pernah terjadi sebelumnya. Aspek sosial bu-
daya, terutama streotip etnis juga tidak jarang menjadi “sumber” potensi
konflik bagi kedua belah pihak etnis pendatang etnis Jokal, Klaim-klaim
dan label-label, baik yang positif yang diberikan kepada etnis sendiri
maupun label-abel negatif terhadap etnis lain, merupakan suatu hal yang
sensitif terhadap munculnya “sumber” dan potensi konflilk etnis.'?
Konflik antargeng di Jakarta Selatan (2010), antara geng Flores dan
Ambon (sama-sama dari Indonesia Timur) merupakan banyak motivasi
atau alasan “gengsi” dan “sumber-sumber * ekonomi. Kerusuhan ini telah
menelan korban lima orang pemuda dan puluhan luka parah dari etnis
berbeda. Meskipun sama-sama berasal dari Indonesia Timur dan mung-
kin juga dengan identitas agama yang sama, mereka tetap saling melukai
dan membunuh hanya karena harkat dan martabat berupa “gengsi” dan
perebutan “sumber” ekonomi.™ Ada pula kasus kerusuhan dan pemba-
karan terhadap rumah ibadah dan rumah para jemaah Ahmadiyah di
Cisalada, Ciampea, Bogor. Hal ini lebih tampak merupakan konflik sosial
bernuansa agama, konflik intern umat beragama. Konflik Alivan Ahama-
diyah di Indonesia lebih dikarenakan perbedaan mendasar antara umat
umat Islam umumnya dengan Ahamadiyah, Konflik ini seakan tidak pe-

nah terselesaikan meskipun sudah ada peraturan yang melarang tentang

10 [ ery Caliyono, *Konilik di Kalbar don Kalieng Schuah Perbandingan”, Masyarakat Indo-
nesia; Magalah Hmu-Nmu Sosial Indonesia...., (0064, i, 49,

vt bdsliehs fll, "Himeresond Sopstal: fnteraksd Soziel.. 5 Dy e, lin, 375

03 Abdullah Ldi, = Haramand Sosied.." |, thid, Blme 376,
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weberndaan Ahamadiyah,

Dalnm kasus HKBP-Bekasi, salah satu faktor penyebabnya, lebih
dikarenakan karena lemahnya peran pemerintah dan komitmen peme:
rntah tentang implementasi peraturan tentang kerukunan antar-umat
peragama. Kehaditan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang
diketuai kepala daeraly (gubernur/bupati/walikota) belum sepenuhnya
dilaksanakan. Kepala daerah umumnya kurang menyadari tentang pen-
yingrya peran pemerintah dalam implementasi peraturan pemerintah
rentang kerukunan umat beragama. Pemerintah dapat berupaya mem-
beri pengawasan dan pemberian sanksi tentang setuju atau tidak setuju
terhadap usulan pendirian rumah ibadah, Karena lemahnya peran peme-
rintah, terutama Kantor Kementerian Agama setempat, sangat mungkin
di antara pengurus dan elite umat beragama mencoba dan berspekulasi
mengabaikan aturan berlaku, Tentu saja, karena berspekulasi, ada yang
herhasil dan tidak berhasil dalam pendirian rumah ibadah. Karenanya,
proses penanganan hukum terhadap konflik sosial bernuansa agama me-
merlukan kehati-hatian dan konsistensi, jangan sampai ada umat ber-
agami mana pun yang merasa dirugikan. Peraturan Pemerintah tentang
kerukunan umat beragama it hendaknya tetap menjadi rujukan dalam
proses mendirikan rumah ibadah.'*

Dari uralan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kebera-
gaman etnis di Indonesia pada pasca-kemerdekaan sampai pasca-Refor-
masi (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) kurang mampu mencip-
takan harmonis-sosial dan justru kasus-kasus konflik sosial (bernuansa
etnis dan agama) sering terjadi dan cenderung meluas. Dengan kata lain,
pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi, agaknya kinerja
pemetintah belum mampu mengelola keberagaman seperti yang dibarap-
kan, di mana tidak ada etnis manapun yang merasa dirugikan, terlebih
etnis mayoritas pribumi. Pada masa kemerdekaan, tampak bahwa belum
ada pergeseran posisi mayoritas pribumi yang cenderung tersubordina-
si (subordination) terutama dalam bidang ekonomi. Keadaan struktural
sosial yang timpang ini merupakan “akar” konflik sosial yang telah di-
mulai sejak masa kolonial Belanda dan berlanjut dan belum mengalami
perubahan hingga masa kemerdekaan, tanpa terkecuali masa Reforma-

si {1998-sekarang) yang ditandai dengan maraknya kasus konflik sosial
bernaunsa etnis dan agama. Keadaan seperti ini, tentunya, tidak meng-
untungkan bagi penguatan integrasi sosial dan integrasi nasional, Dengan
demikian, kebijakan-kebijakan etnisitas pada masa kemerdekaan (Orde

" Kampmas, 3 Oktober 2010 )
"5 Abdyllah Bdi, * Harmoni Sostal....%, loc. cit, him. 374.

. 161

Dipiradal chengan CantSeander



-

POLITIE ETHISITAS MINDIA BELANTIA: Dilema dalam Petigaleiaan Kobersgtimen oy,

Lama, Orde Bary, dan Reformasi) dapat dikatakan “gagal” dajapy, -

ngeola etisitas dikarenakan kasus-kasus konflik sosial (etnis dan agama
seakan justru meningkat. Dalam konteks ini dapat dilihat pads Gam.baj
3.1 berikut, ;

Kebijakan Palik Mgy
&FIMHHH H‘;ﬂm“_“
Kemerdelcan (Orde Harmonis, ttyey
Larma, Ordo Bary Hmﬂi;m .
dan Refarmasi)

GAMBAR: 1,1. KEBIJAKAN ETNISITAS MASA KEMERDEKAAN
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BAB 4

IMPLIKASI KEBIJAKAN ETNISITAS
PADA MASA KEMERDEKAAN

palam bahasan ini dianalisis tentang implikasi-implikasi atas kebijakan et-
nisitas yang pernah dilakukan pada masa kemerdekaan yang telah dibahas
pada bahasan terdahulu. Untuk ity, informasi-informasi sosio-historis ber-
talian dengan dampak dari panerapan kebijakan-kehijakan kolonial Belanda
menjadi landasan analisis dalam kajian bertalian dengan implikasi (efektivi-
tas) penerapan keragaman etnisitas pada masa kemerdekaan,

A. KELEMAHAN KEBIJAKAN ETNISITAS KOLONIAL
BELANDA

Seperti dijelaskan pada bahasan terdahulu, hubungan sosial pada ma-
syarakat pluralitas Indonesia pada masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde
Baru, dan Reformasi) menmunjukkan belum mampu menciptakan suatu
kondisi kehidupan keberagaman etnisitas yang harmonis. Faktanya, ber-
bagai “benih-benih” konfik sosial bertalian dengan etnisitas sebetulnya
sudah mulai tumbuh dan terjadi sejak masa kolonial, terutama kolonial
Relanda yang menempatkan Nusantara sebagai koloninya sekurangnya
350 tahun lamanya. Pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi
pun konflik sosial etnis dan agama seakan terus terjadi. Padahal, sudah
banyak kebijakan berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
pada masa kemerdekaan yang telah dikeluarkan dan diterapkan, akan
letapi, berbagai konflik etnis dan agama dengan berbagai faktornya, ma-
sih tetap terjadi. Bila hal ini terus “dibiarkan” terjadi, sangat mungkin
Imbungan sosial anatar-etnis dan agama di negeri ini pada kemudian hari
terus memburuk yang selanjutnya dapat mengancam keutuhan bangsa.

Seperti diketahui bahwa kebijakan etnisitas (ethnic policies) yang di-
lakukan pemerintahan kolonial pada Hindia-Belanda, pemerintah pada
masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi), menun-
jukkan suatu hasil yang belum dapat mengembangkan potensi-potensi
keberagaman etnisitas secara substansial. Pada masa kolonial Belanda
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(Inggris, Portugis, dan Jepang) lebih cenderung mementingkan kebijjgy,
an elnis yang semata bertujuan untuk kepentingan misi ekonomi poljgy,
dan mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Pemeringyy,
Hindia-Belanda, Inggris, dan Portugls juga menonjolkan kebijakan et
yang mengabaikan keberagaman masyarakat Hindia-Belanda yang mg.
jemuk atau pluralistik (pluralistic societies). Selain misi ckonomi politik, [,
kolonial Belanda juga mengikutsertakan penyebaran (misionaris) agam,

Kristen terhadap penduduk di Indonesia yang sebetulnya sudah terda. f,
pat banyak kerajaan Islam (kesultanan-kesultanan). Hal ini sudah barang
tentu menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan yang selanjutnya me.
numbuhkan potensi konflik yang berujung pada berbagai kenflik sosia H
dan perlawanan terhadap bangsa kolenial Belanda. :

Meskipun pemerintahan bangsa Eropa, kolonial Belanda, telah ber.
cokol dan bertahan di Nusantara sekurangnya tiga setengah abad (3,5 |
abad) lamanya, sejak kedatangannya pada awal abad ke-16 hingga me-
masuki masa kemerdekaan Indonesia (1945) dan dilanjutkan Agresi-II
(1949), tampak bahwa kebijakan-kebijakan etnisitas yang diambil berta-
lian dengan eksploitasi (tujuan ekonomi politik), diskriminatif (pemba- f
gian kelas-kelas berdasarkan etnis: Eropa, Timur asing, dan Bumiputra/ !F
inlender), dan sarat dengan strategi manipulatif. Hal itu semua dilakukan §
sebagai strategi untuk merealisasikan tjuan eksplotasi ekonomi ditanah i
koloni tersebut yang diikuti dengan janji-janji yang jauh dari kenyataan, bqu
seperti penerapan politik etis yang menjanjikan kesejahteraan bagi pen- fﬁh
duduk pribumi.

Berakhirnya masa kolonial dan memasuki masa kemerdekaan (17- ml
08-1945), sekaligus telah dimulainya masa pemerintahan Orde Lama.
Hal ini merupakan suatu masa “transisi” di mana kebijakan keberagaman
etnis berupaya mereduksi pengaruh-pengaruh imperialisme yang telah
menjajah Indonesia sekurangnya tiga setengah abad lamanya. Sepertl ¥
diketahui kebijakan etnis pemerintah Hindia-Belanda lebih berdasarkan Feg
rasial yang diskriminatif. Kebijakan etnisitas—SARA—dijadikan sarana _'
sebagai “pengawet” kuasa yang antara lain dituangkan dalam politik k
devide et impera. Hubungan antar-etnis/suku, agama, ras, dan golongan IH
di-'kotak-kotak’-kan telah menimbulkan perpecahan, perselisihan, per 5‘
Lelahian dan benih dendam kesumat antara satu dengan yang lainnya.
Jadi. kebijakan keberagaman etnisitas pada masa kolonial Belanda tidak |
dapat mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat (social needs) yang '
majemuk atau pluralitas. Hal ini terbukti pula kemerdekaan Indonestd
pada 17 Agustus 1945 pun dipercleh melalui perlawanan-perlawanal i
baik melalui perundingan-perundingan maupun pertempuran fisik dan

senjata.

T
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|, Kelemahan Kebljaken Etnisitas Orde Lama

gebagal respons terhadap kepentingan nasionalisme dalam mengl-
4 kemerdekaan, Orde Lama telah melakukan beragam kehijakan yang
antarm Inin bertalion dengan politik, ekonomi, pendidikan dan budaya,
padn masa Orde Lama, kebijakan etnisiing di Indonesia bertalian dengan
aasionalisme hangsa yang mulal tumbuh dan berkembang pesat. Hal-hal
vang bertalian dengan peninggalan bangsa kolonial (Belanda) di Indao-
pesin dianggap harus dijaubkan darl iklim pembangunan yang sedang
gimulai pada era kemerdekann, Masyarakat multikultural atau pluralistik
pada masa kemerdekaan ini didefinisikan sebagal masyarakat pribumi

ang telah berkorban dan berjuang berabad-abad hingga memperoleh
emerdekaan. Etnis minoritas tertentu, terutama etnis Cina/T ionghoa
yang cebelum kedatangan bangsa Eropa telah berbaur atau berasimilasi
(assimilation) dengan beragam etnis pribumi lokal telah berubah begi-
u signifikan setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama atas kebijakan
Lolonial Belanda di Hindia-Belanda. Tadinya mereka berbaur kini lebih
herpihak kepada penguasa kolonial karena ketergantungan terhadap ik-
tim ekonomi politik bangsa kolonial, sehingga secara berproses, sebagian
pesar bangsa migran yang etnis minoritas ini lebih berpihak dan berbaur
dengan bangsa kolonial. Atas dasar ini pula yang mendorong pemerintah
Orde Lama untuk membuat kebijakan etnisitas yang cenderung berpihak
kepada bangsa mayoritas pribumi, tetlebib hanya segelintir etnis minori-
tas Cina yang berjuang bersama meraih kemerdekaan. Salah satu kebijak-
an yang diambil, bertalian dengan status kewarganegaraan mereka yang
harus dipilih, WNI atau WNA, yang dikenal dengan kebijakan asimilasi
(assimilated policy).

Tidak bisa dihindari, schagian mereka (orang Cina) memilih pulang
ke tanah asal, Cina Daratan (Mainland China), atau pergi ke negara lain
di luar negeri. Sebagian lainnya yang tersisa memilih tinggal menetap di
ebijakan otnisitas ini, schagian kalangan etnis

Indonesia menjadi WNL K
minoritas keturunan Cina memandangnya sebagai kebijakan etnis yang

diskriminatif yang dilakukan pemerintah Orde Lama yang representatif
mayoritas bangsa pribumi yang merasa berhak hidup layak, mengatur
dirl sendiri, dan menjauhi setiap hal yang bertalian dengan setiap pe-
ngaruh “warisan” dan peninggalan bangsa kolonial. Beda halnya dengan
bangsa Timur asing lainnya, misalnya etnis minoritas keturunan Arab,
mercks ehih diterima sebagal bangsa pribumi karena pada umumnya
adanya kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya sebagai penganut agama

Yang sama dengan agama Islam yang dianut mayoritas pribumi.
Pada masa Orde Baru, kebijakan etnis (ethnic policies) yang dilaku-

kan sebetulnya lebih banyak sebagai pengembangan atau kelanjutan dari
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kebijakan etnis pada era Orde Lama. Kejelasan status kewarganegyp,
a1 etnis minoritas tetap menjadi penting, dianjurkan untulk Periibahag,
nama yang mirip dengan nama-nama Orang pribumi, bﬂﬂ!uﬂn-ﬂﬁrmat"
terhadap bangsa pribumi terutama bertalian dengan kebijakan ekongm;
dan politik, dan lain schagainya. Dalam perkembangannya, Orde gar,,
tampak berhasil merangkul para pengusaha etnis keturunan Cina khugy,.
nya untuk bersama-sama membangun negeri. Hubungan “mesra” pengy-
asa-pemerintah Orde Baru dengan para pengusaha keturunan pun sangat
menonjol dan bahkan kemitraan tersebut menjadi andalan dalam proses
pembangunan. Pengusaha etnis keturunan, taipan-taipan, dianggap lebih
mampu berbisnis ketimbang bangsa pribumi sangat disadari pemerintah,
seperti halnya bangsa Belanda awalnya lebih curiga dengan migran Cina
tetapi akhirnya sebaliknya, sehingga memilih untuk merangkul dan ber.
mitra.

2. Kelemahan Kebijaken Etnisitas pada Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kebijakan keberagaman etnis sebetulnya se-
bagai “kelanjutan” darl kebijakan keberagaman etnis pada masa Orde
Lama, Hanya saja, arah pengembangan program-program kebijakan etnis
tampak berbeda, meskipun tetap dalam fokus kebijakan etnis bertaian
dengan bidang politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Selama 32 ta-
hun masa pemerintahan Orde Baru, sejumlah kebijakan etnisitas yang
telah dilakukan akan tetapi tampalk belum membawa hasil yang optimal
dan belum menjawab substansi persoalan etnis itu sendiri, yang telah
mengakar (rooted) sejak masa kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat ma-
sih banyaknya kasus-kasus konflik sosial bernuansa etnis dan agama cli
berbagai daerah. Di Pontianak, Kalimantan Barat sebagai contch, pada
9527 Oktober 2000, telah terjadi konflik emis telah membawa korban
nyaws manusia, harta benda dan rapuhnya rasa aman bagi masyarakat.
Dilaporkan, jumlah orang cedera akibat luka bacok ketika itu berjumhhl
sekurangnya 40 orang. Lebih tragis, sebetulnya terjadi Tuka batin 1I:l'ﬂﬂl
etnis yang bertikai tidak mudah diperbaiki dan dikembalikan seperil s&-
mula di kemudian hari.’ Solidaritas relan-rekan sepuak di Pontianalk te-
|ah mengubah pertikaian individual menjadi pertikaian sosial. Yang hETj
rikal berupa antar-etnis, bukan lagi antarpribadi, sebab masalah pribadi
menjadi masalah kolektif. Solidaritas ini menjadi protes atas tindalan
individual yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut
masyarakat lokal, Kesatuan antarpribadi dalam menghadapi kelompok

 seperti dalam laporan Kempar (29 Cktober 2000) dalam: (Wiliam Chang, * Kerik-kerikil di
falen Reformast,.”, loe. el him.118).
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sosial lain mnunjukkan sikap bersama menghadapl tindakan kejahatan

merugikan orang lain.? Keadnan serupa pun sering terjadi pada ka-
cus-kasus di daerah lain, seperti telah diungkapkan dalam bahasan sebe-
'|,'|_1I'I'|“]|"H-

pada masa Orde Baru, berbagai elemen-elemen psikologis, kultural,
cosial, ckonomi, dan politik, berdampak pada konflik sosial. Sebagai ba-
gian integral tatanan sosial, konflik ini sulit dihilangkan. Otak perancang
gonflik biasanya memiliki jaringan “misterius™. Konflik menimbulkan
dendam yang umumnya diwariskan turun-temurun. Pemegang kunci uta-
ma dalam pencegahan dan penghentian konflik sebetulnya terletak pada
pihak-pihﬂk vang sedang bertikai dan bukan pihak luar. Kemantapan
pendirian tiap anggota masyarakat yang bersifat terbuka dan koopeartif
turut memengaruhi penyelesaian konflik dalam negara ini. Perkembang-
an konflik sering kali disebabkan oleh keterlibatan pihak-pihak tertentu
yang ingin mengail ikan di air keruh atau mencari keuntungan dari sua-
«ana konflik. Penanganan konflik yang tidak menyentuh “akar masalah”
justru dapat memperlebar jurang konflik dalam masyarakat.®

Dari sekian banyak kasus konflik sosial-etnis dan agama pada masa
Orde Baru sebetulnya yang menjadi “akar” konflik terletak pada sekitar
persoalan: politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang belum me-
mnjukkan keadilan dalam keberagaman. Kebijakan Orde Baru tentang
keberagaman etnis belum mampu memberi rasa keadilan dalam berbagai
bidang kehidupan, Terkhusus dalam bidang ekonomi, kesenjangan anta-
ra yang berpunya atau yang kaya (the rich) dengan yang lemah atau mis-
kin (the poor) sering kali menjadi “akar” konflik sosial-etnis dan agama.
Posisi mayoritas yang tersubordinasi (subordinate) dan posisi minoritas
etnis tertentu yang justru menjadi superordinasi (superordinate) merupa-
kan akar konflik yang seakan belum berdaya dan tersentuhkan dalam
program-program kebijakan keberagaman ctnis pada Orde Baru.

Dalam perkembangannya, terutama menjelang berakhirnnya masa
Orde Baru, hubungan vang lebih *mesra” dan mitra tersebut diasosia-
sikan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suatu istilah
Yang sangat populer ketika itu. Runtuhnya Orde Baru, pada tahun 1998,
sebelumnya telah terjadi banyak demontrasi di berbagai kota besar yang
dlakukan masyarakat dan mahasiswa sebagai protes terhadap siatuasi
Megeri sehingga berakhimya pemerintah Orde Baru. Konflik sosial ber-
nuansa etnis ini tidak hanya menelan korban harta benda dan nyawa
Manusia (terutama dari kalangan etnis minoritas) tetapi juga telah me-
khirkan tuntutan pentingnya reformasi di berbagai bidang menyeluruh

H
,h""’_“lm Chiang, - Kerikil-kerfii di fatan Reformas....", [bid, hlm. 119,
illiam Chamy, * Kerikil-kertill oi falan Reformasl...", hid, hlev Nd-149.
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yang tertuang pada sejumlah butir iuntutan Reformasi, Salah fitun
telah terbitnya UU tentang Otonomi Ay pade LSy SeD g “kmﬂ]i:
sasi terhadap aspirast masyaralat terhadap hak polittk dan ekonom; o, ng
adil dan merata,

3. Kelemahan Kebijakem Politk pada Masa Reformeg

Pada masa Reformasi sebetulnyn sebagai antitesls terhadap g,
Orde Barn yang berkuasa selama 32 tahun. Tuntutan Reformasi 1gg4
telah merekomendasikan sejumiah rekomendasi yang memerlukay fe.
alisasi sebagai upnya solusi werhadap kehidupan berbangsa yang peyy,
dibenahi. Akan tetapi, dalam implementasinya, keadaan ctnisitas belum
mengalami perubahan berarti di mana kasus-kasus kontlik sosial bepny,.
ansa etnis don agama seakan dinamis dan terus terjadi di tengah masy,.
rakat pluralistik. Dampaknya, seperti diklaim scbagian kalangan, bahwa
sehingga sebagain besar tuntutan reformasi tersebut belum sepenihny,
tampak realisasinya di lapangan.

B. KEBIJAKAN POLITIK ETNISITAS

Keterkaitan masih rapubnya kondisi etnisitas di Indonesia, terua-
ma bertalian dengan mayoritas-minoritas, bila menggunakan paradigma
subordinat dan superordinat R, Schermerchorn® tampak bahwa dalam ke-
cenderungan sentrifugal terjadi apabila kelompok minoritas (subordinate)
memiliki keinginan memisahkan (segregation} dari kelompok mayoritas
(superordinate). Dengan berbagai ikatan sosial di masyarakat, kelompok
minoritas cenderung melestarikan identitas kelompoknya, sistem nilal,
bahasa, agama, pola rekreasi, dan lain-lain. Jika suatu kelompok etnis
minoritas memiliki kecenderungan sentrifugal, integrasi sulit terjadi. Se-
baliknya, jika suatu kelompol: etnis mayoritas memilili kecenderungan
sentripetal, meskipun subordinat cenderung sentrifugal, integrasi kelom-
pok etnis mayoritas dan etnis minoritas lebih mungkin terjadi. Problem
krusial bertalian hubungan mayoritas-minoritas (Cina) di Indonesia mi-
salnya, sesungguhnya, bertalian dengan ketimpangan ekonomi, Keber-
adaan etnis minoritas Cina sebagal superordinat dan etnis mayoritas
sebagai subordinat dalam bidang tertenty, misalnya bidang ekonomi,
dipandang sebagai kendala utama dalam proses integrasi sosial dalam
masyarakat pluralistik Indonesia.”

* R. Schermerhorn, Comparative Etlidc Relationse Fromneuark for Theory aned Risserirtl
Handom House, Mew Yok, 1970, him. B3,

* Abdullah 1di, Kenfiik Ernc-Religies of Asin Tenggara: Kasus ndonesio, Myamar, Filipiac
Thaileind, dan Malaysia, LKIS Press, Yogyakarta, 2008, hlm, 66, '
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karenanya, dalam penelitian Abdullah 1di* dapat diungkapkan bah-
wa konflik sosial bernuansa etnis dan agama di Indonesia sebetulnya ti-
Jak terlepas dari persoalan: “warisan® sosio-historls kebijakan etnisitas

da masa kolonial Belanda, adanyn kelemahan dalam kebijakan etnisi-
(as pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Bary hingga Reformasi. Lebih
|anjut, dijelaskan sebagai berikui;

(1). Dari facilitating context terutamn dar perspektif sosio-historis
yang memosisikan penduduk Hindia-Belanda berdnsarkan strata (Eropa,
fimur asing, dan Pribumi/inlender) dapat dikatakan sebagai komplek-
sitas yang terus berpotensi terjadinya konflik di Indonesia periode-perio-
de selanjutnya. Keberadaan konteks pendukung ini biasanya tidak serta
merta mengakibatkan terjadinya konflik, tetapi berfungsi sebagai tempat
herseminya potensi konflik untuk menunggu saat yang tepat.”

Dari facilitating context lebih tampak bertalian dengan, antara lain:
politik Etnisitas kolonial Belanda. Sejak 1927 kegiatan politik masyara-
kat kolonial bersifat komunal. Orang Cina sebelumnya terintegrasi dalam
masyarakat Hindin-Belanda, hanya berjuang demi kelompoknya sendiri.
Organisasi-organisasi politik komunal i tetap eksis setelah Indonesia
merdeka. Hal ini menunjukkan latar belakang terjadinya kegiatan politik
komunal, vakni pembagian kepentingan berdasarkan etnis, tidak beru-
bah. Di kalangan orang Cina, usaha memperkuat kecinaannya dilakukan
dengan beberapa cara, antara lain: melalui bahasa. Pada 1901, bahasa
Cina di kalangan komunitas Cina. Di Holland Chinese School (HCS) didiri-
kan oleh Belanda sebagai respons pemerintah kolonial. Pendidikan HCS
didasarkan pada kurikulum otonomi kecinaan, seperti halnya kurikulum
dan kegiatan sekolah di Cina daratan (mainland Ching). Dari perspektif
politik, konflik sosial-etnis dan agama di Poso misalnya dapar ditelusuri
sejak era kolonial Belanda. Keberpihakan Belanda terhadap orang Kristen
sehenarnya bukan dilandaskan secara kuat pada spirit keagamaan, tetapi
lebih pada kepentingan politik, terutama karena aksi pembangkangan
pribumi yang umumnya memang dimobilisasi Islam.*

Politik agama peninggalan kolonial ini telah membangun dua image
utama dalam konstelasi Poso, yakni Poso identik dengan komunitas Kris-
ten, dan birokrasi di Poso secara historis didominasi umat Kristen. Tetapi,
di era kemerdekaan, fakta keagamaan tersebut menjadi terbalik, Fakta
Pergeseran komunitas keagamaan ini selanjutnya berdampak pula terha-
44D tatanan politik di Pos. Di sinilah politik komunitas keagamaan mulai

--n_\_____‘_—
= " -_'.hduu,ah i, KowfMik Emo-Refigiis di Asie Tenggara; Kasos beoforesio, Myenmene, Filiping,

end, e Maierri .. thid, bl B,
Abichulialy Jti, Kt Erno-teligius di Asta Tenggara.... Haiel, him. 81,
Alrdulinh 1j, Kenflik Eanee Bedigsisas eld Asicn Tergmiara...., dotel, Dulows, G,
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berperan pula dalam dunia birokrasi—kepegawalan di Poso, yang antar,
lain: a) Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingap
baru dari kalangan Islam; dan b) jabatan strategls yang semua didoming.
si Kristen, secara ilmiah terjadi pergeseran didominasi Islam. Kalangan
terdidik orang Islam bermunculan dan mulai ikut bersaing dengan par
elite Kristen dalam memperebutkan ]'}Dﬂiﬁ-[ﬂiiﬂ strategis di birokrag
Dalam situasi inilah mulai muncul sentimental keagamaan, komunitag
Kristen vang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru darj
kalangan Islam. Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persa.
ingan politik pun mulai terjadi.?

Dalam kasus Poso ini, pengaruh rezim Orde Baru diklaim sejumlah
pihak menjadi “bom wakiu” yang sedikit banyak ikut andil menjadi fak-
tor terjadinya penyebab konflik. Terjadinya marginalisasi politik oleh
rezim Orde Baru dengan dilanggarnya prinsip power sharing yang dipe-
gang teguh sebelumnya. Kaum mapan Kabupaten Poso selama dekade
hidup di bawah titik terbawah birokrasi otoriter yang tersentralistik ir.
Pemerintah Orde Baru menempatkan perwira-perwira militer disemua
kunci Pemerintahan Sulawesi Tengah, seperi Gubernur, Bupati, dan Ke-
tua DPRD. Pascaruntuhnya Orde Baru maka berakhir pula kekuasaan
militer, namun tanpa diikuti mekanisme yang matang. Bagi kelompok
elite lokal, berbagi kekuasaan secara komunal merupakan salah satu cara
merebut berbagal peluang yang ada. Pengorganisasian kelompok etnis
dan keagamaan yang begitu tersebar luas pada dewasa ini mencerminkan
herkurangnya kepercayaan terhadap partai politik sebagai sarana untuk
mengatasi konflik. Pembagian kekauasaan secara etnis telah lama menja-
di bagian yang tidak bisa dipungkiri dalam berbagai kesepakatan rahasia
untuk menghindari masalah, tetapi kini hal tersebut menjadi isu pokok
bagi publik dalam berbagai bargaining palitik. Dalam perkembangannya,
dengan diam-diam wacana politik bersandarkan pada kepentingan aga-
ma mulai berkembang."

(2). Dilihat dari Core of Conflict di mana bila tampak suatu tingkat
social deprivation (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak
dapat ditoleransi lagi dalam perebutan sumber-sumber daya (resources)
maupun kekuasaan (power). Pembuatan batas akhir toleranst itu biasa-
nya dilakukan karena intensitas deprivasi itu sendiri yang tidak diperta-
hankan lagi atau lamanya waktu deprivasi it berlangsung--seperti pe-
nguasaan sebagian besar lahan dan hasil pertanian oleh suam }'.Elnmpo_}l
masyarakat tertentu, alau penguasaan jabatan-jabatan publik tertentu i

* puhammad Rendi didam: [Alschilah ldi, Konflik Etern-Religios df Asla Tenpgard. ... el bk

T2l
s pguhammad Rend] dalam: (Abdullab 1di, Konflik Feao-Religin ., (b, blm, 73).
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suatu dacrah oleh suatu kelompok tertentu dalam waktu yang berkepan-
jangan. ﬁPﬂhllﬂf kelompok-kelompok yang mendominasi dan terdeprivasi
itu berasal dari kelompok agama dan etnis yang berbeda, konflik yang
terjadi dapat bergerak menjadi bernuansa agama dan etnis.”

Dalam kasus Poso misaliya, para elit yang memillki kepentingan
dalam memperebutkan kekuasaan cenderung menarik etno-religions agar
konfllk dapat berlangsung lama. Kelompok-kelompok dominan dalam
memperebutkan kekuasaan menggunakan agama sebagai kenderaan po-
jitik untuk mencapai tujuan. Para elite berupaya mengejar kekuasaan
dengan menampilkan konflik antar-umat beragama, di mana sebenarnya
akar permasalahan berupa konflik politik. Para elite juga tampak cerdas
membungkus pesan palitik yang bermakna simbol-simbol keagamaan
dalam mencapai fujuan kekuasaan. Tujuan ini pada umumnya bersifat
politik yang meliputi antara lain tuntutan pemerintahan sendir, otono-
mi, akses ke sumber daya dan kekuasaan, penghargaan atas identitas dan
kebudayaan kelompok, dan hak-hak minoritas.'® Hal ini sejalan dengan
pendekatan instrumentalis, seperti dikatakan Jhon T. Ishiyama dan Marij-
ke Breuning' bahwa memahami etnisitas atau keagamaan sebagai alat
yang digunakan individu atau kelompok untuk mempersatukan, meng-
organisasi, dan memohbilisasi populasi untuk mencapai tujuan yang lebih
besar.

» Faktor Ketimpongomn Sosial Ekonomi

Hingga era Reformasi di mana peranan etnis pribumi (mayoritas
Muslim) kurang berperan optimal dalam berbagai aspek kehidupan, ka-
rena adalah suatu kewajaran dan proporsional bila mayoritas lebih ber-
peran dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi.
Dalam hal ini, kelompok mayoritas pribumi (sebagai mayoritas etnis dan
agama) dapat dikatakan sebagai social deprivation terkhusus dalam bi-
dang ekonomi vang begitu lama, sejak kolonial Belanda hingga kemerde-
kaan, Ketika, bangsa migran-minoritas dalam penganut agama tertentu
lebih berperan begitu signifikan dibanding bangsa pribumi (indigenous)
¥ang mayoritas, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, maka ke-
lidakspimbangan dan kegoncangan dalam relasi kehidupan masyarakat
Pliralistik lebih mudah terjadi yang secara gradual berproses menuju
konflik sosial lehih besar, Idealnya, aspirasi dan hak-hak masyarakat dari

_|'-_|_-_-_-_
" Abiciiilaly Ili, KonfTik Ermo-Retigius ofi Asta Tenggara. ., ibid, hlm. 82
. Abclullab eti, KonTik Etmo-eligius dil Asi Tenggari..., ibid., hlm. 1.
'1hon T, Ishiyama & Marijke reuntng, flme Politik dalam Paradigma Abad ke 21, Kencana-

Priadianfec g Group, fakarta, 2013, him. 233,
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etnis dan agama mayoritas dengan tanpa mengabaikan hak minorita
tentunya, patut diperhatikan. perbagai leonflik rasial-etnis dan (bernyay,
sa) agama pada era Reformasi dan pnsr:n-ll.cfurmasl Faltanya sangat kyg,
bertalian dengan kecemburuan atas ketimpangan sosial-ekonomi yan,
sangat tajam, yang disinyalir di mana etnis minoritas tertentu (Tionghag)
disinyalisasi telah menguasai mayoritas aset ekonomi nasional.

Studi Achmad Habib tentang “pasang surut hubungan Cina-Jawg"
dalam “konflik antar-ctnik di pedesaan”, misalnya bertolak dari apa yang
dikatakannya sebagai “bias modernisme” yang cenderung melihat ey
sitas sehagai gejala pra-modern dan kekuatan mundur (declining forces),
Habib berpandangan bahwa perscalan etnisitas merupakan karakteristik
masyarakat modem. Konflik antar-emis di pedesaan, antara etnis Cina
dan Jawa, berasal dari masuknya «modernisme” ke pedesaan yang diba.
wa oleh pengusaha Cina bersama modal dan teknologi, secara hipotetik,
dampak positifnya berupa pengalihan teknologi pertanian, tersedianya
lapangan pekerjaan serta penularan sikap kewirausahaan. Dampak nega-
tifnya berupa kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan sosial ber:
nuansa etnis dan agama.'*

s Faktor Perbedaan Dokirin & Sikap Mental

Konflik sebagai kategori sosiologi bertolak belakang dengan peng-
ertian perdamaian dan kerukunan. Yang terakhir ini merupakan hasil
dari proses asosiatif, sedangkan yang pertama dari proses dissosiatif. Pro-
ses asosiatif adalah proses yang mempersatukan; dan proses disosiatif
sifatnya menceraikan atau memecah. Fokus kita tertuju kepada masalah
konflik atau bentrokan yang berkisar pada agama. Dalam konteks ini
konflik sebagai fakta social melibatkan minimal dua pihak (golongan)
vang berbeda agama bukannya sebagai konstruksi kayal (konsepsional)
melainkan sebagal fakta sejarah yang masih sering terjadi pada zaman
sekarang juga. Misainya; bentrokan antara umat Kristen Gereja Purba,
benturan umat Kristen dengan penganut agama Romawi (agama kekai-
saran) dalam abad pertama sampai dengan ketiga. Dalam penyorotan 5¢-
karang ini kita hanya ingin mengkhususkan pada satu sumber bentrokan

saja, yaitu perbedaan iman."®

'+ Achrmad habib dakam: (Thung Ju Lan, Teord dan Prakoik dalam Snudi Kongfik di donesit
Lembaga limu Pengetahuan Indonesta (LIPG, Jurnal Antropologi Indonesia 1, 2010, i 36k
3 e / (nimassyafisrl. wordpress. com., digkses: 5 Aguinus 201 7.
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» Perbedaan Etnis & Ras Pemeluk Agama

pahwa perbedaan etnis /sy,

! dan ras berkat adanya agama bukan
menjadi penghalang untuk menciptakan hidup persaudarann yang rukun
hal itu sudah terbukti oleh kenyaraan yang menggembirakan dan hal jtu

idak perlu dibicarakan lagi. Yang menjadi masalah di sini lalah, apa-
kah perbﬂdﬂﬂ!" suku dan ras ditambah dengan perbedann agama ménjadf
penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar-umat man.
ga. Khususnya apakah dalam satu negara yang terdit dari lima berba-
gai suku bangsa dan yang menerima adanya agama yang berbeda-beda
pukannya membina dan memperkuat unsur penyebab yang lebih kuat
qniuk menimbulkan perpecahan bangsa dan negara itu. Bahwa fakior ras
inu sendiri terlepas dari agama sudah membuktikan bertambahnya per-
musuhan dan pencarian jalan keluarnya, dan kesemuannya itu menjadi
hahan menarik dalam diskusi ilmiah maupun dalam kalangan kaum po-
litisi, adalah merupakan masalah yangtetap aktual yang tidak dijadikan
sasaran dari pembicaraan kita sekarang ini.t

» Faktor Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Fenomena agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Ke-
nyataan membuktikan bahwa ringkat kemajuan budaya berbagai bangsa
di dunia ini tidak sama. Demi mudahnya pendekatan kita bedakan saja
fua tingkat kebudayaan, yaitu kebudayaan tinggi dan kebudayaan ren-
dah, meskipun pembagian dikotomis dan simplistik ini menangselamkan
nuansa kekayaan kultural yang memang ada di antara ujung vang ting-
fi dan rendah. Tolok ukur untuk menilai dan membedakan kebudaya-
an dalam dua kategori itu berupa asumsi yang sudah umum, pertama,
dkumulasi ilmu pengetahuan positif dan teknologis di satu pihak dan
hasil pembangunan fisik di lain pihak dan kedua, yaitu bahwa agama it
merupakan motor penting dalam usaha manusia menciptakan tangga-
tangga kemajuan.

® Faktor Mayoritas-Minoritas Agama
Fenomena konflik sosial mempunyai beberapa penyebab. Tetapi
dalam Masyarakat agama pluralitas penycbab rerdekat adalah masalah
Mayoritas dan mineritas golongan agama. Di berbagai tempat terjadi-
fva knnﬂik, massa yang mengamuk adalah beragama [slam scbagai ke-
lompoj mayoritas, sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami
fgian fisik dan mental adalah orang Kristen yang minoritas di Indo-
"Sia. Maraknya aksi-aksi kekerasan dan teror mengatasnamakan jihad

T ——
s'l.tl-[ll-'l".ah Idi, Kﬂl"ﬁfk .E:i"iiﬂ-ﬁf-ﬂl’gm o Asder Tonigparna., Tbiel, M. 5.
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pasea-tumbangnya rezim Orde Bary padn 1998 menandal ekspang]
meningkatnya pengaruh radikalisme Isiant dalam lonskap politik Indep,,
sin kontemporer, Dalam konteks ind, dimensl ekonomi politik yang m,,
wamal pergeseran lanskap geopolitik globnl don ketegangan hubwng,
agama-negara yang tegjadi dalam ranah politik domestik selalu menjaq
bagian penting yang berperan mendorong pertumbuhan radikalisme,

Posisi dan keadadn etnls minoritas Cinn schagnl “superordinate”—g,,
lam bidang ckonomi—merupakan fuktor penting dalam konteks relag
ctnis mayoritas pribumi dan n{:|1'|p'|"lh1.ll_'l'l|. Keadann struktur sosial-ekp.
nomi yang timpang yang berawal dari era kolonial Belanda hingga ery
kemerdekaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, adalah faktor pe.
itif dalam menentukan potensi konflik etnis dan agama dalam perja.
lanan bangsa ini, di mana sebagian besar konflik sosial dilatarbelakangi
faktor ekonomi. Beragam kebijakan pemerintah di era kemerdekaan pug
agaknya belum mampu menjadi suatu solusi substantif terhadap bera.
gam potensi konflik etnis mayoritas pribumi (indigenous) dan minoritas
nonpribumi. Hal ini berbeda dengan Malaysia, melalui kebijakan Maha-
thir Muhammad, pada 1970-an yang dikenal dengan Affirmative Action
Programs, dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dipan-
dang banyak kalangan cukup berdampak positif terhadap perbaikan hu-
bungan minoritas bumiputra Melayu dengan etnis migran [ainnya.

Tampak bahwa betapa kompleksnya persoalan hubungan kedua
kelompok etnis mayoritas dan minoritas, Terdapat kelompok minoritas
(etnis dan agama) yang tersubordinasi dalam banyak hal; di sisi lain,
terdapat kelompok mayoritas (etnis dan agama) justru memperlihatkan
tersubordinasi dalam struktur sosial tertentu, terutama ekonomi. Kare-
na itu, pemahaman etnisitas memerlukan pemahamaman komprehensif
yang meliputi semua elemen struktur sosial tergantung di mana wilayah
kelompok etnis mayoritas dan minoritas berada.

(3) Dilihat dari “Fuse factor”, Fuse factor biasanya juga sudah ada di
sana, tetapi tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tersulut
atau disulut. Sumbu konflik bisa berupa dan suku/etnis, ras, keagamaan,
dan lainnya. Tentunya terdapat banyak yang menjadi “sumbu” terjadi-
nya potensi konflik etnis dan agama ini. Seperti diketahui bahwa dengan
berakhimya era Orde Baru pada 1998 ditandai mulainya era Reformasi
merupakan tonggak penting bagi kehidupan kebebasan beragam, dari
hal positif hingga hal negatif yang bisa mengancam nilai reformasi. Bagl
kalangan Muslim, era transisi itu merupakan momentum bagl “kebang-
kitan” Islam di Indonesia. Pada masa ini, identitas keislaman yang

o htep: H nlmassyafitrd. wordpress. com., dlakses: § Agustus 2017,
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wnggal muncul kepermukaan—suatu yang dipandang agak sulit ber-
embang pada masa Orde Baru, Banyak organisasi massa Islam, simbol,
gan label-label Islam, termasuk media-media Islam baru, bermunculan,
setidaknya terdapat tiga corak organisasi keagamaan berkembang di era
peformasi: kelompok eksklusif, moderat, dan progresif,'®

parsudi Suparlan'® mengatakan bahwa schagai masyarakat pluralis-
ik, masa depan Indonesia akan menjadi sensitil atas kemungkinan bera-

konflik. Dikatakan Suparlan, potensi integrasi sosial dihasilkan dari
gompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk “sumber-
sumber sostal” (social resources) yang menggunakan etnisitas untuk mem-
perkuat kekuasaan (power). Saling memengaruhi satu sama lain akan me-
manipulasi etnisitas sebagai cara mengumpulkan kekuatan berdasarkan
kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam kon-
fik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial
lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi dapat merusak struktur
epsial dan level komunitas,

Timo Kivimaki™ mengatakan bahwa hampir semua daerah yang ber-
gejolak separatisme Aceh, Papua, Riau, Maluku memiliki sumber daya
alam (natural resources) yang melimpah, Dari indikator provinsi ini tam-
pak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi
dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan pro-
vinsi-provinsi tersebut pada masa lalu berarti orang daerah merasakan
tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (revenues) dari sum-
ber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas hal
ini merupakan ancaman disintegrasi sosial memberi legitimasi terhadap
motivasi perjuangan separatisme. Tetapi, tiap dacrah tampak memiliki
motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatism. Di Papua, to-
koh perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob Prai, mengata-
kan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan, seperti Belan-
da tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro, Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
- memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan keku-
asaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan, Banyak tokoh politik
asli “Republik Maluku Selatan (RMS)” memperjuangkan kemerdekaan
karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan
tan ancaman militer. ]

(4) Dilihat dari Triggering factors, di mana trigging factors (faktor pemi:

—
IISIH H'I.ﬂjﬂ.h M“I.I.ﬂ. Porret F:Ebﬁ'-mn wm“iﬂ'ﬂ ﬂrﬂ,ﬂ'ﬂlfﬂ-ﬂﬂu " G;-I. cir, il 349,

- i Potensinya Terhadap Diginregrosi..... Op. cir, him. 79
‘mméﬂﬁtﬂﬂ;ﬁgﬂﬂ mm‘-ﬂ;m Asie Prziffe; Histortes, Political Econonuies, amd
Dienai . Helene Bouvie, Glend Stk Boger Tol, Yayagan Obor
%Eﬁﬁfﬁgﬂgﬂ;m-lﬂam. Jakarta, 2005, him, 107-108; dan Jihat pula: Ab-
HIHL“‘ Ilﬁ-' Dfﬂdmih: Sﬂiﬂmu J':HII!MFFI'L ] Iucl IT-'“'--. .h.ll'l.'L. £
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cu) merupakan peristiwa atau momentum di mana semua elemen dj 5,
diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial. Momentum bisa terjag;
hanya berbentuk pertengharan mulut atau perkelahian kecil antarg ¢y,
individu tentang suatu hal yang remeh atau jauh dari akar konflik, teq,
pi berfungsi menjadi pembenar bagi dimulainya suatu konflik berskal,
lebih besar.®

Lebih jauh, misalnya tragedi era Reformasi pada tahun 199§ gaq
sejumlah kasus konflik rasial /kerusuhan selanjutnya, sesungguhnya g
cara akumulatif telah menemui momentumnyd, dil mana dari hal yang
sepele menjadi besar dan mejadi konflik sosial-etnis d!.m agama. Fakroy
trigger tampak beragam, tetapi sesungguhnya divakini sekali bertaliap
erat dengan keadaan struktur sosial-ekonomi, dalam konteks mayoritas.
minoritas yang tidak berimbang. Mengutip Lierberson dalam Furokawa,
bahwa kondisi sosial ekonomi yang tidak berimbang inilah sesunggub.
nya menjadi penyebab utama sebagai penyulut konflik yang bernuansa
etnis dan agama, seperti terjadi pada tabun 1998, Bila tidak menjadi per-
hatian memadai dalam kebijakan pembangunan, ketimpangan ekonomj
etnis minoritas (migran} dan mayoritas (pribumi) sepertinya akan terns
berdampak negatif terhadap terjaganya dan kesinambungan atas potensi
konflik etnis dan agama pada masa datang.™

Apalagi jika etnis mayoritas-pribumi terus merasa dirugikan dalam
hanyak hal, potensi konflik snsial akan mudah terjadi secara tiba-tiba,
unpredictable, dan sering kali memerlukan waktu lama memperbaikinya
kembali, Beragam konflik sosial bernuansa etnis dan agama yang pernah
terjadi di negeri ini, antara etnis pribumi-lokal dengan sesama etnis pri-
bumi lain atau etnis pribumi lokal dengan etnis migran tertentu. Pada
umumnya lebih disebabkan adanya ketimpangan (gap) ekonomi. Seba-
gai konsekuensi logis dari berbagai kejadian/konflik antar-etnis tersebut
telah menyebabkan trauma dan image yang buruk antara etnis pribumi
dan etnis minoritas Cina yang tidak mudah hilang begitu saja, karena
itu, diperlukan upaya kebijakan pembangunan yang sungguh berpihak
kepada semua elemen warga negara tanpa terkecuali, agar kejadian se-
rupa tidak terus berulang kembali. Lebih dari itu, adanya kebijakan yang
komprehensif dan substantif tanpa parsial-politis semata, diharapkan
“Juka lama” dengan berangsur dapat disembuhkan dan sekaligus dapat
memperkuat kembali proses integrasi sosial,

Konflik sosial-etnis dan agama yang terjadi selama ini, terjadi tidak
hanya pada mereka berbeda etnis dan agama tetapi juga mereka sesd-

1 pAhdullah I-IJ!'.. .i-.’nnﬂl.l.' Ernn- Relipius of Asia Tenggara. .., Op. cit., him, 91,
o A hdullah 145, Kﬂﬂﬂlk Fﬂm‘ﬂfﬁﬂmdf.ﬁ;m h‘_wm.” Iinid., hlmm, 95.
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ma etnis dan agama yang dapat dipicu beragam molif /alasan, terutama
kondisi mikro dalam masyarakat-pluralistik: ekonomi, politik, budaya,
dan daerah—alasan ekonomi lebil krusial dan signifikan tentunya, Oleh
garena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman disintegrasi sosial dan
disintegrasi bangsa ke depan termasuk “agenda” nasional yang dapat me-
nyita banyak energi dan biaya (cost). Masalah itu semakin mengkristal
ketika dikaitkan dengan fenomena terjadinya konflik sosial bernuansa
agama di berbagai kota dan daerah yang sering terjadi dalam beberapa
rahun terakhir. Kendatipun demikian patut diungkapkan lebih jauh bah-
wa faktor struktural berdampak atau berkontribusi besar terhadap terja-
dinva konflik etnis dan agama di Indonesia pada tahun-tahun terakhir,*

Akan tetapi, keberadaan agama selama ini sebetulnya fungsi integra-
si dan pemersatu tidak diragukan lagl. Harsja W. Bachtdar® menyatakan
hahwa agama-agama besar, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, di
mdonesia dapat berfungsi sebagai sumber-sumber daya pemersatu atau
perekat bangsa yang ampuh. Tiap agama itu menarik penganut agama
dari berbagai masyarakat daerah, dari berbagai nasion lama (etnis-etnis
atau suku-suku pribumi). Dikatakan Bachtiar selanjutnya, agama-agama
yang besar mempersatukan anggota-anggota dari naslon-nasion lama
(suku-suku pribumi} yang berbeda, sehingga merupakan basis yang kuat
untuk menanam dan memupuk perasaan solidaritas yang tidak terbatas
pada nasion lama masing-masing saja, tetapi meliputi semua penduduk
wilayah negara Republik [ndonesia yang secara bersama-sama mewujud-

kan nasion Indonesia.

» Sosio-Historis (Ajoram) Agarma

Dari perspektif sosio-historis, “akar” dan potensi konflik etnis dan
agama memang lelah terjadi sejak lama. Seperti halnya dengan agama
lain, [slam jelas mengandung klaim-klaim eksklusif. Bahkan mengingat
kenyataan bahwa Islam agama wahyu, eksklusivisme Islam ftu, dalam
sepi-segi tertentu bisa sangat lketat. Misalnya, dalam dua kalimah sya-
hadat yang merupakan kesaksian dan pengakuan terhadap kemahamut-
likan Allah Swt. dan sekaligus keabsahan kerasulan Muhammad Saw.
Pengakuan tentang kemahamutlakan Allah, yang disebut sebagai dokirin
tauhid, merupakan salah satu konsep sentral Islam; sama halnya pula
dengan kesaksian mengenai Muhammad sebagai rasul terakhir yang di-
utius Allah ke muka bumi, Tetapi, di samping klaim-klaim eksklusif, Is-

‘-._|—-_
* Abdullah [di, Kanflik Eteio- Relfgies ., ilpiel, hio. 95.
= Harsja W', Bachiiar, “Masalah Integrasi Misinnal di Indonesia”, Mrisr. Mo, B, Agusius LHTE,

-11-1%,
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lam juga memberikan penekanan khusus pada inkiusivisme kEﬂgmm,a“. |
sebagaimana dapat disimak dari sejumlah ajaran alquran dan Hagigy, |
Menurut M}"ul'l'l.ﬂl'dl Mﬂ!l" seﬂdalmjfﬂ h]kluﬁl."u'JEImE Islam dﬂpﬂ_t d”Ehlt |
pada dua tinghkatan: tingkatan doktrin, konsep, dan gagasan; dan pag, |
tingkatan historls, tegasnya pengalaman masyarakat-masyarakat Muslim |
dalam mengimplementasikan inklusivisme Islam. Pada tingkatan kedy; |
ini, bertalian dengan pengalaman historis kaum Muslimin Indonesia yang |
merupakan mayoritas penduduk di negara ini, dan dilengkapi dengan |
persyaratan umum yang diperiukan dalam mengembangkan inklusivisme
Islam di Indonesia pada masa kontemporer. I
Dikatakan Azra pula, lebih dari seribu tahun lalu kalangan Muslim |
dan Kristiani telah mencoba mengembangkan ide-ide kerukunan hidup |
antar-umat beragama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak |
masa pertengahan, dialog-dialog antar-agama yang pertama dalam seja- |
rah telah mulai dilakukan di istana-istana para penguasa Muslim di Bagh. |
dad dan Andalusia. Tapi saling pengertian dan kerukunan timbal-balik |
tidak berkembang seperti diharapkan karena adanya prasangka dari ma- |
sing-masing pihak dan situasi politik yang tidak menguntungkan.* |
Dikatakan Azyumardi® selanjutnya bahwa dalam dialog itu, para |
teolog Muslim (mutakallimun) mempelajari Perjanjian Lama dan Petjan- '
jian Baru untuk menyanggah ketuhanan Yesus dan, karena Al-Quran |
menolak bahwa Yesus disalib, mereka menganggap penganut Kristiani |
telah menyelewengkan kitab suci. Sebaliknya, para teolog Kristen mem- '
pelajari Islam untuk membuktikan hahwa Islam adalah agama bidat dan
anti-Kristus. Hanya sebagian kecil di antara para teolog dari kedua be-
lah pihak yang mampu mencapai pengertian lebih baik tentang agama
kedua agama Ibrahim ini, Teologi dalam pembicaraan ini tidak terba-
tas pada discourse tentang Tuhan sebagail salah satu aspek yang paling
sentral dari agama mana pun. Secara tradisional, dalam Islam discourse
tentang teologi menvangkut tentang tiga hal besar: sifat iman dan status
Muslim yang melakukan “dosa besar”; determinisme dan kebebasan ma-
nusia: dan sifat-sifat Tuhan. Dalam dunia pemikiran dan intelektualisme
Muslim, discourse mengenal teologi tidak lagi terbatas pada ketiga hal
itu, tetapi sudah masuk ke wilayah lain, sehingga memuncullan beragam
jenis “teclogi”, seperti teologi tanah (Hasan Hanafi), teologi lingkung-
an hidup (Seyyed Hossein Nasr), teologi pembebasan, dan sebagainyi.

= Aryumardl Azra, * Tolenans] Apama dalam Masyarakar Majemk: Prrspektif Muslim Ineto-
nesia’, Merayakan Eebebasar Beragarma: Bunga Rampai 70 Tahun Djodvan Eftadl, Ditesbitkan
atas Kerja Sama [CRF dan Kompas, lakarta, 2009, him, 12-13.

= pgyumirdi Azra, * Toleranst Agama dadam Masyarakar Majemul...", ibid., him. 14.

= Azyumardi Azra, " Toleransi Agama dalom Masyarakar ,...", ibid, him. 14.
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sempertimbangkan perkembangan ini, kata Azra, discourse tentang “teo-
logi kerukunan umat berngama® merupakan hal yang cukup absah pula.

(b) Kualitas “Public Services®, Para ahli, dengan beragam latar hela-
kang keahlian, berkeyakinan bahwa terjadinya multikrisis sejak 1997
telah menyebabkan berbagai permasalahan dan kensflik sosial, Ketim-
pangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, semuanya diyakini telah
menganggu ketenteraman dan kedamaian kehidupan berbangsa yang
telah diupayakan pembinaan sebelumnya melalui pembangunan. Krisis
ekonomi dan I‘ﬁsiE“k"ﬁi_E lainnya-baik krisis sosial, politik, ekonomi,
dan budaya—pada prinsipnya bersumber dari “krisis moral-etika” ber-
bangsa. Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi
(awal) 2016, berdasarkan pandangan para ahli dari seluruh dunia untuk
mengukur tingkat persepsi di sektor publik suatu negara. ®

{c) Kebijakan Politik & Keadilan. Posisi hubungan mayoritas-minori-
tas, di mana etnis mayoritas-pribumi yang cenderung pada posisi tersu-
bordinasi (subordinate) dalam berbagai bidang—terutama dalam bidang
ekonomi—akan mempersulit persoalan etnisitas yang substansial. Keada-
an itu akan berubah menjadi lebih baik ke depan, bila ada kebijakan
yang berpihak kepada semua elemen masyarakat pluralistik, etnis mayo-
ritas dan minoritas, dalam makna sesungguhnya. Selain itu, suatu ke-
hidupan yang keadilan, sejahtera, dan damai pada masyarakat pluralistik
dapat tercipta bila adanya suatu kebijakan pemerintah yang memberi
pencerahan terhadap semua kebutuhan sosial (social needs) pada masya-
rakat pluralistik.

Hasil penelitian dilakukan Zaiyardam Zubir dan Nurul Aizah Zays-
da® menunjukkan bahwa dalam penataan kota, kalangan “tak berpunya”
(the poor) harus tergusur atau penggusuran. Suatu yang menyakitkan
mereka lagi bahwa “kalangan berpunya” juga sering kali difasilitasi pe-
modal. Kebijakan penggusuran pemukiman di kota-kota besar yang di-
anggap kumuh, seperti terjadi baru-baru ini di DKI dan kota-kota besar
lainnya, yang jauh dari bijak dan manusiawi (dari perspektif masyarakat)
akan mempermudah menjadi penyulut terjadi kerusuhan dan konflik so-

-‘_‘_-___

® Dikawasan ASEAN, Singapera (dengan skor BS/peringkat ke-8 di dunia vang paling sedi-
b korupsinya). Sementara Jepang (skor 75) merupakan negars paling tdok borps, semes-
bt Cina jaul di bawnhnyve dengan skor 37, Malaysia menempati peringkat ke-5 dengan skor
W, Thaikazg dengan skor 38, Indonesin dengan skor 36 (mendnghkar sedikin dard 34 whon babod
PEringkan ke-BRj, Filipina dengan skor 15, Vietninm dengan skor 31, Laos dengan skor 25, Kam-
b ehay Myanmar rermasuk di antara 20 negora palinge ko di dunia dan hnnya memperoleh
skas 21, |ihat: {Abdullah Icki, " Jabwatean Pablik, Virus Suap, dan Agama’, Seiwijap Pose, 26 Sep-
lember 21115),

“ Zalyardam Zubir dan Nurul Aizah Zaysdo, Pera Konflik dan Konflik Kekemsan d Minong-
wabiaty Sumiiira Barat, Do dard DPZM DIKT] Depdiknas melalol Progrom Hibah Sraegis Masi-
{!".?H.EIEEI dipublikasi dalam Musparakai fnteniesier: Mafalal Brin-tle Sosinl indosesio-L2P]

BXXXV, No.l, 2010, 2009, him. 49-70
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sial etnis dan agama pun dilaitkan pula. Konflik yang terjadi di Minapg,
kabau beragam bentuknya, sejad dari konflik tanah, penguasaan SUmher
daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarlka Mpuing, hing.
ga perkelahian antarkeompok etnis.Konflik yang paling tinggl Inteng.
taznya adalah konflik tanah, yang bertalian dengan pembebasan 1),
pencaplokan tanah, batas kampong, dan pembagian harla pusaka, !nti
dari akar persoalan konflik tanah dan konflik-konflik lain adalah Lerjadi.
nya ketidakadilan dalam masyarakat, Peta konflik di daerah pedalamag
sebagai daerah inti Minangkabau dan daerah rantau memiliki perbedagy

Di pedalaman Minangkabau, kelompok yang terlibat konflik tanap,
lebih banyak melibatkan orang-orang satu kaum/suku atau antara mg.
mak dengan keponakan. Sementars itu, konflik yang terjadi di rantay
lebih banyak melibatkan pebisnis yang didukung oleh penguasa, aparat
keamanan, dan preman melawan rakyat. Dengan luasnya tanah di wila.
yah rantau dan jarangnya penduduk, tanah-tanah ini dapat digunakan
untuk perusahaan perkebunan besar. Tetapi, dalam setiap pembebasan
tanah, masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan, dan sekaligus
hal itu sebagai “benih-benih™ konflik yang muncul dalam bentuk keke-
rasan di kemudian hari. Persoalan revolusi konflik berdasarkan kearifan
lokal Minangkabau sebenarnya sudah dikembangkan di beberapa kam-
pung. Pembentukan Majelis Peradilan Adat (MPA) menjadi alternatif dari
penyelesaian konflik yang berbasis perdamaian adat. Upaya menghindari
pengadilan negara yang selalu saja “menang jadi bara, kalah jadi abu"
menempatkan pengadilan adat untuk penyelesaian konflik tanah.*

Sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi, memperlihat-
kan bahwa belum ada suatu kebijakan pemerintah yang dianggap dapat
menjadi solusi substantif dalam mengatasi persoalan etnisitas yang telah
mengakar sejak kedatangan bangsa kolonial Eropa, terutama Belanda.
Otonomi daerah yang digulirkan pada sejak tahun 1999 dengan scjum-
lah “agenda reformasi” ternyata juga belum memiliki perhatian “serius”
terhadap persoalan-persoalan etnisitas dengan memberi alternatif solusi
dan anisipasi jangka panjang—yang tampak justru konspirasi berlebihan
antara penguasa dan pengusaha (pemodal) dan sering kali kebijalean me-
nempatkan masyarakat kebanyakan sebagai “penonton”.

Keterangan di atas sejalan dengan pendapat Sunyoto Usman® bah-
wa integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompak-
kelompok sosial dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan dalam

% Zaiyardam Zuhir don Nunil Alzah Zaysda, * Pea Kenflik dan Konflik Kekeragan d Minang:
Eahar Swmaire Buare, ", i, hlm. 7 :

o Sunyoto Usman, Pembanguman dan Peoberdayaan Masyarkar, Pustaka Pelajar, 195,
balam. 8- B
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neiptakan relasi sosial, ekonomi dan politik, Proses terjadinya inte-

i sosial itu dapal dikelompolkan ke dalam tiga dimensi. Pertama,
pasyarakat dapat terintegrasi berdasarkan kesepakatan kebanyakan ang-
gﬂ[ﬂn}'-ﬂ terhadap nilai-nilai sosial tertentu vang bersifat mendasar. Ke-
jua. masyarakat dapat terintegrasi dikarenakan kebanyakan anggotanya
ierhimpun dalam berbagai unit sosial sekaligus (ernss-cutting affiliations).
Ketign, masyarakal terintegrasi karena adanya saling ketergantungan
qnit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam mencapai kehidupan
akonomi.

(d) Politik Lokal & Manipulosi Agama, Suatu hal yang perlu disadari
pahwa setiap terjadinya konflik sosial yang melibatkan simbol-simbol
agama dan mengenai umat beragama, jarang sekali memiliki sebab tung-
gal. Istilah “konflik agama® itu sendiri bisa saja digunakan untuk keja-
dian di mana simbol agama dirusak misalnya, atau identitas keagamaan
orang-orang yang terlibat dalam konflik itu (pelaku atau korban) tampak
pyata. Akan tetapi, setiap konflik biasanya memiliki faktor-faktor penye-
hab dan konflik agama tidaklah sepenuhnya mengenai persoalan agama
wetapi ada faktor melatarbelakanginya. Dalam Laporan CRCS-Graduate
school, UGM (2015) mengenai Politik Lokal dan Konflik Keagamaan,
memperlihatkan bahwa semua konflik keagamaan yang dibahas menun-
jukdkan ciri itu. Sepert, kasus penyerangan sebuah komunitas Syi'ah di
sampang, kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan Mas-
jid Nur Musafir, Batulpat, Kupang. Konflik agama tidak sepenuhnya ber-
sentuhan langsung dengan agama. Semua konilik agama umumnya me-
nunjukkan ciri itu. Seperti, kasus penyerangan sebuah komunitas Syi'ah
di Sampang, kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan
Masjid Nur Musafir, Batulpat, Kupang. Pada 2016, terjadinya pembakar-
an terhadap rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatra Utara. Dari berbagai
kasus menunjukkan, “konflik agama” pun bisa terjadi karena bertemunya
kepentingan-kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol ke-
agamaan. Pilkada di banyak daerah misalnya dapat memberi kesempatan
bagi berkembangnya jenis politik identitas yang buruk. Dengan demiki-
an fakior penting lainnya di sini adalah bisa juga karena adanya politik
lokal (yang biasanya memanas menjelang atau sedang berlangsungnva
Filkada), dan tenitu setiap kasus “konflik agama” te reebut tidaklah berdir
tunggal, tetapi biasanya terdapat faktor lain meliputinya.®

Di Indonesia, tentunya terdapat banyak lagi kasus-kasus konflik so-
sial lainnya yang mempolitisasi agama yang dapat berdampak potensi
————

“Abdullah 1di, Paperdisampolkan pada Seminar Data Tabesnnsl, dengan Tema: “Dialag An-
r-Graina dan Peningkatan Pelayinmt Puidihs Fukalas Hukum Universitos Sriwijoya, Palem-
B 23 Septomber 2016,
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dan kasus kon(lik sosial-etnis dan agama, ethno-religions terselyy, Dty
konteks hubungan agama dan politik di Indonesia, Ridwan Luhjgn ,n:_"
ngatakan bahwa isu yang tadinya berdimensi agama akan tetapi “ﬂna;
berubah menjadi isu politik manakala ada kelompok yang merasq terg,
cam seperti pendirian rumah ibadah dan penylaran agama. Hal inj gj,,
babkan karena tidak adanya aturan yang baku dalam konsep W'H?arm;
terhadap umat beragama. Sekali pun sekarang telah dirumushan e,
kompromi tentang penanggulangan hal di atas, akan tetapl dalam Tkt
di lapangan banyak kasus masih dan berpotens| terjadi sewakiu-way,
sebagaimana terjadi di Binjai, sumatra Utara, yakni pendirian gerejy
oleh umat Kristen. Sekalipun berdasarkan aturan yang ada sudah diper,
kenankan, tetapi keberatan masih terjadi karena kurangnya pemahamay
masyarakat tentang suatu peraturan, dan juga kurangnya inisiatif dar
pemerintah daerah pada masa lalu secara kreatif dan inovatif melakuka
upaya perujukan terhadap masyarakat.

(e) Pemolision Aparal Penyebab konflik “agama” itu dikarenakan
adanya “gah” bertalian dengan buruknya struktur sosial. Dalam kehj.
dupan masyarakat pluralistik (plural-societies). Dalam kasus Tolikara mi.
salnya, konteks penting yang patut dipahami adalah kompleksitas dan
kerentanan persoalan Papua pada umumnya. Kerentanan ini, seperti
dapat dilihat dalam beragam kasus non-agams lainnya di Papua, kerap
direspons aparat keamanan secara represif dengan menggunakan senjs-
ta. Secars lebih khusus, Kabupaten Tolikara sendiri cukup rawan secara
politik, seperti dalam konflik di sekitar Pilkada pada Februari 2015%
walaupun disadari bahwa peranan aparat keamanan memiliki kontribusi
hesar dalam mereduksi jatuhnya korban dan kerugian harta benda da-
lam berbagai kasus. Akan tetapi, terkadang aparat keamanan juga tidak
terlepas dari keterbatasan-keterbatasan dalam menangani konflik sosial
hernuansa etnis dan agama di berbagai daerah konflik.

Dalam riset yang dilakukan PUSAD-Paramadina, MPRE-UGM, dan
The Asia Foundation (2014), terhadap delapan kasus konflik sosi al-keaga-
maan, masing-masing empat kasus senghela terkait tempat ihadah; Gere-
ja HKBP Filadelfia, Kab. Bekasi; Gereja GKI Yasmin, Kota Bogor, Masjid
Abdurrahman di Wolabheto, Ende; dan Masjid Nur Musafir di Kupang,
Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, terdapat empat kasus lainnya terkall
konflik sektarian: Anti-ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang; anti-Ahmé
diyah di Manis Lor, Kuningan; anti-Syi‘ah di Sampang, Jawa Timur; da"

# M. Ridwan Lubis, Sosiolugi Agama: Memaleam! Peckentbangan Agama dalam Mﬂmﬂéﬁ

gierd, Sambutan: Prof, Achmad Fedyani Satfucin, Penerbit PrenadoMedia Group. Jakartd,
him. k4.

M, Ridwan Lubls, Sosiologi Agama: Mematimi Perkermbrangstn Agam... iel, i 1
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gnti-Syi'ah di Bangil, Pasurvan. Kasus-kasus ini dipilih untuk melihat
yariasi pemolisian dalam setiap kategori konflik keagamaan, Hasil riset
jni menunjukkan bahwa pemolisian konflik kea gamaan di Bekasi, Bogor,
Kupang, Ende, Kuningan, dan Pasuruan, memperlihatkan keberhasilan
dalam mencegah ketegangan sehingga tidak menjadi kekerasan terbuka,
Kadang-kadang dalam situasi yang tegang dan kritis, ada provokasi dari
pihak-pihak yang bertikai yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut.
Akan tetapi, tindakan pemolisian dapat mencegah kekerasan dan me-
mulitikan keamanan dan ketertiban. Konflik kekerasan di Sampang dan
pandeglang adalah dua kasus yang menunjukkan keagagalan pemolisian
sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas dan menimbulkan korban
jiwa dan kerusakan yang besar,™

Dalam konflik sektarian, strategi pihalc-pihak yang bertikai meme-
ngaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihak-pihak yang
bertikai memberi kesempatan kepada polisi melaksanakan tugas mereka
memelihara keamanan dan ketertiban. Di Sampang, pihak-pihak yang
berikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi
kecuali sebagai pendukung terhadap tujuan pihak-pihak vang bertikai.
Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada strategi pe-
molisian yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan
dalam mencegah eskalasi dan penekanan pada agama (antar-agama dan
sektarian) sebagai ciri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian kare-
na memicu politik identitas.™

(g) Kompetisi Anerkelompok Agama. Perspekuf lain, dari kasus To-
likara- Papua misalnya, adalah adanya persaingan antara Gereja Injili
di Indonesia (GIDI) yang mendominasi di daerah itu dengan kelompok
@gama lainnya (termasuk dengan Kristen denominasi yang berbeda).
Kondisi ini, agaknya potensial terjadinya konflik dalam beragam bentuk
dan polanya. Jadi, mengideatifikasi “kasus Tolikara” bertalian dengan
kasus GIDL, kasus konflik yang dicetuskan menjadi kekerasan akibat apa-
fat yang dipandang agak represif, atau faktor lainnya, bisa fakter lokal
maupun |uar, bahkan internasional. Kasus konflik sosial bernuansa et-
nis agama vang sepintas dipandang atau dipersepsikan persoalan agama
berbeda sebagai penyebabnya, ternyata terdapat kombinasi faktor lain
yang dipandang sebagai pelengkapnya, termasuk juga konflik bisa terjadi
dalam agama yang sama dengan latar belakang aliran yang berbeda, ™

Hagil riset yang dilakukan Rizal Panggabean, et al® menunjukkan

I-|_-_._‘___
: H_h-'-ﬂ| Panggabean, er al.. Pemolisian KorfUk Keagamaan ..., O cir, him. 304,
”"E’-‘il Panggabean, ef af.. Pemiolisian Konfiik Kengamaan, .., ibid, hlm. 310,
“J'Lhdnllah Ici, Kewnflik Erno-Religies oi Asia Tenggar, .., Oy oit, hlm, 93,
"hﬂll'malmn, etatl,, Perolistan Komflik ... Opofr, hlm. 351,

| .
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bahwa konflik-konflik terkait tempat ibadah tidak hanya terjadi di mg.
syarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam (dalam kaitannya de.
ngan pembangunan gereja), tetapi juga, di masyarakat yang mayoritas
penduduknya beragam Kristen atau Katolik (dalam kaitannya dengan
pembangunan masjid). Ini tampak jelas dari kasus-kasus yang terkait de.-
ngen pembangunan gereja oleh jemaat HKBE Filadelfia di Bekasi, pem-
bangunan gereja oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor, dan pembangunan
masjid baik di Ende maupun Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Faktor sosiokultural-keagamaan dapat berkontribusi positip terha-
dap potensi konflik di banyak daerah di Indonesia. Kasus konflik Poso
misalnya jika dibandingkan berdasarkan agama, orang Islam telah ada di
Poso sejak 50 tahun yang laly, dibandingkan orang Kristen. Orang Islam
dibawa masuk oleh pedagang Arab dan Gorontalo, yang terpusat diba-
gian pesisir kota, sementara orang Kristen dalam hal ini suku Pamona
mendiami bagian pegunungan dari Kota Poso. Para pendatang ke Poso
berasal dari suku/etnis Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Arab yang mayoritas
beragama Islam, Pendatang dari kalangan Kristen berasal dari etnis Mina-
hasa dan Toraja. Masuknya arus transmigrasi intensif terjadi sejak dasa-
warsa 1970-an dan 1980-an, terutama setelah dibukanya jalur prasarana
angkutan darat Trans-Sulawesi yang menghubungkan Makasar-Palopo-
Poso-Palu-Gorontalo-Manado. Kebijakan Orde Baru tentang transmigrasi
juga telah “memaksa” penduduk lokal untuk beradaptasi dan menerima
berbagai kebudayaan baru bagi mereka yang terutama didominasi sulu
jawa, diistilahkan “ Jawanisasi” yang diikuti pemberian lahan-lahan per-
tanian dan biaya hidup selama dua tahun. Kebijakan transmigrasi yang
positip bagi pemerintah Orde Baru disisi lain dipandang sebaliknya oleh
penduduk lokal, yakni munculnya kecemburuan dan potensi konflik sosi-
al dikarena terkotak-kotaknya wilayah berdasarkan agama, ridak terjadi
akulturasi pribumi dan pendatang.®

Hal ini ada relevansinya dengan pandangan Koetjoroningrat*® bahwa
setidaknya ada empat sumber konflik dalam masyarakat majemuk: per-
saingan antara kelompok emik dalam memperoleh sumber kehidupan;
adanya kelompok etnik yang memaksakan kebudayaan kepada kelompok
stnik lainnya; adanya golongan agama yang memaksakan ajarannya e
pada golongan lainnya; dan adanya potensi konflik yang sudah mengakar
dalam masyarakat. Dipastikan terdapat faktor lain yang dapat menyebab-
kan konflik, terutama ekonomi, politik, dan ketimpangan sosial lainnya.

(h) Kompetisi Kelompok Etnis. Hasil penelitian Rusmin Tumanggor, et

# yduhammad Rendi, * Konflik SARA di Kabupaien Poso.. ", loc. cit, him. 78
w pquhammad Rendi, * Kok SARA df Kabupaten Poso..,.”, loc. cit., him. 79,
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al. ﬂﬂum Fat“t_‘t'ml'hﬁﬂkmi bahwa konflik sosial-etnis dan agama yang
terjadi di SIETI‘I-PIT., Sambas, Ambon, Poso dan Ternate, meskipun masing
mempunyal constraint yang berbeda bahwa pada umumnya konflik di
wilayah i“’: terjadi, di mana baik fakior ekonomi, sosial, dan politik yang
dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas. Konflik Sam.
pit dan Sambas misalnya, banyak dipicu oleh kenyataan bahwa etnis Ma-
dura pada level tertentu telah menjelma menjadi kelompok yang berhasil
menguasai berbagai sumber daya ekonomi, di sisi lain, perilaku sosial
mereka cenderung eksklusif semakin menegaskan komunalitas etnisnya.
Maka ketika terjadi gesekan-gesekan sosial meskipun itu kecil, dengan
etmis Dayak atau Melayu sebagai penduduk asli cukup untuk “menyulut”
sebuah konflik yang masif dan berkepanjangan. Sama halnya, yang terja-
di di Ambon, Poso, dan Ternate dengan isu identitas yang sedikit berbeda
(yakni, isu agama dan kasus di Ambon juga dibalut dengan isu etnis,
yaitu Boton, Bugis, Makasar, dengan penduduk asli). Secara mikro, kon-
flik-konflik tersebut dilatari adanya ketidakpuasan antarperilaku lintas
enis, agama, keamanan, birokrasi (dalam penguasaan aset dan lapang-
an pekerjaan). Masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan dan
mencari solusi bersama yang saling mengalahkan dan saling beruntung
(*win-win” yang terjadi “win-lose”), dan juga lemah dalam menganalisis
provokasi dari luar, Kelabilan itu menjadi “faktor penunggu” (predispose
factors) yang potensial terhadap ledakan konflik. "

Faktor-faktor pengganggu tersebut, antara lain: a) Kesenjangan so-
sial-ekonomi, di mana realitas menunjukkan ekonomi dikuasai etnis Tionghoa
(Cina). Mereka makin lama makin kaya karena aparat dan kepala daerah
bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi, dalam setiap Pilkada, mereka
terlibar menjadi cukong kepada setiap calon yang bertarung dalam pilka-
da, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyandang dana dan
kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berutang budi kepada me-
reka. Kondisi seperti ini, menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi se-
makin melebar dan masyarakat menjadi marah, benci, dan anti terhadap
mereka yang kebetulan dari emis Tionghoa (Cina); b) Tumbuh arogansi di
kalangan mereka terhadap masyarakat priburni, yang merupakan penyakit
orang kaya yang merasa dilindungi aparat. Mereka tidak lagi sensitif me-
Nyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memen-
dam kebencian dan kemarahan terhadap mereka; ¢) Persepsi masyarakat
terhudap mereka menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, apa-
Pt selaly berpihak kepada mercka. Kondisi seperti ini dapat menyebablan
Muneulnya terords dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kema-

—

" Abdullah I, * Semninar Duta Toleransi....", tbid.
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rahan, kebencian, dan dendam; d) Kebijukan dan perlakuan yang mengig;
mewakan mereka yang kaya, yang lcebetulan adalah etnis TH:ﬂ'Ingl':lH.-I"':ihg1
telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu-waktu diledakigy,
jika ada masalah sekecil apa pun; e) Faktor global turut memengar,p,;
masyarakat berperilaku tempramental, cepat marah, dan emosi; day, )
faktor masyarakat membentuk klaster, kumpulan dan kelampok berdasarkqy,
agama, etmis, pekerjaan, dan lainnya.

» Fkonomi, Perilalku Eksklusif & Arogomsi

Musni Umar® mengatakan bahwa faktor sosio-struktural berpenga.
ruh kuat terhadap terjadinya konflik etnis dan “agama” atau bernuanss
SARA di Tanjung Balai, Sumatra-Utara. Ketegangan berawal menjelang
shalat Isya”, sctelah Meliana, seorang perempuan Cina/Tionghoa berusia
41 tahun vang meminta agar pengurus Masjid Al-Maksum di lingkungan
tempat tinggal dapat mengecilkan volume pengeras suaranya. Sesudah
shalat Isya™, sekitar pukul 20.00 sejumlah jemaah dan pengurus Masjid
mendatangi rumah Meliana. Lalu, atas prakarsa Kepala Lingkungan, Me-
liana dan suaminya dibawa ke Kantor Lurah. Suasana memanas, Meliana
dan suaminya dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai Selatan. Tiba-tiba
selanjutnya pembakaran sejumlah rumah ibadah (vihara dan klenteng)
pun terjadi.*® Terjadinya pengrusakan sejumlah vihara dan klenteng di
Tanjung Balai tersebut berawal dari permintaan seorang perempuan etnis
keturunan Cina kepada imam masjid agar mengecilkan pengeras suara
pada masjid berakibat ketersinggungan dari pihak umat Muslim sekitar
tempat tinggal itu, vang berakibat pada pembakaran terhadap sejumlah
rumah ibadah itu.

Persoalan ekonomi juga dipandang sebagai salah satu penyulut kon-
flik SARA di Kabupaten Poso. Hal ini dikarenakan perebutan lahan anta-
ra suku asli dan pendatang. Kebiasaan suku asli Poso, yakni orang Pamo-
na, Lore, dan Mori, menjual tanah kepada pendatang. Di beberapa kasus
terjadi para pendatang menguasai tanah yang oleh orang lokal dianggap
sehagai milik mereka secara adat, tetapi oleh hukum formal dianggap
sebagai tanah menganggur. Hal ini mengakibatkan marginalisasi di satu
sisi (terhadap masyarakat asli-pribumi lokal). Para petani gurem pegi-
nungan dengan cepat kehilangan tanah ulayat mereka yang jatuh kepadn
para petani perdagangan yang berjiwa wiraswasta tinggi. Di mana ke
mudian kebun-kebun cokelat memenuhi sisi bukit yang menghubungkan

< Abduliah ldd, * Sertinar Duta Toleransi, ", ihid,

o ihat e, bbe, com{ Indonesia 'majalah/ 2016/ 00, FGORO1

: bandui_wa-
m-hln. Elrl»:rmilrl vihm di Tﬂll]l.lng Ih.llh .'mmﬂﬂ_‘l“ﬂj“[m

Pelajaran Toleransi, digikses: 25 Okrober 2016).
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palu, merupakan tanaman yang pemah mengalami booming dengan
parga Yang tinggi pada era krisis 1998, Tetapl hanya petani kaya lokal
Jan para wiraswasta pendatang dari luar Poso yang dapat beradaptasi,

i dari Bugis, Makasar, Gorontalo, dan Jawa. Selain penanaman co-
gelat yang mendorong kehadiran pemodal yakni penamaman kayu eboni
dan penambangan pasir. Banyak orang suku asli Tana Poso umumnya
perlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengubah
sratus sosial mereka sehingga terlena atau tidak siap mencari jenis peker-
jaan lainnya. Dikuasainya sektor ekonomi oleh para pendatang semakin
menimbulkan rasa kecemburuan para penduduk lokal karena sumber
ekonomi mereka mulai terganggu dan hilang, dan tingkat kemiskinan
semakin tinggi, yang berbeda dengan pendatang keadaan kehidupan me-
reka terus membaik. Keberhasilan pendatang ini merupakan benih-benih
dan potensi konflik sosial yang bersifar laten karena kalangan pribumi-
Jokal berpandangan mereka tergusur dari negerinya sendiri.*

(j) Peran dan Fungsi FKUB belum Optimal Wadah dialog dan komu-
nikasi tidak ada, kalaupun ada, seperti Forum Kerukunan Umat Bergama
(FKUB)* masih berperan terbatas, dan belum mampu menjangkau ke-
lumpok yang dibangun berdasarkan stratifikasi sosial-ekonomi. Peranan
dan fungsi FKUB (sebagai mitra pemerintah) dipandang belum efekuf
dan terkesan masih mengedepankan formalitas seperti terlihat dari ba-
ayak kasus pendirian rumah-rumah ibadah yang tidak jarang berujung
pada kericuhan atau konflik yang menyeret etnis dan umat beragama
berbeda, Sejak 2007 mulai terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKUB) di seluruh Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Ber-
sama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dae-
reh dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Fo-
rum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah [badat. Sebagai
sebush organisasi, FKUB memiliki struktur, dan sumber daya manusia
(SOM) yang terkait dengan unsur, keterwakilan dan jumlahnya yang te-
lah ditentukan PBM (Pasal 10), termasuk waktu pembentukannya (PEM
Pasal 27), certa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Pasal 26), serta Tugas Pokoknya
(PBM Pasal 9),

Kehadiran FKUB memiliki tugas: 1) melakukan dialog dengan pe-
Muka agama dan tokoh masyarakat; 2) menampung :Eplmm ormas ke-
gamagn dan aspirasi I'I'Iﬂ'.s“ﬁ"ﬂrakﬂti 3) menyalurkan aspirasi ormas ke-

‘-h..____-_r-___
cif, him, 75,

-H“h"-ml'lrmd Rendi. = Kovlilk SARA di Knlupater Moo, Loe,
h:f‘dm j,llhaﬁl:dari nmfmpnmﬂnen Agama, Saslalisasi PEM dan Tanya Jawabnya, Jo-
2008,
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Agamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagaj bahag
pertimbangan Guberur (untuk tingkat provinsi, dan kepada bupay,
walikota untuk tingkat kabupaten/kota “memberikan rekomendagj tertyy.
ils atas permohonan pendirian runah ibadah™; 4) melakukan sosialisag
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di masyarakat (PBM pyqq
9 ayat 1), serta program kerja dan pelaksanaannya,*

Faktor kendala yang sering dihadapi FKUB di berbagai daerah ady.
lah keberpihakan (political will) pemerintah daerah (provinsi/kabupaten /
kota) rendah, terutama bertalian dengan penyediaan sekretariat dan da.
na.*" FKUB, dalam hal ini, dapat melakukan koordinasi dengan berbagaj
pihak secara optimal, baik dengan kepala daerah, aparat, tokoh agama,
dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyediakan forum dig.
log bersama-sama. FKUB, seperti dikatakan dalam Pasal 1 PEM 2006,
berkepentingan dengan usaha-usaha “membangun hubungan sesama
umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling meng-
hormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya
dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbnagsa dan berme.
gara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945

Dari berbagai latar belakang terjadinya konflik sosial di Indonesia,
agaknya lebih berhubungan dengan ketidakpuasan terhadap perlakuan
politik, ekonomi, budaya dan agama. Pendeleatan pluralisme diharap-
kan dapat mereduksi berbagai konflik sosial dan polensinya yang akan
mengancam disintegrasi sosial dan disinterasi bangsa. Dikatakan James
A. Bank® bahwa pluralisme atau multikulturalisme dapat dikatakan se-
bagai berkompetisi dengan berkesempatan yang sama dalam berbagai
bidang kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, agama,
dan pendidikan.

Setidaknya, dengan pendekatan sosio-historis perjalanan bangsa dan
pendekatan sosiologis keterkaitan realitas Icehidupan sosial pada masyara-
kat pluralistik pada negara-negara tersebut, diharapkan dapat membantu
dalam memahami persoalan konflik etnis dan agama. Untuk memahami
konflik etnis dan agama di Indonesia agaknya diperlukan pemahaman
secara makro dan mikro tersebuyt, sebagai bahan pertimbangan kebijakan
etnisitas. Secara mikro, konflik-konflik sosial bernmuansa agama dan etmis
umumnya dilatari oleh adanya ketidakpuasan antarperilaky lintas etnis,

= Pacan Litbang dan [kl Diepariemen Aguma, " Sasinlisus] POM..* bl

M. Yusul Asry, "Membedah Forum Kerukonan mag Berngame {Studdl tentng Koskatenst
Organisasi dan Tugas FEUB Provinsi Sumsira Utara)®, Harmonl: Jerpel Micliikietriral & Ml
redigices Vol X, Moo 34, Aprii-fooel 2300, W, 93- 1,

0 Dalam kutkpan: (Abdullaly i, * Divee hinsiolgls J'Ju.'.l':.lrn:.;|i,:|__“..r Om. ¢l b, 30,
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ma, keamanan, birokrasi (dalam penguasaan aset dan lapangan pe-
erjaan). Masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan dan mencari
gousi bersama yang saling mengalahkan dan saling beruntung {“win-win"
wang terjadi “win-lose”), dan juga lemah dalam menganalisis provokasi
jari Juar. Kelabilan itu menjadi “faktor penunggu” (predispose factors)
ang T,n{-_msial terhadap ledakan konflik.*®
" penyebab konflik itu sendiri lazim diawali dengan kasuistik indivi-
jual, disharmoni komunikasi kebutuhan yang kemudian dimanfaatkan
sihak tertentu lewat pengembangan isu-isu sensitif kehidupan etnis,
keagamaan hingga hajat hidup. Masyarakat labil tersebut cepat terpro-
yokasi untuk harapan menang secara “duniawi” atau “mati suci” mem-
hankan kebenaran. Sentimen agama, etnis dan perspektif, menjadi
faktor pelengkap (precipitating factors) terjadinya konflik horizontal dan
vertikal, Seperti kasus kerusuhan atau konflik di Tanjung Balai, Suma-
wa Utara misalnya secara sederhana, pada awalnya terjadinya, berawal
dari seorang pasangan keluarga (suami-istri) keturunan etnis Tionghoa
(Cina) yang mendatang ke masjid untuk memprotes karena kumandang
adzant mengganggu lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat Muslim
di sekitar itu pun bereaksi dan marah serta secara spontanitas membakar
sejumlah Vihara dan Klenteng di Tanjung Balai, Sumatra Utara.>

Dengan demikian, faktor penting lainnya di sini adalah bisa juga ka-
rena adanya politik lokal (yang biasanya memanas menjelang atau se-
dang berlangsungnya Pilkada), dan tentu setiap kasus “konflik agama”
tersebut tidaklah berdiri tunggal, tetapi biasanya terdapat faktor lain
meliputinya, yakni bertalian dengan kondisi struktur sosial yang tidak
berimbang, etnis minoritas berposisi sebagai superordinat dan etnis ma-
yaritas sebagai subordinat. Keadaan pola relasi etnisitas, etnis mayoritas
dan minoritas seperti ini akan mudah menyulut konflik sosial-etnis dan
agama dengan beragam faktor penyebabnya.

Scbagai bangsa pluralistik, Indonesia patut mewaspadai atas poten-
sl kemungkinan terjadinya konflik sosial etnis dan agama. Muhammad
Tholhah Hasan® bahwa sebagai bangsa yang ditakdirkan sebagai negara
pluralistik (etnis, agama, budaya, dan bahaga), perbedaan-perbedaan ter-
sebust selama ini memang belum sampai merobek keutuhan bangsa dan
lidak sampai memorak-porandakan kesatuan bangsa, meskipun kadang
kala mengalami goncangan-goncangan, gangguan-gangguan, dan ben-

'-\_-_-_-_-_'-_

" Wy, Bhe.com/herita_indonesial2016/071 160730/Amuk Mussi i Tanjung Bakui, vikars
ﬁ:mhtuﬂg di bakar {3007/ 2016}, dipkees: 24 Dktober 2006,
www Tihe,com/ heritn_ indenesia/2016/07 7 160730/Amuk Masss di Tanjung Balal, Viham
dihxhl'n:u"l; di bakar (30712016}, dinkses 24 (Xdobes MG,

E: Muhaminad Tholhah Hasan, " dstan deaiam Peespekef Sosio Kalruml., Opoele, blm, 275-
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turan-benturan lokal, Dengan adanya sejumlah agama (Islam, Khatoljj,
Protestan, Hindu, Buddha, dan kepercayaan) patut disyukuri sampaj g
ini belum pernah mengalami perang agama (war of religions) sepertj yap,
pernah terjadi di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-17 M. Juga tigg),
sampai mengalami penindasan agama (religious persecution), bukan any
suatu agama ditindas oleh agama lain, tetapl juga suatu sekite ditingy,
oleh sekte yang lain yang kebetulan berkuasa, Kondisi seperti ity hinggy
kini masih dapat disaksikan di beberapa negara, misalnya saling mele.
dakkan bom di Beirut itu bukan orang Isla Arab melawan Yahudi Isrge),
tetapi sama-sama Islam dan sama-sama Arab. S5ama halnya yang terjad;
di Irlandia Utara yang saling membunuh di sana sama-sama penganyg
Kristus, yang satu mengaku Katolik dan yang lainnya mengaku Protestan,
Meskipun lebih jauh apabila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya kenflik-
konfik tersebut lebih banyak dipicu oleh kepentingan-kepentingan politis
dari pada perbedaan teologis.

Secara kebetulan atau memang karena rahmat Tuhan, bahwa semug
agama yang masuk ke Indonesia tidak ada yang dibawa oleh panglima
militer atau melalui military conguest. Agama Hindu, Buddha, Islam dan
Kristen masuk ke Indonesia secara damai. Dengan demikian maka tidak
pernah terjadi situasi dalam sejarah sejak merdekanya bangsa ini, adanya
dua kelompok dalam komunitas agama yang satu sebagai kelompok yang
menang dan yang lain sebagai kelompok yang dikalahkan. Andaikan sua-
tu agama dibawa seorag panglima militer, akan muncul satu pihak yang
menang dan pihak lain yang dikalahkan, seperti yang banyak terjadi di
beberapa negara lain, sehingga situasinya menjadi labil dan suatu waktu
kondisinya akan mengalami perubahan dengan penuh ketegangan dan
sikap pembalasan. Masalah yang dapat ditemui dalam kehidupan ber-
agama yang plural ini, adalah kecurigaan dan kesalahpahaman dari satu
penganut agama terhadap sikap dan perilaku agama lain, dan juga senng
pula terhadap sesama penganut agama tertentu.”

Tampaknya, implikasi penting yang dapat diungkapkan bahwa ber-
bagai kesulitan atau belum berhasilnya mereduksi konflik etnis dan
agama secara meyakinkan di era kemerdekaan (Orde Lama, Orde Bar,
dan Reformasi) selama ini, ke depan agaknya perlu adanya kebijakan
strategis dan optimal sebagai solusi substansial terhadap isu-isu etnisi-
tas—terutama bertalian konflik sesial-etnis, budaya, dan agama—dengan
pentingnya menelusuri lebih jauh terhadap faktor-fakior penyebabnya

sehagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan etnisitas dalam K&
beragaman emis.

* Muhammad Tholhah Hasan. fslam dalem Perspekrif Sasio Kultiral...., ibid, him. 277,
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p. BANGSA TERJAJAH, ADAPTASI, DAN KOMPETISI

Bertalian dengan kolonialisme Barat, Amartya Sen mengalakan bah-
wa cakrawala sempit pikiran kaum terjajah serta obsesinya padn Barat—
baik berupa kebencian maupun keknguman—perlu dicarikan solusinya,
Tidak masuk akal memandang seseorang semata schagal orang yang te-
lah (atau yang leluhurnya telah) diperdaya atau diperlakukan tidak layak
oleh kalangan kolonialis, betapa pun identifikasi itu mungkin benar ada-
nya. Tidak dapat dipungkiri, ada kalanya diagnosa seperti itu relevan de-
ngan kenyataan. Bila diperhatikan terus berlanjutnya ketimpangan kolo-
nial dalam bentuk yang berbeda di masa kini—istilah “neo-kolonialisme”
sering dipakai untuk menyebutnya-—dan kuatnya godaan untuk menyan-
jung-nyanjung bagusnya tatanan di masa penjajahan, maka diagnosis se-
perti itu memang akan sering muncul. Tetapi, menjalani hidup dengan
penuh “dendam” terhadap inferioritas paksaan dari sejarah masa lalu,
sampai-sampai dendam tersebut mendominasi perioritas hidup seseorang
di masa kini, jelas merupakan sikap yang tidak adil pada diri sendiri . Hal
ini juga dapat mengalihkan perhatian dari beragam tujuan lain dari masa
kolonial yang patut untuk dihargai dan diteladani pada masa kini.*?

Sesungguhnya, pikiran kaum terjajah terobsesi secara parasitik pada
relasi tak nyata dengan kekuasaan kolonial. Meski dampak dari obsesi
seperti itu bisa muncul dalam beragam bentuk, namun pandangan bahwa
segala hal bergantung pada penjajahan sulit untuk bisa dijadikan lan-
dasan yang tepat untuk memahami diri sendiri. Adanya “persepsi-diri-
reaktif™ seperti ini dapat berdampak luas terhadap beragam persoalan
kontemporer, yang antara lain: 1) mendorong sikap permusuhan yang
tak perlu terhadap berbagai gagasan global (seperti demokrasi dan ke-
bebasan pribadi) di bawah anggapan keliru bahwa semua itu adalah
ide-ide “Barat”; 2) ikut menyumbang kerancuan dalam membaca sejarah
intelektual dan ilmu pengetahuan dunia (termasuk apa yang hakikatnya
“Barat™ dan apa yang merupakan hasil sumbangan banyak pihak); dan 3)
cenderung mendukung tumbuhnya fu ndamentalisme keagamaan hahkan
terorisme internasional.™

Tiga hal tersebut dipandang scbagai dampak langsung dan tidak

hngmmgn}ra selanjutnya, perlu dijelaskan tentang terjadinya atau mun-
: ang dicontohkan dalam konteks historis

;’“ﬂ]“!’a “persepsi-diri-reaktif”, ¥ " dalam hal inl Fei
il s Giae {nEElEkluai alam hal Iint penanisiran masa
ian dengan identi dilakukan oleh James Mill—

laly India. Penghinaan kolonial—sperti
EErhadap pencapaian India di bidang sains dan matematika mendorong

———

iy

= Amartya Sen, Kekerasan dan Identitas...
Martya Sen, Kelberasan dean (demtiios.
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adanya “adaptasi” dalam persepsi dari orang India tentang E:’E““tﬂanm
Untuk berkompetisi dengan “Barat”, India lantas mcntt:IIh wilayahpy,
sendiri” dengan menekankan kelebihannya di h|d_ar|g spiritual®, gep,
gaimana dibahas Partha Chatterjee. Partha Chatterjee membahas kemyy,,
culan sikap sebagai berikut:
Nasionalisme antikolonial menciptakan wilayah kedaulatannya sendirj 4
dalam masyarakat kolonial sebelum terjadi pertarungan palitik melawg,
kekuasaan imperial. Kedaulatan itu tercipta dengan r‘riErﬁll_ah Pranata-pra.
nata dan praktik-praktik sosial ke dalam dua w-iaya_h. material dan spirigya|
Dunia material merupakan wilayah "luar” berupa bidang ekonomi dan gy
atanegaraan, bidang sains dan teknologi, wilayah tempat "Barat” telah mam.
buktikan keunggulannya, dan sebaliknya “Timur” terbelakang, Maka, dalym
wilayah ini spirituzlitas Barat mesti diakui dan pencapaian-pencapaiannyg
mesti dipelajari dengan cermat serta direplikasi. Di sisi lain, dunia spirityg|
adalah wilayah "dalam™yang mengemban tanda-tanda "hakiki” identitag ke.
budayaan. Karena itu, semakin besar perhatian seseorang meniru keahlian
“Barat” di hidang material semakin besarlah kebutuhan untuk melestarikan
kekhaszan budaya spiritual orang itu, di mana agaknya, rumusan inilah yang
menjadi ciri dasar nasionalisme antikolonial di Asia dan Afrika %

Agaknya pandangan Chatterjee agak terlalu “India-Sentris” dan ke-
simpulannya melebar secara geografis—mencakup Asia dan Afrika—ter.
lampau menempatkan pengalaman khusus anak benua India pada abad
ke-19. Identitas diri yang kreatif sesungguhnya dapat mewujudkan ba-
nyzak bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai tempat dan zaman yang
berlainan. Dalam hal ini, Chatterjee menunjukkan suatu yang jitu pada
aspek yang penting kecenderungan yang berkembang di berbagai daerah
jajahan Eropa di Asia dan Afrika, termasuk India di bawah kekuasaan
Inggris—yang telah mendorong orang India untuk meletakkan “tapak
spiritual” mereka ke depan. Dalam derajat tertentu, sikap ini merupakan
reaksi terhadap pandangan menghina kaum imperalis terhadap sejarah
masa lalu India di bidang penelitian dan flmu pengetahuan. Cara fikir
dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih positif, mulai dari keinginan
untuk “menyaingi Barat” , “mengalahkan mereka di bidangnya sendiri”,
atau membangun suatu masyarakat yang “bahkan orang Barat sendiri
mesti berdetak kagum. ™

Agaknya benua yang paling bermasalah pada abad yang lalu, ter
utama pada paruh keduanya, adalah Afrika. Menjelang pertengahan
abad, tamatmya penjajahan secara formal (Inggris, Perancis, Portugah
r.:l_au_ Belgia) disertai oleh harapan besar akan berkembangnya demokr-
i di Afrika. Tetapi, sebagian besar wilayah i justru terperosok daiam

: Amartya Sen, mmmudaumem!m;._. ibid,, him. 117
4 5en, Kekerasan dan Identitas...., ibid, him, 118,
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ﬂmriiﬁlﬂ::mﬁn Wiliterisme, rusaknya ketertiban sipil dan layanan
pendi eschatan, ledakan konflik lokal yang tak terperikan,

;ﬂlglkl;zn;;:arkumumm, dan perang saudara, Dalam hal ini, perlu di-
“"fﬂ s s r;nra Peran kolonialisme yang ternyata terus berlanjut serta
ca yang terkotak ini, Pertama, telah banyak terdapat tulis-

an tmtf:fr:;miﬂam “Barat” di dunig dalam menghambat pertumbuhan
::zg Pzipﬂkmiﬁﬂsag‘;ﬂmml Afrika misalnya melalui batasan artifisial
el akatE Pasar ekspor Eropa dan Amerika untuk produk
P o : ey v dan kﬂm'-ldltns-kmnudims lainnya, serta karena beban
;l;?“: I:ﬁa un;?kn:friu;f:a? yang baru sekarang mulai diﬂnganh!n,
rah perkembangan politik dan mlves e o ot dalam seja
Kensabanigan Affika mlmﬂ: i m'-ltﬂ_kh_lr di benua tersebut,s
a masa imperialisme klasik ternyata disusul
dengan masa yang penuh “cacat kelembagaan™ selama Perang Dingin
pada paruh kedua abad ke-20. Perang Dingin, yang pada dasarnya diper-
lmparkan di tanah Afrika (meskipun hal ini jarang diketahui), membuat
ma-asny kekuatan Adidaya (Uni Soviet dan AS) mengayomi para
ptng‘uasa militer -"Fa_“g bersahabat dengan mereka dan —barangkali lebih
PrOURE-—ang bersikap sengat terhadap lawan, Centeng-centeng militer,
seperti Mobutu Sese Seko di Kongo atau Jonas Savimbi di Angola atau
siapa pun yang merusak tatanan sosial politik dan eknonomi Afrika, de-
ngan mengandalkan dukungan kedua negara Adidaya (Uni Soviet dan
AS) tersebut, Dalam perkembangannya, kehadiran militer Barat di Afrika
{dengan hasutan perangnya) kini mengambil bentuk lain, yakni sebagai
pemasok utama persenjataan global, yang kerap digunakan untuk ke-
berlangsungan perang lokal dan konflik militer, Konsekuensinya, sangat
destruktif terutama pada aspek ekonomi pada negara-negara miskin. Per-
lunya mengurangi atau membatasi perdagangan senjata tersebut, Di an-
tara pelbagai kesulitan vang dihadapi Afrika saat ini untuk beranak dari
sejarah kolonialnya dan pemberangusan demokrasi pada masa Perang
Dingin, adalah berlanjutanya fenomena ini dalam bentuk militerisme dan
Peperangan tanpa henti yang difasilitasi Barat.®
Kedua, selain permasalahan di atas, di dalam fikiran sendiri terdapat
banyak masalah. Seperti dikatakan Kwame Anthony Appih, bahwa “de-
kolonisasi ideologi ditakdirkan gagal bila menafikan “tradisi asli” mau-
Pun ide-ide luar yang berasal dari Barat. Secara khusus, pendapat yang
sering disuarakan, bahwa demokrasi tidak relevan untuk Afrika—karena
Suatu yang sangat “Barat"—dapat berdampak negatif dalam melemah-

-._______|_-__
hj'malﬂ'il Sen, Kekerasan dan ldentifas... Ib'{if.. hlm. 127-120,
“"'mﬂrrzm Sen, Kekerasan dan ldentitas. .. ibrid., him. 128.
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bagai tempat memenuhi fungsinya masing-masing Yang secara khugy,
mengacu ke bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakgy
Van de Ven, misalnya, memperlihatkan bagaimana pembaglan way,
antar-orang dalam pengelolaan pertanian sebagai perwujudan soliday,.
tas telah menyebabkan teratasinya permasalahan pangan yang dihadap
masyarakat (Van de Ven, 2000). Beragam bentuk institusi lokal memilik
fungsi langsung dalam merespons kebutuhan masyarakat.®

Bentuk-bentuk tradisi dan institusi tersebut merupakan kekuatay
penting yang dapat berperan secara aktif dan fungsional bagi kemajuan
masyarakat. Potensi ini telah dianggap sebagai penghambat selama jp
(Soedjatmoko, 1988). Secara umum, kurang disadari bahwa basis-basjs
kultural merupakan faktor pembentuk tatanan sosial dan realitas sosig)
secara meluas. Weber (1930) telah menunjukkan betapa etos dan eti.
ka telah menjadi syarat bagi transformasi yang terjadi dalam berbagai
bentuk.**

Pembentukan identitas nasional merupakan suatu proyek politik
yang dikejar oleh kalangan elite, akan tetapi, hal itu jarang menjadi pe-
nemuan mereka sepenuhnya. Elite-elite jurnalis yang secara akrif berusa-
ha menghasilkan rasa nasionalitas dan komitmen terhadap negara—su-
atu nasib komunitas nasional -merupakan hal yang baik. Tetapi, hal in
tidak terjadi, seperti dapat diamati kalangan peneliti, bahwa elite-elite
menciptakan bangsa di mana tidak ada yang eksis (Smith, A.D., 1990;
Gelner, 1964 dan 1983), Selama usaha pembentukan identitas nasional
tersebut, “bangsa vang akan berdiri” bukan merupakan itentitas yang
besar, yakni itentitas nasional dan kultural; alik-alih, ia adalah “suatu
komunitas sejarah dan budaya”, yang menempati wilayah khusus, dan
sering menempatkan klaim pada suatu tradisi yang berbeda tentang hak-
hak dan kewajiban-kewajiban bagi anggota-anggotanya. Oleh karena itu,
banyak bangsa “dibangun atas dasar “inti-inti etnis” pra medern, yang
mitos-mitos dan ingatan-ingatannya, nilai-nilai dan simbol-simbolnya
membentuk budaya dan batas-batas bangsa yang oleh elite-¢lite modem
ditata untuk ditempa” (Smith, A.D., 1990 dan Smith, A.D., 1986). Identi-
tas yang didorong oleh kalangan nasionalis supaya dijunjung tinggi ber-
gantung, intinya, pada penemuan dan pemanfaatan “sejaran etnis” suam
komunitas dan kekhususan sejarah etnis komunitas tersebut dalam dunia
politik dan nilai-nilai budaya. Tetapi, kondisi-kondisi nasionalisme atad
pembangunan bangsa tidak pernah sepenubnya bersamaan waktunya—
dan nasionalisme sendiri, khususnya pada akhir abad ke-19 dan abad

: [rwan Abdullal, * Pergem bangan Sumber....", ibid,, him, 181,
Irwan Abdullah, *Pengembangan Sumber,...", Ibid, him, 182,
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:;:_'h:;:}::!ﬂﬁafef;ﬂmn yang mring_anyehnr untiuk menantang
S Kaisil i Bsa yang ada (seperti di Irlandia Utara).®
Yo paradoks yang menjalankan perang inilah yang mendo-
rong pembentukan-pembentukan institusi perwakilan dan demokratis.
Tf{ra_pi, t_il;‘-ngan mencatat hal ini bukan berarti mengklaim bahwa insti-
tusi-institust seperti itu sepenuhnya disebabkan oleh pengejaran perang.
E':'mflm'kﬂndm historis yang mengitari munculnya demokrasi nasional
bersifat kompleks dan beragam. Suatu hal yang perlu diperhatikan bah-
wa terdapat suatu hubungan langsung di negeri-negeri tertentu antara,
misalnya, perluasan hak pilih universal dan munculnya tentara-tenta-
ra infanteri modemn, tetapi sama sekali lain untuk menegaskan bahwa
semuanya dijelaskan dengan cara demikian. Lebih dari itu, bila perang
memberikan kepada demokrasi suatu dorongan dalam negara-bangsa
tertentu, hak-hak dan prinsip-prinsip demokrasi sering ditolak secara
ehsplisit bagi orang-orang yang ditaklukkan, dijajah dan dieksploitasi
oleh negara-bangsa yang kuat. Meskipun perluasan Eropa menjadi dasar
penyatuan polidk dunia ke dalam sistem negara-bangsa, tetapi tujuan
penting dari perluasan ini adalah perniagaan dan perdagangan Eropa se-
lanjutnya; hak-hak warga negara kolonial merupakan persoalan kedua,
yang bahkan dianggap bukanlah suatu persoalan.®
Dikarenakan Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi
Hak Asasi Manusia, termasuk Delarasi Kairo, maka sudah semestinya In-
donesia berupaya untuk menaati dan menjadi negara yang tidak melang-
gar konstitusi nasional maupun konstitusi internasional. Jika selama ini
masih terjadi diskriminasi atas komunitas minoritas seperti terjadi pada
komunitas-komunitas lokal (indigenous religious], hal itu mesti diredulsi
hahkan dihentikan, sebab bangsa Ini akan menjadi sorotan dunia inter-
nasional sebagai pelanggar hak asasi manusia, termasuk warga negara
untuk beriman dan bertakwa menurut keyakinannya yang dipercaya dan
berkembang selama ini.*’
Sekurangnya tiga agenda krusial yang harus dilakukan oleh rezim
kekuagaan yang sedang berkuasa dan juga rezim politik yang berkuasa
berikutnya. Pertama, NKRI yang telah diproklamirkan para founding fat-
hers, dengan tanpa mempergunakan asas agama tertentu, sekalipun Islam
sebagai mayoritas—tetapi tidak mempergunakan Islam sebagai dasar ne-
#ara yang merupakan sehagai kesepakatan politik dan komitmen politik

* David Held. Demokiast dan Tarfeaficir Gilobal Pari Megara Modem Hingga Prnerintalian

Eommopalitan. ..., fne. ot him, 7071, _
* Dayid Held, Demokrsd dan Taranan Global, Dari Negara Modern Hingge Prmeriniafion

Eotmopalisan, ..., bl him. 71.
“ Zuly Qodir, Redikalisme Agams Al Indonesia..., op. cti, him. 195-196.
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bangsa Indonesia yang harus dijaga keberadaanny. Bahwa NKRI Masih
dalam proses menuju negara yang sejahtera, adil dan benar-benar

jadi state building in process sehingga karakteristik pluralistik yang adg di
Indonesia benar-benar terwujud dengan baik. Negara haris memberikg,
kontrol dan sekaligus ruang atas aspirasi warga negard untuk menyam.

paikan kehendaknya, seperti mengekspresikan negara untule menyam,
kspresikan kultur lokal yang dimilj;

paikan kehendaknya, seperti menge
masyarakat. Tetapi, negara yang memberikan “peringatan keras™ agg
kelompok warga negara yang hendak menggantikan dasar negara agay
asas kenegaraan dengan agama terfentu. Jika negara melakukan politil

dak langsung melakukan pelang-

pembiaran (omnision), negard secara ti
garan atas hak asasi manusia itu sendiri, sebab sangat mungkin terjadi

pelanggaran lebih lanjut atas kelompok lainnya oleh kelompok tertentu,
Kedua, negara perlu berani menegakkan hukum secara tegas dan konsis-
ten sehingga negara bisa tegas dalam menegakkan hukum dan HAM di
Indonesia. Kefiga, negara mesti melakukan intervensi atas pelanggaran
HAM vang terjadi atas kalangan minoritas di tanah air. Dalam hal ini,
negara mesti berani membuat aturan-aturan yang sifatnya ad hoc ketika
memang dibutuhkan untuk menertibkan dan mengelola keberagaman In-
donesia yang terhindar dari kekerasan.™

Sejumlah kasus konflik sosial etnis, bernuansa etnisitas, merupakan
ancaman internal berbangsa yang mengindikasikan bahwa ancaman dis-
integrasi sosial dan disintegrasi bangsa masih menjadi “agenda™ penting
ke depan. Setiap elemen bangsa mesti berperan aktif sesuai dengan fung-
si dan tanggung jawah masing-masing dalam memperbaiki dan memper-
tahankan eksistensi bangsa ini. Kalangan mayoritas, dalam hal ini umat
Islam, merupakan salah satu elemen penting sebagai mayoritas dalam
bangsa pluralistik ini, juga memiliki peran dan fungsi signifikan dan stra-
tegis sebagai “perekat” integrasi sosial dan integrasi bangsa.*

Kebudayaan dan identitas nasional berakar pada sejarah etnis yang
bahkan mustahil dibasmi oleh jejak budaya masa global. Tetapi, pertum-
buhan komunikasi global, terutama pertumbuhan televisi, video, film

emberikan kepada rakyat eara-cara baru untuk “melihat
hal ini

men.

dan intermet m
dan berpartisipasi” dalam perkembangan global. Pada prinsipnya,
membuka kemungkinan mekanisme identifikasi baru. Seperti misalny?,
cuatu hal yang mungkin dapat dibaca dan menelash tentang Chili pad?

tahun 1973 dan Polandia pada tahun 1968; tetapi berapa banyak orang

= Fuly Qodir, Radikalfsme Agma ol fcdoveesia, ..., ibid, him, ] %6200,

@ ahdullah Idi, = fslarm dan Pluraiisme: Analisis Sosiologls- Keagamaan terioedap
m..:_m Indovesia daiaim Memperkuat Injegrasi Sosial”, dalam Wejak Istam indonesia
Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan, Idea Press dan Corpus Yogyakarta, 2010, him. 1-2
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yang menyaksikan apa yang terjadi di Cina pada alun-alun Tianmen
peda tahun 1989, dan apa yang terjadi di Rusia pada wilayah merah (Red
square) pada tahun 1981, Fakta bahwa medin televisi merekam keja-
disn-kejadian tersebut berarti bahwa merckn sedang merentangkan jalan
masuk kepada dan menciptakan keterlibatan potensial dengan peristiwa-
peristiwa yang, walaupun mercka berada pada tempat-tempat yang jauh,
datang menimpa secara serta merta dan secara langsung atas kehidupan
gehari-hari ini diperkuat oleh ubahan dalam hal rangkaian kesadaran se-
hari-hari di bagian dunia lainnya.™

Kendatipun orang memiliki kehidupan lokal, tetapi dunia kini me-
mupakan “dunia fenomena™ semakin dibawa masuk menerobos oleh
perkembangan dan proses dari lingkungan yang begitu beragam. Per-
kembangan dalam hal rangkaian kisaran sehari-hari ini diperkuat oleh
perubzhan-perubahan dalam struktur kehidupan ekonomi yang meren-
tang di luar batas-batas nasional, oleh perubahan keadaan lingkungan
vang menimbulkan kesadaran secara tajam akan adanya saling hubungan
di antara rakyat, dan oleh transformasi dalam teknologi militer yang me-
nekankan resiko global dari konfrontasi “lokal™. Perkembangan ini ditaf-
sitkan sebagai menciptakan rasa kepemilikan dan kerawanan global yang
mengatasi kesetiaan terhadap negara bangsa; yakni kesetiaan terhadap
“pegeri ku benar atau salah™. Sudah dijelaskan bahwa jaminan atas klaim
yang disebutkan belakangan ini dapat ditemukan dalam sejumlah proses
dan kekuatan, termasuk perkembangan gerakan “akar rumput” (gross-
root) transnasional dengan tujuan-tujuan regional dan global yang jelas,
misalnya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hi-
dup, dan pengurangan penyakit, kesehatan yang buruk dan kemiskinan.™

Di satu sisi. sistem komunikasi baru menciptakan akses kepada rak-
vat dan bangsa-bangsa lain, serta kemungkinan terbukanya jalan-jalan
baru kearah kerja sama dan perkembangan politik, di sisi lain, tetapi
sistern komunikasi baru itu juga memunculkan kesadaran akan perbeda-
an kesadaran akan keberagaman gaya hidup dan orientasi nilai (Gilroy,
1987 Robbins, 1991; Massey, 1991). Kendatipun kesadaran ini dapat
meningkatkan pemahaman, ia juga dapat membawa pada suatu penekan-
an tentang apa yang berbeda, yang memecah-belah lebih jauh kehidupan
budaya, Kesadaran terhadap “orang lain” sama sekali tidak menjamin
Perseryjuan antarpandangan dari pihak yang berbeda, seperti terlihat je-
las diilustrasikan masa Salman Rushdie (Patekh, 1989). Selain itu, ken-

datipun teknologi komunikasi baru dapat menggalakkan bahasa milik
"l—-_‘_-_-— . N
™ Darvidd Held, Demakrasi & Tatanat Global Dari Negam Modern hingga Pemerintahan K-

"Mapoiitan, Pusiaka Pelajar Press, Yogyakarta, 2004, him. 153-154.
R : 1 i, k. 154,
Devid Held, Demokrasi & Tatanan Global....,
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mereka, mereka menghadapi banyak bahasa dan wacana yang di dajy,
dan melalui bahasa dan wacana itu rakyat menafsirkan kehidupan g,
budaya mercka (Thomson, 1990). Tidak ada kumpulan memori gjop,,
bersama; dan tidak ditemukan “sejarah universal” yang di dalam dan p,_
lalui hal itu rakyat dapat bersatu. Hanya ada bemgum sistem politik yan,
melalui hal itu kesadaran global yang baru mes{i berjuang untuk berg,,
han hidup (Boseman, 1984). Karena berakar kuat pada sejarah etnis, dap,
karena banyak cara untuk membuat kembali teknologl komunikasi bary
itu, maka keadaan seperti ini hampir tidak IIIEI'Iﬂhﬂ'E.Il'I.'ﬁan. Fakta yang
kuat memperlihatkan kearah terus berlanjutnya kmajermuhanl kerangka
dan makna rujukan politis—tidak ada suatu sejarah politik universal da.
buatan.™

o Eﬂgan teknologi komunikasi dan informasi baru, dengan demiki.
an, sekaligus merangsang bentuk-bentuk identitas budaya baru dan juga
menghidupkan kembali dan mengintensifkan hEntuk-henlulk yang lama.
Usaha apa pun untuk membatasi jangkauan mereka pasti ai:ar_| merg-
alami kegagalan; jaringan ini terus berlanjut membentuk suatu jaringan
hubungan yang padat yang menghubungkan kebudayaan khusus satu
sama lain, dan mentransformasikan sifat dan ruang lingkup kebudayaan
khusus tersebut. Di sisi lain, jaringan komunikasi yang sama ini, akan
memungkinkan suatu interaksi yang lebih kuat, yang lebih mendalam
antara anggota komunitas yang memiliki ciri-ciri budaya umum bersa-
ma, terutama bahasa; dan fakta ini memungkinkan kita untuk memahami
mengapa pada tahun-tahun belakangan ini kita menyaksikan munr:ul_nya
kerhali komunitas-komunitas etnis dan nasional mereka yang tadinya
telah tenggelam di bawah permukaan.™

Dalam konteks ini, globalisasi media melibatkan seperanghkat proses
yang rumit yang memiliki sejumlah implikasi bagi pengaturan kembali
identitas-identitas politik pada banyak level. Kota Los Angeles adalah sua-
tu ilustrasi yang menarik tentang hal ini, karena ia tidak hanya sekadar
kota tempat Hollywood tetapi juga kota tempat jaringan radio r:hn nlzie-
visi etnis yang kompleks. Perubahan-perubahan lokal dalam hal identitas
merupakan begitu banyak bagian “proses budaya baru” seperti pEl:lUﬂiﬂ'"
organisasi dan masyarakat melintasi ruang dan waktu. Proses ini dapat
melemahkan hegemoni kultural negara-bangsa dan mendorong kembali
kelompok-kelompok etnis dan budaya yang membentuk negara bangsa
tersebut. Ketika negara bangsa lemah, maka tekanan yang tumbuh pada
otonomi lokal dan regional tidak dapat disingkirkan: dengan demikian:

7 David Held, Demokrast & Taranan Global, Dari Negara Modern hingga Peinerinabun Kins-
mopolitan...., Thid, him, 154-155.

™ David Held, Demokrasi & Taraman Glelsal, Dari Negara Modern ..., ibid., hlm. 155,
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id"'..'nmas, politik budaya lama bisa benar-benar tertantang lintas dunia
paik dari atas maupun dari bawah,™
o, meskin e il sns et e i
i entitas nnsmml:! dan orientasi yang berancka
g m budaya dan komunikasi kontemporer, tetapi sama
sekali tidak jelas “k“f‘ menjadi apa persisnya hasil dari kumpulan tekan-
an yang heterogen ini. Tidaklah mungkin terjadi sckaligus bahwa budaya
s[ﬂml akan tumbuh dan pada waktu yang sama identitas akan terus ber-
gahan dan tanpa berubah pada kubu mereka dalam struktur komunikasi
yang lebih luas. Hasilnya tidak pasti, tetapi dengan bukti yang sama,
juga tidak bisa ditentukan posisi budaya masa depan dari negara-bangsa
dalam jaringan yang lebih kompleks. Tentu saja, hasil itu sendiri berada
di luar kontrol langsung dari negara bangsa individual dan di luar kontrol
langsung jangkauan infrastruktur mereka. Ruang budaya negara bang:
@ sedang diartikulasikan kembali oleh kekuatan-kekuatan yang di atas
jekuatan-kekuatan negara itu, paling-paling, hanya memiliki pengaruh
yang terbatas.™
Dalam konteks Indonesia, seperti diungkapkan lrwan Abdullah™
bahwa persoalan sumber daya sosial bukan saja menjadi persoalan pem-
bangunan yang penting, tetapi telah menjadi prasyarat bagi perkembang-
an masyarakat di masa-masa mendatang. Hal ini terutama disebabkan
oleh kecenderungan perubahan sosial-politik dan birokrasi di Indonesia
yang mengarah kepada penataan pola distribusi kekuasaan antara pusat
dan daerah yang akan melahirkan status ekonomi bag! daerah-daerah di
Indonesia. Otonomi daerah sebagai wujud dari redistribusi kekuasaan se-
sngguhnya tidak hanya menyangkut political will untuk memberdayakan
daerah melalui pembagian hasil yang adil atas sektor-sektor ekonomi dan
pembagian kekuasaan, Akan tetapi, otonomi daerah juga menyangkut
kemampuan Iokal dalam merespons otonomi yang merupakan suam re-
elitas sosial politik baru dalam kehidupan bernegara. Kemampuan lokal
ini menjadi masalah krusial karena selama lebih dari lima puluh tahun
idak ada kesempatan bagi daerah-daerah untuk belajar mandiri dan
memiliki otoritas dalam berbagai proses politik. Bagaimana menjadikan
dsersh sebagai basis perumusan dan menyelenggarakan kebijakan yang
kiip mampu merespons kebutuhan-kebutuhan daerah merupakan isu

ntral yang perlu dipertanyakan.”

-‘-H-_\_-—
"David Held, Demolkras! & Taianan Global...., il hlm. 156,

"Bievid Held, Demokrasi...., ibid, Hlm, 156 L
Irwan Adullah, * Pengembangan Sppmber Dajyd Sosial ol Daerah®, Dinarika Kependdpdul-

N don Kebijakgn, Editor; Faturochman, efab, Pusat soudl Kependudukan dan Kebljakan, Uni-
"®itas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, him. 177-185.
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a bertallan dengan sumber-sump,,

kal tidak hany
Kemampuan lo bertalian dengan pﬂrﬂﬂﬂkﬂ'ﬂﬂmng.

(ckonomi) yang tersedia, tetapi juga
kat [mﬁnnfnnnl yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, Sy,

ber daya ckonomi telah banyak mendapat sorotan dan telah diperhitung.
kan secara saksama scbagal baglan dari analisis daya tampung dan day,
dukung lingkungan di dalam proses P'EMhﬂ“E”“:E'" dan peningkatan k.
alitas manusia. Sementara itu, sumber daya sosial sangat kurang diper.
hatikan scbagai potensi yang mampu berperan dalam keseluruhan proges
sosial dan pembangunan di Indonesia. Pengabaiar Pm*f“ﬂi sumber daya
sosial pada level lokal ini menyebabkan kemandirian tidak terdapat ter-
bina dan menimbulkan ketergantungan daerah yang terlalu besar pada
pusat dan daerah-daerah lain yang lebih berdaya dalam beragam proses

n_r"l".l'."
M;El::umdmgan itu, potensi sumber daya sosial }ra_ng _ter;u:ndam di
daerah sangat perlu digali dan dikembangkan agar menjadi kekuatan cl'.a-.
lam proses transformasi sosial masyarakat. Pengetahgan tentag potensi
sumber daya daerah yang dapat dikembangkan masih sangat terbatas,
Pengembangan sumber daya sosial tersebut menyangkut HS]]Ekalaspek
pengakuan atas keberadaannya dan pemberdayaan terh&cl1ap fungsi yang
dimilikinya agar ia menjadi kekuatan lokal yang membmr.nkan sumrha.ng-
an bagi pembangunan yang kontekstual. Untuk itu, ada tiga strategl yang
dapat digunakan dalam usaha mengembangkan sumber daya sosial di
daerah, yakni proses “aktivasi potensi lokal”, “pemberdayaan dan advo-
kasi”, dan “proses integrasi sumber daya sosial” ke dalam beragam sum-
ber daya ekonomi.”™

¥ Irwan Abdullah, Pengembangan Sumber [ayn Sushal di Daeral...., tbid.. him, 178,
™ Irwan Abdullah, Pengernhangan Sumber Daya Sostal.,..., ibid., him. T,
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MODEL KEBIJAKAN
KERAGAMAN ETNIS

Persoalan utama bertalian dengan identitas bangsa Indonesia ke
depan, antara lain, adalah bagaimana mengelola keberagaman atau
jebhinnekaan. Identitas bangsa terkait dengan identitas etnis sebagai
gty bangunan fundasi bangsa. Identitas bangsa terwujud dari “ramu-
an” kebhinnekaan etnis atau identitas etnis dari beragam suku bangsa.
Emisitas dan identitas bangsa merupakan satu kesatuan dari “ramuan”
yang diimajinasikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Dalam Undang-
Undang Dasar RI dinyatakan dengan tegas tentang realitas multikultu-
ral bangsa Indonesia yang dilukiskan dalam lambang negara Bhinneka
Tinggal Tk Kebhinnekaan bangsa diakui dan dijadikan sebagai dasar
perjuangan nasional pada awal abad ke-20. Hal ini tampak dalam Ma-
nifesto Politik 1925 yang dirumuskan para mahasiswa Indonesia yang
sdang menuntut ilmu di negara-negara Eropa. Mereka mengatakan
behwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai mela-
lui persatuan dari beragam suku bangsa. Manifesto Politik telah mun-
eul lebih awal dari adanya Sumpah Pemuda 1928, yang mengikrarkan
kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bertekad
%hagai suatu bangsa besar yang memiliki satu bangsa, satu baha-
%, saty tanah ajr: tanah air Indonesia—yang telah mengikat beragam
%ku bangsa untuk melepaskan diri dari ikatan kolonialisme Belanda.'

hal ini, etnisitas merupakan suatu hal sangat penting dalam men-
F2a keuruhan suatu kelompok masyarakat. Meskipun demikian, patut
ipahami bahwa dalam proses pemanfaatan dan pengembangan etnisitas

Gapat berdampak positif dan negatif. Sebagal suatu unsur pengikat (bo-

"h-..__‘_‘_______ )
n_,:‘hﬂ. Tikaar, Mengindonesia, Emisitas dan Ideveeiras Bangsa bdonesia...., Op el bl xdl-
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POLITIK ETNISITAS Hnmt.h-HEL.AHpk pilema datam

kan wadah yang positif

unding) rakat, etnisitas merupa dala
af:;nt:lag:nsﬁmf_mh[ disepa katl di dalam kelangsungan hidum’:

masyarakat, Etnisitas dapat berdampak negatif bila menampilkan ety

tas yang “kaku” dan hanya melihat ke dalam tanpa T}':Elihﬂt keterikatg,
terhadap kelompok manusia lainnya yang memiliki kebudayaan berp,,
da—etnisitas yang berlebihan ini dapat menyebablan berkembangn,..
nilai-nilai negatif, seperti persainga tidak sehat, prejudice, kebenciy,

leransi. i
dan intoleransi rerhadap etnis-etnis yang dikatakan tripg.

keterikatan
Adanya rasa ke kanisme defensif dari seorang atay

isme terkadang merupakan suatu me
lisme terkadang pa ang dibatasi kemerdekaannya. Demokeasi

ke k tertindas ataupun ¥
lompok terfindga 3 perkemhﬂﬂﬁa“ tribalisme. Pe:kEmbang.

idealnya merupakan wadah bagi : -
an demokrasi yang kebablasan dapat mf“”“b"_'tk“n tribalisme negatif
yang bisa saja menganggap kelompok sendiri paling benar dan yang lain

tidak benar. Nilai-nilai ke-aku-an dibedakan dari I!-“Ei*:ﬂ“ﬂi mereka yang
berbeda, dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik sosial, dan bah.

kan hisa terjadinya perang antarkelompok etnis. B
Di era globalisasi, dikatakan H.A.R. Tilaar® bahwa etnisitas dapat ter-

wujud sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa—etnisitas dan iden-
titas kelompok diumpamakan sebagai “dua wajah” dari satu mata uang,
Tdentitas suatu bangsa di era globalisasi ini berhadapan beragam tantang.
an dari luar. Apabila seorang atau masyarakat tidak memiliki suatu keter-
‘katan terhadap etnisnya dan dengan jati dirinya sebagai masyarakat dan
sehagai bangsa, pribadi atau bangsa tersebut akan kehilangan pegangan
dalam berhadapan dengan beragam dampak globalisasi, karena globali-
casi tidak mengenal kelompok atau bangsa. Globalisasi ditentukan oleh
kekuatan yang mengendarainya, seperti kekuatan ekonomi, keluatan
budaya yang dominan, kekuatan nilai-nilai dari ideclogi yang populer di
dunia ini. Untuk dapat bertahan dari dampak globalisasi yang terkadang
cenderung inhuman tersebut, individu atau suatu bangsa perlu memiliki
identitasnya sendiri. Identitas individu atau identitas bangsa atau masy®
rakat merupakan produk dari proses pembinaan, terutama produk dari
pendidikan. Pendidikan dalam era globalisasi menekankan pada rumbub-
nya individu yang terikat oleh norma-norma etnisnya yang herkembang
sesuai dengan perubshan zaman, dan pribadi yang memiliki identi®®
sebagai kelompok bangsa tertentu. Proses pendidikan dipandang sebagal
pedagogik transformatif atau pedagogik pembebasan. Suatu pedagﬂﬂﬂ‘
yang berupaya mengembangkan kemampuan pribadi dalam memilih &
cara personal berbagai pengaruh dalam era globalisasi. Dasar dari pemi-

‘ #
HA N, THaar, Merrglndawesin, Ernialias dan Yelenitias ... ibid. B, sy
204 '
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jihan pribadi yang terdidi 4
seperti nilai-nilai Pancasily

: ﬁa?ﬁimp:!ﬁz?l;:““ ':I‘:“Eﬁﬂ ini, bahwa dari beragam kebijakan

Jepeng) terhadap by ng dilakukan pemerintaban kolonial (Belan.
da. diskriminatif ngsa koloninya di Indonesia menunjukkan sarat
B i Ek‘ s ras dan politlk adu domba (devide et impera)
sebagH o asaan ekanomi politik di wilayah koloninya. Sebalik-
i) pada masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi), me-
punjukkan EUdﬂ,h_ banyak kebijakan keberagaman etnisitas yang sudah
dilakukan tﬂﬂpf .l'-lStF‘l.l konflik sosial bernuansa etnis dan agama cende-
rung mengalami peningkatan, Agaknya kebijakan keberagaman etnisitas
pada masa kﬂ"f““jﬁkﬂﬂ“ belum atau “gagal” dalam mengembangkan ke-
beragaman emis tersebut seperti diharapkan, Karenanya, ke depan, bang-
sa ini memeﬂu]-::a‘m suatu "model” tentang pengelolaan keragaman etnis
yang memperhatikan konteks objek Indonesia dengan perlunya memper-
hatikan sejumlah dimensi-dimensi krusial dari suat masyarakat majemuk
seperti [ndonesia. Adapun dimensi-dimensi yang perlu dijadikan konsi-
deran dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan keragaman
gmisitas ke depan, antara lain, perlunya pengembangan dimensi: multi-
kultural, diversitas, pluralitas, dan relativitas, seperti dapat dilihat pada
Gambar 5.1 berikut ini.

Apat berupa nilal-nilai flosofis suatu bangsa,

Ekspekrasi:
Modad Pangelotaan f chMmm
i Cremokrasi dan
Modermn

GAMBAR: §.] MODEL KEBERAGAMAN ETHIS PADA PASCA-REFORMAS

A MULTIKULTURALISME
Seperti telah diketahui bahwa istilah muliikulturalisme berasal dard

Kata sifar mudei dan eulture (bahasa Inggris), di mana multd berarti banyak,
Tgam atau aneka, sedangkan culture berarti kebudayaan, kesopanan, dan
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(]
pemeliharaan.® Dalam Dictionary of Soctology 1?1“;::'15&” Julla Ja,
;) ' i berikul:
(1991) mendefinisikan multikultaralism sebaga |
promotion of cultural pluralism as o fecy,

d dency in the modern sodfolfes 4,

iy tion to the fef '

of many 5.;rrr.et.ll_;rs ;:;:'L?F;E:; yniversalisation rr‘rr,:lmr:uf.lUF::FFE;EJEHPFHM
cati ming va

the cultural o ; .;uftul"ﬂ'r var ety for exarmpie, ﬁ h.iynl' ,ﬁr RPL 4

Sl Dr?t:; o5 on the open unequal refationship ity to

the same time it focus

' he prospects of ind
f persecution, T g
: : res After decades @ b
mmnﬂm?mn:fifnr cuitiures are now helped sumﬁw: E::Eirimzrs :grf:: r}!ﬂl
ks I}Ir 5 'ngnemnﬁnnm'.ﬂn'bn'r'r apinion aind. e IEES R
receive from 1

forexample, the United Nations.’

. entingnya memandang ke.
Konsep mulﬂi-:ulhlriﬂIS_mE I“H[.Efmh;:;inhidayagzzng bﬁrhcdaﬂ?gm
bickps Remee o= hlinf:ﬂ.m ragam budaya di dalam bangss,
mmn-ah,::?u;;zﬁh:afh satu negara multikultural, Dalam masyars.
Ilridrﬂ:ﬁlrm:uml, identitas terkadang menjadi Fﬁﬂﬂﬂ_idtfﬂnj::s kuni:nk
dikarenakan adanya sintemen terhadap perbedaan identi e suku,
dan agama. Dikatakan Arifin bahwa terdapat heberapa sudut pind;:]ni
yang menyikapi perbedaan identitas yang ?El‘huhlliﬂlgﬂl" ‘dﬂlﬂﬂﬂ ﬂ:l ]-,;
dalam masyarakat. Pertama, pandangan priomordialis, di mana melihat
perbedaan-perbedaan yang bersifat ras, suku, dan agama merupakan
sumber utama terjadinya benturan kepentingan etnis dan a_g&ma- Ke.:i:;
pandangan instrumentalis, di mana ras, suku dan agama du_anggap se k
gai alat individu dan kelompok untuk mengejar fujuan ll?b:h ble.sar bai
dalam bentuk materil maupun non-materil. Hunse? ini _i:uasa dllglmﬂkﬂn
politisi untuk mencari dukungan dari kelompok |den.t|tas. Ketltgﬂ, pan-
dangan konstruktivis, di mana memandang kelompok tidak bersifat Icalalu
seperd pandangan primordial. Emisitas dalam pandangan kﬂnsrru}_HEﬂE
dapat dikelola dalam membentuk pergaulan sosial dikaren.almn etnisitas
merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia agar saling
mengenal dan memperkaya budaya.® .
Conrad P. Kottak mengatakan bahwa kultur (culture) memiliki bebe-
rapa karakter khusus, yang antara lain: a) kultur merupakan sualu }'_Hflﬁ
general dan spesifik sekaligus; b) kultur merupakan suatu yang dipelajars
¢) kultur merupakan suatu simbol; d) kultur dapat membentuk dan me
lengkapi sesuatu yang alami; ) kultur merupakan sesuatu yang dilakukat

the acknowledgment and

] .I“'lmﬂi H.ﬂ‘JEI |_|"E'rifk'”kﬂﬂ‘ I.Il!ﬂ'ﬂ‘] H"‘I”i'“hﬂﬂ'-l:... I.-|I |:|I_! .fjf" ]]!m_ _:]_'?E'

* David Jary & Julia |ary, ¥ Harper Collius Dictionary of Socinlogy, HarperColling pllisher
Lid., Mew York, 1981, him. 318,

¢ &rifin dalam kutipan: (M, lami] dan Maimun, * P uungssmian Kareekter Hﬂmnﬂﬂﬁﬂrlﬂﬂ

Masyarakar Multtkuiliur", Prosidlng Seminar Nestonal, Bakultas hmu Sosial, Universiies prpen
Medan, Tahun 2007, Val. 1, Mo. 1, 2017, bile, 411 Al5.
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secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagal anggo-
ta dari kelompok Masyarakat; f) kulwr merupakan suatu model; dan g)
kultur merupakan sesuatu yang bersifat adaptif,* Dari sejumlah karakter
kultur mrsehut_. secara umum dapat dikemukakan bahwa kultur (culture)
merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak ditu-
runkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyara-
kat A berbeda dengan kultur masyarakat B atau C dan seterusnya.”

Kultur, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai suatu cara dalam ber-
tingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, di mana
tiap-tiap kelompok memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri sehingga
tidak bisa dikatakan bahwa satu kultur lebih baik dari kultur yang lain.
Multikulturalisme merupakan paham mengenai keragaman budaya, dan
dalam keragaman tersebut mengedepankan toleransi, kerbersamaan, per-
damaian dan sejenisnya. Paham-paham tersebut memiliki mijuan utama
yakni scbagai upaya menciptakan sebuah kehidupan yang aman, tente-
ram, damai, dan sejahtera yang jauh dari konflik berkesepanjangan.®

Budaya dan masyarakat ibarat dua mata uang logam yang merupa-
kan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.
Budaya tanpa masyarakat itu tidak mungkin. Dalam komunikasi antarbu-
daya, sescorang memiliki budaya yang berbeda dengan orang lain harus
bisa mendalami dan mempelajari dalam berkomunikasi dengan orang
berbeda budaya. Bila komunikasi antarbudaya tanpa adanya saling pe-
ngertian antarbudaya berbeda bisa terjadi masalah. Dalam ilmu komu-
nikasi antarbudaya, hal utama adalah sumber dan penerimanya berasal
dari budaya berbeda. Perbedaan kulwr dari orang-orang yang berkomu-
nikasi juga bisa bertalian dengan kepercayaan, nilai, serta berlaku kultur
dilingkungan mereka.® 1

Perbedaan budaya tidak menjadi kendala bagi satu sama lain dalam
menjalin hubungan (relationship), yang terpenting adalah saling mema-
hami (understanding), saling beradaptasi (adaptation) dan saling bertole-
ransi (tolergnce). Kunci utama dalam pergaulan antarbudaya adalah tidak
menilai orang lain yang berbeda budaya dengan menggunakan penilaian
budaya sendiri. Biarkan semua berjalan dengan latar budaya masing-
masing, justru perbedaan budaya merupakan ladang dalam belajar bu-
daya orang lain dengan arief dan bijaksana (wise).'” Dalam menjalani

"'-.-_|_-____‘. .
*Conead P, Kntrak dalam kutipan Ahmad Rais, * Penclldikan Islam Mulrikulmral. ", Op. cit,

% 272,
'Ahmad Rols, * Pendidikar fam Multikultural...”, ibid., him. 272,
1]

Abmad Rols, = Pendidikan Isfam...", ibid,, hlm, 272,
:IMuh,m. Fajar, ftmu Komunikasi, Teori dan Prakeik, Graha llmu, Yogyakara, 2009, him. 312,

o Daniang Anugerah dan Winny Kresnowiati, Kemunikasi Antarlbuidaya: Konsep dan Aplikasi-
™ Jala Permata, Jakarta, 2007, him. 3.
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kehidupan masyarakat dalam keberagaman budaya “Pﬂr"“lmlﬂ'ﬂtsia dL.
harapkan terciptanya sualu tatanan kehidupan yang *unik” dan menarjy,
dari setiap kelompok masyarakat perbeda, Dalam kenyataannya dalay,
kehidupan masyarakat beragam budaya rersebut yang seharusnya dapay
memperkaya khasanah dan wmozaik” kehidupan berbudaya, tetapl tidg)
sedikit justru memunculkan kesalahpahaman, ketegangan-ketegangan,

konflik, antarsatu budaya dengan budaya Jain."!
Sikap sosial yang diperiukan dalam membangun hubungan sosial

yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk dengan beragam buda-
va (cultures) adalah dengan sikap menerima, mengakui dan menghargaj
keragaman. Hal ini diperfukan dalam kehidupan sosial masyarakat yang
majemuk, sebagai “mozaik”, Dalam suatu “mozaik” tercakup banyak ke.
budayaan dari masyarakat yang lehih kecil (microcultures) yang memben-
tuk terciptanya masyarakat lebih besar (macroculture)."

Seperti diketahui bahwa saal ini, tuntutan terhadap multikultura-
lisme seakan menguat dan banyak mengemuka dalam peyusunan ke-
hijakan sosial, budaya, dan politik di dunia, terutama Eropa Barat dan
Amerika. Kenyataan ini memang bukanlah suatu hal mengejutkan, di-
karenakan meningkatnya kontak dan interaksi global, terutama migrasi
besar-besaran, telah membuat berbagai macam praktik kebudayaan yang
berlainan hidup saling berdampingan satu sama lain. Penerimaan umum
akan perintah “kasihlah sesamamu’” boleh jadi berlaku manakala terda-
pat kesamaan hidup di suatu lingkungan masyarakat, tetapi kini anjuran
mengasihi sesama seperti itu menuntut orang untuk menghargai gaya
hidup yang beragam di kalangan tetangga dekatnya. Watak global yang
disebabkan multikulturalisme."

Sejalan dengan itu, Amartya Sen, ada dua pendekatan yang secard
mendasar berbeda dalam memandang multikulturalisme. Pertamd, me-
mandang bahwa menggencarkan multikulturalisme {tu sudah dengan
sendirinya merupakan nilai yang mesti dibela, Kedun, berfokus kepada
kebebasan dalam menalar dan mengambil keputusan. Keragaman buda-
ya dirayakan dengan syarat bahwa orang memiliki kebebasan luas untuk
memilih praktik kebudayaan fertentu. Isu ini memerlukan pengamatan
yang lebih mendalam terutama dalam konteks mengkaji praktik multi
lulturalisme saat ini, terutama di Eropa dan Amerika.

Salah satu isu pakaknya seperti apa manusia mesti dipahami. Haruskah m&
nusia dikategorikan seturut tradisi yang diwarisinya, terutama agama yang

o aminudlah e al, " Model Komunfas Antarbadeaya Ereike Madura dan gtnik " Jumal
_ f sike Melpa. Ju7
Komunikas! ASPIKOM, Volume 2, Komor 4, Januari 2005, hlm, 272-281.
i Dpnna daln Lawrence dalam kutipan: (Almad Rois, "Pendidikan [slam...", l'l'ﬂ-ﬂ'-rhl"“'ﬁ';'
B pmartya Sen, Kekenasan dan Identitas..., Op cir, him, 192
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mengatas #la ahily., -q' o "' an terebut gtomatis menjadi prioritas
hatd, S0 7a, betertiatan o TaLe ":""*‘-4“ paltik, profes, kelas, gender, ba-
manird haryy -':-l:ra.*.;n-'. e k* .‘HF' Sarfax i pertalan lainnya? Ataukah

PPy “THagA arang yang haepak 3flia4 dan Reterikatan
pani@ BrGrRaTr s Rarus mesely tertukan sendir (dan mengemban tang-
1;"2_.3 At BtEy flihan f2rg diamhi dengan Eqrhmhangjn. n;ﬁ.r tersebut?)
Eiguwah derman mrielitigt e ana [-i-]hi-;h vEMaMmpsan mereks mﬂnga-r.ri-
“etars positif lewat kesempatan sosial untuk
o A gartisipasinga dalam masyarakat sipil dan
PR pang enangsung di negara bersanghutan? Mustahil

bl o wi ML
mesigeiar darl pertaryaan-gertanyaan mendasar ini bils multikulturatisme
rendar dikaj terara benimbang®

bl piliben rasinra) r.'--':u'-':j:‘-q
e Gendidikan

G St o

Semenilara tu, dalam I:myataannjra, dalam perjalanan bangsa sejak
provlamast 1945 hingga memasuki era Reformasi (1999), pada hakikat-
rya Ingin membangun mazyarakat dan bangsa Indonesia yang demokra-
s, wejalan dengan cita-cita tersebut, telah dikeluarkannya UU RI No.
344204 1entang Pernerintahan Daerah. Adanya konsep desentralisasi
dalam membing masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian, muncul
kemnbali (rebirth) pengakuan terhadap kebhinnekaan masyarakat dan
bengsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kenyataan sosfal budaya bangsa
indonesia merupakan modal pertama untuk melangkah ke masyarakat le-
bih menyejahterakan, Di dalam proses demokratisasi selama ini terdapat
sdanyn gejala-gejala negatif— seperti ekses-ekses yang mementingkan
kebomnpok dan suku sendiri (sukuisme), kecenderungan untuk menggu-
makan nilai-nilal kelompok dan memaksakannya untuk semua masyara-
kat dan bangsa Indonesia, terjadinya gesekan-geselan sosial baik secara
herizontal maupun vertikal— memang sepintas lalu disebabkan karena
titnbulnya rass mementingkan suku sendiri secara berlebihan dan seba-
l pengingkaran kesepakatan di dalam perjuangan kemerdekaan Indo-
nesia, yaknl pengakuan terhadap kebhinnekaan masyarakat dan bangsa
Indanesis, Pengakuan itu di rumuskan dalam Pancasila sebagai dasar
Meologi negara yang merangkum kebhinnekaan masyarakat dan bangsa
fang beragam—yang merupakan “kesepakatan bersama” dalam memba-
MieLin nu.ll,;y;jrﬂk,q[ dan bangsa Indonesia yang SI.‘jE]]'ItE!'H- Jika "kesepakat-
n bersuma” (ersebut diabaikan, masyarakal Indonesia yang dicita-cita-
kan {imeagined community) seperti dikemukakan Benedict Anderson akan
by 18 Pengabaian “kesepakatan bersama”™ dapat dimaknai sebagai lun-
Wiy *modal sosial® (social capital) yang mempersatukan keberagaman
Misyarakat dan bangsa Indonesia, di mana dalam keberagaman tersebut

'-"lﬂl!rlj;u "HfJ'I;.';L'-T"FH-IrIﬂ din Tdengitas, , ., i, him. 1493-194,
"HAR 'I'Flur:Hpngmdrmem Ietladtees chean feleniitas Bowgse Mneloniesics o, Cp elt, hlm, xxv,
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kekuatan dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

‘Hdaf.rl::m suatu ?:nsvamk?:t multikultural, kebudayaan memberikgy,
modal kultural, mengondisikan pengembangan modal manusia, mem,
fungsikan modal ekonomi dan modal kekayaan aim:n serta modal sogjy
bagi pengembangan masyarakat pemiliknya. pendidikan, misalnya, seha,
gai proses pembudayaan merupakan tempal persemalan dari modal kyj.
tural, modal manusia, modal ekonomi, modal kekayaan alam dan mo;|
sosial. Etnisitas merupakan modal penting dar 5':.*::“ m:d“l budaya ;umu

ingk ig jtulah yang memelinara Gan mengembang.
;;'f}mlh;:ﬁ]:mj;zﬂ HH.“CU:T}"H ]‘EL }Itflﬂﬁkﬂlﬂﬂ [l.".l‘hill.‘jap einig
seseorang berarti hancurmya kebudayaan tadi.

Pengakuan terhadap kebudayaan yang beragam pada EU:_itu negara-
bangsa merupakan suatu cara hidup berbangsa yang modern—inilah yang
dikenal dengan multikulturalisme. Etnisitas pada abad ke-21 tampak me-
rmiliki makna semakin berbobot, seperti dapat dilihat pad_a kasus Provinsi
Quebec, dalam kaitannya dengan negara Canada. _Pl'ﬂvmm Quebec dp-
ngan penduduknya yang menyebut dirinya Quebecian, yang merupakan
keturunan dari penduduk kolonial yang berbahasa daﬂ. hErblldaFE‘P‘EI:an-
cis. Mereka merupakan sisa-sisa dari penduduk kolonialis Perancis yang
mula-mula merupakan mayoritas penduduk Canada. Dalam perjalanan
sejarahnya imigran dari Eropa dan penduduk fnggﬂs yang loyal terha-
dap kerajaan Inggris ketika Revolusi Amerika, @alﬂﬂ lama semakin ba-
nyak dan merupakan mayaritas. Quebecian semakin tersisih namun tetap
mempertahankan bahasa Perancis di provinsi tersebut, Mereka menuntut
pengaluan dari negara Kanada akan bahasa dan asal usulnya yang memi-
liki kebudayaan Perancis. Ini merupakan salah satu hak manusia berupa
hak untuk berbudaya (the right to the culnre).” Sejalan dengan perkem:-
bangan kehidupan demokrasi, setiap manusia atau kelompok mas:}rla:akat
memiliki hak untuk hidup dan memelihara kebudayaannya sendiri.

Patut diketahui bahwa paham multikultural berhubungan erat de-
ngan etnisitas, tetapi, berbeda dengan konsep etnisitas pada masa lalu
yang memiliki tendensi melihat ke dalam (inward Iooking], mulukluitﬂl“ﬂl'
lisme modern di dalam dunia yang terbuka dalam era globalisasi bersi-
fat terbuka dan melihat keluar (outward looking). Multikulturalisme yans
outward looking berarti sesorang memiliki kesadaran serta kebanggaan
memiliki dan mengembangkan budaya komunitasnya sendiri, namun dia
akan hidup berdampingan secara damai dan saling bekerja sama sertd

saling menghormati tetangganya yang memiliki budaya yang berbeda.

AL R Tilear, Merpledonesie. Ernisinas dan Idenriias ..., ikid, him. iy,
= H AR, Tiaar, Mengindonesia, Etnisitas dan Identias ..., (bid., him.15.
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aan memilikinya dalam fkatan dengan
dari perkembangan pribadi seorang,
multikultural, Etnisitas, identitas buda-
terhadap budaya sendid dalam rangka
political-nation-state ~merupakan bentuk
™ dewasa ini. Kesadaran tersebut hanya
atau proses komunikasi antara

g4 dan masyarakat etnisnya dalam ling-
kup kehidupan bersama sebagai suatu narion,1*

Tidak selalu emisitas bergalian dengan konflik dalam masyarakat,
baik konflik horizontal maupun konflik vert kal. Ternyata etnis mengan-
dung nilai-nilai positif di dalam kehidupan modern abad ke-21 asalkan
saja potensi tersebut dapat diarahkan secara tepat dan benar, Keteruraian
etnisitas pada masyarakat modern apalagi pada negara sedang berkem.
bang, seperti Indonesia, bertalian erat dengan kepemimpinan, baik ke-
pemimpinan formal maupun informal. Pada masyarakat sedang berkem-
bang umumnya masih bersifat paternalistik di mana peranan pemimpin
tampak dominan. Etnisitas dapat dijadikan alar atau “kenderaan” bagi
pemimpin yang ingin mengumpulkan kekuasaan untuk dirinya sendir,
(etapi juga, untuk pemimpin yang memiliki misi unfuk menyejahtera-
kan masyarakat sebagai pengikutnya. Dalam hal ini, dua kekuasaan be.
sr yang sangat menentukan dalam pemanfaatan konsep etnisitas dalam
kehidupan. Agama dan budaya merupakan dua kekuatan yang dapat
dijadikan pengikat bahkan pemicu konflik di dalam permasalahan et-
nisitas. Dalam hal ini, peranan pemerintah, elite-elite politik, pemimpin
Masyarakat baik formal maupun informal sangat menentukan dalam me-
nimbulkan sentimen positif maupun yang destruktif dari etnisitas dalam
Pembangunan masyarakat,

Persoalan sesungguhnya adalah berhubungan dengan perlunya mem-
bangun dan memajukan orang di dacrah-daerah yang beranekaragam et-
nis dan budaya. Hal ini sangat tergantung dari konteks situasi dan kondisi
Masing-masing kelompok masyarakat, balk berdasarkan kelompok etnis,
“Eama, ataupun kelompok ekonomi. Upaya ini juga tergantung pada jenis
Program pembangunan yang akan dilaksanakan. Program pembangunan,
"M pun bentuk dan dari mana pun asalnya, haruslah dilaksanakan ber-
dasarkan pertimbangan keanekaragaman masyarakat lokal,

“HAR. Tilaar, Menghsdonesia, Binisisas dan kentias. .. ibid., him. 15,

n
A
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Di bidang ekonomi, sepertl dikataka J.R. M“"“""“”L‘i' Papua .
salnya, dalam rangka meningkatkan penghasilan masyara At i dapeyy,
ekologi berpotensi sagy, seperti di dnerah Asmat, Waropen, Tnanwaty,
dan Babo, hendaknya masyarakat diberikan keterampilan teknologi tepay

guna untuk mm’[hud{dﬂ}[ﬂ_kn'n tanaman sngu dan 11lﬂliiﬂ5kﬂikﬂn MUY dag
tah mempersinpkan infrastny,

roduksi —selain perlunya pemerin

fur bagi I-:Ec]aiumamn mr:::lm:i hasil-hasil produksi ke pUSA-pUsat pagae
lokal maupun regional. Bagi mereka yang bertempat tinggal di zona-zan,
ekologi pantai atau pulau yang be nsi ikan, seperti kepulauan Rajy
Ampat, pantai pesisir dan pulau-pulau di kawasan TEll!I-L Cendrawasih,
sebaiknya diberikan pengetahuan praktis tentang teknik Penaftgknmﬂ
ikan, teknik pengawetan yang baik, dan proses pemﬂsaFEn. Bagi masya-
rakat yang bertempat tinggal di dataran tinggi atau di IM?ah-lembah
kaki bukir, sebaiknya diberilan penyuluhan tentang teknologi tepat guna
tentang pertanian pangan atau perkebunan. pi bidang peternakan, per.
lu diberikan pula tentang teknik-teknik peternakan modern yang dapat
memberikan hasil yang lebih baik, terutamsa bagi masyarakat di daerah

Dani dan orang Me) yang telah

Pegunungan Tengah (misalnya orang
mengenal budaya beternak hewan habi. Biasanya aktivitas memelihara
ternak orang Dani dan orang Me dilakukan kaum wanita, oleh karena i

sebaiknya lebih banyak melibatkan mereka dalam aktivitas peternakan

tersebut.

B. DIVERSITAS

Konsep diversitas (diversity) mengarah pada penerimaan (acceptance)
dan respek (repect). Hal ini berarti bahwa tiap individu adalah “unik™ dan
mengakui adanya perbedaan individu, yang beriringan dengan dimen-
si ras, emnisitas, gender, prientasi seksual, status sosial-ekonomi, umur,
ahilitas fisik, keyakinan agama, keyakinan politik, dan ideologi lainnya.
Suatu ekspresi dari perbedaan-perbedaan ini berupa keselamatan, positif

dan rasa aman atau perlindungan, yang ditandai dengan adanya saling

pengertian satu sama lain, tampaknya toleransi untuk merangkul dan
akan kebera

memperhatikan dimensi-dimensi yang di dalamnya kaya
gaman pada setiap diri individu.

Diversity, berarti perbedaan, kelainan dan keragaman. Snc:‘n-::ultlﬂﬂ!
berarti segi sosial dan budaya masyarakat. Jadi diversitas smm-kldﬂwf
dapat diartikan perbedaan di dalam masyarakat terutama mengend

-

i¥], i Mansaben, “Orientasi Budaya dalam Membimgun Manusia Pepua ;mngMu}L'nﬁlI“i I:h
k.

jauian Antropabogi”, Masmrked Indonesie: Mafalah i il X0 M
1. 2004, him. 106-107, ekl Moau M Sosial fdonesia, Jii

1
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sosial dan budaya {mﬂﬂ}fﬂmkat]_ Kea
pamakan diversitas. Diversitag kebudayaan merupakan semakin banyak
daerah delam Suati negara dapat dipastikan negarn tersebut memiliki
hasil budaya yang beragam, Keaneka :

; ragaman memunculkan diversitas
mh?da:falaan. Indonesia, scbagai negara kepulauan di mana penduduknya
terpisah lautan yang luas, memilik; sekurangnya 13.000 pulau, memper-
; 1 ya Indonesia, Jika diversitas kebudayaan
dttHﬂEEP' d"-“ﬁan sikap memandang perbedaan, di sini, diversitas ber-
potensi menimbulkan dampal negatif,

SemEntara itu, suatu kebudayaan dapat memiliki corak yang khas
karena beragam sebab, antara lain; karena adanya suatu unsur kecil
(dalam bentuk unsur kebudayaan fisik) yang khas dalam kebudayaan
ersebut, atau karena kebudayan itu memjliki pranata-pranata dengan
suatu pola sosial yang khusus, atau bisa juga karena warga kebudayaan
menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas bisa
pula disebabkan adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar, sehing-
ga tampak berbeda dari kebudayaan-kebudayaan lain. Misalnya, kebu-
dayaan Sunda merupakan suatu kesatuan yang berbeda dari kebudayaan
Jawa, Banten, Bali, dan lain-lain, karena orang Sunda sendiri menyadari
bahwa di antara warga Sunda ada keseragaman dalam kebudayaan yang
memiliki kepribadian dan jati diri yang berbeda dengan kebudayaan lain.
Terutama, dalam hal bahasa Sunda berbeda dengan bahasa Jawa, atau
Bali, makin menyadarkan orang Sunda akan kepribadian khas tadi. Po-
kok perhatian dari deskripsi etnografi adalah kebudayaan-kebudayaan
dengan corak khas seperti itu dinamakan dengan istilah “suku bangsa™
atau ethnic group, yang dapat diartikan “kelompok etnik”. Istilah “suku
bangsa” sebaliknya dapat digunakan sifat kesatuan dari suatu suku bang-
= bukan kelompok, melainkan golongan.™

Aneka ragam kebudayaan suku bangsa, dapat dijelaskan bahwa sela-
in mengenal besar kecilnya jumlah penduduk dalam kesatuan masyara-
kat suku bangsa, seorang ahli antropologi menghadapi masalah tentang
Perbedaan asas dan kerumitan dari unsur kebudayaan yang menjadi po-
kok penelitian atau deskripsi etmografinya. Karena itu, kesatuan masya-
fakat suku-suku bangsa di seluruh dunia dibedakan berdasarkan mata
Pencaharian dan sistem ekonominya: (1) masyarakat pemburu atau pera-
my; (2) masyarakat peternak; (3) masyarakat peladang; (4) masyarakat

"—|_-_-_-_

* Knnsep yang rercakup dalam istilah “suku bangsa® adalah suats golongan manusia yang
el obeh kesadaran dan jani diri mereka akan kesaivan dar kebudayaan mereka, sehingga
Kevinag kebudavaan tidak ditentukan oleh arang luar (misalnya r.ﬂ!l:l_'l ahli antropologi, ahli
I%“da}:aq vang menggunakan metode-metode analisis imish, melainkan oleh warga kebu-
7520 Yang hersangkutan It sendiel Knentjasaningrat, “Pongantar Antropologt..”, bid  him.

nekaragaman kebudayaan ini di-
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nelayan; (5) masyarakat petani pedesaan; dan (6) masyarakat perkotagy,
yang kompleks.*

Secara faktual bertalian dengan diversitas ini, Irwan Abdullah® .
ngatakan proses pembangunan di Indonesia terjadi dengan dua kecend,.
rungan. Pertuma, pembangunan cenderung mengabaikan potensi sosia)
budaya lokal yang sesungguhnya merupakan sumber daya yang dapa
digunakan bagi keberhasilan proses pembangundzl Cenderung mengiso.
las: ekonomi dari dimensi-dimensi sosial dan budaya telah menyebabkap
pemisahan semacam ini. Kedua, proses pembangunan yang berlangsung
selama Orde Baru telah menyebabkan hancurnya nilai-nilai lokal yang
kemudian kehilangan fungsi atau menghilang sebagai mekanisme yang
fungsional dalam menata kehidupan pada level lokal. Proses punahnya
bahasa daerah yang tidak secara bersamaan dengan internalisasi bahasa
Indonesia menyebabkan komunikasi pembangunan mengalami hamba-
an. Pengertian tentang berbagai ide pembangunan sering kali disalahtaf-
sirkan karena faktor bahasa yang berbeda. Bahasa bukan saja membawa
pesan literer, tetapi juga sikap dan kepribadian pada tataran yang lebih
luas. Dalam bahasa, terkandung kebijakan-kebijakan kelompok penggu-
nanya dalam bersikap dan bereaksi terhadap berbagai gejala sosial.

C. PLURALITAS
David Jary & Julia Jary (1991) mendefinisikan “pluralism” sebagai
berikut:

_ pluralism, the situation within a statear social organization in which
power is shared or held to he chared emong o multiplicity of groups and
organizations The oniginal use of term was in association with opposition
to the Hegelian conception of the unitary state In @ socialist conception of
pluralism, Guild socialism, the disp ersal of economic and political power I
pccupational groups was proposed as an ideal However, the most impor-
rant use of the term in modern seciclogy and political science is the sug-
gestion that modern western Iiberal demacracies are pluralistic polities in
which a plurality of graups and/or elites either share power or continuously
compete for power.. ™

+ pada umumnya, penggalongan berbagai suku bangsa Indonesia didasarkan pada sistefl
lingkaran hukum yang dibuai Van Vollenhoven. Pada Peta 7 Indonesia dibagl be dalam 19 8-
erah: (1] Aceh: (2] Gaye Alas dan Batak: (3a) Nias dan Batu (3) Minanghkabau; (4a) Mentawd
(4) Sumatra Selatan: (3] Enggano: (5] Melayu; (6] Bangka dan Biliton; (7) Kalimantan. (B) M
nahasa: (Ba) Sangir-Talaud; (%) Gorontalu: (10) Toraja; (1) Sulawesi Selatan; (12) Temal= (13
Armbon Maluku; {13a) Kepulauan Barat Daya; (14) Irian; (15) Timorn (16) Bali dan lﬂl“h‘“"';"'-l
fawa Tengah dan Jawa Timur, (Surakarta dan Yogyakarta); dan (19) Jawa barat. (Koentjaranits:
L -ﬂmw.'. fhied, bl 194).

2 [rwan = Pengembangan Sumber Daya Sasial di Daeral,.” Op. cit., him. 18=-

= David Jary & Julia lary, The Harper Colling Dicriamary of Sociology, .rbﬂhl:'t him. 367
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Adapun “plural society”, didefinisikan:

F'_I!Wﬂf sﬂ"mﬁjﬁ any society in which there exists a formal division inte dis-
st r;ﬂém Inguistic, ar religious groupings. Such distinctions may be hori-
rontal (see also secial stratificatin n or vertical (see polarization) ™

Pluralisme merupakan teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri
panyak substansi.* Dalam ilmu sosial, pluralisme dapat didefinisikan se-
bagai ... is @ framework of interaction in which groups show sufficient respect
and tolerance of each other, that they Jruitfully coexist and interact without
conflict or assimilation™ (suatu bentuk interaksi di mana kelompok-kelom-
pok menunjukkan rasa hormat atau respek dan toleran satu sama lainnya,
dan berinteraksi tanpa konflik dan berbaur atau asimilasi).” Dalam hal
ini, pluralism merupakan sebuah paham menekankan aspek-aspek positif
dalam sebuah realitas keberagaman, toleransi, dan mengakui keberadaan
golongan lain yang berbeda.

Pluralisme masyarakat daerah menjadi suatu kondisi objektif penting
yang membutuhkan respons yang teliti, baik dari pemerintah maupun
dari institusi-institusi sosial di luar pemerintah. Perbedaan etnis memba-
wa pengaruh penting bagi keberadaan nilal dan kosmologi masyarakat.
Agama yang berbeda-beda secara langsung juga menentukan adat dan
kebiasaan yang berbeda dan menurunkan pranata sosial dan nilai yang
berbeda antarkelompok. Sama halnya lokalitas tempat yang luas dan
dipisahkan batas-batas fisik dan kebudayaan yang tegas menyebabkan
sumber daya sosial menjadi persoalan penting. Perbedaan-perbedaan ini
merupakan sumber energi sosial yang bila dikelola dengan baik, akan
menghasilkan kekuatan yang besar dalam mendorong setiap perubahan

seeara terencana.®

D. RELATIVITAS

David Jary & Julia Jary (1991) mengungkapkan “relativisme” seba-
gai berikut:

_ empasis on the variety and differencies of cultures, bodres of knowledge,

conceptual schemes, theories, values, etc The term covers a variety of so-
ciological and ph.i.ramph;'rm' pasitions, ranging frams so-called weak farm

* David jary & Julia Jary, “ The Harper Colling...”, ibid, , Wm. 368 N
B Al Maksurn & Luluk Yunani Ruhendi, Parpdigma Pendidikan Universal di Era Modern dan
Past. Modern: Mencari “Visl Baru” atas “Reallias garu”, Pendidikan Kita, IRCIS0D, Yogyakarta,

004, hlm, 268, _
* Dalam kutipan Almad Rois: (“Pendidikan lslam Multikultural; Telaakh Pemikiran Mulan-

Mad Amip Abdullah”, Episteme: Jrarnai Jﬁgﬂgﬂﬂﬂ,ﬂ,umﬂ Hreeer Kedebarnern, Valume B, Nomar 2,

Pembser 20103, him. 267-284. g ;
" Irwan Abduyllah, " Pengeatbangan Sumber Daye Sosial di Daerali...” Gp, cit., him. V2. 151,
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to strang forms. At the weak end, the recognition of variety and difference
appears to he little more than ;ucrnrugicnr common sense. However, Hrnng.
versions of relativism, which can have pnwerfunl suppart, are the subject pf
much controversy Forexample, ta claim strongly that *moeral are relatives—
moral relativism—is to claim that what is right is solly a local matter to ba
judged so oniy within particular communities at particular imes. This rules
out attempts to judge between different maoral schemes Thus, there would
be no general basis for reacting Nazi policies tawar d mon-German raciaf

groups

Bertalian dengan konsep “suku bangsa” bahwa setiap kebudayaan
yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas desa, kota, ke-
lompok kekerabatan, atau lainnya, memiliki suatu corak khas, terutama
tampak oleh orang yang berasal dari Juar masyarakat itu sendiri. Warga
kebudayaan itu sendiri biasanya tidak menyadari dan melihat corak khas
kebudayaan lain, terutama apabila corak khas itu mengenai unsur-unsur
yang perbedaannya sangat mencolok dibandingkan dengan kebudayaan-
nya sendiri. **

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakatnya yang
multi-etnis yang menempatkan pada ribuan pulau. Sekurangnya terdapat
500 bahasa daerah yang dijadikan bahasa pengantar masyarakat yang
membuktikan bahwa tingat pluralitas sangatlah tinggi. Pluralitas etnis
menunjukkan bahwa bangsa ndonesia memiliki kekayaan budaya yang
kompleks di mana masing-masing etnis memiliki karakteristik budaya
berbeda. Karakteristik sistem lingkungan masyarakat Indonesia yang ma-
yoritas terpencar di pulau-pulau dengan tipologi daratan berupa bukit
dan pegunungan yang dipisahkan oleh hutan belantara mengakibatkan
terjadinya diversitas budaya. Kondisi geografis tersebut memungkinan in-
tensitas interaksi antarmasyarakat rendah, sehingga kebudayaan masya-
rakat berkembang mandiri dengan karakteristik budaya yang berlainan.

Diversitas budaya di antara etnis yang tinggal di kepulavan Indonesia
menandai bahwa masing-masing masyarakat etnis memiliki tata nilai,
norma, adat istiadat, dan hukum adat yang berbeda. Hal ini menyebab-
kan penerapan suatu budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya lo-
kal masyarakat dikarenakan sistem budaya yang dianut masing-masing
masyarakat berlainan. Sistem nilai budaya yang dianggap baik di suatu
daerah belum tentu dianggap baik di daerah lain. Realita ini memunctl-
kan suatu teori yang dinamakan Relativisme Budaya. Berdasarkan teori
relativisme budaya pemahaman mendalam terhadap kultur masyarakal
merupakan persyaratan mutlak sebelum ditarik suatu penilaian budaya. .

= David Jary & Julia Jary, " The Harper Colling.,..", ibid., him. 413,
» Knentjaraningrat, Penganter Antropalogi, Rineka Cipia, Jukarta, 195, hilm. 165,

2l& .
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Hal ini berlaku pula bagi identifikasi gejala sosial budaya, penentuan
program ]’EmbE“E“ﬂfm dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki
karakteristik sistem nilai, norma, adat istindat dan hukum adat yang ber-
beda, terutama masyarakat desa hutan vang tinggal didalam dan sekitar
belantara hutan,

Identifikasi gejala sosial mendalam berdasarkan karakteristik budaya
setempat merupakan langkah arif untuk mencapai tujuan program pem-
bangunan E'm‘“l:"““ pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan
masyarakat diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi dan ke-
butuhan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem nilai, norma, adat
istiadat, dan hukum adat masyarakat. Jangan sampai program pemba-
ngunan yang dihasilkan merupakan refleksi program pembangunan bu-
daya masyarakat lain ataupun berdasarkan dari kultur pembuat perenca-
naan saja, sehingga tidak aplikatif di masyarakat yang menjadi sasaran.
Hal ini untuk menghindari terjadinya suatu pola penetapan program
pembangunan yang didasarkan pada sikap etnosentris pihak perencana
program. Sikap etnosentris merupakan suatu sikap yang megedepankan
suatu persoalan dari sudut pandang satu pihak atau perencana program.
Sikap yang didasarkan pada satu sudut pandang yang akan menggiring
pada sikap streotip yang menilai budaya masyarakat dari kebiasaan se-
cara umum (general). Akibatnya objektivitas gejala sosial budaya akan
terbengkalai, sebab gejala sosial budaya masyarakat hanya dipandang
melalui saru sisi dan tidak dikaji dengan menyeluruh (holistic) dan kom-
prehensif. Pemahaman budaya masyarkat secara umum akan mengha-
silkan suatu program pembangunan yang bersifat bias, sehingga yang
dihasilkan penyeragaman (uniformitas) program yang hanya sesuai bagi
perencana program. Dalam kajian ilmu sosial penyeragaman program se-
ring dimaknai sebagai cultural imperialism yang memaksa suatu masyara-
kat mengikuti budaya masyarakat luar yang tidak sesuai dengan sistem
nilai, norma, adat istiadat, dan hukum adat yang dianut. Akibatnya, akan
terjadi marginalisasi budaya lokal, di mana budaya lokal terkalahkan
oleh dominasi kekuasaan budaya luar. Masyarakat desa hutan sebagai
pemegang kendali budaya lokal dalam program pembangunan misalnya
hanya menjadi “kelinci percobaan” yang Ial:nhﬂt laun keteraturan tata
budaya lokalnya bisa terpinggirkan bahkan bisa punah.* _

Pemahaman relativitas budaya suatu masyarakat dapat dilakukan
melalui pendekatan kualitatif dengan cara _mendengar, mengamati ajf.
tivitas budaya masyarakat, dan melakuan dialog wawancara dengan pi-

-‘--—|_ - =

ST sbuckaye,  Gdinkses: 15 Sepiember
Iﬂ:a ht'l"*'-"l'mu:‘tiju.wnrdp:e:s.mm!!ﬂﬂﬂmﬁﬂi‘”m““““m idaya, (i P
b,

. 17
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hak masyarakat. Jika dari proses identifikesi gejala sosial budaya sudah
terpahami, maka diteruskan dengan penentuan program pembangunan
yang sesuai untuk diterapkan di masyarakat pemahaman teori relativitag
budaya (misalnya) sangat penting bagi para ahli kehutanan sosial dalam
menyusun program pembangunan masyarakat desa hutan. Seorang ahli
kehutanan sosial scbaiknya belajar (learning) sistem tata nilai, norma,
adat istiadat, dan hukum adat masyarakat yang dijadikan sasaran pro-
gram agar memahamai (understanding) karakteristik budaya masyarakat,
sehingga dapat memaknai (meaning) dan menentukan program pemba-
ngunan yang layak untuk diterapkan pada masyarakat desa hutan.”
Apabila, konsep relativitas budaya ini dapat dipahami dan dimaknai
secara benar oleh ahli kehutanan sosial tentunya program pembangun-
an yang dicetuskan akan mampu mewujudkan suatu integrasi kultural
dengan sistern tata nilai, norma, adat istiadat, dan hukum adat masya-
rakat desa hutan. Akulturasi program pembangunan yang bersendi pada
budaya masyarakat akan mendorong terciptanya keberhasilan program
dan integrasi program yang harmonis. Relativitas program pembangunan
vang didasarkan karakteristik budaya masyarakat akan lebih tepat sasar-
an dengan tataran hasil yang memuaskan. Masyarakat desa hutan mera-
ca diakui dan diberi kesempatan partisipasinya, sehingga akan muncul
rasa tanggung jawab untuk menjaga dan menyukseskan program pemba-

ngunan.*

1| h'[lp;.l'l'|'I'.IL|.rIlll-ﬂ.'ifﬂ'ldprt!“.mn!faﬂﬂﬂ'fﬂﬂ.fﬂﬂe{mIuhnﬁrmmul (eHakses; 15 AgLsus LA
2 ypepsd fmurtijo wordpress.com/2009/ 03/ 23/ relativitas-budaya, (diakses: 17 Septembet
2008, :
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Padda haglan ini merupakan syary Penarikan simpulan dan saran bertal

tengan  pertanyaan-portanyagn rokek yang diajukan dan :e?:h :aha!:aa:
dalam penelitian ini, yaknj PeEnerapan kebijakan etnisitas pada masa kolo-
nlal Belanda, penerapan kebijakan etnisitas pada masa kemerdekaan mr;a
vama. Ot Bary, Reformasi), implikasi kebijakan poitik dalam pengslolasn
I"l"-lll-"l AR TR =Ll % FIJ{JJ m\ﬂarﬂrﬂhﬂ[ pl.l.lml.lﬁtllil; |r|d|:l|1E5|a' dan DE_FIUﬂjfa

alternatif “model* atay ‘paradigma” tenta ng pengelolaan keberagaman etnis
dalam masyarakat pluralistik. Indonesia,

A. SIMPULAN

Husll-hasil penclitian dalam pembahasan terdahulu dapat disim-
pullian sebngn berikut: pertama, pada masa kolonial Belanda cenderung
mementingkan kebijakan etnls semata bertujuan untuk kepentingan eko-
ol politlk dan mempertahanan kekuasaan kolonialnya di Indonesia.
Selnln milsl ekonomi politik, kolonial Belanda juga mengikutsertakan pe-
nyebarin (misfonaris) agama Kristen terhadap penduduk Hindia-Belan-
da i mana sebelumnya masyarakat umumnya menganut agama Tslam
di mana sudaly terdapat banyak Kerajaan Islam (kesultanan-kesultan-
i) diberbagni wilayah Nusantara, Sebagai akibatnya, justru telah me-
nimbulkan kecemburuan, kecurigaan, dan "rasa benci” yang dapat me-
lews menjadi konflik sosial dan perlawanan terhadap bangsa pribumi
lerthaddap kolonial Belanda. Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)
N sesungguhnya diperoleh sebagai puncak dari sejumlah perlawanan
bangsa pribumi, terutama umat Islam, yang lamanya berabad-abad sebe-
lmnyg, Sehingga, kebijakan etnisitas pada masa kolonial Belanda tEt_“h
#gal mengakomodasi kepentingan masyarakat multikultural pada Hin-
Uin-Belanda, dikarenakan diterapkannya politik pembagian etnis dengan
"Wuan memecah belah (devide et impera), secara konsisten dengan pen-
d'}kﬂluu persuasif, mpmslf hiﬂggﬂ kekerasan, yang memunculkan perla-

“anan-perlywanan baik secara griliya maupun secara terbuka.
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Kedua, pada masa kemerdeknan (Orde Lama, Orde Baru, dan Re.
formasi) menunjukkan belum mampt menciptakan suatu kondisi kehi.
dupan keberagaman etnisitns yang harmonis. Faktanya, berbagai “be.
nih-benih” konflik sosial bertalian dengan etnisitas seakan teruis tumbul
yang “tersemai” scjak masa kolonial Belanda (termasuk Portugis, Inggris,
dan Jepang). Terdapat banyak kebijakan etnisitas dalz!m keberagaman
yang telah diterapkan, tetapi belum membuahkan hasil yang memuas-
kan, dan bahkan konflik sosial etnis dan agama dengan beragam faktor

penyebabnya seakan tampak semakin meluas pada masa kemerdekaan
(era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi). Ketimpangan struktur

sosial-ekonomi merupakan salah satu faktor dominan sebagai penyebab

utama konflik (core of conflict) pada €ra kemerdekaan.
rerhadap pengelolaan keragaman

Ketiga, implikasi kebijakan etnisitas :
etnis di Indonesia, sejak era kemerdekaan sampai pasca-reformasi kurang

mampu menciptakan suatu kondisi harmoni pada masyarakat majemuk

atau multikultural Indonesia, sebaliknya justru menampkan banyaknya
Terdapat banyak kebijakan yang

beragam konflik yang semakin meluas.
dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, akan
tetapi, belum memperihatkan belum afektif dan cenderung parsial tidak

seperti yang diharapkan, terbukti konflik sosial etnis dan agama seakan
kapan saja dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Belum ditemukan
suatu kebijakan kerberagaman etnisitas yang efekiif sebagal suatu solusi
wsyuhstantif” terhadap permasalahan keberagaman etnis kedepan dengan
beragam faktor penyebabnya, atauptin sebagai respons dan solusi jangka
pendek (short-term) maupun jangka panjang (long-term) sehagai jaminan
bagi keutuhan integrasi bangsa.

Keempat, bertolak dari hasil penelitian ini, ke depan, dibutuhkan sua-
tu “model” atau “paradigma” pengelolaan keberagaman etnis yang mem-
perhatikan konteks objek Indonesia, terutama pentinga mengembangkan
dimensi-dimensi: multikultural, diversitas, plural, dan relativitas. Hal ini
merupakan suatu upaya “solusi” substantif yang diharapkan terhadap di-
namika persoalan keberagaman etnisitas dalam memperkuat kohesi sosi-
al dan juga dapat memperkukuh integrasi bangsa, seperti dicita-citakan
para pendiri bangsa (founding fathers).

B. SARAN

pengelolaan keberagaman etnis di Indonesia pasca-kemerdekaal
yang belum berpihak kepada kebutuhan masyarakat multikultural dalam
arti sesungguhnya, sebetulnya telah dipengaruhi oleh konsepsi Hindia-
Belanda tentang kebijakan etnisitas, di mana telah mengandung se:jumlﬂh
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